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RINGKASAN 


AGAMA DAN POLITIK 


STUDI KONSTRUKSI SOSIAL KIAT TENTANG NASIONALISME 
PASCA ORDE BARU 


Ali Maschan Mocsa 


Beberapa fenomena yang menonjol serelah jatuhnya rezim Orde Baru adalah 
terjadi rentetan kerusuhan pada pertengahan Mei 1998. Kerusuhan tersebut herupa 
penjarahan pertokoan, pembunuhan, dan pemerkosaan non-pribumi yang merupakan 
haynian dari konflik sosial antar ras. Belum sembuh dan truuma tersebut muncul kasus 
pembakaran gereja di Ketapang Jakarts dan pembakaran masjid di Kupang Nusa 
Tenggara Timur (NTT). yang menunjukkan konflik sosial antar agama. Muncul pula 
kasus Ambon dan Maluku yanp menelan ribuan korban jiwa, yang mencerminkan konflik 
aniar agama dan suku sevara berhimpitan. Kekerasan deni kekerasan bergulir silih 
berganti, yang bermula dari persoalan konflik vertikal tetapi kemudian mercmbet dengan 
persoalan horizontal, yaitu konflik antar etnis dan antar agama, Di Poso Sulawesi Tengah 
dimulai dari perkelahian antar warga herubah munjadi konflik antar komunitas agama 
Islam dan Kristen, Kasus konflik yang lain adalah pembantaian suku Dayak terhadap 
suku Madura di Sampit Palangkaraya Kalimantan Tengah, dan Sambas Kalimantan Barat 
yang menewaskan ratusan warga Madura yang menunjukan adanya konflik antar suku. 

Jugatan masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat tentang pembagian kekayaan 
minyak bumi menyungkapkan konflik antar daerah dan pusat. Konflik yang 
berkepanjangan sampai saat adalah semangat Gerakan Aceh Merdcka (GAM) yang inyin 
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasus yang sama 
dengan intensistas yang agak rinpan adalah gerakan sparatis yang dilakukan sebagian 
rakyat propinsi Papua. Dengan demikian telah terjadi peningkatan konflik SARA (suku. 
rus, agama, dan anfar gyolonyan) yang menpancam inlegrasi bangsa Indonesia pada 
pasca jatuhnya rezim Orde Baru mulai bulan Mei 1998 sampai sekarang. 

Karenanya. fokus studi ini adalah berupaya memahami pemahaman para kiai 
mengenai nasionalisme dalam konteks nasionalisme Indonesia, tentang bagaimana 
mereka mengkonstruksi nasionalismenya. tentang dasar-dasar konstruksi mereka. dan 
konteks yang melatar helakanginya, serta apa maknanya bagi mereka Masalah penelitian 
tri adalah bagaimana para kiai mengkonstruksi nasionglismenya pada cra gencarnya 
gerakan kembahi ke ctnisitas, primordialisme keagamaan. dan komunalismc pasca 
jatuhnya rezim Orde Baru. 

Pada dasarnya, penelitian iri dunaksudkan untuk memahami makna dibalik 
tindakan para kiai yang berkaitan dengan nasionalisme dan bagaimana mereka 
mengkonstruksikan paham nasionahsme tersebut pasca Orde Baru. Nasionalisme sebagai 
realitas sosial adalah tindakan sosial yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dalam konstruksi nasionalisme para kiai ini terdapat proses dialektika antara “dunia 
subyektif" mereka dan “dunia obyektif” masyarakat melalui interpretasi secara terus- 
menerus (Poloma 1992:397). Selanjutnya karena temuan teontis yang akan dibangun 
oleh peneliti lebih mementongkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subyektif 
tentang nasionalisme dan para kiai sehagai subvek penelitian. maka pendekatan yang 


vn 


Disertasi Agama dan politik : Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 


digunakan adalah “Oualitative Research”. (Hughes, 1990: 89-90), dengan menggunakan 
disain “Konstruksionisme” oleh Berger (Johnson, 1994:66). Berdasarkan pendekatan 
kualitatif ini, peneliti telah berupaya memahami fenomena sosial dari tindakan para kiai, 
yaitu apa-apa yang mereka pikirkan, yakini, dan pahami tentang nasionalisme yang 
sedang “rapuh” saat ini. Karena itu, menurut peneliti cara terbaik untuk memahami dunia 
makna dan dunia definisi para kiai tersebut adalah apa yang oleh Weber disebut 
“verstehen” atau “emphatic understanding, interpretatiwu undersatanding” (Chaves, 
1978:39), Jadi, dalam mengaplikasikannya peoclili juga mengikuti anjuran Weber 
(Gordon,1991:468-469), yaitu analisis pemahaman yang diperoleh melalu “negotiated 
meoning” atau intersubyektiftias. Dalam ungkapan lain Berger (1981:26) menyebutnya 
sebagai lindakan penafsiran yang didasarkan atas penyesuaian antara struktur relevansi 
pemeliti dan struktur relevansi subyek penelitian. 

Studi ini mengambil unit analisis para kiai yang menjadi anggota Lembaga 
Pembahasan Masalah-Masalah Agama (Lajnah Bahisu al-Masail al-Diniyyah) Nahdlatul 
Ulama wilayah Jawa Timur. Lajnah adalah jembaga khusus yang dibentuk oleh Pengurus 
Wilayah yang terdin dari 9 (sembilan) kiai dari beberapa pesantren terkemuka di Jawa 
Timur. Mereka dipilih karena kemampuannya dalam memahami kirah kuning yang 
menjadi acuan pokok di pesantren. Tugas pokok mereka adalah membahas secara 
mendalam kejadian-kejadian kontemporer yang membutuhkan keputusan fatwa menurut 
hukora Islarn. Karenanya, mereka sering menyelenggarakan pertemuan (halagah) dengan 
tempat berpindah-pindah dari pesantren satu ke pesantcen jainnya. 

Hasil penelitian ini sebagai berikut, pertama, nasionalisme adalah seperangkat 
gagasan dan sentimen yang mengkonstruksi kesatuan solidaritas, kesepakatan bersama, 
dan keimginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Seperangkat 
gagasan dan sentimen tersebut membentuk kerangka konseptual tentang identitas 
nasional yang sering hadir bersama berbagai identitas lain seperti suku, aparna, teritonal, 
bahasa, okupasi, kewarganegaraan (citizenship) dan scbagainya. Dengan demukian, 
nasionalisme merupakan formalisasi dari kesadaran nasional yang tidak bisa dipisahkan 
dengan negara (state) sebagai wadahnya yang obvektif dan bersdifat polivs. Kedua, 
nasionalisme Indonesia yang diwacanakan secara resmi adalah nasionalisme yang 
@rtifisial, dirayut dari untaian etnisitas dan agama yang silang menyilang dengan ikatan 
primordial. Artinya terdapat unsur kesenyajaan dan upaya sistematis termasuk di 
dalamnya rekayasa politik (political engineering) dalam menempa nasionalismne 
tersebut. Namun, tidak bisa diingkari bahwa sentimen nasionalisme Indonesia dihasilkan 
dari mobilisasi perasaan, imajinasi, dan bayangan masyarakat. Masyarakat Indonesia bisa 
dibayangkan sebagai suatu entitas (imagined community) karena adanya kesamaan latar 
belakang sejarah. Di dalam bingkai nation-state, benih-benih nasionalisme yang rumbuh 
dari kesatuan solidaritas melawan penjajahan dibakukan sebagai nasionalisme Indonesia 
melalui berbagai perangkat hukum yang dimiliki oleh negara. Pada gilirannya kekuatan 
nasionalisme yang digerakkan untuk melawan penjajahan tersebut “Wikonversi” menjadi 
kekuatan untuk membingkai tujuan kolektif, yang pada dasarnya tujuan politik yang 
dirumuskan oleh negara, Kemudian ditangan nepara nasionalisme diposisikan sebagai 
“instrumen” dalam tangka memperkuat posisi negara (stare-building), dan tidak 
seimbang dengan upaya membangun keutuhan bangsa inarjon-building), bahkan upaya 
stote-huilding tersebut sering diikuti dengan “pembunuhan hudaya setempat” (local 
cultural assasination), serta intrusi budaya kelompok dominan sebagai budaya nasional. 
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Namun sungguhpun nasionalisme Indonesia sudah bergandengan dengan kekuasaan 
nepara, nasionalisme yang genuine yang lingkupannya bersifat lokal atau regional 
tidaklah memudar. Lebih dari itu, penggungan nasionalisme sebagai instrumen oleh 
negara ternyata diimbangi dengan sikap yang samu oleh masyarakat (etno-nasionalisme). 
Proses “pemaksaan” tersebut seringkali menimbulkan upaya dari pihak etnis untuk 
mewujudkan seff yoverning suatu etnis tertentu. Jelasnya, adalah upaya pembentukan 
nation-siate ke dalam format aslinya, “satu nation satu state”, Inisiatif mi sudah barang 
tentu ditolak oleh penyelenggara nation-state yang sudah ada, yailu mengambil format 
“banyak narion dibawah saru state”. Dengan demikian, sampai saat int, terdapat 
implikasi dan problem yang masih belum selesei, yaitu terdapat tarik-ulur antara negara 
dan masyarakat dalarn mendefinisikan nasionalisme. Ketiga, konstruksi sosial kia 
lentanp nasionalisme terbagi menjadi tiga tipologi, yaito “ksai fundamentalis”, “kiai 
moderat” - sebagai kelompok mayonias -, dan “kiai pragmatis", Pandangan kiai Wwntang 
nasionalisme yang berwurak fundamentalis mempunyai ciri-ciri antara Jain, (1). Pemah 
belajar di Timur Tengah yang transmisi keilmuannya memang bersifat eksklusif dan 
tekstual. (2). Berpandangan bahwa ajaran IsJam bersifat universal dan cenderung ke arah 
formalisasi Islam, sehingga mereka memposisikan Istarn schagai tandingan dan semua 
konsep nation-siate. (3). Hubungan antara agama dan negara bersifat integrated, 
karenanya harus ada upaya legislasi syari'at dalam negara (again al-syari ah), sebab 
mation-state bagi mereka dibentuk atas dasar sentimen aparna. Sedangkan pandangan kiai 
tentang nasionalisme yang bercorak “moderat” memiliki ciri-curi antara Jain, (4). Mereka 
lulusan pesantren-pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang transmisi keilmuannya 
memang bersifat inklusif dan kontekstual. (2), Berpendapat hahwa ajaran islam bersifat 
universal, letapi juga merespon keanfan luka (ocat wisdom), karenanya mereka tebih 
mementingkan Islam substansial. (3). Hubungan antara apama dan negara bercorak 
simbiotik, sebab bagi mereka nation-state terbentuk atas dasar pluralitas, serta yanp 
penting adalah penerapan syari'at di masyarakat (tathbig al-syari ah). Adapun pandangan 
kiai tentang nasionalisme yang bercorak “pragmatis” memiliki ciri-ciri antara lain, (1). 
Mereka adalah alumni pesantren-pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan pernah 
mengenyam pendidikan di Yimur Tengah. (2) Berpandanyan bahwa ajaran Islam bersifat 
universal. namun setelah berinteraksi secara rucnsif dengan wacana umum di organisasi 
Nahdlatul Ulama mereka berubah bisa merespun pentingnya kearifan lokal . (3) 
Hubungan antara agama dan negara cenderung infegrated, sebab bagi mereka natian- 
state idealnya terbentuk harus atas dasar iman kegamaan. 

Secara leoritik studi mi memperkuat temuan Badn Yaum (1984), Guraisy Syihah 
(1994), dan Zambhanr (2004) yang menyimpulkan hahwa nasionalisme tidak bertentangan 
dengan IsJam. Secara mayoritas para kiai yang menjadi subyek penelitian ini memang 
tergolong “moderat” dalam bersikap terhadap tema penegakan nation-state. Namun 
kajian ini memunculkan yariasi, yaitu diantara subyek penelitian ada yang bisa 
dikatagorikan “fiwdameryalis” dan “pragmatis” dalam mernandany hubunpan antara 
Islam dan nasionalisme. Hanya saja penelitian ini tidak merekomendasikan paradigma 
“sekularistik” tentang bungan antara agama dan nepara sebagaimana icmuan Yatim. 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan insighr yang hasilnya bisa kontributif 
bagi proses rekonstruksi tatanan sosial politik di Indonesia, Bagi penentu kebijakan 
negara diharapkan bisa dijadikan masukan yang berharga dan bersifat ilmiyah dalam 
rangka mengambil keputusan yang tepat, khususnya vany berkaitan dengan interaksi 
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antara agama dan negara dalam konteks recovery ekonomi dan menuntaskan kooflik 
SARA yang masih berkepanjangan. Sebab, kedaulatan Indonesia sebagai nation-stare di 
masa mendatang akan banyak ditentukan oleh pergulatan nation-state tersebut dengan 
tiga kekuatan yang sedang marak, yaitu globalisme, lokalisme-etnonasionalisme, dan 
Fimadamenralisme agama. 
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ABSTRACT 


RELIGION AND POLITICS 
Study on the Kiai's Social Contruction on Notonalism in the Post-New Order Era 


Ah Maschar Macsa 


The focus of tbus research 1S to understand the Kiai's comprehension about how 
thcy construet thc concept of Indonesian nationalism in the cra of incessant movement 
returming back to cthmicity, reltgious-based primordiality, and communalism in the post- 
New Order cra. 

The reswarh results are as follows (1) nationalism based on the perspectives of ihe 
Kiais is national commitment tal-ushabiyah) of a group of people within one 
gcographical unity and they have thc same goal to establish the life system. Such social 
grouping has been an objective and natural nced among the human beings. Based on the 
natural charachter, the nationalism perceived by the Kiai has beun conceptualized not 
based on the theological doctine, but it has hwen formulated based on plurahsm (al- 
umah). fraterrity tal-gaumiyah). diversity-based on solidanity (al-sy uhiyah), eguality 
tai-musawah). and lovinp the country (al-wathaniyah)  Therefore, natonalism is the 
formalization of national awareness empincally reguiring congregation with the state as 
the politically ubjecUve territory, (2) it s insisted that in the post-New Order era 
nationalism be redefined toward the humanistic construction, and (3) nationalism based 
on the Kiai's social construction is classified into three types namcly he furdamentalisi 
Kiais, the moderaie Kiats, and the pragmarisi Kiai as majority group, 

Theonticaliy, this study can strengthen the findings of Bad Yatim (1984). 
Ouraisy Syihab (1994), and Zamharir (2004) which concluted that nakonahsm was not 
cantrary to Islam. The majority of the Kiais who became subjects of this study werc 
moderate on the thcme of nation-state establishment. However, the most recent research 
revealed such variations as “fundamemalisi” and “pragmatrist" in percieving the 
relatiwnship between Islam and nauonalism. Furihermore, this rcasearch does not 
recommend (he “secular” paradigm on the relationship hetween Islam and nation-slate as 
propossed by Yatim. 

Itis suggested that Ihe research resuH provide insighi producing conmbution far 
socio-political reconstruction process in Indonesia. It 18 also recommended thai 
goverment should use it as an input in the accurate devicien making primanly related (0 
the interaction between religion and state in the contex of economic recovery and of 
conflict resolution of SARA having still been persistent up to now, The rcason is that 
the Indonesian sovereignty as the nation-state in the fulure will be considerably heraided 
by the dialectic of the nation-state with the incgssani powers respeclivelv globalization. 
focalism-ethno-nationalism, and Islamic fundamentalism. 


Keywords : nationalism. ethno-nationalism. netion-state, ethnicity, social constructiun. 
Islamic-law based srudies (bahtsu al-masail), moderate, fundamematist, pragmatist. 
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SUMMARY 
RELIGION AND POLITICS 


Study on the Kjai's Social Construction ou Nadonalism in the Post-New Ode Era 


Ali Maschan Mocsa 


Some of outstanding phenomena after the downfall of New Order reign were Ihe 
seguence of tummoil incidents in mid-May 1998. The turbulences in such various shiclds 
as plundering the shop, killing. and massively raping the non-native citizens were of Ux 
Inter-race social conflicts. Having not yet recovered from the uauma causcd by the 
above incidenss, the case of church firing at Ketapang. Jakarta and the mosgue firing in 
Kupang, Estem Nusa Tenggara which indicated the inter-religious followers conflict 
appeared. Jhen several incident in Ambon, Maluku and Poso sacnificing thousands of 
vicims camc aflerward. These incidemi refleci the cexistence Of real conflict ol inter- 
relipisus followers and of inter-tribes simulincously, The violence fddlowed the other, 
deriving from the conflicts among the elifes which were later foltowed by those of the 
grASS-rO0LS ini the forms or inter-cthnic and inter-religious follower conflicts. In Poso, 
Central Sulawesi, the ineident hegan with the fight among just some people successively 
changing into that berween the Moslems and dc Christians, The slaughtering toward thc 
Madurese ethnic in Sampit, Palangkaraya, Central Kalimantan, and Sambas, West 
Kalimantan. killing hundreds of hem indicated the existence of conflict of inter-ethruc. 
The legal suit of Riauncse people toward the central yovemment on oil share conveyed 
the conflict between local and central governments. The continuous contlict in the Aceh 
Freedom Movement (GAM) which has imended to separate from the govemment of 
Republic of Indonesia. The same case whnth somewhat slighi is the separatist movement 
conducted by some of people in Papua province. Based on the above facts, Uhe conflicts 
Of tribe. race, religious-followers, and inter-groups (SARA) has already increased and 
these have implicated the threat of citizens integration since Le post-New Order reign 
exacily May 1998 up 0 now. 

Therefore, the research focuses on conveving the Kivis perceplion related with 
nabonalism in the confexs of Indonesia especially un how they reconstruci it, ihe main 


basis ot construction, Uhe contexlual background of constructing It, and Uhcir perception. 
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The research probiem is 10 understand the Kiai's comprehension about how they 
construci the consept of Indonesian nationalism in the &ra of incessani movement 
returning back to eihnicity, religious-based primordiality, and communalism in thx post- 
New Order era. 

In fact. this research aimed at understanding the meaning of nationalism 
constructed by the Kiais and how they construced it in the past-New Order era. In Une 
kiais view-point, nationalism as a social reality is the social behaviour performed in the 
daily life. lt contains a dialeclic process between subjective consciousness and objective 
conciousnesS of people by interpreung it conliniously (Poloma 1992:397). Because the 
theoretical findings which will be constructed by the researchers are mainly emphasized 
on the perspective of understanding and subjectivc meamng on the Kiais nationalism as 
ihe rescarch subject, the approach used is “ Oualitalive Research” (Hughes. 1990):89-90) 
by using the design “ Constructionism” by Bergert Johnson. 1994:66). Based on the 
gualitative approach, the researcher has strived to understand the social phenomena of the 
Kiais performance including what they think of, convimcee and undertand on the 
nationalism which has undergone britileness today. That's why, to the researcher's 
opinion, the best way to understand the aspect of implicit meaning and of denotative 
meaning as perceived by the Xiais what the so-called by Weber “verstehen” or “emphatic 
understanding. interpretative understanding “ (Chaves, 1978:39), In this case, the 
researcher implemented il, following the suggestion of Weber (Gordon, 1991: 468-469) 
namely analysis of the understanding obtained by “nepotiated meaning” or inter- 
suhjectivity, In another term , Berger (1981:2G) called it is thc interpretative action bascd 
on adaption between the releyance structure af the researcher and that of the research 
subyeci. 

The research took samples as unit of analysis namely the Kigis as members of the 
Institution of Discussing Religious Problems (Lajnah Bahtsu al-Masail al-Diniyyah) 
Nahdlatul Ulama, Provincial-level Chairmanslup East Jaya. The lajnah isa formal forum 
—establised by the provincial-Jevel Chairmanship of Nahdlatul Ulama organization 
consisung of 9 (nine) kiais of the most outstanding the standard, classica! religious 
written text-books the so-called Kitah Kuning as the major references in the Pesariren . 


Their main duty is to analvtically and deeply discuss the contemporary problems which 
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reguire Islamic law-based decision (jarwa). To carry out their duty, they freguendy held 
meetings (hulagah) in vanous pesantren, 

The research results are as follows (1) nationalism based on (he perspectivcs of 
the Kiais is natwnal conumitment (al-Ashahiyak) of a group of people within one 
peographical unity and they have the same Poal to establish the life system, Such social 
grauping has been an Ohjective, natural need among the human beinps. Based on thc 
natural character, ihc nattonalism perceived by the Kiais has been conceptualizcd not 
based on the theolagical Joctrine, but it has been tonmulated based on plurality (al- 
Limmuah). fratermity Cal-Oaumivah), diversiy-based solidarnty (af-Syu 'ubiyah). eguality 
tat-Musawah). loving the country tal-Wathanivah). In this case, naionalism has formally 
been extracted from their propaments” conscwsness empincaily regurring congregauon 
with the state as Uhe politically objeetive tertitory, (2) it is insisted that in the post-New 
Order era nationalism be redefined toward humanistic construction, and (3) nattonalism 
based om ihe Ksais' social construction 1s ciassified into three types namely the 
fundamentalist Kiaia fhe moderate Kiais as majority group, and the Praprnatist Kiais. 

Theoreticaliy this research can strengthen the findings of Bada Yati 
(1984), Ouraish Shihab (1994). and Zarnhanr (2004) whuch concluted that naticnalism 
was not contratry to Islam. This view-point reflected the perspective of moderale Moslem 
majonty allitude on the heme of nation-state estabhshment. However, the mosi recent 
research revealed such variations as “fundamentalist” and “pragmatist” in perceiving (le 
relationship between Islam dan natonalsm. Furthernore. this research dows not 
recommend ihe “secular” paradigm on the relattonsmp between Islam and naton-state as 
proposed hy Yatim, 

KH supgested that the research result provide msight producing contnbution for 
socral-political rewansiruction process in Indonesia, lt is also recommended that 
poyemment should use it as an input in the decision making primanly related to the 
interacfion between Islam and state in the contex of economic recovery and of conflict 
resolution of SARA having still been persistent up to now. It is because that the 
Indonesian sovereignty as the nation-stake am the future wilt be considerably heralded by 
the dialeciics of the nation-state wilh the incessant powers respeclively globalisation, 


lecalsm-ethnonationalism, and Islamic fundamentatism. 
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BAB I 


PENDAHULUAN 


LI. Pengantar 

Bab ini akan mendeskripsikan sccara mci tentang erbagai hal yang 
melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan, tinjauan penelitian terdahulu. dan 
kerangka dasar leronitis. 

lwbih lanjut, akan dijelaskan pula tentang metode penelitian dan hagaimana 
metode tersebut digunakan untuk menemukan data lapangan, serta bagaimana data 


lapangan tersebut dianalisis sesuai dengan raaksud dan tujuan penelitian. 


1.2. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan komunitas kiai baik pada tilaran pernikiran maupun tataran 
perjuangannya berkaitan erat dengan sejarah pertumbuhan bangsa dan negara 
Indonesia. Pcrkemhungan tersebut dapat dilihat sejak jaman perjuangan merebut 
kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan saat sekarang, Dalam hal ini 
Kartodirdjo (1981). menyatakan. bahwa peristiwa penentanyan sosial-politik terhtadap 
penguasa kolonial. menurut laporan pemerintah Relanda sendiri adalah para kiai 
sebagai pemuka agama. para haji dan guru-guru ngaji. Bahkan tidak jarang pula dalam 
gerakan tersebut para kisi menjalin kerja sama dengan kalangan bangsawan Jawa 
(Steenbrink, 1684: 17-31). Perjuanpan merebut dan mempertahankan kemerdekaan 
bangsa tidak terlepas dari peranan para kiai. Pembentukan tentara Hisbullah-Sabilitah. 


keterlibatan KH. Abdul Wahid Hasvim dalam Badan Penyeledik Usaha Persiapan 
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Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan adanya fatwa “Resotusi Jihad” oleh KH. 
Hasyim Asy'ari yang menetapkan hukum wajib untuk mepertahankan kemerdekaan 
merupakan wujud dari peranan aktif mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
Karenanya, Harikoshi (1987: 232) menyatakan, bahwa dalam konteks dinamika 
modernitas peran kiai adalah patron kelompok Islam, yang berusaha mengartikulasikan 
kepentingan masyarakat. Hal itu dikarenakan. para kiai memposisikan dinnya sebagai 
pengantar dalam menjalin hubungan dengan dunia yuar. 

Bagi umat Islam kiai tidak saja dinilai sebagai pemimpin informal yang 
mempunyai otoritas sentral. tetapi juga sebagai personifikasi penerus Nabi Muhammad 
SAW. Predikat kekiaian diberikan aleh masyarakat atas dasar keunggulan yang 
dimilikinya, misalnya kedalaman ilmu, keturunan dan kekayaan ekonomi. Keunggulan 
tersebut dipergunakan mereka untuk pengabdian kepada masyarakat luas. Karenanya. 
para kiai selalu menyatu dengan lingkungan dan masyarakatnya, termasuk lingkungan 
bangsa-negara (Ziemek 1986: 192). Kedudukan itu tentuaya memungkinkan kiai 
mempunyai peranan yang signifikan di dalam masyarakat yang menjadi pengikutnya. 
haik di bidang keagamaan maupun dalam hidang ekonarni, politik, dan sosiat 
kemnasyarakatannya. Keterkaitan para kiai dengan perkembangan banpsa dan nepara 
bisa dilacak sejak kedatangan islam di Indonesia Sebagaimana dikemukakan oleh 
Dhafier (1982: 58), hahwa sejak Islam menjadi agama resmi orang Jawa, para penguasa 
harus berkompetisi dengan pembawa panji-panji Islam atau kiai dalam bentuk hirarki 
kekuasaan yang tebih rumit. Sebab para kiai yang sepanjang hidupnya memimpin 
aktifitas kehidupan keagarnaan. juga telah memperoleh pengaruh politik. Dalam 


konteks yang sama, Moertono (1995: 35) menyatakan hahwa perehutan pengaruh 
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antara penguasa dan para kiai, biasanya selalu dimenangkan oleh pihak penguasa. 
Namun, tarik-menank pengaruh tersebut tidak pemah padam dan tetap berlangsung 
sampai sekarang, serta para kiai tetap memainkan peran politik yang sangat 
menentukan 

Dengan demikian. predikat kim selalu berbubungan dengan suatu pelar yang 
menekankan pemuliaan dan pengakuan yang diheikan masyarakat secara sukarela 
kepada ulama Islam vang dipercaya memiliki peran yang dituntut oleh masyarakat, 
yaitu berlomba dalam berbuat kebajikan (musahagah fi ai-kkairat), yang titik tolaknya 
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh makhluk di alam semesia ini 
irahmotan Hi alanain) 

Selanjutnya. sejarah membuktikan bahwa format rezim Orde Baru dikembangkan 
diatas kekuatan represi atau dominasi. Bukti-bukti nyata yang bisa dikemukakan adalah 
penpgunaan instrumen dan mekanisme represi di dalam penyelenggaraan sistem politik 
saal itu. Wal itu menunjukkan betapa rezim Orde Baru berhasil memposisikan diri 
schagai negara vang kuat (power house state), Negara muncul sebagai kekuatan politik 
raksasa vang terpadu, menyebar, represif. birokratis dan teknokratis. Format potitik 
semacam ilu pada tataran supra struktur berups birokratis-otoriter dan pada tataran 
infra struktur terjadi koorporalisme negara. Dalam temminalogi Sosiologi dan Tlmu 
Politik. dapat dinyatakan bahwa format politik sernacam itu diklasifikasikan kedalam 


perspektif otaritariantsme (bureatwcratic-duthoritarianism)! 


| Guilermo O. Donnel, Modernisaton and Bureucratic Awthoritananusm, Studies in South American 
datam Muhammad AS Hikam, Sebuah Tinjauan Kritis dan Bebertpa Kasus Studi, Jumal Ilmu Politik, 
10.8 :07-69. Dalam rezim Uhde Baru secura rapi konsep uu diterjemahkan dengan pola birokrarik otoriter 
pada tetesan supra Swuklur dan korpnratismc padb tataran secara infra-struktur. 
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Dalam konteks ini, rakyat dilupakan dengan adanya cara pandang rezim Orde 
Baru yang sebenarnya sama seperti halnya dengan Ordc Lama, yaitu bahwa wacana dan 
praksis politik Orde Baru menempatkan interpretasi dan persepsi kekuasaan atas 
ideologi negara dan konstitusi tertinggi yang bemuansa distortif, Apalagi cin tersebut 
adalah selalu an6 kritik, monopolidk dan cenderung konsisten pada argumennya sendin 
yang dibangun melalaw pendekatan kekerasan. 

Struktur dominasi. monopoli dan pemihakan dari keseluruhan termat politik Ordu 
Baru, harus diakui pada awalnya telah berhasil membawa pada tingkat stabilitas poliuk 
yang tak tertandingi dalam sejarah Kepublik Indonesia. Format demikian sengaja 
dipilih dengan tujuan memacu sektor ekonomi apar keluar dan status negara miskin dan 
terbelakang. Namun demikian, tuntutan domestik dan global mengenai transparansi 
ekonomu-poliik. mengharuskan penguasa mengadakan reiommasi, sebab format 
semacam itu hanva akan menghasilkan ketahanan poliuk yang cenderung rentan 
menghadapi kompetisi di era plobal dewasa ini. Hal itu terbukti dengan terpuruknya 
tkonomi dan devaluasi nilai rupiah terhadap dolar: yang akhirnya menyebabkan 
hilangnya kepercayaan (irust) rakyat terhadap pemenantah, 

Dengan demikian, realitas menunjukkan bahwa dalum menghadapi dinamika 
masyarakat yang plural. pemegang kekuasaan selalu mengambil jalan pintas dengan 
mengembangkan sisiem politik yang sangat otoritanan, antara lain melalui birokratisasi 
dan korporatisasi hampir semua organisasi kemasyarakatan, Format politik yang 
menindas kedaulatan rakyat tersebut kemudian menyebabkan rakvat berpolak terus- 
menerus. karena merasa diperlalukan tidak adil oleh penguasa. Dan secara riil. melalui 


komunitas mahasiswa yang beraliansi dengan berhagai kekuatan anti Soeharto, mampu 
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meruntuhkan rezim Soeharto setelah terjadi rentetan kerusuhan pada pertengahan Mei 
1998? Kerusuhan tersebut berupa penjarahan — pertokoan, pembunuhan dan 
pemerkosaan non-pribumi yang merupakan bagian dari konflik sosial antar ras. 

Belum sembuh dari trauma kerusuhan sejak Mci 1998, muncul kasus pembakaran 
gereja di Ketapang Jakarta dan persbakaran masjid di Kupang Nusa Tenggata Timur 
yang menunjukkan konflik sosial antar agama, Muncul puja kasus Ambon dan Maluku 
yang menclan ribuan korban jiwa yang mencerminkan konflik sosial antar agama dan 
suku secara berhimpilan. Kekerasan demi kekerasan bergulir silih berganti. yang 
bermula dari persoalan konflik vertikal tetapi kemudian merembet dengan persoalan 
horisontal: dan hal ini konflik antar etnis dan antar agama. Di Poso Sulawesi Tengah 
dimulai dari perkelahian antar warga berubah menjadi konflik antar komunnas agama 
Islam dan Kristen. Kasus konflik lain adalah pembantaian warga Madura di Sampit. 
Palangkaraya Kalimantan Tengah dan Sambas Kalimantan Barat yang menewaskan 
ratusan warga Madura yang menunjukkan konflik sosial antar suku. Gugatan 
masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat tentang pembagian kekayaan dar minyak 
mengungkapkan konflik antar daerah dan pusat. 

Konflik yang berkepanjangan sampai saat ini adalah semangat sparatis Gerakan 
Acch Merdeka (GAM) yang ingin memisahkan diri dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Kasus yang sama dengan intensitas yang agak ringan adalah gerakan 
sparalis yang dilakukan oleh sebagian rakyat di Papua. 

Atas dasar reahtas djatas, setelah reuim Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998. 
Indonesia memasuki era Reformasi dalam segala bidang. Namun era tersebut juga 
ditandai oleh meningkatnya dua proses disintegrasi bangsa secara bersamaan, yaitu, 


? Lihat Dedy Djamaludin Malik, /deolngi Kaum Reformis. Harian Republika, Senen 15 Juni 1998 
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pertama, disintegrasi vertikal seperti konflik sosial antar ras dan konflik antar daerah 
dan pusat. Kedua adalah disintegrasi horisontal yang diakibatkan oleb konflik antar 
suku, agama, ras dan antar golongan. Sudah barang tentu dua macam disintegrasi 
tersebut pada gilirannya mengancam rasa nasionalisme dan hancurnya negara-bangsa 
(marion-srate) Indonesia. Dengan merdekanya Timor Timur, konflik sosial makin 
meluas sehingga muncul keinginan untuk memisahkan diri yang disuarakan oleh 
heherapa etnis dan daerah lain seperti Rtau dan Bali, bahkan Sulawesi Selatan. 

Dalam hal gencarnya gerakan “kembali ke ernisitas” dalam panggung politik 
Indonesia saat ini. Rebeka Harsono mengklasifikasikan dalam tiga katagori. Pertama, 
tuntutan pengakuan identitas etnis dalam wujud negara merdeka (ethnanarionalisrn) 
seperti yang disuarakan oleh Timor Timur, Aceh dan Irian Jaya. Kedua, keinginan 
mempertahankan identitas etnis dan agama antar kelompok seperti di Ambon. 
Tlaimahera, Poso, Sambas dan Sampit. Ketiga, perjuangan perlindungan hak-hak 
masyarakat adat terhadap eksplorasi sumber daya alam sekitarnya.? 

Dengan dernikian, telah terjadi peningkatan konflik SARA (suku, agama, ras dan 
antar golongan) yang mengancam integrasi bangsa Indonesia paua pasca jatuhnya 
rezim Orde Baru mulai bulan Mei 1998 sampaj sekarang. 

Namun yang menarik untuk diteliti, pada wakiw yang sama para kiai justru 
menyuarakan pentingnya dialog antar semua elemen bangsa (al-xyura)' dan persamaan 


Gerajat sesama warga bangsa (af-musawa), dukungan Nahdlatul Ulama terhadap 


" Lihat Rebeka Harsono, Culrura! Sidies, Nasionalisme dan Emisitas, dalam Harian Kompas, | Desember 
2005 

' Pengantar KH. Ahmad Hasyim Muzadi dalam buku Membangun NU Pasca Gus Dur (Jakarta, 
Gramedia, 1999) 
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keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)', etika kepemimpinan nasional 
(syrruf al-imam)?, persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwwah wathaniyahy 
persatuan nasional (af-irtihad al-goumiy'. rekonsiliasi antar berbagai kelompok (ishlah 
dzat al-bainY, cinta negara (hubbu al-wathan min al-imanY'. dan kembali ke semangat 
Perjanjian Madinah (mitsag ul-Muadinah)". Perjanjian yang terdiri dari 47 pasal ini 
adalah sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa-bernepara untuk masyarakat 
majemuk di Madinah. Dalam Piagam tersebut diterangkan hahwa hubungan antara 
komunitas muslim dan koemunjtas non muslim didasarkan atas ponsip-pinsip 
bertetangga baik. sang membantu dalam menghadapi musuh bersama. membela 
mereka yang teramaya dan menghonmmati kehehasan beragama, yang sekatigus 
menegaskan tidak adanya agama negara. 

Dalam konteks int, sebagian peroimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan 
bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar hagi negara Islam 
yang perlama yang didirikan oleh Nabi di Madinah. «leh karenanya, telaahan secara 
seksama atas Piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian utang tentang 


hubungan antara Islam dan politik daiam konteks nation-state. 


$ KH. Muhammad Tolhah Hasan, Nahdiatuf Ulama dan Negara-tangso. dalam Majalah Aula No. 6. 
(Surabaya, PWNU Jawa Timur, 1999-61-90). 

? Lihat Buku Peringatan Sepuluh Windu KH, Mohammad Moenasir, 1989 

"KH.MLA. Sahal Mahtudz, NU' Barus Membumi, dalam Majalah Aula No.10 (Surabaya, PWNU Jawa- 
Timur, 1989:28) 

" Lihat Hasil-Hasil Muktamar IX Jam'iyyah Ahlit Tharigah al-Muktabarah ai-Nahdliyyah, tanpeal 26- 
28 Pebruari 2HX) di Pekalongan Jawa Tengah 
3 Lihot Rekomendasi (Tauthiyah) Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Koperensi Besar. yane dise- 
lenexgarakan oleh PBNU (Pengarus Besar Nahdlatul Lilama) di Asrama Ilaji Pondok Gede, Jakarta 
tanaval 25-28 Juli 2002 

1" Pernyataan KH. E. Fahrudin Masturo, Wakil Rais "Am PN (Penmsrus Besar Nahdiatul Lilama) 
dalam Pidato Pengarahan Rapat Pleno FBNU, di Jakarta 12 Maret 2002 

| Pernyataan KH, DR. Said Agil Siraj, dalam Pidato Hadah (Hari Uang Tahun) Nahdlatul LHarsa ke 79 
di alun-alun Kahupaten Gresik 23 September 2002. Para kiat juga berpendapat bahwa penerimaan mereka 
Wrhaclap Pancasila sebagai Dasar Negara juga mengacu pada Prapam Madinah tersebut. 
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Sedangkan para kiai dalam penelitian ini adalah inereka yang menjadi anggota 
Lembaga Pembahasan Masalah-Masalah Agama (Lajnah Bahtsu al-Masail Diniyyah) 
Nahd!atui Ulama wilayah Jawa Timur. Lajnah adalah lembaga khusus yang dibentuk 
«leh Pengurus Wilayah. vang terdiri dari 9 kiai dari beberapa pesaruren terkemuka di 
Jawa Timur. Mereka dipilih karena kemampuannya dalam memaharni kitab kumny 
yang menjadi acuan pokok di pesantren. Tugas pokok mereka adalah membahas secara 
mendalam kejadian-kejadian kontemporer yang membutuhkan keputusan fatwa 
menurut hukum Islam. Karenanya, mereka menyelenggarakan pertemuan (halagoh) 
setiap bulan dengan tempat berpindah-pindah dari pesantren satu ke pesantren lainnya. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa paham nasionalisme para kiai 
tentunya menyimpan makna yang menarik untuk diungkapkan, Sikap seperti itu sudah 
barang tentu didasarkan atas interpretasi dan konstruksi mereka terhadap fenomena 
gencarnya isu keinginan merdeka dari beberapa etnis di tanah air serta menguatnya 
primordialisme kelompok. 

Makna-makna yang mereka pepangi tersebut diasumsikan sebagai hasil 
penafsiran mercka dengan pihak-pihak Jain di era reformasi yang belum tuntas saat ini. 
Selain itu mudah untuk dipahami bahwa proses peraknaaan diatas muncul karena 
adanya proses eksternalisasi. obyektivasi, dan internalisasi dari fenomena yang 
nampak, dan setelah adanya kepastian pemaknaan tindakan dari beperapa elemen 
bangsa yang sedang mengalami perubahan sosial. 

Berdasarkan beberapa realitas sosial diatas. peneliti ingin memahami 
konstruksisosial para kiai yang berkaitan dengan nasionalisme yang mereka pahami 


pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru. 
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1.2.1. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas. penclitian ini bermaksud untuk mencari jawaban 
tentang bagaimana para kiai mengkonstruksi nasionalisme mereka dalam era gencarnya 
gerakan kembali ke ctnisitas, primordialisme keagamaan, dan komunatisme pasca 


jatuhnya rezim Ordc Baru. 


1.2.2. Tujuan Penelitian 
Penelitian ing bertujuan untuk memahami pemahaman kiai mecnecnai 
nasionalismc dalam konteks nasionalisme Indonesia, tentang bagaimana mereka 
mengkonstruksi nasionalismenya, tentang dasar-dasar konstruksi mereka dan konteks 
yang melatarbelakangtnya serta apa maknanya bagi mcreka. 
Dengan demikran, maraknya disintegrasi sosial di Indonesia dan gencarnya 
perakan kembali ke cttusitas, primordialisme keagamaan dan komunalisme yang terjadi 


saat ini bisa diantisipasi uari pemahaman dan pemaknaan nasionalisme para kiai. 


1.2.3. Wianfaat Penclitian 
Penclitian ini diharapkan herguna untuk : 
|. Melengkapi pengetahuan dalam memahami dunia kiai yang sampai sasi mi dunja 
mereka setalu dalam perdebatan yang berkepanjangan, terutama ketika mereka 
bersentuhan dunia politik. Sebagian masyarakat masih mengikuti pandangan 


Leertz (1960) yang menyatakan bahwa para kiai adalah tokoh agama yang 
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konservatif dan sulit menerima pembaharuan dan peran mereka sekedar culturai 
broker. Namun tidak sedikit masyarakat yang berpendapat bahwa dunia kiai adalah 
dunia yang dinamis sebagaimana hasil penelitian Dhofier (1982) dan Honkoshi 
(1987). Bahkan menurut penelitian Dirdjasanjoto (1994) para kiai adalah tokoh 
apama sekaligus tokoh politik. 

2. Bagi kehidupan kebangsaan dan keneparaan indonesia. kajian ini diharapkan dapat 
menyediakan perspektif komparatif tentang berbagai gejala pembusukan natinn- 
state di berbagai belahan dunia. Persperktif teoritis komparauf ini diharapkan pula 
memberikan izsight yang hasilnya bisa kontributif bapi proses rekonstruksi tatanan 
Sosia! pohitik di Indonesia. Apalagi mation-building adalah provek sejarah yang 
tidak pernah selesei (unfinished historical projeci). 

3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kajian 1m diharapkan bisa memperkaya 
penggalian wacana tentang gejala kekuasaan modern yang seringkali mewarisi 
karakter spesisifik negara absolut, yakni kecenderungan kekuasaannya yang 
sentralistik menuju perilaku vwiolence state dan rentan tutaliter. 

4. Secara praksis, kajian ini diharapkan juga berguna hagi para pencntu kebijakan 
negara sebagai masukan yang berharga dan bersifat ilmiah dalam rangka 
mengambil keputusan yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan interaksi 
agama dan negara dalam konteks recovery ekonomi dan menuntaskan konflik 
SARA masih berkepanjangan. Kedaulatan Indonesia sebagai nation-state dalam 
masa mendatang akan banyak ditentukan oleh pergulatan ration-state tersebut 
dengan tiga kekuatan yang sedang marak, yaitu globalisme, lokalisme-etno- 


nasionalisme, dan fundamentalisme agama. 
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1.3. Tinjauan Penclitiao Terdahulu 

Berbagai kajian yang telah dilakukan pare ahli ilmu sosial yang menempatkan kiai 
sebagai faktor yang menentukan terhadap kehidupan masyarakat telah banyak dilakukan. 
Dalam hal ini bisa diklasifikasikan ke dalam lima katagori. Pertama, kajian yang 
menekankan pada aspek paham keapamaan mereka, seperu tulisan Ali Haidar,” Martin 
Van Bmiinessen dan Abdul Djamil. Haidar telah mengkaii NU yang dipimpin para 
kiai dari sisi Itkih politik Wigk sivasy). Wan ia menyimpulkan bahwa tujukan para kiai 
dalam berpolitik adalah tradisi keilmuan menurut paham Ahlu a-Yurnnah wa ul-.Jamaah. 
Paham ini 1erdini dan tiza aspek pokok ajaran yaitu aspek keimanan takidawtauhid). 
asrek hukum amaliyab seliari-hari (spari 'arfikih), dan etika takhlaktasawaf)). kanum 
menurut Haidar para kiai lebih mengfokuskan dan mengkonsentrasikan diri pada aspck 
fikih dari pada aspek-aspek Jamnya. Terhadap aspek akidah hampir tidak didapatkan 
adanya kajian-kajian yang yang sangat senus dan berkesinambungan. Sedangkan 
Btuincssen telah menelusuri secara sosto-historis dan sosiolopis terhadap tarekat 
Nagsrabandiyah di Indonesia yang meniadi acuan paham keapamaan para ku. Ia 
menjelaskan bahwa sejak petama kali orang Indonesia mengenal Islam. maka warna 
Islamya adalah bermuansa ferekar ' Tarikat tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan 
saja, namun juga berfungsi sebagai lembaga kekeluargaan besar. Adapun. Djamil ia telah 


- ma LN 0 aa 


1? | ihat Ali Haidar, Nahdioed Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta Gramedia, 1894). la membahas 
aspek fikih sebagai dasar permahaman kiai. Secara bahasa fikih adalah dl. fohm, artinya pentahaman atau 
pengetahuan. Sedangkan secara terminologi Fikih adalah ilmu tentang hukura-hukam syarat yang bcr- 
kattan dengan perbuatan #nanusia yang dihasiikan secara ijtihad 

I' Lihat Martin Van Bruinessen, Turekar Nagsyahanduyah di Irdonesia, (Bandung, Mizan, 42). 

4 Lihat Abdul Djamil Perlawanan Kiat Desa, Pemikran dan trerakan Islam KM. Ahmad Rifai 
Kafisatak, (Yogjakarta LKIS, 2001) 

" Secara harfiyah “tareker" adalah jalan.Jadi tarekat adalah jalan yang mengacu kepada sisters Jauhkan 
Meditasi au amalap (kikir wirid muragabah, dsb), yang dihubungkan dengan sederet guru sufi. Pada 
mulanya guru tersebut dikelilingi olch para murid, dan diantara mereka kelak akan mecnjadi snuna (eren 
Pula. Seorang mund tarekat akan mendapatkan kernajuan melalui sederetan ijazah berdasarkan tinpkatnya. 
Pertarna pengikut biasa (mansuh), lalu meningkat pembantu atav wakil (khalifah: dan akhirnya bisa menja- 
di guru yang mandin, 
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mengadakan penelitian tentang paham keagamaan KH. Rifa'i dan desa Kalisalak, 
kecamatan Limpung kabupaten Batang, Ia dilahirkan tahun 1786 di Kendal Jawa 
Tengah dari ayah seorang penghulu atau pejabat agama di jaman kolonial Belanda. 
Sebelum menetap di Kalisalak. ia belajar agama di Makah selama delapan tahun 
(1833-1841). Paham keagamaannya — dinamakan “arajumak”" yang memiliki 
sumbangan besar dalam menciptakan pemikiran Islam tradisional Aklu al-Sunnah wa al- 
Jama'ah di Indonesia, Namun, ajarannya juga bersentuhan dengan gerakan isolasi secara 
kultural dengan kebudayaan kota melalui bahasa agama yang sarat dengan provokasi 
anli pemerintah Belanda di satu sisi. dan sangat anti kepada tokoh-tokoh agama yang 
dekat dengan kekuasaan Belanda, 

Kedua, kajian yang menekankan pada aspek kepemimpinan kiai, baik bagi 
dunianya seperti tulisan Zamakhsyari Dhofier" dan Imron Arifin? maupun bagi 
masyarakat seperti tulisan Cliflord Geertz.'' Hiroka Horikashi.'” Bisri Effendi?" Iik 
Arifin Mansur Noor, Ibnu Ooyim Ismail? Pradjarta Dirdjosanjoto,”” dan Endang 
Tumudi$ Dalam hal ini, Dhofier telah melakukan kajian terhadap kiai dari sudut tradisi 


keilmuan dan hubungannya aengan kekerabatan serta kepemimpinan para kiai di Jawa 


1 Arli "tarajumak” adalah terjemahan. Semua kitabnya yang berjumlah 69 buah, adalah terjemahan dari 
kitab-kitab yang berbahasa Arah. Ajarannya yang kontroversial adalah kewajiban mengulangi nikah (rajaid 
al-nikah) bagi umat Islam yang kawin lewat pejabat agama yang diangkat oleh perncrintah kolonial. 

1 Lihat Zamakhsyari Dhoher, Tradisi Pesantren, (Jakarta, LP3ES, 1982). 

“Lihat Imron Arifin, Kepemimpinan Kiai, Kasus Pondok Pesantren Tebuireng , (Malang, Katimasada 
Press, 1992), 

" Lihat Clifford Gecriz, The Javanese Kioi, The Changing Role of Cultural Broker, dalam Comparative 
Studies in Society and history, Vol. 2 

2 Lihat Hiroko Horikoshi, Kiui dan Perubahan Sosial, (akarta, P3M, 198751 

H Lihat Bisri Effendi, Am Nugoyyah, Gerak Transformasi Sosial di Madura. (Jakarta, P3M, 1990). 

2? 1 ihat Jik Arifin Mansur Noor, Islam iman Indonesian Wolrd: Ulama of Madura , (Yogjakarta. Gajah 
Mada University Press, 1999). 

P Lihat Ibnu Coyim Ismail, Kiai Penghulu Jawa, Perunannya di masa Kolonial (Jakarta, Gema Insani 
Press, 1997). 

(Lihat Pradjaria Dirdjosanyoto, Memelihara Umar, Kiai Pesantren, Kia i Langgar di Jawa, (Yogjakarta, 
LKIS, 1999) 

2 Lihat Endang Turmudi, Perselingkuhan Kioi dan Kekuasuan, (Yosjakarta, LKIS, 2005) 
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dan seluruh Nusantara. Jadi, ia mernusatkan studinya pada kiai dan pesantren, atau yang 
ja sebut sebagai “tradisi pesantren" Ia mengemukakan bahwa ada jaringan yang kuat 
antara kiai. santri dan para alumni lewat pendidikan tradisional. Hubungan tersehut 
sangat erat. bahkan sering melebihi hubungan kekerabatan. Hubungan tersebut 
berimplikasi terhadap peran kuat para kiai pesantren di masyarakat. Sedangkan. Imron 
meneliti kepemimpinan kiai di pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur. dan ia 
menyimpulkan telah terjadi pergeseran pola dan gaya kepemimpinan kiai, yaitu dani pala 
individual-sentris ke pola kolekaif-partisipatif-rasional yang lebih egalitarian. Hal itu 
terjadi karena kapasitas kiat dalam menguasu kitab-kitab kuning mengalami 
kemerosotan. Perubahan pola dan gaya kepemimpinan tersebut hanya perlangsung di 
kalangan kiai, sedangkan di kalangan komunitas pesantren secara umum masih kuat 
memegang nilai-nilai ideal tentang kepemimpinan kiai, 

Sementara itu, hasil penelitan Geertz menyimpulkan bahwa kiai berperan 
sebagai makelar budaya fewtural broker) atau filter atas arus informasi yang masuk ke 
lingkungan santri sebagai pengikutnya. Namun ja menyatakan bahwa jika kualitas kiai 
rendah dan arus informasi yang masuk terlalu deras. maka peranan penyaring tersebut 
akan macet dan akhirnya kepemimpinan kiai menjadi tidak efektif di hadapan masyarakat 
pengikutnya. Kesimpulan Geertz tersebut dibantah oleh antropolog waruta dari Jepang 
Horikashi. la mengkaji kemampuan seorang kiat dari Cipari Garut Jawa Barat dari sisi 
kemampuannya sebagai agen pada masa sulit akibat peberontakan DJ / TT (Darut Islam ' 
Tentara Islam Indonesia). Karena itu. ia menyatakan peranan kiai tidak sekedar filter. 


& 


namun mereka malah mampu mempelopori perubahan? yang cmansipatif dalam 


2 Gus Dur dalam pengartarnya menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh kar merupakan tradisi 
menjaga kontinuitas sosiat. Dalam hal int mereka sering mengutip salah satu kaidah hukuk fikih:" Menjaga 
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menghadapi arus modernisasi dengan pandangan tradisionalnya Sedangkan Effendi 
membahas peran dan kepemimpinan kiai di Madura dalam usaha transformasi sosial di 
wilayahnya. Mansur Noor melakukan studi tentang kiai-kiai di Madura yang 
menyimpulkan bahwa mereka adalah elite keagamaan, dan mempunyai peran kuat dalam 
membangun masyarakat yang religius. Mereka menggunakan pola wansmisi mlai melalui 
pendidikan pesantren. yang memiliki dampak pada pengakuan masvarakat atas 
kepemimpinan para kisi. Pondok dan sistem madrasah yang sudah dikembangkan 
dipandang masyarakat sebagai alternatif lembaga pendidikan masyarakat yang utama. 
Dalam konteks yang sama, Ismail meneliti tentang kepemimpinan Kiai penghulu 
pada zaman kolonial Belanda tahun 1882 sampai 1942. la berpendapat bahwa wujudnya 
kai penghulu merupakan implementasi dari ajaran Islam yang berkaitan dengan konsep 
negara dan kekuasaan. Menurut pemikiran Fikih bahwa menegakkan kepemimpinan 
hukumnya wajib kifayah (nashbu al-imamah fardtu kifayah). Dalam pengertian ini 
dikenal liga istilah, yaitu tahkim, tanliyah aht al-hal wa 'agd, dan tauliyah min al-imam. 
Konsep ini berarti penunjukan dan pelimpahan wewenang kepada ahli agama oleh 
penguasa pemerintah untuk metaksanakan tugas negara di bidang keagamaan dan 
kehakiman menurut ajaran Islam. Dan konsep kiai penghulu ini secara defakto sudah ada 
sejak zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Keputusan lembaga kepengulon ini 
diabadikan dalam sroathlad nomor 152 tahun 1882. Jadi staathlad ini bertalian dengan 
penarikan para ulama, yaitu kiai penghulu ke dalam bagian birokrasi pemerintahan 


kolonial Belanda. Kehadiran kiai penghulu dalam perspektif ini menunjukkan bahwa 


tradisi lama yang masih batk dan mengambil yang lebih baik dari perubahan baru” raf-muhafadhoh ata al- 
godim al-sholik wa al-akh bu al-jadid al-ushlah). 
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mereka adalah pemimpin agama yang berada dalam dua dunia, yaitu formal leader dan 
sekaligus informal leader. 

Studi yang menarik juga dilakukan oleh Dirdjosanjoto yang telah meneliti peran 
dan keefektifan kepemimpinan kiai pesantren dan kiai langgar di pedesaan tahun 1983- 
1989, Ia telah membahas peranan kiai dalam perubahan sosial dan politik di daerah 
pedesaan kawasan kecamatan Tayu Pati Jawa Tengah. Persoalan pokok yang disoroti 
adalah tentang respon para kiai sebagai pemimpin agama terhadap berbagai perubahan di 
bidang sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di sekeliling mcreka. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa para kiai mampu bertahan dalam situasi yang sedemikian 
kompleks, Kemampuan itu lidak hanya ditentukan oteh kuatnya tradisi yang telah mapan 
di lingkungan pesantren, tetapi justru karena sejak semula kiai berada pada posisi yang 
mendua. Mereka adalah tokoh agama sekaligus tokoh politik. Peran ganda ini telah 
dimainkan olch mereka secara amat baik mulai dahulu sampai saat sekarang. Peran ganda 
itu memberinya ruang gerak yang cukup untuk membuka dan menutup arena. Dalarn hal 
ini Organisasi Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi para kiai. seringkali menjadi 
penghubung para kiai loka! untuk menjalin hubungan dengan pihak luar, apalagi setelah 
organisasi ini kembali ke khittah 1926.” 

Studi kepemimpinan kj. juga dilakukan oleh Turrnudi yang mencoba melihat 
kepernimpinan kiai secara umim dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek 
kultural dan politik kepemimpinan mereka. fa menjelaskan bahwa ada dua lembaga 


formal yang dijadikan para kiai untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Dua 


" Khirtah artinya landasan berpikir, bersikap dan bertindak. Sejak ke kembali ke khittah 1926 Nabdlatul 
Ulama menjaga jarak yang sama dengan semua ORMAS dan ORPOL, Redaksi khittah yang berkaitan 
dengan puliik berbunyi :" Nahdjarul Ulama secara organisatoris tidak rerikar oleh ORMAS dan ORPOI. 
manapun, dan kepada warga Nahdalatul Ulama hendaknya menggunakan kak pilihnya secara behas ber- 
desarkan akhlak krimah". 
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lembaga ini secara simultan telah menciptakan pola hubungan yang berbeda, dan 


keduanya merupakan pilar penting yang menopang kekiaian mereka. Dua lembaga 


tersebut adalah pesaruren dan terekar. Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten 


Jombang Jawa Timur pada Oktober 1992 sam September 1993. Dan diantara catatan 


kepemimpinan kiai di Jombang adalah sebagai berikut : 


Disertasi 


Ilubungan antara kiai dan masyarakat sangat kuat dan munjadi karakter khusus 
kehidupan umat Islam Jombang. Kiai mencmpatt kedudukan yang sangat 
terhormat, dikarenakan masyarakat telah lama dibangun dengan pengaruh 
hadirnya pesantren di Jombang. Namun dalam hal ini. hubungan kiai tarekat 
dengan pengikutnya sernyata lebih kuat yang disertai dengan ikatan emosional 
yang tinggi. 

Islam di Jombang masih sangat mengakar karena pengaruh kiai dan pesantrennya. 
Para kiai tclah membuktikan usahanya untuk ' membangun masyarakat yang 
sejahtera. Mereka meyakini bahwa perilaku seperti itu adalah memang tugasnya 
sebagai wakil Tuhan di muka bumi (khatifatullah fal-ardn. 

Dengan pala kepemimpinan yang kharismatik, kiai membentuk hubungan yang 
erat dengan para pengikutnya, yang tidak bisa diciptakan oleh pemimpin intormal 
manapun. Khusus dalam tareka, hubungan tersebut digambarkan sebagai 
hubungan guru-murid. atau lebih teoritis clienfilisme, dimana subordinasi klien 
sangal penting. 

Dengan dibangunnya sistem pendidikan yang bersifat modem menyebabkan 
pesantren mengalami perubahan, baik pada tataran kepemimpinan kiai maupun 


pesantren. Hal yang sarna juga terjadi dalam masyarakat secara umum yang 
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memiliki hubungan kuat denga mereka. Dari sinilah muncul proses profanisasi 

kharisma, yaitu berkurangnya pengaruh kiai di masyarakat. 

Ketiga. adalah kajian yang memfokuskan pada sisi kesejarahan kiai, dan tulisan 
Azyumardi Azra”" dapat dikatagorikan dalam jenis ini, Ia telah mengkaji (ransmisi para 
kiai di Nusantara denyan para ulama di Timur Tengah. 

Adapun yang keemput, adalah kajian yang mengambil tema tentang Islam dan 
negara yang di dalarnnya juga melibatkan para kiai. Misalnya yang dilakukan olch Deliar 
Noer." Ahmad Syafii Ma'arif," Abdul Munir Mulkban," Umaidi Radi,” dan Syafi'i 
Anwar." Pada umumnya mereka melakukan pengkajian dan mencoba menjawah 
pertanyaan yang menyangkut bagaimana posisi Islam dalam konfigurasi politik 
Indonesia, serta bagaimana perlakuan negara terhadap Islam. Kajian yang secara 
langsung meneliti lentang kiai dan politik adalah studi Mahrus Irsyam, Ali Maschan 
Moesa” dan Warsono.” Sedangkan tulisan Ramlan Surbakti “adalah kajian yang lebih 
mengfokuskan pada kekuatan religio-politik di dalam sistem politik Indonesia. 

Studi Irsyam mencoba mengungkapkan sejauh mana tradisi Nahdlatul Ulama 
bisa direkonstruksikan untuk menjawan pembaharuan format politik yang dilakukan 
oleh rezim Orde Baru. Sebagaimana diketahui rezim Sochartu berusaha menerapkan 


format politik yang otoritarian dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Puncak 


». 


2 | ihat Azyumardi Azra, Jaringan (ama, (Bandung, Mizan, 1994). 

2 | ihat Deliar Noer. Partai Islam dr Pentas Nasional. (Jakarta. Grafiti Press. 1987). 

2 Like Ahmad Syafi'i Ma'arif Islam den Masuluh Kenegaroan, Jakana, LP3ES, 1996). 

sa Lihat Abdul Munir Muikhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri, (Jakarta. Sicpress, 1992) 

Lihat Umaidi Radi Strategi PPP Semasa 1971-1972, (Jakarta, Integritas Press, 1984). 

3 Lihat Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Sebuah Kajian Potitik Cendekiawan 
Mulun Urde Baru, Jakarta, Paramadina, 1995), 

4 Lihat Mabvus Irsyam, Ulama dan Partai Politik, (Jakarta, Yayasan Perkhidmatan, 1984). 

38 |ihat Ali Maschan Moesa, Kiai dan Pafitik, dalam Wacana Uivil society. (Surahaya, LTPKISS. 1999). 
38 Lihat Warsono, Wacana Politik Kisi NU Pada Era Pemerintahan Gus Dur. Desertasi tidak diterbitkan 
(Surabaya Universitas Airlangga, 2003) 

" Lihat Ramlan Swbakti, Islam and Politics, A Literature Reveew, dalam Malajah Bestari Nomor 16, 
(Malang, UMM, 1994) 
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penataan terhadap infra struktur masyarakat ketika semua organisasi keagamaan wajib 
menerima Asas Tunggal dalam perspektif korporatisme negara. Dari konteks perubahan 
politik inilah terjadi konflik antara para kiai Nahdlatul Ulama. baik mereka yany berada 
pada jajaran syunyah. tanfidziyah dan kiai pesantren. Sedangkan penelitian Morsa 
mencoba melihat bahwa ternyata para kia memandang hubungan agama dan politik 
sebagai #raditiemat religio-palitical svstem. yaitu sistem kemasyarakatan dimana tidak 
ada pemisahan antara komunitas poiik dan komunitas keagamaan. Pandangan seperi 
inilah yanp sering menempatkan para kiai dalam keadaan yang sulit. Kesulitan terjadi 
disebahkan mereka harus membawa suatu misi yang berbasis spiritual kec dalam praksis 
politik yang bersifat prafun. la juga menyimpulkan bahwa paradigma hubungan agama 
dan politik yang intepralistik selalu mengakibatkan dua implikasi yang tidak 
menguntungkan. Pertama. agama diposisikan sebagai instrumen pobtik: dan kedua. 
persentuhan tersebut selalu menimbulkan radikalisassi politik atas nama aparna, bahkan 
sering terjadi pernbunuhan terhadap lawan politik atas nama Tuhan. 

Adapun Warsuno, telah menkaji fungsi kiai dalam pemerintahan Gus Dur dalam 
perspektif Gramcian. Menurut pengkajrannya bahwa kedudukan kiai sebagai elit agama, 
elit sosial, dan elit politik sungguh dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi mereka harus 
selalu memerintahkan yang baik dan melarang yang jelek tamar ma 'ruf nahi mungkar). 
dan menjadi pelindung masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, namun di pihak 
lain juga dituntut untuk melindungi pemerintahan yang sah. Dukungan kepada 
pemenniahan yang sah adalah merupakan kewajiban agama seperti pernah dibuktikan 


pada zaman Soekarno" Dalam konteks yang sama mercka wajib membela Gus Dur 


"Ketika Soekarno menghadapi kelompok-kelompok yang ingin melengserkannya, maka pada tahun 1954 
para kiai dari seluruh Indonesia mengadakan pembahasan hukum (bahrsul masai) di Cipanas bogor untuk 
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sebagai presiden yang sah. Namun, kepemimpinan Gus Dur juga tergantung dukungan, 
penerimaan dan pengakuan dari komunitas politik. 

Kelima, kajian yang mengfokuskan figur atau biograih masing-masing kiai, dan 
istilah yang populer dikalangan pesantren dischut managih. Hampir semua kiai, sejarah 
hidupnya dibukukan oleh keluarga dan para santrinya. Kemudian, setiap tahun biografi 
tersebut diterangkan kembali pada acara hard. yaitu penngatan hari kematian kiai. 
misalnya biografi KII. Ahdul Wahab Chasbullah yang ditulis oleh panitia penulisan 
buku sejarah KH. Abdut Wahab Chasbullah.” 

Setelah melihat semua hasil penelitian diatas. ternyata belum terdapat kajian yang 
berupaya mendeskripsikan dan mernahami secara mendalam tentang vanasi kehidupan 
Islam dan dalam perspeklif khusus, yang dalam hal ini adalah kiai dan politik. Memang 
Haidar telah banyak mengkaji hubungan kiai dan politik. namun bahwa kajian Krsebut 
baru menjelaskan dasar-dasar keapamaan kiai dalam berpolitik. sehingga belum 
mencermati secara detail hubungan antara kiai dan politik. Dan memang pada umumnya 
yang telah dilakukan olch para peneliti adalah hubungan antara Islam dan politik yang 
bersifat umum. Dalam kaitan ini Mocsa telah melakukannya, namun masih terbatas pada 
konstruksi pemaknaan (meering construction) politik bagi kiai. Dalam konteks ini pula. 
ternyata belum terdapat kajian yang berupaya menganalisis hubungan agama dan 
nasionalisme secara mendalam menurut pandangan para kiai. Dan, berdasarkan pada 


realitas diatas, maka penelitian ini berupaya mengungkapkan interaksi antara Islam dan 


membahas satu pertanyaan. yaitu apakah Soekamo presiden yang sah, walaupun tanpa iewat proses 
pemilihan umum. Akhirnya mereka mengambil keputusan hukum bahwa Sockamo adalah presiden yang 
sah , bersifat darurat yang secara de fakto memiliki kekuasaan (wafry af-amr al-dhorury bi al-syaukah). 

3 Lihat Saifullah Ma'shurn (Ed), KH Abdul Wahab Chasbullah, Perintis, Pendiri, dan Penggeruk Nahdia- 
jul Ulama. Buku ini ditulis okeh sebuah team yang dibentuk khusus untuk biografi belian, (Jakarta, Panitia 
Penulisan Buku Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab Chasbullah, 1999). 
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politik dalam kasus khusus, yaitu kehidupan kiai dalam interaksinya dengan politik dan 
konstruksi sosial mereka dalam perspektif nasional smv. 

Berdasarkan urajan diatas, kajian ini sebenarnya merupakan lanjutan dari upaya 
menjelaskan adanya interaksi antara agama dan poliik sehagaumana dilakukan oleh 
Surbakti, dan lebih khusus penclitian Dutyakasem, Faruk, dan Madale"' Dalam hal in: 
Surbakti nampak menjelaskan fenomena-fenomna dan takta-lakta yang bersitat umum 
lertang adanya interaksi antara keduanya. Sedangkan WDulyakasem dan Faruk 
menjelaskan fenomena nasionalisme cinis minoritas Melayu di Thailand Selatan yang 
jupa dilandasi oleh semangat ajaran Islam. Adapun Madale telah meneliti tertang adanya 
rasa nasionalisme hangsa Moro di Filipina Sclawun yang ingin memisahan dia dari 
pemenntah pusat. dan menurut kayyannya rasa nasionahsme tersebut juga diperkuat oleh 
semangat Islam sebaga! agamanya, 

Dengan demikian, maka penelitian imi akan berupaya memahami vanan khusus 
secara mendalam, yaitu fenomena interaksi antara Islam dan politik dalam konteks 
konstruksi sosial para kiai tentang nasionalisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru. 
Pemahaman terhadap interaksi antara kedua hal tersebut berkaitan pula dengan adanya 
narasi bahwa tncngapa munculnya ekspresi entisitas jusiru berwajah eksklusif, penuh 
kekerasan. bahkan berkeinginan memisahkan din. dari pada memunculkan local wisdom 


menuju pemberdayaan demokrasi dan civil society 


“Lihat Taufik Abdullah dan Sharon Siddiguc (Ed), Fradisi dan Kebangkuan Isiaar di Asia Terpyaru, 
(Jakara. LPSES. 1988). Editor menjelaskan bahwa dalam negara-negara yan di dalamnya Islam 
merupakan kelompok mayoritas (Indonesia, Malaysia). mereka selalu memikirkan uantuk membentuk 
Metekuru Islam" vang tangguh. Sedangkan dalam negara-negara yang di dalamnya Islam sebagai kelompok 
minoritas (Thailand, Filipina, Stnpapora), termvata mereka tetap ingin menunjukkan identitas Islam, dan 
dalam hanyak kasus zerdapa! aspirasi untuk membentuk “kesatuan politik” yang terpisah dari kelurnpak 
mayoritas non-muslim sebagai perwujudan dari gejala-pejala kebangsaan kontemporer. 
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1.4. Kerangka Dasar Teoritis 
14.1. Konsepsi Tentang Azama dan Politik 

Agama adalah suatu sistem tata keyakinan (kredo) atas adanya Yang Maha 
Mutlak di luar manusia, atau sistem tata peribadatan (ritual) manusia kepada Yang 
Maha Mutlak itu, serta suatu sistem tata kaidah (norma, etika) yang mengatur hubungan 
manusia denyan sesama manusia dan dengan alam lainnya sesuai dengan lata keimanan 
dan tata peribadatan diatas." 

Agama dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai sisicm kredo dan sister 
peribadatan, tetapi agama dalam konicks sistem norma yang bersentuhan dengan 
tindakan manusia yang diyakini kebenarannya, dan keyakinan itu mempengaruhi 
lindakan-tindakannya. Atau dalam ungkapan Parsudi Suparlan, norma agama yang 
menjadi pedoman dalam menginterpretasikan tindakan-tindakannya 

Menurut Snuth, agama dapat dianalisis ke dalam empat aspek, yaitu identitas 
kelompoknya, pengaturan kcmasyarakatannya, organisasinya dan sistem keyakinannya. 
Dalam penelitan 1i yang menjadi fokusnya adalah aspek keyakinan yang 
diinterpretasikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama. Yaitu agama sebagai sistem keyakinan 
yang mengacu kepada eksistensi ideologi-ideoloyi keagamaan, yang merupakan batang 
tubuh dari doktrin agama itu." 

Dilihat dari arti pentingnya agama bagi manusia, Surbakti menyatakan ada dua 
konscp mendasar agama bagi kehidupan manusia, yaitu agama dalam arti “what religion 


does" dan “what is religion”. Pengertian pertama mengacu kepada apa fungsi agama bagi 


“Lihat Endang Saifudin Anshari, Kuliah Al-Islam. (Jakarta Rajawali, 1992: 33) 

“2 Lihat Parsudi Suparlan, Karo Pengantar dalam Roland Robertson. Agama dalam Analisa dar Interpre- 
xi Susafogis, Jakarta, Rajawali Press, 1988: u-vi) 

4 Lihat Danald Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik, Suaru Kajian Anafits, Jakarta, Raja- 
wali Press, 1985: 187-188) 
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Berkaitan dengan keberadaan dua institusi tersebut, Kuntowijiyo menyatakan 
bahwa agama dan nepara adalah dua satuan sejarah yang berbeda hakikatnya. Agama 
adalah kabar gembira dan peringatan (basyiran wa nadziram), sedangkan negara adalah 
kekuatan permaksa fcoercion). Agama mempunya! khatib, juru dakwah, dan ulama 
sedangkan nepara mempunyai birokrasi, pengadilan, dan tentara, Agama dapat 
mempengaruhi jalannya sejarah melalui kesadaran bersama (caffecrive conscience). 
neyara mempunyai pengaruh sejarah dengan keputusan. kekuasaan dan perang. Agama 
adalah kekuatan dari dalarn dan negara adalah kekuatan dari luar.” 

Dalam perspektif ini, kasus yang selalu mennnbulkan perbedaan persepsi adalah 
tentang Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak Indonesia 
merdeka, Pancasila telah disepakati sebagai “lilik temu” (frame of reference) rakyai 
Indonesia. Namun demikian, harus diakui bahwa masih ada sejuralah kelompok kecil 
masyarakat beragama yang tidak dengan suka rela menerimanya sebagai dasar negara. 
Bahkan tidak sedikit amat Islam yang secara terus terang menolak Pancasila sebagai 
frame of reference. Dengan kata lain, di luar mayoritas yang mau menerimanya, namun 
masih ada juga kelompok umat beragama yang selalu ingin menghadirkan dasar tain 
selain, Pancasila, Apa yang selalu terjadi selama Sidang Umum Majlis Permusyawaran 
Rakyat (MPR) dimana sejumlah aktifis muslim yang mengusulkan diberlakukannya 
Piagam Jakarta, bisa dibaca dalarn konteks ini, Pandangan mereka tentang hubungan 
agama dan negara memang dak sama dengan kelompok mayoritas yang sudah 
menganggap final persoalan tersebut, 

Mengenai hubungan antara ayama dan negara dalam konteks retigio-politik, 
Smith (1985: 13) mengajukan dua model sistem, yaitu model organik dan madel gereja. 


STT 


4 Lihat Kuntowijiyo, fdentias Potirik Umat Islam, (Bandung, Mizan. 1997: 191-192) 
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Model organik adalah konsep tentang penggabungan fungsi-fungsi keagamaan dan 
politik yang dilakukan oleh siruktur yang tunggal. Penguasa menjalankan kekuasaan 
dumawi dan spiritual keagamaan sekaligus, dan fungsi utamanya adalah menegakkan 
tata-sosial yang bersifat ketuhanan sesuai dengan hukum dan tradisi agama yang sakral. 
Dan yang termasuk dalam model ini adalah agama Islam dan Hindu. Sedangkan mode! 
gereja. ditandai dengan ikatan yang erat antara dua lembaga yang berbeda satu sama Jain, 
yaitu pemerintah dan institusi keagamaan. Namun yang satu dan lain dapat bertukar 
fungsi secara ekstensif di bidang politik dan kcagarnaan. Secara empirik kedua lembaga 
itu memang terpisah: karenanya hubungan keduanya dapat menggunakan tiga bentuk. 
yaitu 1) gereja diatas pemerintah, 2) pemerintah diatas gereja, dan 3) dengan 
keseimbangan kekuasaan antara keduanya. Yang termasuk dalam model un adalah agama 
Katolik dan agama Budha. 

Dengan demikian agama dalam penelitian ini akan dilihat dar perspektif apa 
makna agama bagi roanusia, yakni sebagai pedoman untuk bertindak dalam menjalankan 
scluruh aktifitas kehidupannya. termasuk dimensi konstruksi sosial yang berkaitan 
dengan paham nasionalisme. 

Selanjutnya, dikemukakan disini bahwa politik adalah bermacam-macam akufitas 
dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan 
tujuan-tujuan dari sistem tersebut Secara lebih rinci Surbakti menjelaskan hahwa politik 
adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang 
tinggal dalam suatu wilayah terlentu. Berdasarkan definisi politik ini ia menyimpulkan 


bahwa terdapat empat aspek dalam politik, yaitu perilaku politik, pemerintah dan 
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ada beberapa pemikir yang dapat digolongkan ke dalam tipologi ini, seperti , ai-Afghani, 
Muhammad Ahduh dan Rasyid Ridho, akan tetapi dua pikiran politik yang di muka 
memiliki keunggulan komparatif. 

Dalam pandangan teonusi in wilayah akama dan negara tak dapat dipisahkan. 
wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma 
ini nepara merupakan iembaga politik dan keagamaan sekalipus. Pemerintahan negara 
diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan (divine sovereignity), karena kedaulatan 
itu Memang berasal dan dan berada di tangan Tuhan. Pandangan inilah yang disebut juga 
sebanai fumdamentalisme Islam. Secara taktual yang termasuk dalam pandangan ini 
adalah hubungan antara agama dan negara di Iran saat ini. 

Pemikiran politik yang termasuk tipologi ini ialah pandangan al-Maududi (1903- 
1979). Menurulnya svan'al lidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau 
anlars aparma dan negara Syan'at merupakan totalilas pengaturan kehidupan manusia 
yang udak mengandung kekurangan sedikitpun. Negara harus didasarkan pada empat 
prinsip. vailu mengakui kedaulatan Tuhan. menerima otoritas Nabi Muhammad, memiliki 
status wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah." Negara merupakau sarana politik 
untuk mengaplikasikan hukum Tuhan. Kebangkitan Jama'ati Islami merupakan 
representasi al-Maududi di bidang poliik yang bertujuan untuk menerapkan syari'at 
dalam konteks kehidupan kenegaraan. Pikiran-pikiran al-Maududi banyak mengilhami 
praktek politik di Pakistan ketika dipimpin oleh Zia ul Hug”? Menurut al-Maududi, 


institusi negara Islam terdiri dari kepala negara dan lembaga legislatif. Posisi pentingnya 


3 Libat Munawir Sadzali, Islum dan Tata Negara, Ajaran. Sejarah dan pemtkeran,( Jakarta, U1 Press, 1995 
. labj 

“Lihat Azyumardi Azra, Pergolakon Politik Islam. Dari Fundamentalisme, Modernisme bingea Pari-Mo- 
dernisrnu, (Jakarta, Paramadina, 1996: 154) 
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terletak di kepala negara yang disebut sebagai Imam, Khalifah atau Amir. Kepala negara 
memiliki wewenang sangat besar, bahkan dapat memvceto keputusan bulat yang 
disepakati oleh Badan Penasehai. dengan catatan bahwa kepala negara tersebut wajib 
ditaati selama ia sendiri mematuhi perintah Tuhan.” 

Kedua, pemikwan politik yang memandang agama dan negara berhubungan 
secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam 
hal ini negara membutuhkan agama sebagai dasar pijak kekuatan moral sehingga dapat 
tnenjadi mekanisme kontrolnya. di sisi lain agama memerlukan negara sebaga! sarana 
untuk pengembangan agama itu sendiri.” 

Lebih lanjut, yang sangat menonjol dalam studi religio-politik dalam wacana uni 
ialah pemikiran al-Mawardi, yang nama icngkapnya ialah Abu Hasan iba Muhammad 
Ibn Habib al-Mawardi (974-1058). Tulisannya yang sangat terkenal di bidang teori 
ketatanegaraan ialah ai-Ahkam al-Sulthaniyah. Dalam pandangannya, kepemimpinan 
negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna 
memelihara agama dan mengatur dunia Pemeliharaan dan pengaturan dunia adalah dua 
dimensi yang berhubungan secara simbiotik. Negara, dengan demikian di bawah kontro! 
agama. Dalam pengangkatan kepala negara melalui sebuah pemilihan, :8 membagi umat 
Islam menjadi dua kelompok, ahi al-Ikhtiver dan akt ai-Imamah. Yang pertama diartikan 
sebagai kelompok masyarakat yang dapat memberikan wewenang kepada kepala negara 
untuk mengatur masyarakat melalui proses pemilihan terlebih dahulu. Ada beberapa 


syarat yang harus dipenuhi vaitu adil. berilmu pengetahvan. khususnya ilmu agama 


2 Lihat Ahmad Jainuri, Pemikiran Moududi tentang Negara Isiam, dalam Sudarmnote Abdul Hakim, Islam 
Berbagai Perspekif, Jakarta, LPMI, 1995: 181-200) 
2! Lihat Sayuti J. Pulungan, Figh Syarah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Uakarta, ISIS, 1994: xiti) 
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tidak cacat fisik, laki-laki, mempunyai Wawasan politik, ahli strategi perang dan 
mempunyai garis kererunan Ouraisy. 

Pernikir lain dalam wacana ini adalah al-Ghazali atau Abu Hamid al-Ghazali 
(1058-1111 M). Bukunya yang sangat terkenal dinamakan Ihya' 'ulum al-din, atau 
diterjemahkan “Mengtudupkan Kembali limu-ilmu Agama”. Menurutnya, negara 
dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan industri dan 
profesi, karenanya kepala negara harus memiliki sumber legitimasi keagamaan. Industri 
yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat ialah pertanian, pemintalan yang 
didukung oleh pembangunan, dan politik. Profesi politik yang dibutuhkan untuk 
kepentingan masyarakat ialah sub-profesi pengukuran tanah, sub-profesi ketentaraan, 
sub-protesi kehakiman, dan sub-profesi ilmu hukum. Begitu pentingnya sub-profesi 
politik tersebut, al-Ghazali (1995: 75) menyatakan bahwa kedudukannya satu tingkat di 
bawah kenabian. Pemilihan kepala negara bukan keharusan urusan rasio tetapi keharusan 
urusan apama. Ha) ini didasari oleh persiapan untuk kesejahteraan ukhrawi harus 
dilakukan melalu pengamalan dan penghayatan agama di dunia secara benar. Inilah yang 
dijadikan sebagai argumentasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua hal yang 
saling membutuhkan.(Sadzali, 1995: 76-79) 

Ketiga, memandanyk hubungan antara aguna dan negara ialah terpisah atau 
bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak baik hubungan  simbiotik maupun 
integrated. Ali Abdu al-Raziy (1888-1966 M) pada tahun 1925 menulis buku yang 
kontroversial dan menyebabkan ia terusir dari pemerintahan Mesir. ialah berjudul “islam 
dan Pnnsip-Prinsi Pemerintahan Yal-islam wa ushu! al-hukon). Razig berpendapat bahwa 


"Lihat Fathurrahman Jamil, Al-Mawardi, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, 
dalam Sudamxo Abdul Hakim islam Berbagai Perspekrif, (Jakarta, LPMIL, 1995: 158-160) 
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tugas Nabi Muhammad tak lebih dari tugas kenabian (innaha nubuwwah Ia mulk) 
sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Di samping itu, urusan keduniaan oleh Nabi 
Muhammad juga diserahkan kepada manusia, yang menurutnya termasuk urusan politik 
(Sadzali, 1995: 143-145). Lebih jauh ia menyatakan Islam tak memiliki kaitan apa pun 
dengan sistem “kekkalifahan", sehingga semua sistem kekhalifahan adalah urusan 
duniawi, Jadi sesungguhnya terdapat penolakan terhadap determinasi Islam akan bentuk 
tertentu dari ncgara. 

Selanjutnya, tentang hubungan Islam dan negara di Indonesia, menurut Adnan 
dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kelompok akomodatif yang difigun oleh 
Nurkholis Madjid, di mana dia berpandangan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh 
agama dan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi,” Pemikiran ini sepertinya 
mengandung elemen “sekulanstik”, yaitu pemisahan antara agaraa dan dua. Yang 
sebenarnya bukanlah pemisahan akan tetapi pembedaan wilayah, artinya ada wilayah 
yang semata-mata urusan agama dan ada wilayah yang semata-mata duniawi” Akan 
tetapi. dengan pemikiran ini justru dapat mengalihkan perhatian dari Islam Politik ke 
Islam Kultural. Sebagai akihatnya, Islam lebih berwatak liberalis dan humanis yang 
menawarkan kebebasan dan kemanusiaan bagi penganutnya, daripada watak politis yang 
menakutkan, utamanya bagi penyelenggara negara Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) 
pemikiran akamodatif dapat dilihat pada diri Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sukses 


menarik gerbong NU kec khittah 1926, yang intinya jalah memisahkan Nahdiatul Ulama 


Ta mama 


3! 4ibat Zificdaus Adnan. Islamic Religion Yes, Political Ideotogy' No, Islam and The State in Indonesia, 
dalam Aricf Budiman, State and Cicwif Society, (Clyton Victoria, Centre of South East Astan Studies, 
1992: 458) 

€ Lihat Nurkholis Madjid, Islam Keindonesiaan dan Kemodernan, (Jakarta, Paramadina, 1993) 

33 Lihat Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim, (Surabaya, Bina 
Ilmu, 1987: 231-240) 
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dari politik praktis. Bagi Gus Dur, politik sebagai moral dan bukan sebagai institusi, 
artinya bahwa konsekuensi logis dari khittah ialah tidak ada politik Islam dan selanjutnya 
juga tidak ada lembaga politik Islam, atau dengan kata lain menegasikan pentingnya 
eksistensi lembaga politik Islam,” 

Kedua, kelompok moderat. dengan tokoh Amien Rais, Jalaluddin Rahmat dan 
Imaduddin Abdurrahim. yang berpendirian bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai 
agama akan tetapi juga sebagai ideologi. Islam ialah agama totalistik (kaffah) yang 
mengatur segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kehidupan sosial politik. Untuk 
ini berbeda dengan kelompok akomodatif yang menginginkan perubahan dan dalam 
negara. sedangkan kelompok moderat justru menginginkan perubahan dan luar negara. 

Ketiga, kelompok ideolis-radikol, yang beranggapan bahwa Islam berada di atas 
semua ideologi, sehingga untuk memperjuangkannya diperlukan cara-cara kekerasan dan 
sekaligus menotak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan 
Organisasi sosial kemasyarakatan dan apama harus menjadi ideologi menggantikan 
ideologi Pancasila. Dan, pandangan dernikian dapat dilihat pada visi dan aksi Abdul 


Gadir Jaelani (Adnan, 1992: 464-460). 


1.43. Nasionalisme Indonesia 
Nasionalisme adalah sebuah paharn yang direalisasikan dalam scbuah gerakan 
yang mendambakan kepentingan bersama yaitu kepentingan bangsa (nation). walaupun 
mereka terdin dan masyarakat yang majemuk. Rangsa mempunya! pengertian totalitas 


yang tidak membedakan suku. ras, golongan dan apama apapun, Diantara mereka tercipta 


2 7 ihat Abdurrahman Wahid, Potirik Sebagai Moral, Bukan fnstirusi, dalam Majalah Prisma, No.4, 1495: 
66-69. Lihat juga Laode Ida, Kembali ke Khidah 1926, Membangun Geraken Politk Kultural NU, dalam 
Majalah Prisma, No.5, 1995: 87.109 
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hubungan sosial yang harmonis dan sepadan atas dasar kekeluargaan. Kepentingan semua 
kelompok itu diinstitusionalisasikan dalam berbaga? organisasi sosial, politik, ekonomi, 
dan kwagamaan, dan sebagainya. Upaya penggalangan kebersamaan ini seringkali 
bertujuan hapusnya supenontas kdonial terhadap suatu bangsa dan telah menimbulkan 
berbagai penderitaan selama kurun waktu yang cukum lama. 

Secara etimologis Nasionalisme, Natie dan National, kesemuanya berasal dari 
bahasa Latin Natio yang beraru bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, dari kata 
#ascie yang! berarti dilahirkan, maka jika dapat dihuhungkan secara obyekuf maka yang 
paling lasim dikemukakan adalah bakasa. ras. agama dan peradaban, wilayah, negara 
dar kewarganegaraan” 

Nasionalisme adalah “suatu sikap mental dimana loyalitas tertinggi dan individu 
adalah untuk neyara-bangsa” (ag state Of mind. in wich a supreme loyalitv of the 
individual ix jelt to the due ta the nation stateYY, atau “sikap politik dan sosial dari 
kelompok-kelompok suatu hanysa yang rocrmpunyai kesamaan kebudayaan, bahasa dan 
wilayah. serta kesamaan cita-cita dam tujuan. dan dengan demikian merasakan adanya 
kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa itu”, 

Dalam kontcks ini, kata kunci dalam nasionalisme adalah “supreme Joyality” 
terhadap kelompok bangsa, Kesetaan itu muncul karena adanya kesadaran akan identitas 
kolekof vanp berbeda dengan yang lain, Pada kebanyakan kasus, hal itu terjadi karena 
kesamaan kelurunan, bahasa atau kebudayaan, Tetapi ini semua bukanlah unsur yang 
subtansial. scbab yang paling penting adalah adanya “kemauan untuk bersatu" (a living 


and active coorporate will), 


2—.c—« - — - ..— — 


"Lihat Hans Kohn, The Ideu of Kationalism, New York. Macmillan, 1944: 14) 
5 Lihat Brrtammica Engyclopaedia, (Chicago, William Benton Publisner, 1956: 14) 
— Lihat Ansiklonedi Indonesia, (Jakarta, Ichoar Baru Van Hoeve, Edisi khusus vol. 4, 11: 2338) 


“. 
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Karena itu “bangsa” merupakan konsep yang selalu dalam keadaan berubah-ubah 
dan tidak statis dan tidak given sejalan dengan dinamika kekuatan-kekyatan yang 
melahirkannya. Nasionalisme tidak selamanya tumbuh dalam masyarakat multi ras, multi 
bahasa, multi budaya, dan bahkan multi agama. Amerika dan Singapura, misalnya, adalah 
bangsa yang multi ras, Switzerland adalah bangsa dengan tiga bahasa, dan Indonesia, 
yang sangat fenomenal, adalah bangsa yang merupakan integrasi dani berbagai suku yang 
mempunyai aneka bahasa, budaya dan agama.” 

Berdasarkan realitas tersebut, Kohn memulah nasionalisme menjadi dua, yaitu 
“tertutup” dan “terbuka”. Nasionalisme terbuka (ciosed nationalism) dicirikan dengan 
penempatan karakter pangsa yang asli, seperti asal-usul ras dan darah (keturunan), serta 
akan dari negeri Ielubur, sebagai sesuatu yang esensial. Artinya determinasi biologis atau 
historis (biological or historical determination) sangat ditekankan. Tetapi dalam 
nasionalisme terbuka fopened nationalism) hal-hal diatas kurang penting, karena 
tekanannya pada determinasi individual yang bebas (the free determinarion of 
individual). Dengan demikian, nasionalisme terbuka cenderung ke arah kebersarnaan 
dalam relasi-relasi dengan hasis suatu masyarakat politis dimana warganegaranya 


terlepas dari katagori etnis maupun ras." 


"? Lihat George Mc Tuman Kahin, Narionatism and Revalwion in Indonesia, Terjemahan Nin Bakdi 
Soemanto, Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Cikp UNS Press 
dan Pustaka Sinar Harapan, 1995: 1), Menurut Kahun, lingkungan yang membentuk pertumbuhan nasiona- 
lisme Indonesia akan nampak unik bagi mereka yang permabamannya tentang dinamika nasionalisme teru- 
lara berdasarkan pada sejarah isme rtu di Barat. Kualitas keunikan itu tidak dapat dibilangkan, meskipun 
dibuat perbandingan dengan nasionalisme yang terbentuk oleh penjajahan seperti yang muncul di India 
dan Filipina. Perbandingan dengan Burma dan Jndocina sekalipun hanya akan menunjukkan kesesuaian 
pola dasar latar belakang kondisi saja, 

| Lihat Hans Kohn, Nationalism, dalam Amtony Crespigny and feremy Crotin (Ed), Ideologies of Politics 
. (London, Oxford University Press) terjemahan Sumantri Mertodipuro, Nasionalisme, Arti dan sejarahnya, 
(Jakarta, PT. Pembangunan, 1981: 153) 
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Nasionalisme biasanya dianalisis dalam ide dan kebijakan (strukturaf). Pada ranah 
ide atau gagasan, nasionalisme dianalisis sebagai state of mind atar perwujudan 
kesadaran nasional dari individu anggota suatu bangsa yang menurut Anderson disebut 
imajined political community, Artinya penciptaan solidaritas nasional digambarkan 
scbapai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota — masyarakat tentany 
komunitas mereka. Namun dalam hal ini, nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari konsep 
cinzeastup. Ja dipahami sebagai persoalan peagembangan hak warga negara, yaitu 
penggalakan partisipasi sosial penduduk dalam satu komunitas sebagai anpgota yang sah 
dengan hak legal penuh. Dengan kata lain, nasionahsme merupakan program penciptaan 
citizenship." 

Karenanya, keabsahan nasionalisme menemukan alasan yang lebih bersifat 
kulatauf ke dalam. dengan adanya pmosip citizenship ai. Prinsip im memiliki daya 
reduksi yang sangat besar dalam memenuhi hasrat setiap komunitas atas persarnaan. 
Ilalam perkembangannya. pnnsip kewarganegaraan mengalami proses pertumbuhan 
yang Juar biasa sehingpa dimaknai sebagai “yamung” dari konsep nasionalisme. 

Adapun pada ranah xerukturaf nasionalisme dipahami sebagai suatu bentuk 
perpolitikan, suatu strategi politik. Dalam pengertian kedua ini, nastonalisme merupakan 
bagian dari tenomena politik. Karena politik adalah tentang kekuasaan dan kekuasaan ilu 
selalu dikaitkan dengan persoalan pengendalian negara, maka nasionalisme selalu 
berkenaan dengan bagaimana memperoleh dan menggunakan kekuasaan nepara (strnggrie 


for power and the use of power), Dengan kata kain, nasionalisme didelinisikan sebagai 


..— .— Fe 


$' Lihat Mochtar Mas'oed, Nasemalsme dan Tuntangan Global Atasa kem, dalam Jchlasul Amal dan 
Aramsidy Anmawi (Ed), Regionalismte, Nasionalisme dan Ketuhanan Kasunsl, (Yogjakarta, Gajah Mada 
Press, TOtH: TOL OT) 
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gerakan potitik yang berusaha memperolch dan menerapkan kekuasaan negara dan 
memberi pembenaran terhadap tindakan tersebut dengan argumen kepentingan nasional. 

Mentirut Sartono Kartodirdjo. ada fima prinsip dalam nasionalisme, yang satu 
dengan laiannya saling terkait untuk membentuk wawasan nasional, yaitu “uniry” 
(kesatuan), yang dinyalakan sebagai conditio sine gua non, syarat yang tidak bisa 
ditolak. “fiberty" (kemerdekaan). termasuk kemerdekaan untuk mengemukaan pendapat. 
“egualiry” (kesamaan ) bagi setiap warga untuk mengembangkan kemapuannya masing- 
masing, dan “personality” (kepribadian) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan 
sejarah banpsa itu. serta “performance” dalam arti kualitas atau prestasi yang 
dibanggakan kepada bangsa lain. 

Dalam kaitan ini, secara umum istilah nasionalisme mengacu pada seperangkat 
gagasan dan sentimen yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional 
yang sering hadir bersama dengan berbagai identitas Jain seperti okupasi, agama, suku, 
linguistik, teritorial, kelas, dan lain-lain. Olch karena itu, nasionalisme atau paham 
kebangsaan adalah paham yang meyakim kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa 
seharusnya bersatu padu dalarn komunitas politik yang dikelola secara rasional sehagai 
suatu kehidupan bernegara. Dari pemahaman nasionalisme seperti ini, Jahirlah ide dan 
upaya perjuangan untuk mewujudkan negara-bangsa f(narion-state). 

Secara empirik, hal-hal seperti itulah yang merupakan faktor-faktor atau ursur- 
unsur pokok yang obyektif dan yang amat kuat membentuk nasionalisme serta 
metnbantu mempercepal proses evalusi nasionalisme ke arah pembentukan negara 
nasional, 


$? Lihat Sarwono Kartodirdjo.Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia, Diktat kuliah Program Pascasarjana 
Universitas Gajah Mada Yogjakarta 1902 
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Lebih Janjut, orientasi ke negara nasional dari konsep nasionalisme ini 
menampilkan diri pertama-tama dan terutama sebagai suatu gerakan kemerdekaan dari 
dominasi kolonial dan baru kemudian sebagai gerakan demokrasi." Karena itu nasion- 
alisme bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit. ada akar tustorisnya dan 
ironisnya akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme.” 

Di Jain sisi. menurut Gellner nasionalisme merupakan satu prinsip politik, yaitu 
leori legitimasi politik yang memerlukan batas etnis yang tidak melintasi politik. Dengan 
kata lain, nasionalisme adalah satu perjuangan untuk membuat budaya dan kepolitikan 
menjadi bersesuaian. Lebih dari itu, nasaionalisme adalah pemaksaan umum satu tradisi 
besar kehidupan masyarakat, dimana tradisi kecil sebelumnya telah mengangkat 
kebidupan mayoritas dan dalam beberapa kasus keseluruhan penduduk." 

Sementara itu. sentimen nasionalisme memiliki dua dimensi yang saling terkait. 
yaitu dimensi internal dan ekseernal”' Dimensi intemat merujuk pada kemampuan 
domestik untuk menciptakan iklum kondusif bag pembangunan nasional, terutama 
konsensus nasional untuk memperkecil dan bahkan meniadakan konflik-konflik internal. 
Sedangkan dimensi eksternal mencerminkan kemampuan nasioanl suatu negara-bangsa 
dalam menjalankan hubungan Juar negerinya dengan berbagai aktor negara lainnya. 

Dengan demikian, nastonalisme menjadi salah satu determinan penting dalam 
politik luar negert suatu negara. Bahkan banyak teoritisi luar negeri menyatakan bahwa 


nasionalisme akan mempengaruhi efektifitas politik luar ncgeri suatu negara. 


"4 Lihat Nasikun, Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasiunal dalam Masyarakat Majemuk, dalam 
Aoel Harianto, Nasionalisme Rofleksi Kriris Kaum Ilmuwan, (Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996: 3) 

"8 Lihat George J. Aditjondro, Evolusi Nasionolisme Papua, Harian Republika 12 Oktober 1998 

& Lihat E. Gelocr, Nation and Narionatism, (ithaca, Comeli University Pr-ss. 1983: 48-49) 

G? Lihat Andrew Linklater, Beyond Realism and Marzism, Craical Theory and International Relations, 
(New York Mc Milan Press, 1990: 75) 
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Kemudian, perlu dikemukakan bahwa nasionalisme terdiri atas dua aspek, yaitu 
resorgimemo dan integral Resargimento nationalism mengacu pada upaya pembebasan 
dari tekanar-tekanan sosial dan politik yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat 
atau etms dalam upayanya membentuk dan membangun rasa kebangsaan. Sedangkan 
integral rationalism mengacu pada pembentukan dan pembangunan paham kebangsaan 
yang terus berkelanjutan dalam suatu negara-bangsa, 

Sedangkan yang berkaitan dengan perkembangan nasionalisme, Organski (1985) 
membag: dalam empat fase” yaitu : Pertama, nasionalisme fase | dari tahap 
perkembangan politik kesatuan nasional primitif (re politics of priminitive unification). 
kedua, nasionalisme tahap II dari tahap perkembangan politik industrialisasi (the polirics 
of industrializationy, ketiga, masionalisme fase Ul dari tahap perkembangan politik 
kesejateraan nasional (the potitics of national weljare): dan keempat. fase nasionalisme 
IV dari tahap perkembangan politik kemakmuran (ihe politics of abundance). 

Fase pertarna dari perkembangan nasionalisme tersebut merupakan cerminan dari 
perkembangan nasionalisme terutama bagi negara durua ketiga yang kebanyakan telah 
mengalami penjajahan oleh kaum kolonial. Pada awainya, kesctiaan mereka hanya 
kepada primordialisme yang berupa suku, bahasa, dan agama, Namun ketika mercka 
mengalami penderitaan yang sarna karena penjajahan. maka mereka bersatu untuk 


membela tanah airnya tanpa memperdulikan suku, ras. bahasa dan agama. 


“8 | ihat Nikolaos Zahariadis, Nationalism and Small State Forciyn Policy, The Greek Respanse to The 
Macedontan Issue, dalam Political Serence Yuarteris, Vhe Joumal af Public and ntemational Affairs 109, 
No. 4, 1994: 647-668 

8 Lihat Nasikun, Pembangunan dalam Perspeksif Integrasi Nasional dalam Masyarakat Mojemuk, dalam 
Ariel Heryanto. Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Hmuwan, (Yogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996: 4) 
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Adapun yang berkaitan dengan cita-cita nasionalisme, Hertz menyebutkan ada 
empat macam: 

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang melipuv persatuan dalam 
bidang politik. ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan dan persekutuan serta adanya 
solidaritas. 

2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebabasan dan 
penguasa asing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekustan 
intern yang bersitat tidak nasional atau yang hendak menyampingkan hanpsa dan negara. 
3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendinan (separateness). pembedaan 
(distinctiveness), individualitas, keaslian (oriyinality) keistirnewaan. 

4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang memperoleh 
kehormatan. kewibawaan, gengsi, dan pengaruh. 

Secara cmpirik, senngkali tahapan dan cita-cita tersebut hanya bersifat teoritis, 
sehingga perkembangan nasionalisme bisa tersendat-sendat yang bermuara pada 
lemahnya ikatan kebangsaan. dan memicu kepada kesetiaan etnis yang berkelebihan. 
Dan dari proses itu muncul konflik antara state dan cims tertentu, bahkan terjadi konflik 
antar ctris dalam suatu negara-bangsa. Namun realitas menunjukkan bahwa 
meningkatnya konflik dalam suatu nation-stute seringkali karena adanya distribusi yang 
tidak merata funegual distriburion) dalam hal sumber daya alam (world power). 
kemakmuran dan tingkat pengaruh finfluence) yang dimiliki setiap kelompok masyarakat. 

Disisi lain. konflik muncul tidak hanya karena perbedaan kepentingan ideologi 


dan ekonomi, tetapi seringkah juga disebahkan oleh adanya perbedaan peradahan. 


aa 


Lihat Frederick Henz, Narronalin' In Hisiory ond Politis, A Psyeholagy and Socolugy af Karunal 
Sentimen and Nationalism, U.ondon, Rourledge and Kegan Paul, 1951: 21) 
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Huntington, dalam sebuah tulisannya menyatakan bahwa peradaban adalah sebuah ikatan 
kultural yang terbentuk atas kctompok etnis, agama dan bahasa dari suatu kelompok 
masyarakat ' 

Sementara itu, dalam suatu nafion-state yang memiliki karakterisik masyarakat 
heterogen terdapat pula katayonsasi yang yang dapat dinisbahkan kepada kelompok- 
kelompok atau etnis tertentu, Pertama, adalah occomodationist, yakni kelompok etnis 
yang bisa kerja sama dengan kelompok eims lainnya dalam upaya menemukan fonnulasi 
mnatiom-building yang tepat bagi kelangsungan hidup mereka sebaypai suatu negara- 
bangsa. Kelompok ini selalu mengembangkan sikap toleransi. baik dalam dalam rangka 
membangun axation maupun menata dan mengiungsikan sate dalam ari yang 
sebenarnya. Kedua, adalah reservationist, yakm kelompok masyarakat yang ingin 
mempertahankan status guo: dan ketiga. adalah kaum oppositionisi. yakni kelompok 
masyarakat yang menginginkan perubahan-peruhahan radikal guna memperbaiki keadaan 
dalam suatu negara. Sedangkkan terakhir adalah rejectionist, yakni kelompok etnis yang 
merasa tidak bisa bergabung dengan kelompok etnis lainnya. Kelompok ini selalu 
menuntut pembentukan negara-bangsa (state-formation) tersendiri atau pemisahan negara 
berdasarkan sentimen etnis yang dimilikinya. Denyan kata lain. keinginan dan tindakan 
kaum refectionisi ini lebih mengarah kepada nation-destroving dari pada nation- 
huilding. Mereka merasa tidak bisa hidup berdampingan secara damai dengan kelompok 
ctnis yang berbeda dengannya, dan menafsirkan prinsip penentuan nasib sendiri (self 


determinationy sebagai prinsip utama perjuanpannya." 


—- —. 


3 Lihat samucl Huntington, Tke clash of Cirddization, dalam Forergn Attairs 72, No. 3, 1999: 22-49 
“ Lihat Stcphen Kyan. Intruduciron of Ethnic Conflia and Innernotionaf Relations, (Dartmouth Publishine 
Ko, IKM): xxe-xoii) 
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Dalam perspektif uraian diatas, nasionalisme Indonesia adalah ciptaan bangsa 
Indonesia yang majcmuk, bukan ciptaan pemerintah Indonesia, sebab pemerintah (srate) 
tinggal mewarisi saja dari upaya rakyat menyatukan diri dalam nation Indonesia. Jadi, 
nasionalisme Indonesia berangkat dari cita-cita kesatuan dalam pluralisme. Puncak 
kesatuan mereka adalah dengan berkumpulnya berbaga? Jong untuk berembuk pada 
Kongeres Pemuda Indonesia II tanggal 28 Oktober 19285. Pada saat uu mereka 
berkumpul, berikrar dan menyatakan tekad untuk bersatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. 
Kesatuan dalam pluralisme sosial-budaya itulah yang menjadi cita-cita Sumpah Pemuda. 
Memang Sumpah Pemuda tidak identik dengan nasionalisme. tetapi munculnya 
kebersamaan dalam pluralitas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan guna 
mengintegrasikan potensi bangsa, yang berarti pula sejalan dengan hakikat nasionalisme 
sebagai faktor integratif bagi berbagai potensi kultural masyarakat." 

Sebenarnya, semangat nasionalisme Indonesia sudah mulai terasa sejak berdirinya 
Boedi Octomo (Pringgodigdo 1994: 1), tangal 20 Mci tahun 1908 sehagai organixasi 
pertama yang disusun secara modern. Kemudian lahir Sarekat Islam (SF) tahun 1912 yang 
pengaruhnya jauh tebih besar dari pada Boedi Oetomo. Organisasi ini awalnya 


berasaskan hubungan spiritual agama dan kepentingan perdapangan yang berkembang 


2 Dalam konteks ini Sartono Kartodirdjo menegaskan bahwa sebenarnya “Manifesto Politik” tahun 1925 
dari tokoh-tokoh “Perhimpunan Indonesia" (PL, telah mendahului "Sumpah Pemuda" tahun 1926. Dan ia 
merasa heran mengapa “Manifetio Politik" tidak diperingati. “Manifesto Politik" merupakan suatu deklarasi 
ideologi nasionalisme yang sanngal mendasar. Para tokoh Perhompunan Indonesia telah membuat pengkaji- 
an permasalahan masyarakat kolonial di Hindia-Belarda diserta Wilik mendasar mengensi azar-ayaz 
kolonialisme dengan segala dampaknya. Akhunya kesanpulan analisis dan knntik tu dirumuskan sebagai 

benkut : (1) Rakyat indonesia sewajarnya diperintah oleh pernerintah yang dipilih oleh mercka sendi. (2) 
Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri iru tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun. (3) Tanpa 
persatuan yang kokoh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan ini sulit dapat dicapai. Dalam ketiga 
buty “Mantfesto Politik" ita sudah mencakup konsep natiun Indonesia, ysilu nation-siate, demokrasi, 
ungananisme, olonomi alau kerncrdckaan. Pendeknya prinsip-prinsip nasionalisme sudah tercakup di- 
dalamnya, yaitu unity, liberty dan eguality, Lebih lanjut, Jihat Sartono Kartodirdjo, Ideologi Bangsa dan 
Pendidikan Sejarah, dalam Jurnai Sejarah Nomor 8 (Jakana, MSI: 28) 
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menjadi gerakan nasionalisme rakyat yang pertama dan sebenarnya di Indonesia". 
Sarekat Islam mengalami perecpatan kemajuan yang merata hampir di seluruh Indonesia. 
Namun, karena sifat keterbukaan organisasi ini, maka terjadilah perpecahan antara “SI 
Putih” yang tetap mengutamakan ideologi Islam dan Pan-Islamisme sebagai landasan 
untuk mempersatukan bangsa, dan “SI Merah” dibawah pimpinan Semaun, Darsono, dan 
Tan Malaka. Golongan kiri dalam S1 inilah akhirnya menjadi cikal-bakalnya kelahiran 
Partai Komunis Indonesia (PKI) tanggal 23 Mei 1920, Dalam hat yang menyangkut dasar 
partai ternyata PKI berpegang teguh kepada prinsip “sosialisme”, “miernastonalisme” 


"» sebagai musuh utama (MD. Poesponegoro dan 


dan menganggap "nasionalisme 
Nugroho Notosusanto !993:204). Karenanya, dalam Konperensi SI Maret 1921. Fahrudin 
— wakil kctua Muhammadiyah — mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan- 
Islarnisme tidak mungkin berhasd jika tetap bekerja sama dengan golongan komunis 
(MD. Poesponegoro dan Nugroho Natosusanto 1993:205). 

Sejarah mencatat bahwa PKI berhasit menempatkan diri sebagai partai terbesar, 
sehingga mendorongnya melakukan pemberuntakan kepada pemerintah Belanda tanggal 
13 Nopember 1926. Akibat dari pemberontakan PKI ini menyebabkan banyak tokoh 
pergerakan nasionalis harus dibuang ke Tanah Merah, Dipul atas, dan Inan Jaya. 

Sesudah PKI dinyakatan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Belanda, 
Soekamo merasakan perlunya bangsa Indonesia memiliki partai sebagai wadah baru yang 
mampu menampung gerakan “nasionalisme modern” yang radikal, Pada tanggat 4 Juli 
4 Lihat MD. Pocsponegoro dan Nugraho Kotosusanto, Serarah Nasional Indonesia, Jilid F (Jakarta, Ralai 
Pustaka, 1993: 180) 

— Sehubungan dengan kedudukan Pancasils sebagai dasar NKRI, perah timbul keributan besar setelah 
IDN. Aidit sebagai Menko'Wakil Kctua MPKS ceramah di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan 
Dwikora, Dalam ceraruahnya Aidit menyatakan bahwa jika Indonesia telah mencapai taraf hidup yang adil 


dan makmur, serta telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak membutuhkan lasi Pancasila. 
Lihat DN. Aidit, Membela Pancasila (Jakarta, Pemharuan, 1964:5) 
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1927, lahirlah Partai Nasional indonesia (PNI) yang diawali oleh berdirinya Algeemene 
Studie Ciub tahun 1925. Ideologi partai ini adalah nasionalisme radikal, sebagaimana 
karangan Soekamo dalam “Nasionalisme, Islamisme. dan Marxisme" tahun 1926. 
Karangan tersebut dimunculkan oleh Soekamo sebagai respon dari karangan HOS. 
Tjokroaminoto tentang “Islam dan Sosialisme”. Ketiga kekuatan ideologi itu merupakan 
landasan pergerakan nasional secara garis besar, dan oleh Sockarno dianggap sebagai atat 
pemersatu bangsa Indonesia Ketiga kekuatan tersebut kemudian hari terkenal dengan 
singkatan NASAKOM. 

Sebenarnya, pada tanggal 25 Desember 1912, telah lahir lebih dahulu partai yang 
berjiwa nasionalisme modern, yaitu Indiche Partij yang didirikan oleh E.F.E. Douwes 
Dekker, seorang Inda keturunan Belanda. Tetapi partai ini tidak mendapatkan sarabutan 
yang signifikan bagi rakyat Indonesia waktu itu. 

Disamping semua organisasi politik diatas, lahir pula pergerakan keagamaan 
yang bersifat nasionalis seperti Muhammadiyah tanggal 18 Nopember 1912 di 
Yogjakarta (Pringgodigdo 1994: 21). Menurut KH. Ahmad Dahlan - pendiri organisasi 
sni - Muhammadiyah bertujuan memajukan pendidikan berdasarkan agama Islam dengan 
mendirikan sekolah-sekolah agama, masjid, langgar, dan rumah-rumah sakit. Setelah itu 
menyusul lahirnya Nahdlatui Ulama tanggal 31 fanuan 1926 di Surabaya. Organisasi ini 
lahir dalam rangka merespon maraknya semangat nasionalisme Indonesia, dan juga 
dalam rangka mereaksi terhadap SI dan Muhammadiyah yang tidak mengikut-sertakan 
golongan tradisional dalam Konggres Islam se dunia di Kairo (Pringgodigdo 1994: 109). 
Lebih dari itu, dari kelompok Katolik lahir Indiche Katholieke Parti: (TKP) pada 


Nopember 1918, yang bertujuan memajukan bangsa berdasarkan agama Katolik. Pada 
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bulan September 1917 lahir pula Christelijke Ethische Partij (CEP), yang bertujuan agar 
agama Kristen menjadi dasar dalam menyusun negara, dan ingin memerdekakan 
Indonesia dari Penjajahan Belanda (Pringgodigdo:1994: 17), Pada tanggal 22 Pebruari 
1925 berdiri lagi dari ummat Nasrani Partai Katolik Djawt di Yogjakarta. Partai ini terbuka 
untuk semua golongan dan tidak dibatasi hanya bagi orang Jawa, serta bahasa Melayu 
menjadi bahasa resmi partai (Pringgodipdo 1994: 32). 

Sementara itu, pada era pergerakan nasional ini lahir organisasi kedaerahan, 
seperti Pasundan 1920, Serikat Sumatera 1918, Perkumpulan orang-orang Ambon, 
Perkumpulan orang-orang Minahasa pada Agustus 1912, Perkumpulan Kaum Betawi 
pada | Januari 1923, 

Ih kalangan petnuda lahir organisasi para pemuda, seperti Jong Jaya tangga! 7 
Maret 1915 di gedung Boedi Oetomo Jakarta, Jong Sumatranen Bond tangal 9 Desember 
1917, Jong Minahasa 1918, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Islarnieten Bond, dan 
Perhimpunan Indonesia (Indonesische vereniging) tahun 1922 di Belanda". 

Memahami lahirnya beraneka ragam organisasi diatas, ternyata nasionalisme 
Indonesia mendapatkan inspirasinya dari perasaan menderita hersama dari penjajahan 
Belanda dan Jepang. Walaupun mereka terdiri dari SARA yang majemuk, namun mereka 
merasa satu bangsa, sehingga masing-masing kelompok selalu berusaha membebaskan 
dirinya dari penderitaan tersebut. Tujuan pokok dari berdirinya bermacam-macam 
organisasi “Pergerakan Nasiona!" diatas didorong adanya cita-cita mewujudkan masa 
depan yang lebih baik yang oleh Anderson disebut nation dengan ciri khasnya imagined 
political community ( Anderson, 2002). 


mm Pem 4 Ka AT en HE 


70 Jbid. hal. 129-193 
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Skema : I.i. 


Pragmentasi Aliran Nasionalisme 
Era Pergerakan Nasional 


Suku / Daerah Penjajahan Belanda dan 
Boedi Oetomo, Pasundan, 
Minahasa Ambon, dsb 


Agama 
SL Muhammadiyah, NU, 
IKP, CEP, dsb 


Pergerakan Nasional 


Komunisme-Sosialisme 
PKJ 


NasionaliarmseSekuler/ 
Radikal 
PNI 


Golongan Pemuda 
ITB, ISB. JB. JA. JC, PI. 
dsb 


Nasionalisme Indonesia 
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Selanjutnya, nasionalisme Indonesia memasuki masa-masa kongkrit sejak 
pemerintah Jepang membentuk BPUPKI tanggal 1 Maret 1945. Maksud dan tujuannya 
adatah untuk mempciajar? dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan 
pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Badan ini beranggotakan 60 orang termasuk 4 
orang golongan keturunan Arab, golongan peranakan Belanda, dan 7 orang angggota 
berbangsa Jepang sebagai anggota istimewa. oamun mereka tidak memiliki hak suara. 
Pengangkatan anggota badan ini diwmumkan tanggal 29 Apnl 1945 dengan ketua 
Radjiman Wediodiningrat, dan dua wakil ketua yaitu, RP. Suroso dan seorang Jepang 
Ichibangasc Yoshio. Badan panitia ini mengadakan dua kali sidang, pada tanggal 28 Mei 
- 2 Juni 1945, dan tanggal 10-17 Juli 19457, 

Dalam sidang pertama BPUPKI, mulai dibahas persoatan “dasar” negara. Dalam 
kata pembukaannya Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota 
mengenai dasar negara yang akan dibentuk. Atas tawaran ketua ini, maka terdapat tiga 
anggota yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara Indonesia Merdeka. 
Pertama, Muhammad Yasmin yang berpidato tanggal 29 Mei 1945. la mengemukakan 
hahwa dasar negara kebangsaan Republik Indonesia adalah, Peri Kebangsaan Peri 
Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteran Rakyat. 

Setelah pidato Muhammad Yamin, sidang berikutnya, yaitu tanggal 31 Mei 1945 
Soepomo menyampaikan pandangannya yang intinya negara harus berdasar aliran pikiran 
(steats-ide) negara yang integralsitik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, 


yang mengatasi seluruh golongan-polongan dalam japangan apapun. 


2 Lihat H.Muh.Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undong dasar 1944 Jilid Satu Jakarta, Yayasan 
Prapanca, 1959:61-121) 
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Anggota BPUPKI ketiga yang mengemukakan pandangannya adalah Soekamo 
pada tanggal ! Juni 1945, yang isinya bahwa dasar negara adalah Pancasila” yaitu, 
kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 

Sebelum memasuki persidangan kedua, maka diadakan masa reses selama satu 
bulan. Dalam masa reses ini dibentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Soekarno dengan 
anggota Moh. Hatta, Soetardjo Kartohadikosoemo, Wachid Hasyim, Ki Bagors 
Hadikoesomo, Otto Iskandardinata, Muhammad Yamin, dan AA. Maramis. Panitia ini 
bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggota Untuk 
mempersiapkan laporannya pada rapat tanggal 10 Juli 1945, panitia kecit mengambil 
prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Hasil dari 
pertemuan itu adalah ditarapuagnya suara-suara dan usul-usul lisan dari para anggota. 
Setelah sidang selesei di hadapan 38 anggota dibentuk lagi Panitia Sembilan yang 
berjumlah 9 orang yang terdiri dari Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Soebardjo, AA. 
Maramis, Soekarno, Abd, Kahar Moezakir, Wacbid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoeyoso. 
dan Agus Salim, 

ranilia Sembilan ini setelah mengadakan pembicaraan yang masak dan penuh 
perdebatan dicapai kesepakatan antara pihak kebangsaan dan pihak Islam. Persetujuan itu 
termaktub dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, yang dipersembahkan oleh 
panitia ini. Selain itu panitia ini juga berhasil merumuskan dasar negara Indonesia yang 
berbunyi. ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- 
ui ea tersebut Yarnin ikut terlibat di dalamnya Sebelum menyampaikan 
pidatonya, Soekarno pada malam 3 Juni 1945 datang ke rumah Yarain. Malam itu Wachid Hasyim, Kahar 
Muzakir, dan Masykur menginap juga di rumahnya. Menurut Soekarno penamaan Pancasila berasal dari 
temannya yaog ahli bahasa. Pada tahun 1966 Sockarno menyatakan ahli bahasa tersebut adalah Muh. 
Yamin. Dalam Kal ini Yamin menyumbangkan kata “sila”, sedangkan kata “pancs" berasal dari Soekarno 


sendin. Lihat Restu Gunawan, Muhammad Yamin Dan Uita-Cita Persatuan Indonesia (Yogjakarta, 
Ombak, 2005:50) 
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pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yany adil dan beradab, persatuan Indonesia. 
dan kerakyaran yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratun 
perwakilan. serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Rumusan tersebut disepakati tangpal 22 Juni 1945 dan dinamakan Jakarta ('harter 
alau Piagam Jakarta. Mengingat pentingnya peranan Panitia Sembilan datam proses 
berdirinya NKRI, maka melalui UU no.$ Dt tahun 1959. Kepres no, 035/TK/1972, dan 
Kepres no. 046/YK/1992, Pemenniah Republik Indonesia telah menyanuperahkan 
Bintang Republik Indonesia kepada sembilan orang tersebut. 

Selanjutnya, pada persidangan kedua tanggal 10 — 17 Juli 1945 terjadilah 
perdebatan sengit tentang dua hal yang paling krusial. yaitu redaksi “dengan kewajiban 
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dan pasal UUD yang menyangkut 
syaral “orong Indonesia asli” dan beragama “Islam" bagi seorang presiden. Menyangkut 
persoalan pertama tangpal Il Juli 1945. sidang sepakat untuk menjadikan Piagam Jakarta 
sehagai Mukaddimah JUD 1945, Sedangkan tentang persyaratan seorang prisiden sidang 
bersepakat hahwa seorang presiden harus orang: “Indonesia asli”, dan kata-kata “harus 
berasama Islam" dibuang ". 

Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Mukaddimah UUD 1945 yang 
disahkan adalah konsep yang dirumuskan Panitia Sembilan yang kemudian diambil alih 
oleh Panitia Kecil yang diagendakan untuk disahkan pada persidangan tersebut. Namun. 


F Pada sidang tanggal j1 Juli 1945 Laturharharv menyajukan keberatan dengan kata-kata “dengan 
kewajibun menjalankan syursat Islam bagi pemuluk-pemefuknya”. Saat ita Agus Salim menjawab bahwa 
oranyserang non muslim tidak perlu khawatir Demikian juga Radjiman sehasai ketua RPLIPKI 
menyalahan bahwa jika kalimat itu dibuang, pasti ditolak oleh kaum Islam. Namun justru Wachid Hasyira 
menyatakan bahwa paksaan tidak boleh terjadi. Lihat Muhammad Yarain. On. Cit. 289. Hal yang sama jura 
tenyadi ketika bertangsung perdebatan tentang keharusan beragama Islam bagi scorang presiden. J'ada 
waktu lu Masykur menjawab “supaya diusahakan kemprem?" 1.ihat Muhanunad Yamin. Jbid. 381. 
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sebelum konsep tersebut disahkan atas prakarsa Moh. Harta setelah menerima pesan dari 
tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, sila pertama dari Mukaddimah itu 
dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan itu disepakati setelah pagi 
harinya Slatta berkonsultasi dengan empat tokoh Islam yaitu, Ki Bagus Hadikoesamo, 
Wachid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Moh. Hasan", 

Berikut dikemukakan varian-varian orientasi nasionalisme para anggota BPUPKI 
yang bertugas menyusun dasar negara dan UD 1945. 


Tabel : LI. 


Orientasi Nasionalisme anggota BPUPKI 


Nasionlisme 


Sekuler 
Saekama 
Moh. Hatta / i Hindro Martono 
Seepomno | . i Buntaran M. 
Muh. Yamin Soerahman Tj. 
Radjiman W i Djenal Asikin W. 
RP. Suroso Abdul Halim Abd. Kadir 
Sukiman Alwmad Sorbardjo Syamsi 
Maria Ullah 5, Abi Koesno Tj. Samsoedin 
MTH. Wurjaningrat Abd. Kahar M. Sastro Moeljono 
Dasaat Mas Mansur MA. Sosroningrat 
AG. Panggodigdo R. Aris 
AA. Sumitro K. Ashar Soetedjo M 
Soetardjo Margono Dj. 
Raosena M. Soesanto T. 
OX0 Iskandar D. Roeslan W. 
Parada Harahap MTA. Soerjo 
Liem Koe Hian R. Soedirman 
MT. Wongsonagora BPH.Bintoro 
AA. Wiranatakusyuna RSS. Soenarjo 
Oe Tjiang Tjoe R. Kusumah A. 
Oe Tjong Hauw Tan Eng How 
AR. Baswedan 
M. Sartono 
Dahler 
Soekardjo W. ”— 
1 Ibid. 402-494 
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PAH.Djayadiningrat 
RP. Singgih 


Ki Hadjar D. 
BPH. Poeroebojo 


Memahami proses konstruksi nasionalisrre dari para pendiri bangsa (she founding 
fathers) tersebut diatas, nampak jelas bahwa cita-cita nasionalisme bukaniah masyarakat 
politis seperti era Orde Lama atau masyarakat ekonomis seperti era Orde Raru, 
melainkan terciptanya masyarakat manusiawi yang kendati kemajemukannya percaya 
pada sikap saling mengisi dalam konteks solidaritas dalam kesatuan. 

Dengan demikian, ketika diproklamasikan pada 17 Agusms 1945, Indonesia 
sebagai marion-state telah memilih bentuk dan prinsip hidup bernegara yang sangat 
fundamental, yaitu Negara Kesatuan yang demokratis sebagaimana pasal 1 UUD 1945. 
Karenanya, berdasarkan UUD: 1945 pemerintah bertugas membangun dua hal pokok 
sekaligus. Pertama, membangun Negara Kesatuan yang mampu mengatasi ikatan-ikatan 
kelompok dan golongan agar tetap utuh sebagai bangsa yang merdeka Kedua, 
membangun masyarakat yang demokratis dan pluralistik, yang mampu menghindarkan 
mereka dari mekanisme zero-sume-game, Hal itu terjadi. karena kemenangan tidak hanya 
bisa dinikmati olsh satu kelompok saja tetapi oleh semua pihak yang terlibat dalam 
proses negosiasi politik pada level praksis bernegara. 

Dari kedua persoalan tersebut. yang selaiu muncul adalah kecenderungan secara 
tinier dan diarnetral pada daminannya peranan negara berhadapan dengan pluralitas itu 
sendiri. Karenanya, sejarah mencatat bahwa pada jaman Orde Baru memperbincangkan 
SARA (suku. agama, ras dan antur golongan) saja dilarang. sebab diyakini akan 


mengganggu keharmonisan dan menjurus adanya disintegrasi sosial dan negara-bangsa 
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Alasan bahwa pluralits menjadi sumber anarki, selalu didengungkan sehingga 
menyerupai sebuah mitos yang mengkonstruksi — kesadaran semu masyarakai. 
Kekhawatiran akan munculnya anarki itulah yang justru seringkali dijadikan penguasa 
untuk mengesahkan berbagai tindak “kekerasan negara" (state violence) terhadap hak 
asasi rakyat (HAM) yang menurut Nozick" justru harus dibela. Meskipun kemajemukan 
dan keragaman diaku: sebagai “berkah” yang menjadi cin khas bangsa Indonesia, 
sebagaimana semboyam Bhineka Tunggal Ika. akan tetapi dengan jujur harus diakui 
bahwa para penguasa dan mungkin sebagian besar masyarakat yang tertular oleh retorika 
tersebut. merasa gundah dan gamang menghadapi kemajemukan. Dengan kata lain. 
meskipun keragaman itu diakui sebagai kenyataan yang riil, namun sedapat mungkin 
keragaman itu diseragamkan kembali. 

Format negara kuat itulah yang menimibuikan disintegrasi bangsa dan mengancam 
kokohnya nasionalisme Indonesia. Hal itu bisa dilihai dari adanya kesenjangan sosial, 
iklim politik yang kurang demokaratis, lembaga peradilan yang gagat memberikan 
jaminan rasa keadilan (justice). serta masih terjadinya penyumbatan komunikasi politik 


antara sigte dan masyarakat 


1.4.4. Nasionalisme dalam Perspektif Islam 
Pada awalnya, setidaknya sampai dengan jaranan pra-modern, umat Islam tidak mc 
ngenal nasionalisme, dan yang dikenal hanya dua konsep ceritorial-religius. yaitu wila- 


yah damai (der af-islam) yang merupakan wilayah kaum muslimin, dan wilayah perang 


"! Negara menurut Nozick hanya dijustifikasi apabila memiliki kemampuan untuk melindungi dan 
memperdayakan rakyatnya berkaitan dengan “righrs" nya. Gagasan keadilan yang menjadi justifikasi 
eksistensi negara hanya bermakna apabila hak-hak individu menjadi kepentingan terdepan proyek negara. 
Lihar Roberi Nozieck, Anarchry, State, and Litopta, (Dlackweil Oxford UK & cambridge USA, 2091), 
dalarn Jurnal Studia, Philosophia et Theologica, Vol No.2 Oktober 2064: 155 
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(dar al harb) yaitu wiyalah non muslim. Olch karena itu konsep negara nasional (nation 
state) merwiplakan ketegangan historis dan konseptual”. 

Namun detnikian, dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep 
nation-state. yaitu kosa-kata millah dan ummah, yang berarti masyarakat. Tetapi istilah 
tersebut mengacu pada kelompok sosio-reilgius bukan kepada masyarakat politik. Pada 
pihak !ain, konsep nation state mengacu atas kniteria etnisitas, kultur, bahasa dan wita- 
yah serta mengabaikan unsw religius. Sedang pada tataran institusional konsep nation- 
state berbemuran dengan konsep “Khilafah” atau “Pan-Islamisme'" Ara, 199612). 

Nasionalisme dunia umat Islam, jika diurut dari sejarah negara-negara muslim, 
dapat dilihat dari sejarah negara-negara muslim yang telah terlebih dahulu bersentuhan 
dengan masyarakat dan negara Eropa Ualam realitas sejarah, tidak semua ide dan 
model nasionalisme yang ada di Eropa dapat diterima oleh masyarakat Islam, namun 
tidak dijumpai beberapa negara dan pemikir musiim yang terang-terangan yang 
menentang dan menempatkan dirinya pada posisi yang antagonistik terhadap Eropa. 

Turki adalah salah satu negara muslim yang secara terhuka menerima konsep 
nasionalisme sebagaimana yang ada di dunia Barat. Dinasu Turki Utsmaru yang 
menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah, adalah merupakan pemerintahan 
Isiam yang mengakui akan keunggulan politik Eropa, seperti sistem administrasi negara 
dan militernya. Hal itu terbukti pada tahun 1730-an pemerintahan Turki dengan cepat dan 
sistematis melakukan pembaharuan dan reorganisasi militernya, sesuai dengan sistem 
yang berlaku di Eropa, dan puncak pembaharuan tercatat pada pemerintahan Sultan 


Salim Ill tahun 1792. Perubahan yang dilakukan olehnya tidak hanya sebatas pada aspek 


85 Lihat Azyumardi Azra, Pergolakan Palitik islam, dari kuntamemalisme, Modernisme Hingga Past: 
Modernisme, (Jakarta, Paramadina, 1996:11) 
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sistem pemerintahan, namun perubahan secara totalitas atau tepatnya dia melakukan 
Westemisasi. Perubahan tersebut dimulai dari organisasi militer, sistem pemerintahan 
pusat maupun propinsi, sampai menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem 
perdagangan, keuangan dan diplomatik (Azra 1998: 59), 

Perubahan demi perubahan pemerintahan Turki terus mengalami kemajuan, 
sehingga saatnya konsep nasionalisme pun tak terelakkan untuk diterima. Pertumbuhan 
nasionalisme Turki terangsang lebih hebat oleh ilmu-ilmu tentang Tukti (Turcnlogy). 
ekspansi literatur tentang Turki pra Isiam dan penetapan bahasa Turk: sebagai bahasa 
resmi pemerintahan Utsmani tahun 1876 sebagai bukti kematangan nasionalisme Turki. 

Tokoh Turki yang cinta peradahan Eropa adalah Narnik Kemal dan Ziya Ctokalp 
yang keduanya terus mengembangkan dasar-dasar intelektual dan teoritis nasionalisme 
Turki secara lebih rinci. Kemal (w.1888) bahkan terkenal sebagai orang yang membawa 
dua gagasan besar, yaitu kebebasan (freedom) dan cinta tanah air (fatherland). Sedangkan 
Gokalp secara tegas mengatakan bahwa Nasionalisme Turki dibangun dengan pola 
modernisasi dan dengan memposisikan agama pada ranah privat (Ozbudon. 1981: 121). 

Apa yang dirumuskan oleh Gokalp diatas sampai saat ini hampir tidak pernah 
ditentang oleh para intelektual Turki. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara kultural dan 
intelektual nasionalisme Turki berkembang bersamaan dengan identitas Islam. Islam 
sebagai agama rakyat Turki tetap bertahan dan bahkan islam tetap sebagai identitas 
bangsa Turki. Hanya saja, jika sebelumnya Islam cenderung dijadikan sebagai ideologi 
untuk mendukung rezim tertentu. konsep yang dibawa oleh Gokalp ini memposisikan ke- 


Islaman bangsa Turki lebih bersifat individual dan kultural. 
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Ide besar tentang nasionalisme yang diusung oleh para pemikir Turki saat ini 
tidak bisa lepas dari setting sejarah umat Islam sendin. Sejarah membuktikan, ketika 
Turki Utsmani berada di ambang kehancuran. terutama setelah kekalahannya dalam 
Perang Dunia J, sebuah gerakan nasionalisme Ataturk melihat bahwa satu-satunya 
Ideologi gerakan yang bisa memobilisasi massa dan meyakinkan kaum intelektual Turki 
waktu itu tidak lain adalah Nasionalisme. Bagi Ataturk ideologi Pan-Istamisnte 
(kekhalifahan) udak lagi memiliki daya panggil untuk berjihad melawan sekutu. 

Selanjutnya. tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kebangkitan nasionalisme Turki 
mendorong munculnya naswmalisme Arab, walaupun sebagian pemikir Arab mengklaim 
hahwa Nasianalisme Arab telah muncul sejak kemenangan gerakan Wahabi (Salaf) di 
Arabia. Namun Nasionalisme sebagai ideologi dan sebagai faktor politik di Timur 
Tengah. ia baru muncul pada awal abad kec 20: bahkan bisa dikatakan konsep 
Nasionalisme Arab terumuskan Secara agak rinci setelah Perang Dunia |. 

Konsep nasionalisme Arab secara kongkrit dapat disimak dan sejarah negara 
Mesir. Li negara ini. terdapat beberapa tokoh yang dengan serius menyuarakan gerakan 
nasionalisme Arab, seperti Mustafa Kamal dan Gamal Abdul Naseer. Gerakan 
nasionalisme Mesir merupakan salah satu gerakan responsif dari kondisi sosial-poliuk di 
Mesir. Keterkungkungan rakyat Mesir dari penjajahan penguasa Turki. Mamalik. 
Perancis dan Inggris menjadikan semangat nasionalisme ini menjadi cepat diterima oleh 
masyarakat. Semangat nasionalisme tersebut akhirnya berubah menjadi revolusi Mesir 
dan menentang bangsa asing. sampai ujung-ujungnya revolusi Mesir merniliki adagiumn 


"Mesir untuk bangsa Musir”. 
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Menurut Ghodbian (1998) nasionalisme Arab yang didasarkan atas solidaritas 
ras Arab disebut dengan istilah gowmniyyah. Disamping itu di dunia Arah Timur Tengah 
muncul pula nasionalisme lokal yang terfokus pada kawasan-kawasan tertentu. yang 
tidak mencakup keseluruhan dunia Arab, yang disebut watahaniyyah (cinta lanah ar). 
Konsep ini selangkah lebih maju, karena tidak menjadikan keseluruhan dunia Arab 
sebagai basis kesetiaan tetapi lokalitas tanah kelahjran Karenanya. muncul 
nasionalisme Mesir, nasionalisme Tunisia. nasionalisme Aljayair, nasionalisme J.ibanon 
dan sehagainya. 

Pengadopsian konsep nasionalisme yang dilakukan oleh pemerintahan Utsmani 
dari sistem Eropa, serta terpecahnya umat Islam dalam berbagai bangsa, sehagaimana 
hangsa Mesir yang menyatakan menjadi bangsa sendiri yang berdaulat, menyulut 
kemarahan umat Islam yang masih menginginkan tunggalnya kekuatan Islam di seluruh 
dunia (Pan-Islamisme), Mercka juga mengecam bangsa Turki dan sekaligus 
menganjurkan bersatunya bangsa Arab. Hal inilah yang menjadi pangkal munculnya soli- 
daritas (ashabiyah) Arab yang menjadi rukun nasionalisme Arab. Dalam konteks im 
Rasyid Ridlv dan temannya al-Kawakibi dari Syria menyatakan bahwa pengadopsian 
sistem nasionalisme yang dilakukan oleh Turki telah mengakibatkan terpecahnya umat 
Islam dalam berbagai kclompok kebangsaan. padahal seharusnya umat Isiam tetap 
disatukan oleh ikatan akidah yang memang tidak memiliki batas-batas teritonat. Bahkan 
Al-Kawakibi dapat dipandang sebagai peletak dasar intelektual Pan-Arabisme sekuler 
modem. Ia juga mengkritik keras perilaku politik rezam Turki Utsmani, yang 
dikatakannya telah merampas kekhilafahan dari bangsa Arab. Karenanya Sultan Utsmani 


2 Lihat Najih Ghadbian, Democrarzarton and The Islamist Challenge in Yhe Arah World, (Colorado, 
Westvicw Press. 1998) 
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tidak bisa menjadi pelindung Islara dan kaum muslimin. al-Kawakibi dengan serius 
mengumpulkan dan mendata keistimewaan bangsa Arab, sehingga mencapai pada sebuah 
kesimpulan bahwa hanya bangsa Arablah yang pantas memerintah kaum muslimin.(Azra, 
1999: 70-78) 

Namun, akhir perdebatan dari persoalan nasionalisme Turki yang memancing 
respon negatif dari berbagai pemikir Islam sehingga menpgelembung menjadi 
nasionalisme Arab, tidaklah secara otomatis Islam menjadi dasar nasionalisme Arab. 
Lemahnya supra-slruktur yang menjadi dasar dan solidaritas Arab menjadikan 
nasionalisme Arab ini hanya sebuah ideologi semu, sebab sampai saat ini tidak perah 
terwujud secara kongkrit dan stabil. Ideologi Arabisme tidak perah efektif dalam 
menyatukan Dunia Arab dan tidak mampu menghapus realitas bahwa kawasan im sangat 
beragam dalam banyak hal. Setiap wilayah mempunyai sejarahnya sendiri. bahkan 
Arabisme sejak awal pertumbuhannya justru lebih bisa dilacak pada masa pra Islam, 
Persoalan beragarnnya sejarah dan akar budaya tiap wilayah di Timur Tengah ini 
akhirnya memunculkan regionalisme atau eino-nasionalisme. 

Tenomena regionalisme dan ero-nasionalisme tersebut muncul pada saat 
menjelang Perang Dunia 1, yaitu pada saat gerakan oposisi yang menuntut otonami 
kekuasaan Utsmani segera muncul di Irak. Mesir dan Syna Bahkan gerakan-gerakan 
rahasia yang bertujuan untuk membebaskan wilayah-wilavah Arab juga muncul di 
kalangan pengawal Arab yang bekerja pada pemerintahan rezim Utsmani, Regionalisme 
seperli ini pada gilirannya bisa dimanfaatkan olch kekuatan Eropa, seperti Inggris yang 
mampu membujuk Syarif Husein di Makkah untuk melepaskan din dari rezim Utsmani 


dan mengklaim dirinya sebagai wakil dan juru bicara resmi bangsa Arab. 
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Perkembangan selanjutnya, terdapat suatu gerakan Islam yang patut menjadi 
catatan sendiri dalam merespon konsep nasionalisme, yaitu Pan-Islamisme. Sebenarnya 
gerakan ini adalah sebuah bentuk gerakan menentang konsep nasionalisme yang selalu 
dikampanyekan oleh Barat. Gerakan ini tidak didasarkan pada pragmatisme semata, 
namun ia mempunyai doktrin yang kokoh, yaitu ikatan persaudaraan agama (ukhiwah 
Istamivah). Ual itu dimunculkan karena konsep nasionalisme yang dibangam oleh Barat 
tidak meletakkan agama sebagai salah satu dasar ikatan nasionalismenya. 

Jamaluddin al-Afghani sebagai tokoh gerakan ini mendasarkan gerakannya pada 
dua unsur utama, yaitu kekuatan Dunia Islam dan populisme". Dokrin kesatuan politik 
Dunia islam sebagai amanat Pan-Islamisme bertujuan membensengi masyarakat muslim 
dari pendudukan dan doroinasi masyarakat dan ocgara-negara Eropa. Dalam 
pemahamannya, kebencian umat Nasrani terhadap Islam semenjak perang Salib hingga 
sekarang belum padam. Mereka selalu ingin menghancurkan Islam, Karenanya, al- 
Afghani berpendapat umat Islam harus disatukan tanpa memperdulikan lagi perbedaan- 
perbedaan. baik yang berkaitan dengan suku. daerah maupun mazhab yang dianut dan 
sebagainya. Bahkan dengan sangat hersemangat ia mengusahakan bersatunya mazhab 
Sunni dan Syiah. 

Lebih jauh al-Afghani menyatakan bahwa umat Islam memang tidak boleh 
menafikan adanya kesatuan bahasa, bangsa dan agama. Setiap muslim harus memelihara 
nilai-nilai kesatuan tersebut dalam rangka mengharmoniskan antara semangat 
persaudaran Islam dan semangat nasionalisme. Bagi al-Afghani manusia memang selalu 


berada “dalam tiga lingkaran, yaitu lingkaran bangsa, agama dan kemanusiaan, 


M Lihat Farlar rahman, fstam, terjemahan Ahsisn Muharuned. (Bandung, Mizan, 1994-3373) 
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Dari semua pemaparan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa nasionalisme Arab 
memiliki tiga madel, yaitu nasionalisme yang didasarkan atas agama, nasonalisme yung 
didasarkan atas budava dan huhasa. dan nasionalisme yang dibangun berdasarkan 
Wilayah geografis. 

Pakta emparik menunjukkan bahwa Arab tidak pernah bersatu, bahkan ra jatuh ke 
dalam jebakan kesukuan dan kondlik yang berkepanjanypan. Nasonalisme yang mereka 
konstruksikan malah menjenimmuskan sebagian bangsa Arab nada kuatnya ikatan 
kesukuan (askahivvak) dan ikatan primordial lainnya. Kondisi ini dengan mudah terjadi 
karena gerakan nasionalisme Arab kenyataanya hanya terhenti pada nilai-nilai kesukuan 
yang Memang dalam sejarahnya mereka adalah masyarakat yang sangat plural dan 
berbeda satu dengan kainnya. 

Sevar3 wontik. hal itu bisa teryadi sebegarmana dyelaskan oleh para ahli Namu 
Sasial terkemuka seperi Daniel Rel. Erik J. Hobshawm dan Irancis Fukuyama (Asra 
1999:102). Mereka menyatakan bahwa nasionalisme telah muncul dalam wajah yang 
menyeramkan. sebab kebangkitat nasionalisme sering hanya berwajah politis bahkan 
primitif. Nasipanlisme sempit sering muncul dengan sikap yang tidak toleran, agresif dan 
bahkan cAanviristik karena hanya berpijak pada etnisitas dan rasialsrne serta membabi 
buta Azra, 1999: 103) 

Naishiu juga menyatakan bahwa nasionalisme sempit yang berbtik tolak dani 
ctnisilas sebagai kekuatan cbauvinisme yang mengarah pada new trihalism akan menjadi 
alat yang ampuh untuk menghancurkan peradaban manusia. Maka ketika kebangkitan 
sentimen ctnisitas muncul dan dibarengi dengan kuaimya sentimen keagamaan, pada 


gilirannya menghadirkan nasionalisme kultural yang: kental dan menimbulkan sebuah 
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eiknic cleansing, sebagaimana bisa disaksikan di wilayah bekal Yugoslavia Lebih jauh 
Naisbitt memprediksi bahwa dimasa dcpan kebanyakan konflik bersenjata akan bermotif 
cinis dan tribalisme baru dari pada bermotif ekonomi dan politik”. 

Dalam perspekuf ini, kegagalan IYunia Arab dalam membangun nasionalisme 
disebabkan adanya kepura-puraan mereka untuk mengakui adanya pluraksmu di kalangan 
mereka sendini. Demikian pula semangat nasionalisme yang didasarkan sentimen agama 
Islam selatu gagal dikarenakan bergaris lurus dengan menguatnya rasa primordial yang 
berlebihan, Pluralisme yang seharusnya menjadi soko guru bagi turabuhnya sebuah 
bangsa yang besar, ternyata dalam realitasnya tidak pernah terwujud dengan baik. Dalam 
membangun setnangat nasionalisme, setiap bangsa harus mampu mengkonstruksi 
budaya-budaya lokal yang terscbar secara obyekuf' Budaya lokal yang bernilar positif 
dirumuskan kembali sesuai dengan ciri unversalitas apama. 

Melalui rekonstruksi yang transformatif agama sebagai nilai universal akan dapat 
saling berinteraksi dengan nilai-nilai budaya lokal. Hat ini bisa diwujudkan jika Islam 
sebagai agama tidak mengedepankan aspek legal-formal yang eksklusif dan bahkan 
mengarah pada sikap trurh claim. 

Nasionalisme akan kokoh jika dibangun dengan menghargai nilai-nilai 
Pluralisme, dan masyarakat sebagai bagian dar: sebuah state tidak akan pernah tercerabut 
dari akar (radisinya. Pada sisi lain, nilai-nila primordial vang selalu menyertar kehidupan 
setiap masyarakat justru akan menjadi faktor pemersatu sebuah nation. Dalam koneks 
ini. ketika ada ruang apresiasi bagi setiap akar primordial untuk sama-sama 
mengckspresikannya yang dibarengi dengan tindakan yang rasional dan penghormatan 


#7 Lihat Joho Naisbitt, Globe! Paradox, (New York. William Morrow. 19904:125) 
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terhadap setiap perbedaan, maka masyarakat akan webentuk dalam ikatan emosional dan 
rasional yang kuat. 

Dalam perspekuf lain, di saat konsep nasionalisme tidak sepenuhnya 
mendapatkan tempat di kalangan umat Islam, dan memunculkan ketegangan, maka kasep 
“negara Islam” pun belum uda kata sepakat diantara mereka. Umat Islam belum 
mempunyai model negara Islam dan kongkrit dalam sejarahnya. Tidak adanya konsensus 
yang menyangkut negara Islam ini menurut Azra (1996: 22) karena beberapa faktor : 
Pertama, negara ideal Madinah dibawah Nabi dan diteruskan oleh keempat khalitah, 
tidak menawarkan rincian yang bisa mengilhami penerapannya di alam modem dan 
kontemporer saat ini. Kedua, praktek-paraktek kekhalifahan yang berikutnya, seperti 
periode dinasti Umayyah dan Abasiyyah, banya menyediakan kerangka sistem lembaga 
politik. pajak dan sebagainya Ketiga, kegagalan secara penuh mendirikan negara Islam, 
ternyata mendorong pada perumusan cita-cita ideal yang masih teoritis dan 
menggambarkan masyarakat utopia. Keempat, hubungan antara agama dan negara selama 


berabad-abad hanya menjadi obyek interpretasi. 


1.45, Konsep, Variasi, dan Tipologi Kiai 
Menurut asal-usulnya, istilah kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenus 
gelar dengan peruntukan yang berbeda satu sama lain. Pertama. sebagai gelar 
kchormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat. Misalnya Kiai Garuda Kencana, 
nama salah satu kereta kuda milik keraton Yogjakarta. Kedua, pelar kehormatan untuk 


orang tua pada umumnya. Ketiga. gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahi: 
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agama Islam (ulama) yang merailiki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar 


kitab-kitab klasik kepada para santrinya (Dhofier, 1982:55). 


Tidak setiap orang Islam mampu mendapatkan gelar kiai. Oleh karena itu, paling 


tidak ada hwberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang agar dirinya memiliki 


identas kiai. 


Disertasi 


Penygamalan ilmu yang diemban . Seorang kiai selain pengemban ilmu, haruslah 
sekaligus pengamal jimu itu sendiri. Settap perbuatan dan tingkah lakunya tidak 
bertentangan dengan apa yang diucapkan berdasarkan ilmunya tersebut. 
Beburapa ayat yang dijadikan rujukan dalam hal ini adalah surat Fathir 28 , surat 
as-Shaf 2-3, dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nibhan, Abu 
Dawud dan al-Darimi, 

Penyiaran ilmu yang diemban. Seorang kiai haruslah menyiarkan dan 
memasyarakatkan ilmunya guna memberikan informasi, bimbingan dan tuntunan 
kepada masyarakatnya, Beberapa hadis Nabi telah dijadikan referensi dan 
rujukan. Diantaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang 
artinya “Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu yang hernmanfaat, kelak dihari 
Kiamat akan datang dalam keadaan terbelenggu mulutnya”. Atau yang 
diriwayatkan oich al-Darimi , “Pelajarilah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah ilmu 
itu kepada manusia, polajarilah ilmu hukum waris (ilmu Faraid) lalau ajarkanlah 


kepada manusia”. 


. Tunduk sepenuhnya kepada al-Gur'an. Dasar pertimbangan seorang kiai dalam 


bersikap dan bertindak adalah tuntunan Allah dan Rasul. menerima dengan puas 


keputusan berdasarkan ayama. 
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4. Kesadaran terhadap kepastian terjadinya janji dan ketentuan Allah. Kesadaran ini 
akan mendorongnya untuk selalu ingat akan tanggung jawab pribadinya sebagai 
kiat, sehingga selalu lebih memperhatikan kewajiban dari pada hak yang pasti 
diperoleh. Sikap ini menjadikan seorang kiai selalu merasa terpanggil! untuk 
melibaikan diri dalam usaha mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 
masyarakatnya. 

5. Bersikap rendah hati (ftawadik') . Pemahaman dan penghayatan yang dimiliki 
seorang kiai tentang tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah, yang bersifat 
fenomenal (kaunivyah), menyadarkan akan keterbatasan dan kelemahan dirinya di 
hadapan Allah. Ia tidak sombong, bersedia menghargai dan menghormati orang 
lam yang berbeda pendapat, dan lebih senang menghormati dar: pada dihormati 
orang lain"? 

Secara lebih ringkas warga Nahdlatul Ulama memberikan beberapa kriteria 
sescorang untuk dihormati dan dipanggil kiai . Pertama, ia memiliki pesanyen . Kedua, 
norma pokok yang harus dimiliki oleh seorang kiai adalah ketakwaan kepada Allah. 
Keriga, seorang kiai mempunyai tugas utama mewarisi misi (risalah) Rasul yang 
meliputi ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan moralnya. Keempat, 
seseorang bisa disebut kiai apabila memiliki ciri utama dalam kehidupan sehari-hari 
seperti tekun beribadah (haik yang wajib maupun yang sunnah), zuhud (melepaskan diri 
dan ukuran dan kepentingan materi duniawi), mempunyai ilmu akkirat (ilmu agama 


dalam kadar yang cukup). mengerti kemaslahatan umat atau masyarakat. dan 


"8 Lihat Nadjid Muchtar, dalam Kacung Marijan, Ovo vadis NU, Setelah Kembali ke Khitah 1826, Jakarta, 
Erlangga, 1992-30-32) 
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mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah dengan dilandasi niat yang benar, baik dalam 
berilmu maupun beramal. 

Sclanjutnya, kata "ulama" disebutkan di dalam al-Yur'an sebanyak dua kali. 
Pertama, dalam konteks ajakan al-Gur'an untuk memperhatikan turunnya hujan dari 
langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang dan manusia. Kemudian 
diakhiri dengan ayat “Sesungguhnya vang takut kepada Allah diantura hamba-homba- 
Nya hanyalah ulama”. (OS. 35:28). Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan 
ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang 
bersifat kealaman (kaunivvah) Dan kedua, dalam konteks pembicaraan al-Our'an yang 
kebenaran kandungannya telah diakui oleh ulama Rani Israii. (OS, 26:197) 

Kemudian, di dalam hadis Nabi disebutkan , “Sungeuhnya para ulama itu, dibumi 
seperti bintang dilangit. yang menerangi umat dalam kegelapan baik di daratan maupun 
dilawan. (al-Zuhai dan Anas). Dalam hadis lain — beliau menyatakan hahwa 
“Yeyunuguhnya ulama adalah pewaris para Nabi”. 

Berangkat dari redaksi hadis diatas dapat dipahami bahwa para kiai melalu 
pemahaman, pemaparan dan pengamalan kilah suci bertugas memberikan petunjuk dan 
bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisiban pendapat. problem-probiem sosial 
yang muncul dan berkembang di masyarakat. 

Dalam hal ini, menurut OYuraisy Syihab (1901:385) ada cmpat tupas utama yang 
harus dijalankan oleh seorang kiai sesuai tugas kenabian. Pertama, menyampaikan 
(tabligh) ajaran-ajaran-Nya, sesuai dengan perintah -" Wahai rasul, sampaikanluh apa 
yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.” (OS. 5:67) Kedua, menjelaskan ajaran- 


ajaran-Nya, berdasarkan ayat : “Dam kami turunkan at-Our an kepadamu untuk kamu 
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Jelaskan kepada manusia. (GS. 16: 44). Ketiga, memutuskan perkara atau problem yang 
dihadap? masyarakat, berdasarkan ayat :” Dan Allah turunkan bersama mereka al-Kitah 
dengan henar, agar dapat memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia (OS. 
2213). Keempat, memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan hadis yang 
dinwayatkan dari “Aisyah RA yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktik dari 
al-Our'an. 

Jika dikatakan bahwa kiai adalah pewaris Nabi, maka hal ini mengandung dua 
masalah. Pertama, pengetahuannya harus lebih. Dan kedua, moralnya pun harus bisa 
dicentoh. Dari sudut pandangan agama ini, sudah barang tentu kiai adalah orang yang 
memiliki pengetahuan lebih dan berkewaiban untuk menyebarkannya. Dalam al-Ouran 
surat al-FYaubah 122 sendiri dinyatakan : "Hendaknya diantara kamu ada sekelompok 
orang memperdalam agamanya (rafagguh fi al-din) dan berkewajiban mengingatkan 
masyarakatnya”. 

Dengan demnikian, seorang kiai adalah pencinta ilma-ilmu agama sejak ia belajar 
di beberapa pesantren. ilmu-ilmu agama sebagaimana diperoleh dari pesantren 
mmerupakan landasan yang membenarkan pandangan sarwa-ihadar baginya. Jalan untuk 
mengerjakan ibadat secara sempurna, menurut pandangan ini adalah melalui upaya 
menuntut ilmu-ilmu agama secara terus-menerus dan kemudian mengajarkannya kepada 
para santri dan masyarakat. Dalam konteks inilah ada seorang kiai yang rela berjerih- 
payah mengajar hanya seorang santri selama berjam-jam setiap hars. Bahkan ada seorang 
kiai hanya mempunyai empat orang santri veng belajar kepadanya selama lima belas 


tahun, Tugas mengajar tersebut dilakukan dengan penuh kegembiraan, karena ia yakin 
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bahwa hanya dengan cara seperti itulah za telah menunaikan pendalaman pengetahuan 
agama alau fafagguh ff al-din (Wahid, 1978124). 

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa secara empirik di Indonesia penggunaan 
istilah kiai berbeda dengan istilah mama Horikoshi (1987) dan Mansurmoor (1990) 
membedakan kisi dari ulama dalam peran dan pengaruhnya di masyarakat. Ulama adalah 
isbtah yang lebilk umum dan merujuk kepada seorang yang berpengetahuan. Kaumi 
ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sehagai 
cendekiawan penjaga tradisi yang dianggap sebapa: dasar identitas primordial antara 
individu dan masyarakat. Dengan redaksi lain fungsi ulama yang terpenting adalah 
peran ortodok dan tradiswnaf sebagai pencgak keimanan dengan cara mengajarkan 
doklnn-doktan keagamaan dan memelihara amalan-amalan keagamaan ortodok 
bersama umat Islam. 

Istilah ulama dipergunakan secara lebih luas di dunia Isiam, dan, paling tidak, 
setiap muslim menperu arti kata tersebut, Di Indonesia, beberapa istilah lokal seperti 
kata "ustadz" juga banyak digunakan untuk padanan istilah ulama. Namun istilah yang 
paling senng digunakan untuk merujuk timgkat keulamaan yang lebih tinggi adalah 
Istilah “kiai”. 

Di Jawa Timur, khususnya di intemal Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, 
variasi penkunaan seperti itu lidak muncul secara tegas. Semua ularna dari tingkat 
terlinggt sampat terendah disebut kiai, Denyan kata lain. istilah kiai tidak mesti merujuk 
kepada mereka yang memiliki pesantren. Tetapi istilah tersebut juga bisa diberikan 
kepada guru ngaji atau irnam masjid yank memiliki pengetahuan agama yang lebih hatk 


di banding masyarakat sekitarnya. Lebih dari itu. yang penting adalah pengakuan sosial 
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masyarakat sendiri kepada mereka yang diangpap kiai. Memang hanya mereka yang 
memiliki pesantren yang bisa dikenali dengan mudah: dan mereka dianggap sebagai kiai 
yang lebih tinggi derajatnya. 

Dari diskripsi diatas bisa dipahami, hahwa pola hirarki kekiaian pada umumnya 
ditembagakan oleh kenyataan yang bersifat askriprif. Karenanya derajat kekiaian itu 
ditentukan dan diwariskan secara gencofogis. Namun denukian, pengakuan masyarakat 
mempunyai peran yang lebih menentukan dari pada sekedar faktor geneologis. Seorang 
santri yang pandai dan ingin mendirikan pesantren, namun bukan dari kerturenan kiai, 
biasanya harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Hal 
itu, bukan berarti mereka tidak bisa menjadi kiai yang terkenal. 

Pada zaman dahulu, seorang kiai yang sangat berpengaruh dan ingin memiliki 
tingkat kepopuleran yang luas, mereka harus belajar di Mekah" sciama bertahun-tahun. 
Selain itu seorang kjai harus menyiapkan bangunan pondok pesantren dengan uangnya 
sendiri, yang sudah barang tentu memerlukan modal yang cukup banyak. 

Bersamaan dengan era transparansi, di Jawa Timur, pada saat sekarang peluang 
menjadi kiai lebih terbuka, dalam arti masyarakat lebih menilai mereka yang berorientasi 
prestasi, walaupun faktor keturunan tetap menjadi faktor yang cukup dominan. 
Sepanjang seorang memiliki pengetahuan agama yang luas. maka masyarakat akan 
dengan mudah melihatnya dan mengakuinya bahwa ig adalah seorang kiai. Bahkan cukup 
" Trio pendiri Nahdtatul Ularna dari Jombang semuanya pernah belajar agama di Makah, Dan itupun setc- 
lah mereka belajar agama di berbagai pesantren di Indonesia. Mereka adalah KH. Hasyim Asy'ari. KH. 
Abdul! Wahab Chasbullah, das KH. Bisri Syamsuri, Sebagai contoh KH. Abdul Wahab Chasbutlah, ia 
lahir sekitar tahun 18883-18884. Sejak kecil sampai umur 13 tahun, ia belajar agama kepada ayahnya 
tentang membaca al-Gur'an, Setelah itu selama IS tahun Wahab menjadi santri kelana yang belajar dari 
satu pesantren ke Jainya. Selama kurun waktu itu ia belajar di berbagai pesantren di Jawa Timur dan Jawa 
Tengah. Diantaranya pesantren Majosari Nganjuk, pesantren Branggahan Kediri, pesantren Kademangan 


Bangkalan Madura, dan akhirnya ke pesantren Tebuireng Jombang. Setelah iW barulah ia berangkat ke 
Mekah untuk memperdalarn jismu agamnya kepada para ulama yang diyakini lebih pandai. 
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banyak santri yang sangat pandai yang dinikahkan dengan anak puteri kiai hanya untuk 
melanjutkan kepemimpinan sang kiai atas pesantrennya. Hal jitu dengan sukareia 
dilakukan ketika ia menganggap sudah tidak ada lagi keturunan kiai tersebut yang 
mampu untuk menggantikannya. Disamping ita, banyak juga scorang santri yang pandai 
yang menikah dengan puteri petani yang kaya dan kemudian ia diminta untuk 
mendinkan pesantren. 

Dari uraian diatas, faktor pesantrenlah yang tetap menjadi unsur utama dan talok 
ukur penting berkaitan dengan kekiaian seseorang. Menurut Madjid (1997:3), dari segi 
hustoris pesantren tidak hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga mengandung 
makna keaslian Indonesia (indigenous). Schab lembaga yang serupa sudah ada sejak 
jaman Hindu-Budha, sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga 
tersebut. Pesantren adalah lembaga pendidikan alternatif yang biasanya memiliki 
hubungan langsung dengan masyarakat sekitarnya. Bahkan pola patronase antara kiai dan 
masayarakat bisa menembus lintas kota dan propinsi. Pesantren juga menghubungakan 
dengan wali santri dimana secara pskologis merasa berhutang budi kepada kiai 
dikarenakan anak-anak mereka menimba ilmu dari kiai. Apalagi wali santri yang anak- 
anaknya mendapatkan pendidikan, konsurnsi dan akormodasi secara gratis dari sang kiai. 

Lebih dari itu, pengaruh yang lebih luas dan jaringan kepemimpinan kiai yang 
lintas kota dan propinsi memudahkannya untuk menjalin komunikasi dengan pihak- 
pihak luar baik pemerintah maupun swasta, Posisi kiai yang demikian kadang-kadang 
juga hisa memainkan perantara dan sekaligus agen dalarn mentransmisikan pesan-pesan 
pemurintah tentang pembangunan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat lebih mudah 


mencrima program pemerintah hila itu disampaikan oleh seorang kiai. 
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Dengan demikian, hakikat kiai adalah sebuah institusi, dan setiap insutwsi 
menurut  Duverger”" memiliki pengaruh yang kuat terhadap fenomena  sosial- 
kemasyarakatan dan sosial politik yang berada diluarnya. la mendefinisikan institusi 
sebagai model hubungan manusia dari mana hubungan-hubungan individu mengambil 
polanya. Dan dengan pola itu, tembuh stabilitas, kelangsungan dan kekohesifan. 
Selanjutnya, ia membatasi insitusi tersebut dengan dua unsur, yaitu unsur struktural dan 
unsur keyakinan, dan akhirnya institusi tersehut menjelma menjadi berbagai jenis peran 
dan status, Dan yang dimaksud institust religius adalah suatu bentuk organisasi yang 
tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakukan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang 
terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sangsi hukum untuk 
mencapai kebutuhan dasar yang berkenaan dengan dunia supra-empirik.”' 

Dalam rangka memahami bagaimana para kiai mengkonstruksi paham 
nasionalisme pasca Orde Baru, maka unsur keyakinan yang sudah mmelembaga dalam 
kitab-kitab fikih klasik bisa dijadikan acuan untuk memperjelas model respon dari 
fenomena yang muncul, 

Karena itu, respon mercka terhadap modernisasi dan industrialisasi yang mejadi 
pilihan Orde Baru berancka ragam, Realitas mencatat, bahwa mereka dihadapkan suatu 
dilema untuk menerima alay menolaknya, Dalam konteks ini. menurut penelitian 
Rahardjo. sebagaimana dikutip Anwar, mereka terbagi dalam tiga tipologi : 

Pertama, tipologi apologi, hanya saja mereka mengikuti dengan upaya penyesuaran diri 


dan adaptasi terhadap proses modernisasi, Sebagian dari mereka malah telah mengambil 


20 Lihat Maurice Duveger, Sosiotogi Politik, Jakarta, Kajawali, Grafindo Persada, 1999: 196-JOK). 

”' Lihat D. Hendropuspito, O.C., Sosiofogr Agama, (Yogjakarta, Kanisius, 1904: 114) 

? Lihat Syafi'i Anwar, Pemikiran den Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Polrtik Cendekawan Muslim 
Orde Raru, (Jakarta, Paramadina, 1995: 6-7). 


Pu 
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nilai-nilai Barat disertai adanya konilik batin atau tidak sama sekali Kedua, tipologi 
resistensi. Mereka menganggap mudermnisasi sama dengan westernisasi dan sekutensasi. 
Namun sebagian mereka melakukan resisiensi hanya pada tataran formal saja, sehah 
dalam realitas kehidupan sehari-hari, mereka juga menerima ailai-nilai Barat. Tetapi ada 
Juga diantara mereka yany melakukan resistensi dengan cara isolasi yang terpaksa harus 
mereka Jakukan. walaupun dengan segala kesulitan. baik karena pengaruh lingkungan. 
jabatan atau tekanan dari pihak yang tidak menyetujuinya. Ketiga, tipologi tanggapan 
yang kreatif. Mereka menempuh model dialogis dengan mengutamakan pendekatan 
inteketua) dalarn menanggapi modernisasi. Penganut pola ini memilik: keyakinan bahwa 
nilai-nilai dana ajaran-ajaran agama bisa digali lebih jauh dan diinterpretasikan kembali 
untuk bisa memberikan respon yang cerdas dan kreatif dalam mengahadapi gempuran 
modernisasi. 

Adanya tiga tipologi kisi dalam mercspon modernisasi diatas, jika dikaitkan 
dengan pola kiai dalam merespon format politik Orde Baru, menurut Irsyam (1984: 168- 
164) terdapat dua tipologi kiai. yaiw : 
|. Tipologi Idealis, yang memilih persepsi tentang bapaimana mereka menykonstruksi- 

kan jaringan kepentingan dan kekuasaan untuk dikembangkan menjadi suatu kekua- 


tan Serta bayaimana mengatur hubungan dengan kekuatan-kekuatan diluar. 


Da) 


. Tipologi Realis. yang melibat penataan jaringan kepentingan dan kekuasaan menurut 
apa adanya, mereka terlampau teknis dalam mengambil dan memperhitungkan kc- 


mungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, 
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1 Dari segi fungsinya, ia berpendapat 


Klasifikasi kiai juga dilakukan oleh Ismai 
bahwa pada zaman kolonial Belanda, bagi masyarakat Jawa terdapat dua tipologi kiai, 
yailu: pertama, kyai bebas atau kiai yang memposisikan din di jalur dakwah dan 
pendidikan (af-da wah wa al-tarhiyah). Kelompok kiai ini biasanya juga disebut kiai 
pondok pesantren, yang tugas utamanya sebagai guru, pengajar sekaligus komunikator 
(muballigh) agama. Pada umumnya mereka menctap di pedesaan-pedesaan pulau Jawa. 
Kedua, adalah kiai penghulu atau kiai pejabat yang diangkat oleh pemerintah Belanda. 
Tugas utama mereka berada pada jalur af-fasyri” wa al-godta, yaitu aktifitas peran sosial 
keagarnaan sebagai pelaksana bidang kehakiman yang menyangkut hukum syariat Islam, 
Dad perspektif historis, kelompok kiai ini sudah ada sejak berahad-ahad Jamanya, vaitu 
sejak tahta kerajaan Islam berkuasa di tanah Jawa. 

Lebih lanjut. tipologi kiai dalam mimenvikapi masalah politik. sosial. ekonomi. 
dan pendidikan. Menunut kajian Suprayogo” terdapat empat tipologi kiai, yaitu Kiai 
Spiritual, Kiai Advokasi, Kiai Politik Adaprif, dan Kiai Politik Mira Kritis. Kiai 
Spiritual adalah kiai yang hanya mengurus dan mengajar di pesantren dan berkonsentrasi 
untuk beribadah. Kiui Advokatif adalah kiai yang aktif mengajar di pesaniren tetapi ia 
sangat peduli terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Kiai Politik 
Adaptif adalah kiat yang peduli terhadap organisasi poliik dan kekuasaan serta dekat 
dengan pemerintah dan berafiliasi dengan GOLKAR. Adapun Kiai Politik Mirra Kriris 


adalah kiai yang peduli terhadap organisasi politik, tetapi mereka kritis terhadap 


"5 Lihat Ibnu Goyim Ismail, Kiai Penghulu Jawa, Peranonnya di Masa Knteriat, Jakarta, Gema lasani 
Press. 1997: 63-64). 

ii Lahat Imam Suprayago, Kiai Palutik, Keai Adrokatif, dan Kiu Spiritual, Peserta tidak ditcereekan, 
(Surabaya, Universitas Airlangga 1998) 
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pemerintah, dan biasanya mereka berafiliasi dengan PPP (Partai Persatuan 
Pembangunan). 

Klasifikasi kiai juga dilakukan oleh Turmudi (2003:32-33). yang mencoba untuk 
melihat kepemimpinan secara umum dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek 
kultural dan palirik. Ja menilai hubungan antara kiai dan masyarakat diatur oleh norma- 
norma yang diambil dari pemahaman mereka tentang Islam. Maka perubahan-perubahan 
dalam hubungan mereka tidak hanya dipengaruhi aleh perubahan-perubahan di tingkat 
masyarakat, tetapi juya oleh perubahan-perubahan dalam norma-norma yang ada. 
Perubahan pada aspek yang terakhir ini sangat terkait dengan proses penafsiran kembali 
atas ajaran-ajaran Islam. 

Dengan fokus penelitian seperti dialas, maka menurut Turmudi, para kiai bisa 
dibedakan menjadi empat tipologi, yaitu Kiai Pesantren, Kioi Tarekat, Kiai Politik, dan 
Kiai Panggung. la menambahkan, bahwa kenyataanya seorang kiai dapat digolongkan 
dalam lebih dari satu katagori. Misalnya ada seorang kiai politik yang terkenal, karena 
ia menjadi anggota legislatif disebuah kota Tetapi ia juga tergolong kiai panggung yang 
hampir setiap malam ia menyampaikan cerarnah agama di berbagai tempat. Selain itu ia 
juga icrgolong kiai tarekat, karena ia sebagai woki! murspid dalam ketarckatan. 

Kiai Pesantren adalah mereka yang memusatkan perhatiannya pada aktifitas 
mengajar di pesantren untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) 
masyarakat melalui pendidikan. Kiai model seperti tni umumnya sangat diikuti dan 
ditaati oleh para santri. wali santri dan masyarakat. Mereka berkeyakiman bahwa dengan 
mentaati para kiai akan terjamin eksistensi masa depannya. Kici Tarekat adalah mereka 


yang memusatkan aktifitasnya dalam membangun kecerdasan hati (dunia batin) umat 
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Islam. Karena tarekat adalah sebuah lembaga formal, maka pengikutnya adalah anggota 
forma! gerakan tarekat. Jumlah pengikut kiai model ini bisa lebih banyak dibanding 
pengikut kiai pesantren, jika kiai tarekat tersebut berkedudukan sebagai mursyid, Karena 
melalui cabang-cabang yang ada di seluruh Indonesia para anggota tarckal secara 
otomatis menjadi pengikut kiai tarekat. 

Sedangkan Kiai Polfiik, adalah mereka yang mempunyai corcerr untuk 
mengembangkan Nahdlatul (lama secara politis. Pengembangan organisasi Nahdlatul 
Ulama dalam kurun waktu yang lama dikelola oleh kiai yang masuk dalam katagon ini. 
Dan kiai seperti in! juga memiliki pengikut. hanya saja tidak sebanyak pengikut dua 
tipolagi kiai diatas. 

Katagori terakhir adalah Kiai Panggung. Mereka adalah para juru dakwah 
(muballig, da'i) yang hampir setap hari menyampaikan ceramah agama di berbagai 
tempat. Mereka mngembangkan dan menyeharkan Islam melalu kegiatan dakwah. 
Pengikut kiai semacam ini juga sangat banyak tersebar di berbagai kabupaten dan 
propinsi. Apalap: jika ia tergolong kiai panggung yang amat populer di Indonesia. 
Namun, kiai panggung yang populer jumlahnya tidak banyak, umumnya seorang kiai 
panggung hanya memiliki pengaruh di: tingkat kabupaten saja. 

Selanjutnya, Warsono” juga melakukan penelitian terhadap kiai dan 
menggolongkan mereka menjadi tiga tipologi. yaitu Kior Intelektual Organik. Kiai 
Intelektual Tradisional dan Kiai Intelektual Simultan. Klasifikasi tersebut berdasarkan 
hasil kajian terhadap fungsi kiai dalam menghadapi dominasi negara dalam era 


pemerintahan Gus Dur menurut perspektif Gramci. Dalarn perspeklif Gramncian, kiai 


ama aa aa 


Lihat Warsono, Wacana Politik Kiai, Pada Era Pemeririahan Gus Dur, Apakah Sebagai 
Intelektual Organik atav Inrelekrual Fradisional, Desertasi tidak dierbilkan, (Suaribaya, Universitas 
Airlangga, 2003) 
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termasuk intclektual yang memnpunayi fungsi intelektual organik yang bertugas sebagai 
aparatur hepemont, Tatapi kiai juga dapat berfungsi sebagai intelektual tradisional, yang 
berusaha menewakkan kebenaran. Kedua fungsi tersebut bisa berjalarn seinng, tetapi 
tidak jarang bertentangan yang satu dengan lainnya, Perbedaan kedua fungsi intelektual 
tersebut mengharuskan kiaf untuk menentukan pilihan, apakah menuilih sebagai 
intelektual organik atau intelektual Iradisional, alau menjalankan kedua fungsi tersebut 
secara simultan. 

ILcbih Janjut. 1a menjelaskan bahwa kehadiran kiai intelektual organik terkait 
dengan struktur produktif dan polwk dam kelompok yang sedang berkuasa (dominan). 
Mereka berfungsi menguniversalisasikan — pandangan-pandanyan kelompok yang 
berkuasa dalam rangka mengorganisasi kesepakatan kelompok-kelompok subordinat, 
sehingga para penguasa mendapatkan legitimasi. Mereka tampil sebagai juru kampanye 
dari penguasa atau kelompok yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dalam rangka 
menyebarkan dan smenanamkan ideologi yang telah terorganisir. Dan yang tergolong 
dalam tipologi ini adalah para kiai yang mempunyai hubungan dekat dengan Gus Wur, 
letam kedekatannya bukan karena hubungan darah atau jabatan politis. Kedekatan 
hubungan mereka dengannya disebabkan oleh hubungan kultural dan orgamsataris. 
Secara kultural, karena Gus Dur adalah seorang kiai dan berasal dari komunitas keluarga 
pesantren, apalagi ta cucu kiai khansmatis KH. Hasyim Asy'ari dan KM. Bisri Syamsun, 
dan kedauanya adalah pendin Nahdiatu! Ulama. Secara organisatoris pada waktu Gus 
Dur menjadi presiden, ia masih menjabat Ketua LImum Pengurus Besar Nahdlatul Ulamu 
(PBNU). Sedangkan kiai intelektual tradisionat adalah mereka yang memiliki otonomi 


dan tidak terkooptasi oleh kelompok yang dominan. Mereka menjalankan fungsi untuk 
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menegakkan kebenaran yang diyakininya, dan tidak terikat oleh otonomu manapun, 
kecpali otonominya sendiri. Mereka adalah para kiai yang menjaga jarak dengan 
kekuasaan dan umumnya mereka hanya berkonsentrasi mengajar di pesantren dan 
menjalankan transfomasi masayarakat. Para kiai katagori ini adalah mereka yang 
termasuk kiai “prihatin” yang lebih memprihatinkan kondisi umat, khsusnya warga 
Nahdiaul Uilama dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka lebih 
memprihatinkan kondisi bangsa dan negara Indonsia yang carul marut akibal pertikaian 
elit politik dari pada mengkhawatirkan kepemimpinan Gus Dur, 

Adapun. kiai intelektual simultan, adalah mereka yang berfungsi sebagai 
intelektual organik, tetapi dalam situasi yang lain mereka bisa beruhah fungsinya sebagai 
intelektuaj tradisional. Pada era pemerintahan Gus Dur yang tergolang tipologi ini 
adalah kiai-kiai yang menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). yang 


mempunyai latar belakang pendidikan pesantren dan pendidikan umum. 


1.4.6 Teori Konstruksi Sosial 

Pada dasarnya, teori Berger ini menegaskan bahwa kemanusiaan manusia yang 
spesifik dan sosialitasnya jalin-menjalin secara tak terlepaskan. Manusia adalah homo 
sapiens dan sekaligus pula homo sociws.” Dalam hal ini, ia mengajukan pandangan 
tentang pentingnya pemikiran yang tidak mencercikan antara perilaku sosial (dunia sosial 
obvekif) dan inti kepribadian manusia. yaitu kesadaran dan kebebasannya (dunia 
subyekaif).”' Kesadaran dan kebebasan sebagai individu berkaitan erat dengan lingkungan 
masyarakat. Jika pada suatu saat ia bertindak yang sama seperti banyak orang lain, ia juga 


"6 Lihat Peter L. Berger dar Thornas Luckmann, Tuftir Sosial Atas Kenyataan, (Jakarta, LP3ES, 1996: 73) 
"? Lihat Margaret M, Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta, Rajawali, 1992: 397) 
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menyadari kemungkinan untuk bertindak yang tidak sama. Bertindak sama atau tidak 
sama itu diputuskan setelah ia berinteraksi dan dipengaruhi oleh masyarakatnya: dan 
itulah yang disebut socially construcied reelity,? Katanya "ihings are not what they 
scem'. Kalau kita melihat pedunp-pedung flat di kota besar dari luar, maka semuanya 
nampaknya sama, tctapi dibclakang jcndcla tidak ada dua orang yang sama. Tiap-tiap 
orang menghidupi otobiografinya sendiri,” Dengan demikian, PBerper mengakui 
eksistensi realitas sosial obyektif yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan institusi- 
inStutusi sosial. Namun 13 perlu menambah penjelasan bahwa dunia obyektif tersebut 
merupakan struktur relevansi tertentu yang dapat diterapkan oleh seseorang individu 
dalam kesadarannya.” 

Tugas pokok Sosiologi Pengetahuan adalah menjelaskan adanya dialektika antara 
din (the self) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam suatu proses 
dengan tiga “Tmomen” secara simultan, yakni eksternalisasi (penyesuaian diri dengan 
dunia sosio kultural sebagai produk manusia), obyekrifikasi (interaksi sosial dalam dunia 
intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi). dan 
internalisasi (individu mendefinisikan diri dengan lembaga-lembaga sosial atau 
organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya). '" 

Masih dalam masalah yank sama, eksternalisasi adalah “ynomen” dalam proses 
dialektika dimana individu secara kolektif dan perlahan-lahan mengubah pola-pola dunia 
sosial obeyektif. proses dimana manusia yang belum disosialisir sepenuhnya bersama- 


sama membentuk realitas baru. Ohvektifikasi adalah “momen” dalam proses dialektika 


" Lihat Doyle Paul Johnson. Teori Sosiologi, (Jakarta, Gramedia, 1994: 66) 

" Lihat KJ. Veeger, ealitas Sosrat, (Jakarta, Gramedia, IPM): 244) 

(S! Lihat Peter L. Berger, Sosiologi Ditaftirkan Kembali, (Jakarta. LP3ES, 198 1: SS) 

WI Lihat Frans M. Parera, Memvingkup Misteri Manusia Sebagai Homo Faber, Pengantar dalam Peter 
|. Berger dan Thomas Luckmann, Fuftir Sosial tas Kervaraan, (Jakarta, LP3ES, 1990: 1) 
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dar pembentukan realitas yang membatasi realitas sosial obyektif. Sedangkan 
internalisasi adalah momen dalam proses dialektika dari pembentukan realitas dimana 
sosialisasi terjadi. Poloma, 1992: 305-308) 

Dengan mendasarkan pada uraran diatas, maka Berger merekomendasikan hahwa 
obyek konstruksi atas realitas sosial adalah masyarakat sehagai bagian dari suatu dunia 
manusiawi. yang dibuat oleh manusia dihuri oleh manusia, dan pada gilirannya 
membuat manusia berada dalam suatu proses historis yang berlangsung terus- 
menerus. Berger, 1881: 269) 

Selanjutnya. Berger menjelaskan bahwa individu merupakan produk dan 
sekaligus pencipta pranata sosial. Agama sebagai pranata sosial diciptakan untuk manusia 
dan agama juga mengembangkan realitas abyektif lewat konstruksi sosial. Secara empirik 
pranata-pranata itu selalu berubah seiring dengan perubahan kepentingan individu.!? 

Dalam koteks ini agama memelihara reahtas yang didefinisikan secara sosial 
dengan melepitimasikan situasi-situasi marjinal dalam kerangka suatu rcalitas spiritual 
yang di dalamnya manusia eksis dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam konstruksi 
realitas secara sosial, agama dapat dikatakan melayani dua tujuan penting, yaitu 
menyediakan makna dari realitas dan sekaligus melegitimasikan realitas 
tersebut Poloma, 1992: 312) 

Melihat kenyataan diatas, maka arti penting agama datam menghasilkan 
kepercayaan dan nilai-nilai yang berkaitan degan makna dan signifikasi manusia 
mendapat tempatnya yang dominan dalam perspektif kajian sosial" Tegasnya, agama 


dalam studi ini adalah sistem keyakinan dan sistem makna yang muncul dalam kehidupan 


- Lihat Peter L.. Berger, Langit Suci, Agama Sebagai Realitas Sosial, (Jakarta, LP3ES, 1991: 45) 
"8 Lihat Roland Robertson, Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sasiologis. (Jakarta, Rajawali, 
1995: xxi) 
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sosial melalui interaksi yang responsif yang dihadapi oleh para kiai sebagai pemuka 
agama. Dan jika situasi dan interpretasi berubah, maka keyakinan-keyakinan keagamaan 
dan permaknaannya mengalami perubahan pula secara signitikan. 

Dalam perspektif inilah, apama bisa dikonstruksi para kiai sebagai “pencerah” 
dan sumber peradaban yang akan mampu menopang secara transendensi ke arah 
kokohnya nasioanafisme, Konstruksi sernacam inilah vang oleh Bellah disebut sebagai 
civil religion!" Namun, bisa saja yang terjadi sebaliknya. yakni justru agama berfungsi 
sebagai aktor yang memperlemah nasionalisme. Kedua respon yang berbeda tersebut 
sangat mungkin terjadi, karena sebagaimana dikemukakan oleh Berger bahwa kiai 
sebagai pernimpin agama menempati posisi institusi mediasi (mediating structure) 'V 

Dengan demikian, teori Konstruksi Sosial ini adalah kelanjutan dari pendekatan 
dan teon Fenomenvtogi yang merupakan tandingan terhadap teori yang berada di dalam 
paradigrma fakta sosial. Teori Fungsionalisme Sirukturat yang berada dalam paradigma 
fakta sosial bersifat positivistik. Sebab teor ini terlalu melebih-lebihkan peranan stcuktur 
di dalam mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan positivisoc ini selalu 
mengandalkan fakta sosial yang obyektif, sehingga metodologi ini cenderung melihat 
fenomena hanya dari kulitnya saja, dan tidak mampu memahami makna dibalik gejala 
yang tampak. Sedangkan Fenomenologi berangkat dari pula pikir subyektivisme yang 
tidak hanya memandang dari realitas yang tampak, melainkan berupaya menggali makna 


subyek dibalik fenomena tersebut. "" 


KS Lihat Roberi N. Belah, Biyond Relief, Memahami Kembali Agama, 4 Jakarta, Paramadina. 3009) 

295 Lahat Peter L. Berger & Richard J. Ncuhauss, To Empower People, The Role of Mediating Structure in 
Puhir Poficv. (( Washington, American Interprise Institute of Pubtic Policy Research, 1977) 

16 Lihat Tom Campbell, Tepuk Teori Sosial, Skersa Penilaian dan Perbandingan, (Yogjakarta, 
Kanisius, 1994: 2135 
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Fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir diperkenalkan oleh 
Max Scheler (1913), Alfred Schutz, (1932) dan Husserl, yang beranjak dari kebenaran 
fenomena, seperti yang tampak apa adanya. '” Suatu fenomena yang tampak sebenarnya 
adalah refieksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak itu adalah obyek 
yang penuh makna yang transendental."" Oleh karena itu, untuk mendapatkan hakikat 
kebenaran makna harus menerobos melampaui fenomena yang tampak itu. 

Fenomenologi Husserl bertolak dari fenomena yang transendentat, kemudian 
Schutz menyandingkannya dengan konsep pemahaman (verstehen) dan Weber. Menurut 
Schutz dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan pengataman yang penuh 
makna (meaningfuli). Menurut Weber makna tindakan identik dengan reotif untuk 
tindakan (in order fo motive), artinya untuk memahanmy tindakan individu haruslah dilihat 
dari motif apa yang mendasari tindakan itu, sedangkan Schutz menambahkan dengan 
matif asli (because motive) yang benar-benar mendasari tindakan yang dilakukan oleh 
individu." 

Teori Konstruksionis sebagaimana dimunculkan oleh Berger dan Luckrmann 
dalam penelitian ini dipahami akan mampu memberi panduan secara komprehensif untuk 
melihat suatu realitas sosial dari fenomena yang nampak. Dalam usaha memahami 
konstruksi sosial. bagi Berger dan Luckrmann (1999) diperlukan pertama, mendefinisikan 
“reglitas sosial” dan “pengetahuan” tentang realitas sosial tersebut. Realitas sasial ialah 
yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui 


komunikasi lewat bahasa, bekerja sama lewat bentuk-bentuk organisasi sosial dan 


YO Lihat Harvie Fergunson, Phenomenalogy and Social Theory, dalam George Ritzer & Bary Smart (Ed) 
. Hangdhonk of Social Theory. (London, California, New Delhi, Sage Publicatans Lid., 2001: 232) 

128 | jhat Harun Hadiwijono, Sejarah Perkembangan Filsafat Barax, (Yogjakarta.Kanisius, 1980: 139-140) 
18 Lihal Malcoln Water, Modern Sociological Theory, (London, Sage Publication, 1994: 33) 
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sebagainya. Realitas sosial ini ditemukan di datam pengalaman intersubyektif. Sedangkan 
pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan penghayatan kehidupan 
bermasyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognisi, psiko-motoris, emosi, dan 
intuisi. Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubvektif tersebut, Berger menggunakan 
panduan cara berpikir Durkheim mengenai obyektifras dan Weber mengenai 
subyektfitas. Jika Durkheim melihat keterpilahan antara subyektifitas dan obyekrifitas 
dengan menempatkan subyektifitas di atas obyektifitas, maka sebaliknya Wehcr 
inenempatkan subyektititas di atas obycktifitas, Dengan kata lain, individu di atas 
masyarakat (Weber), dan masyarakat di atas individu (Durkheim), Namun, dalam hal ini 
Berger melihat keduanya sebagai sesuatu yang tidak hisa dipisahkan. Artinya bahwa 
Berger melihat subyektifilas dan obyekutiras selalu ada dala kehidupan manusia dan 
masyarakainya. "ig 

Berdasarkan uraian diatas, usaha memahami pemahaman kiai tentang 
nasionalisme pasca Orde Baru, pada dasarnya usaha untuk menginterpretasi konstruksi 
mereka dalam fokus tersebut. Bekerjanya kesadaran mercka tmelalui proses iotensional 
subyek pada penampakan sesuatu fenomena itulah yang akan melahirkan pemaharnan 
yang bersifat subyektit melalui intersubyektifias. Hal ini juga berarti bahwa mekanisme 
dialektika dalam paparan metodologis teori konstruksionis sebagaimana diuraikan diatas 
Jika dikaitkan dengan pemahaman kiai tentang nasionalisme menjadi sangat relevan. 
Apalagi mengingat bahwa masalah nasionalisme merupakan konsep yang memiliki 
dimensi realsional yang kompleks. Artinya bahwa konstruksi para kiai tersebut dihasilkan 
dari analists yang menghasilkan rariona! choice yang berkaitan dengan civic nationalism 
yang merupakan manifestasi dari coffeerive af potiticaf wil. 


10 Lihat Peter |.. Rerger dan Thomas Luckmann. op.cit. hal. 28-65 
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1.5. Metode Penclitian 
1.5.1. Memilih Metode Kualitatif 

Pada dasarnya, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami makna dibalik 
tindakan! para kiai yang berkaitan dengan nasionalisme dan bagaimana mereka 
menkonstruksikan paham nasionalisme tersebut pasca jatuhnya rezim Urde Baru. 
Sebagaimana diketahui. setelah rezim Orde Baru jatuh, terjadi perubahan terhadap aspek- 
aspek kehidupan masyarakat. seperti adanya kebebasan berpendapat, berkumpul dan 
berorganisasi. Bagi sebagian kalangan umat Islam - misalnya -, kondisi demikian 
merupakan “berkah” tersendiri untuk secara terang-terangan memperjuangkan obsesi 
lamanya. Mereka berkeinginan menciptakan satu fame af reference kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas agama Islam secara 
formal, misalnya tuntutan melegalkan Piagam Jakarta untuk menggantikan Pancasila, 
Gerakan “Islamis" atau “Fundamentalis” ini berupaya melakukan revitalisasi Islarn 
dalam semua aspek kehidupan di Indonesia, Dengan kata Jain, di era pasca Orde Baru ini, 
tuntutan untuk mendirikan “Negara Islam” atau negara yang berdasarkan atas syariat 
Islam (tagain al-syari 'ah) di Indonesia semakin gencar diperjuangkan oleh gerakan ini, 
bahkan lebih dari itu mereka pada saatnya nanti juga mengagendakan untuk mendirikan 
sistem “khulafah” (Pan-islamisme), 

Namun, yang menarik untuk dicerrnati. ketika pada naruh pertama tahun 21. 


yaitu setelah peneliti melakukan orientasi awal di era gencarnya gerakan kembali ke 


11 Dalam dunia penelitian sosial, ancanpan seperti ini disebut sebagai penelitian fenomenologi, artinya 
bahwa fokus yang dikaji adalah sesuatu yang melatarbelakangi tindakan sescorang. Setiap tindakan selalu 
dikaitkan denga apa yang mendasari tindakan tersebut. Lihat malcolm Water, Modern Seciologicat Theory, 
(Jondan, Saxe Publicauons, 1994). 
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etnisitas, primordialismt keagamaan, dan komunalisme ini, para kia secara umum 
masih menunjukkan rasa nasionalisme yang kuat. 

Nasionalisme sebagai realitas sosial adalah tindakan sosial yang ditampakkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konstruksi nasionalisme para kiai ini terdapat proses 
diulektika antara “dunia subyektif” mereka dan “dunia obyektif" masyarakat melalui 
interpretasi secara terus-menerus (Polama 1992: 397), 

Selanjutnya, karena temuan teoritis yang akan dibangun oleh peneliti lebih 
mementingkan perspektif pemahaman dan pemaknaan subyektif tentang nasionalisme 
dari para kiai sebagai subyek penelitian. maka pendekatan yang digunakan adalah 
guditaive research (Wugkes, 1990: 89-90), dengan  mengganakan disain 
konstruksionisme oleh Berger (Johnson, 1994:66). Dalam perspekuf konstruksionis ini. 
hubungan individu dengan institusinya adalah sebuah dialcktika yang diekspresikan 
sebagai, (1) masyarakat adalah produk individu, (2) masyarakat sebagai sebagai realitas 
obvektit, dan (3) individu adalah produk sosial. Dhalektika ini dimediasikan oleh 
pengetahuan yanp disandarkan atas memun pengalaman di satu sisi dan oleh peranan- 
peranan yang merepresentasikan individu dalam tatanan institusional (Waters 1994:35). 

Berkaitan dengan penetapan tmetode analisis fenomenologi melalu perspekuf 
konstruksionis yang manjadi panduan peneliti dalam memahami fenomena nasionalisme 
dan tindakan para kiai. beberapa konsep berikut akan selalu muncul dalam pembahasan 
selanjutnya. Konsep-konsep tersebut adalah realitas sosial, realitas obyektif, realitas 
subvektif eksternalisasi. obvektivasi. dan intermalisasi yang sudah dibicarakan secara 


panjang lebar dalam suh bah kerangka kajian teoritik, 
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Beradasarkan pendekatan kualitatif ini, peneliti berupaya memahami fenomena 
sosial dari para kiai menurut yang mercka pikirkan, yakini, dan pahami tentang 
nasionalisme yang scdang "rapuh" saat ini. Karena ju. menurut peneliti cara terbaik 
untuk memahami dunia makna dan duma dcitnisi dari para krai tersebut adalah apa yang 
dech Weber disebut "verstehen” atau “emphatic understanding, interpretative 
understanding" (Uhafets, 1978: 39). Dalam mengaphkasikannya peneliti juga mengikuti 
anjuran Weber (Gordon. 1991: 468-469). yartu analisis pemahaman yang diperoleh 
melalui megoriated meaning alau intersuhyketfitas Dalam ungkapan lain Rerger (1981: 
26) menyebutnya sebagai indakan penafsiran yang didasarkan atas penyesuaian antara 
struktur relevansi peneliti dan struktur relevenasi subyek penelitan. 

Dalam prosedur penelitian ini, peneliti sudah berupaya secara maksimal 
memahami secara holistik dari semua aspek kehidupan para kiai ketika bersentuhan 
dengan kehidupan berhangsa dan bemegara. Beberapa aspek tersebut antara lain, latar 
belakang pendidikan, tatar helakang ekonomi, latar belakang politik dan budaya para kiai. 
Setan stu peneliti juga mempertimbangkan hal-hal diatas dengan dimensi suasana 
tempat, dan waktu yang menjadi faktor penting dari tindakan para kiai. Oleh sebab iw. 
dalam hal ini peneliti tidak mereduksi semua aspek diatas kec dalam variabel-vartabel 
yang kemudian dicari hubungannya secara parsial. tetapi peneliti melihat semua aspek 
tersebut sebagai bagian dari suatu keseluruhan (Bogdan & Taylor. 1975: 4), 

Demikiantah, penelitan kualitatif ini telah dilakukan dengan memahami 
fenomena emic view, yaitu pandangan para kiai yang menjadi subyek penelitian, Peneliti 
hanyalah orang yang sedang belajar mengenai apa yang menjadi pandangan mereka dan 


lentanp Fenomena sosial yang terkait dengan pemahaman para kiai terhadap keutuhan 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai nafion-state, pasca Orde Baru. Lebih 
lanjut, peneliti dalam proses pengumpulan data berfungsi sebagai instrumen yang 
berusaha mengikuti saja asumsi-asumsi kultura! secara kualitatif. Ia berusaha mencapai 
wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial kiat secara fleksibel, reflekstif, dan tidak 
mengambil jarak dengan subyek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan 
“pegamatan berperan serta” (participarnt observation). atau juga sering disebut 
pengamatan terlibat. Pola ini dilakukan oleh peneliti dalam rangka memahami dan 
menjelaskan fenomena mengenai pandangan para kiai tentang adanya peningkatan 
intensitas konflik antar ketompok di Indonesia. Disamnping itu, agar hasil peneliuan ini 
dikemukakan secara jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan 


langsung pada data yang peroleh. 


1.5.2. Subyek Penelitian 

Dalam kajian ini yang menjadi subyck pcnclitian adalah “individu” para kiai 
yang tergabung dalam Lajnah Bahtsu al-Masail al-Diniyah Pengurus Wilayah Nahdtatul 
Ulama jawa Timur. Lajnah adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah 
yang beranggotakan beberapa kiai dari berbagai pesantren terkemuka di Jawa Timur. 
Mereka dipilih kareaa kermaropuannya dalam memahami fitob kuning yang menjadi 
acuan pokak di pesantren dan Nahdlatul Ulama. Tugas pokok mereka adalah membahas 
secara mendalam kejadian-kejadian kontemporer yang membutuhkan keputusan fatwa 
menurut hukum Islam, Karenanya, mereka secara rutin menyelenggarakan pertemuan 


(halagah) dengan tempat berpindah-pindah dari pesantren satu ke pesantren lainnya 
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Scbenarnya jumtah mereka ada 15 orang, namun diantara mereka yang aktif 
adatah 9 orang. Dalam hal yang menyangkut jumlah dan siapa yang dianggap pantas 
dimasukkan dalam Lainah ini sepenuhnya menjadi hak Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama Jawa Timur dengan pertimbangan syarat-syaraf diatas, Secara berurutan nama- 
nama mereka adalah sebapat berikut : 

IL. KH. Yasn Maryuki Kedig 

2. KM. Syarfudin Probolinggo 


3. Ki 


. Syahid Surabaya 
4. KH. Misbah Abrar Surabaya 


5. KI 


. Abdurrauf Najih Surabaya 
6. KH. Syanet Njambari Jember 
7. KH. Mashudi Ma'ruf Matang 


8. KI 


— 


. Hasymi Arkhas Jombang 

8, KH, Zuhdi Zaini Probolinggo 

Para kiai yang tergabung dalam Lajnah tersebut bisa diklasifikasikan sebagai 
“Kiai Pesantren", “Kiai Bebas", Kiai Inelektual Simultan”, Kiat Polirik Mira Kritis", 
dan “Kiai Adaptasi Kreatif” sebagaimana uraian peneliti yang sudah dikemukakan secara 
panjang lebar dalam sub hah 14.5. tentang Konsen. Variasi. dan Tipologi Kiai. 

Dalam kajian ini. yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami pandangan 
mereka yang berkaitan dengan nasionalisme Indonesia adalah dengan mengikuti tawaran 
Dilthey, yaitu membuat deskripsi. lalu mengadakan interpretasi dengan 
mempertimbangkan konsep-konsep “pengalaman hidup” dan “prasyarat kedekatan 


psikis” (Sumaryono.1993 : 461. 


Disertasi Agama dan politik : Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 8s 


Berikut ini dikemukakan tabel modei pemahaman keagamaan para kiai yang 
menjadi subyek dan informan penelitian. 


Tabel : 1.2. 
Corak Pemahaman Keagamaan Kiai 


Orientasi Peraahsman 


Yasri marzuki Kontekstual Instrinsik 


Syaifudin Kontekstual Instrinsik 
Syahid Kontekstual Instrinsik 
Syanef Djamhari Normatif — Idealisuk 
Misbah Abar Kontekstual Idealistik 
Abdurmauf Najih Kontekstual Instrinsik Idealistik 
Masylwudi Ma'ruf Kontekstual Idealistik 
Hasymi Arkhas Kontekstual Instrinsik 
Zuhdi Zaini Konteksatual fdealistik 


en wr ea appa 2 ——, 


Selanjutnya. perlu peneliti kemukakan bahwa tema permasalahan hukum fikih 
yang dihasilkan para kiai terbagi menjadi dua bagian. Pertama, keputusan fikih ritual, 
yaitu hukum praktis yang bersifat ansendental sebagai ibadah kepada Tuhan. Sedangkan 
kedua. adalah keputusan fikih sosial, vaitu hukum praktis tentang tindakan manusia yang 
selalu berinteraksi dengan dengan dunia sosial, baik yang berdimensi sosial, ekonomi, 
politik, dan budaya dalam konteks kehidupan di dunia. Untuk lebih jelasnya, secara rinci 
berikut disajikan tabel tentang frekuensi dan klasifikasi keputusan Bahtsu a!-Masail sejak 


Muktamar I tahun 1926 sampai Muktamar XXX tahun 1999. 
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Tabel : 1.3, 


Frekuensi Dan Klasifikasi Keputusan Bahtsu al-Massil 


Jenis Kegiataa 


Muktamar 1, 21-23 September 1926 
Muktamar Il, 9- 11 Oktober 1927 
Muktamar Ill, 29 - 30 September 1928 
Muktamar IV, 17 — 20 September 1929 
Muktamar Y, 7 - 10 Sepiember 1930 
Muktamar Vi, 26 — 29 Agustus 1931 
Muktamar VTI, 6 — 9 Agustus 1932 
Muktamar VII, 5-7 Mei 1933 
Muktamar CX, 21 —26 April 1934 


Muktamar X, 13 —18 April 1935 2 


(2) 3) 


Muktamar XT, 8 — 12 Juni 1936 7 
Muktamar XTI, 20 — 24 Juni 1937 7 
Muktamar XIII, 11 — 16 Juni 1938 4 


Muktamar XIV, 15 —21 Juli 1939 9 
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11 | 24 | 
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Muktamar XV, 15 — 21 Juni 1940 
Muktamar XVI, 26 — 29 Maret 1946 
Muktamar XX, 8 — 13 September 1954 
Konbes PB Syuriah, 19 Maret 1957 
Konbes PB Syuriah, 18 — 22 Apri 1960 
Konbes PB Syuriah, 11 — 13 Oktober 1961 
Rapat Dewan Partai, 25 Oktober 1961 
Muktamar XXIII, 25 — 29 Descmber 1962 
Muktamar XXV, 20 25 Desember 1971 
Muktamar XXVI. 5— 11 juni 1979 

Munas Alim Ulama, 30 Agustus 1981 
Munas Alim Ulama, 18 21 Desember 1983 
Muktamar XXVII, 8 — 12 Desember 1984 
Munas Alim Ulama, 15-18 Nopember 1937 
Muktamar XX VII, 25-28 Nopember 1989 
Munas Alim Ulama, 21- 25 Juni 1992 
Muktamar XXTX, 1 —5 Desember 1994 


Munas Dan Konbes,17- 21 Nopember 1999 


Muktamar XXX, 21 — 27 Nopember 1999 


-— 


AA 


87 
oT 3 
4 s 
9 10 
2 2 
13 19 
6 7 
s 6 | 
5 9 
6 
9 1 
4 6 
3 | 6 
Kn 
9 | ai 
Na 
4 lu 
0 | 33 
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Catatan:  NF — Non Fikih FR - Fikih Ritual 
FS — Fikrh Sosial S5 Jumlah 

Jika dilihat dan prosentasinya. tobel diatas memperlihatkan keputusan bidang non 
likih mencapai jumlah 77 keputusan (15,2 Yo), sedangkan dalam bidang fikih begumlah 
47K (R48 So) dari total SUS keputusan. Mal itu menunjukkan adanya kebutuhan praktis 
sehari-hari masyarakat nahdlivyin yang terkait crat dengan hukum syariat. Dalam bidang 
fikih sendiri. ternyata fikih sosial menunjukkan porsi lebih Pesar dibandingkan fikih 
ritual. yaitu dari total 428 keputusan. Dari jumlah itu ternyata 320 (748 Ye) adalah 
keputusan tikih sosial. sedangkan sisanya 108 (25.2 Yo) adalah keputusan fikih ntual. 
Data ini mengindikasikan bahwa para kiai selalu merespon kejadian-kejadian 


kontemporer dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 


5.3. Fokus Penelitian 

Nasionalisme Indonesia adalah sesuatu yang bersifat spintual. Karenanya 
pemahaman para kiai tentang nasionalisme tersebut akan ditentukan oleh beberapa faktor. 
baik yang bersifat intemat maupun yang bersifat eksiemnal, yaitu kondisi kualitatif 
berbangsa dan bemepara yang saat ini sedang menghadapi maraknya kembali semangat 
ke etno-nasionalisme. primordialisme kelompok, dan fanaisme apama serta plobalismec 
dunia. Lebih dari itu kondisi hangsa-neyara yang hermuansa negatif juga sangat 
mempengaruhi kerentanan nasionalisme seperu ekonomi negara yang masih terpuruk. 
lemahnya penegakan hukum. otonomi daerah vang masih menyisakan disparitas antara 
yang kaya dan miskin. realitas perpolitikan yang belum scimhanp antara semangat 


sirugerlo for power dengan 7hu rise of power, dan sebagainya, 
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Lebih lanjut, kondisi yang melatarbelakangi pemahaman dan tindakan para kiai 
dalam memahami nasionalisme pasca Orde Baru sangat terkait dengan beberapa faktor 
diatas dalam perspektif ruang dan waktu. Pemahaman terhadap mind dari self para kiai 
dalam konteks kerentanan nasionalisme Indonesia saat ini juga sangat terkait dengan pola 
pemahaman agama yang mereka pilih yang kemudian memberi kntribusi bagi petern of 
thinking masing-masing individu. 

Atas dasar tersebut. secara operasional fokus penggalian informasi penelitian 
yang ditujukan kepada seubyck dan informan penelitian adalah konteks yang 
melatarbelakangi kehidupan para kiai. baik kondisi pendidikan. sosial. ekonomi. budaya, 
politik, dan pemahaman mereka terhadap relasi agama dan negara. Informasi penting lain 
yang mgin digali dari mereka adalah bagaimana mereka mengkonstruksi nasionalisme 
saat ini. serta tentang pola pemaknaan mnereka terhadap nasionalisme pasca jatuhnya 
rezim Orde Baru yang terkait dengan motif tujuan dan motif sebab dari berbagai tindakan 
individu tersebut, 

Berbagai informasi tersebut diungkap dengan tehnik observasi partisipasi dan 
wawancara mendalam yang ditakukan sccara simultan, ditambah dengan penelusuran 
dengan cara pencatatan dokumen. 

Adapun. tentang deskripsi pelaksanaan penelitian kualitatif yang dimaksud, baik 
lama kegiatan di lapangan. tehnik menemukan data dengan observasi dan wawancara, 
pemilahan data, maupun hal-hal yang berkaitan dengan tehnik analisis data lapangan, 
format klarifikasi data. verifikasi data. dan bagaimana cara menarik kesimpulan. serta 
tehnik pelaporan penulisan yang dipergunakan. akan dikemukakan secara rinci pada 


bagian sub-sub bab berikut dibawah ini. 
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1.5.4. Tahapan Penelitian 

1.5.4.1. Memasuki lapangan : Penelitian Pendahuluan 

Sebelum peneliti melakukan penelitian dengan fokus kajian ini. peneliti telah 
melakukan penelitian terhadap para kisi dalam tema “Kiai dan Politik: Studi Makna 
Politik Bagi Kiat Basra Madura” pada tahun 1997-1998. Ixngan demuiktan, peneliti sudah 
memiliki pengetahuan awal yang cukup mendalam tentang kehidupan para kiai dan 
variasi serta tipologi mereka, jika bersentuhan dengan aspek politik kebangsaan dan 
kenegaraan. Sedangkan yang berkaitan, dengan para subyek dan informan penelitian, 
peneliti tidak mengalami kesulitan dikarenakan mereka adalah juga pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama Jawa Timur. yang peneliti sendiri adalah sebagai Ketua Ekskutif 
(lanfidziyah). Jadi, peneliti telah memiliki modal yang memadai untuk berhubungan 
dengan mereka. baik dalam konteks kepentingan wawancara maupun yang berkaitan 
dengan observasi terlibat untuk mengetahui pemahaman mereka tentang nasionalisme 
walaupun belum secara rinci dan komprehensif. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan perspekuf konsiruksionis. Penelitian yang 
didasari dari perspektif ini berarti peneliti harus mengungkap makna yang ada dibalik 
Sualu fenomena, kejadian dan tindakan dari sembilan kiai yang tergabung dalam Lajnah 
Batsu ai-Masait ol-Diniyah Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Timur. 

Dalam tahapan ini, sebenarnya peneliti telah melakukan aktifitas ohservaxi sejak 
pertengahan tahun 2001, dua tahun setelah ia diterima sebagai peserta program doktar di 
Program Studi Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Arrlangga Surabaya. Tehntk 
observasi ini dengan hadir ditengah-tengah pertemuan (Ualagah) mercka, - terutama 


ketika mereka mengadakan pembahasan suatu maasatah - tanpa menyebutkan tujuan 
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kehadiran peneliti sebenarnya, sehingga peneliti juga menjadi alat untuk melihat secara 
obyektif terhadap fenomena-fenomena yang ditelitinya. Halagah yang dimaksud antara 
lain pada akhir bulan Nopember 2001 di Pesantren KH. Yasri Marzuki Kediri. Dalam 
forum tersebut mereka sedang membahas hukum bunuh diri dengan meledakkan born 
seperti yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Halagah lam yang peneliti ikub adalah 
diselenggarakan di pesantren KH. Misbah Abrar yang membicarakan hukum Gold Puis 
dalam pandangan syariat Islam pada minggu ketiga bulan Jum 2002. 

Seperti biasanya jalannya pembahasan tidak terlalu formal tetapi mereka sangat 
serius dalam membahasnya. Misalnya ketika mereka sudah memutuskan hukum bolehnya 
melakukan hom bunuh din, langsung ada beberapa diantara mereka yang berkomentar 
“'Ya dihukumi halal karena yang diinginkan setelah imi adalah banyak janda baru” (Iyo 
pancen halal hukume, krono mari ngene sing penting akeh rondo anyar). Demukian pula, 
ketika ada salah satu diantara mereka yang cenderung menghalalkan Cold Muis. tiba-tiba 
ada kiai lainnya yang berkomentar :” nampaknya anda sudah menerima sesuatu dari Gold 
Ovis” (Kak iki mesti wis tau nompo svotun-syaiun dari Cold Ouis). Lebih dan itu 
hampir semuanya memakai sarung dan kaos, sehingga banyak diantara mereka 
membahasnya sambil tiduran atau merebahkan diri diatas kasur yang selalu disediakan 
oleh para santri yang menjadi panitia. 

Ilubungan peneliti dengan para kisi sehayai subyek punclittan memang cukup cair 
dan penuh persahabatan. Narnun, peneliti tetap menjaga jarak terhadap obyek 
penelitiannya. dengan perspektif empatik- rasionalistik. Peneliti hadir sebagai orang yang 


sedang bersitaturrahmi kepada mureka suhagai sesama warga Nahdlatul Ulama. 
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Kemudian peneliti melakukan analisis yang bersifat interpretalif, dan mengajukan 
deskripsi dari fenomena tersebut. 

Berdasarkan pengetahuan peneliti selama ini, bahwa umumnya para kiai yang 
menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, memiliki respon positif terhadap ration-state 
Indonesia. Mereka juga sependapat dengan pernyataan mantan Rais "Arm KI. Ahmad 
Siddig tentang “finalnya” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Sampai saat ini. peneliti /masih sering mendengar 
secara langsung komentar mereka yang menyatakan bahwa “cinta negara adalah bagian 
dari iman” (hubbu al-wothan min al-iman): “Pancasila itu kan tidak bertentangan dengan 
syari'at Isiam”. Bahkan mereka juga menyamakan Indonesia dengan segala 
kemajemukannya ini dengan “Negara Madinah” dizaman Rasul SAW, yaitu dengan 
“Piagam Madinah"nya (mirsag al-Madinah). 

Namun demikian, asumsi peneliti tentang sikap dan pandangan diatas menjadi 
cukup terganggu oleh fakta lain yang peneliti temui ketika secara iebih intensif bertemu 
dengan mereka diberbagai forum. Misalnya, ada diantara mereka yang menyatakan 
bahwa kecintaan umat Islam kepada Indonesia sebagai nation-stare tidak boleh 
mengalahkan kecintaanya terhadap Islam sebagai agama yang paling benar sebagaimana 
pernyataan al-Jur'an “Agama yang benar disisi Allah hanyalah Islam” (Inna al-din 
'indollah huwa al-Islam). 

Dari kejadian tersebut, peneliti sadar bahwa tidak semua fenomena yang ada di 
lapangan telah berada di dalam alam kognisi. atau telah menjadi pengetahuan peneliti. 
Sehagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, bahwa posisi pencliti adatah sebagai 


orang yang sedang belajar tentang fenomena sosial yang dikaji. Sesuai dengan konsep 
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emic view maka peneliti harus menghindari going narive dan ia harus belajar bersama 
mereka tentang bagaimana mengkonstruksi ulang definisi nasionalisme Indonesia yang 
sedang mendapatkan kendala dengan maraknya gerakan etno-nasionalisme dan kuatnya 
primordialisme kelompok saat sekarang. Memang, peneliti adalah orang dalam, namun 
ia tidak boleh mempengaruhi “situasi yang wajar” (natural setting) dari subyek 
penelitan, dan dalam hai ini peneliti selalu berusaha memposisikan din sebagai "a fly on 
the wal?” 

Salah satu kelebihan mclakukan penelitian di lapangan secara langsung. adalah 
adanya kerangka referensi tentang fenomena yang sedang dikaji secara holistik, misalnya 
tentang kitab-kitab baru yang mereka jadikan rujukan dalam mengambil keputusan dari 
fenomena sosial yang ada 

Ketika peneliti datang langsung kerumah KH. Masyhudi Ma'ruf sebagi Rais 
Syuriyah (Ketua Syuriyah) Nahdlatul Ulama Jawa Timur, peneliti baru baru tahu bahwa 
kiai tersebut menjadikan kitab “yasalunaka” sebagai referensi yang sering dijadikan 
rujukan: padahal kitab tersebut di kalangan para kiai masih diperdebatkan boleh dan 
udaknya (mu 'tabar) untuk dijadikan pegangan pokok dalam mengambil keputusan dalam 
Bahrsu al-Masail al-Diniyyah di kalangan para kia pesantren. 

Berdasar observasi awal ini, secara umum peneliti tidak mengalami kesulitan 
yang serius dalam proses mencari informasi dan data-data di iapangan. Hal itu 
dikarenakan, peneliti telah menemukan “pintu masuk” (eriry point) untuk memeperoleh 
penyelahuan awal tentang bagaimana mereka melihat, memahami, mengkonstruksi, dan 
memberi makna tentang nasionalisme pada era yang penuh konflik yang sangat senus di 


Indonesia saat ini. 
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1.5.4.2. Tahap Pengumpulan Data : Observasi dan Wawancara 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitan dilakukan cukup lama, 
yaitu sejak paruh pertama tahun 2001. yaitu setelah dua tahun peneliti diterima sebaga: 
peserta program doktor di Program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Airlangga. 
Selarna kurun waktu tersebut, peneliti melakukan observasi awal, walaupun helum 
intensif. Namun yang penting selama waktu itu penulis mulai mengumpulkan data 
sekunder yang berupa fakta-fakta alau permasalahan dan penelitian yang sudah ada, Data 
sekunder ini diperoleh melalui studi biteratur, diskusi dengan para informan yang 
dianggap memahami permasalahan penelitihan yang peneliti butuhkan. 

Dalam rangka mencari data sekunder, peneliti selalu melakukan diskusi secara 
mendalam dengan Syaifullah, pemimpin redaksi Majalah Aula milik Nahdiatul Ulama 
Jawa Timur, Pemilihan terhadapnya. peneliti anggap tepat karena dialah yang paling 
sering bersilaturrahi kepada para kiai yang menjadi subyek dan informan penelitian. 
Silaturrahmi tersebut dilakukan untuk wawancara mengenai masalah-masalah yang 
berkembang dalam konteks kepentingan. baik yang bersifat intem Nahdlatul Ulama 
maupun yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Dar Syafullah juga peneliti 
mendapatkan informasi tentang tulisan-tulisan para kiai yang dijadikan subyek penelitian. 
la jura menginformasikan kepada peneliti, bahwa pada tahun 1983 ayah KH. Syanef 
Ojamhari pernah menyatakan keluar dari Nahtatul Illama. ketika organisasi keagamaan 
ini menerima Pancasila sebagai asas orgarusasi. Disamping Syaifultah peneliti juga 
memilih Subhan sebaga kolega Syafullah yang paling dekat. la adalah salah satu 
wartawan majalah Aula yang paling rajin berkunjung ke rumah para kiai yang menjadi 


subyek penelrian ini. 
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Selanjutnya, penehiti juga sering melakukan diskusi dengan Saiful Bahar, staf 
Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dari Bahar inilah peneliti 
mendapatkan pinjaman buku-buku dan informasi tentang beberapa penelitian yang 
fokusnya berkaitan dengan informasi yang sedang peneliti cari selama ini. Dan karena 
kedudukannya sebagai peneliti terhadap masalah-masalah keagamaan, ia juga banyak 
mengetahui hal-hal vang berhubungan dengan urusan kekiaian dan kepesantrenan. 

Sedangkan di lapangan. peneliti juga berdiskusi dengan orang-orang dekat di 
sekitar subyek penelitian scbagai sumber data primer. Mereka adalah para santri senior, 
tetangga setempat di sekitar para kiai. Hal ini sangat penting untuk mendukung keutuhan 
data yang berasal dari data primer atau mendeskripsikan sumber utamna itu sendiri. 

Sebelum ke lapangan, peneliti memperkaya data sekunder dengan memperbanyak 
studi literatur. Studi ini bersumber baik dari artikel di pelbagai media masa seperti koran, 
majalah, ataupun tabloid, hingga internet. Untuk sumber media ini peneliti lebih banyak 
menggunakan Majalah Aula, dikarenakan hanya majalah inilah yang sering mengutip 
pendapat mereka sejalirus memuat tulisan-tulisan mereka. Sementara koran, penulis 
hanyak menggunakan Harian Rangsa milik Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kompas, 
Jawa Pos, dan Surya dengan alasan yang sama. Disamping itu alasan pokok lainnya 
adalah karena semua media ini diyakini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Disamping itu. data sekunder yang tidak kalah pentingnya adalah literatur dari 
beberapa buku atau penelitian yang memiliki korelasi langsung atau tidak langsung 
tentang fokus penelitian. Dengan studi beberapa buku. membantu peneliti menentukan 
arah penelitian dar membimbing ketika berada di lapangan. Dengan studi ini pula 


penelili menggunakannya untuk menganahsis data yang berasal dari lapangan. 
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Adapun obsevasi terhibat (perticipant observation) baru dilakukan peneliti pada 
paruh kedua thun 2002 sampai awal 2004. Agar data yang diobservasi tidak hilang 
bepitu saja. maka sctrategi yang digunakan adalah dengan melakukan pencatatan 
secepatnya begitu observasi selesei dilakukan. Sejak itu peneliti berusaha hadir secara 
jangsung pada acara diskusi (halagoh) yang sering mereka lakukan atau diforum rapat 
lainnya yang memang sering diselenggarakan. Dalam perspekuf ini peneliti memang 
sering bertemu dengan mereka di berbagai acara, haik acara formal organisasi maupun 
acara keluarga dan masyarakat yang diselenggarakan, yaitu acara haul, khitanan, 
pengantin dan berbagai pengajina rutin, seperti halai bihalal. keberangkatan-kepulangan 
haji. tahun baru Hijriyah, maulid nabi, rajabiyah dan sebagainya. 

Dalam studi kualitatif, sesungguhnya yang dicari adalah realitas sosial dibalik 
fenomena kehidupan rnasyarakat. Oleh karena itu peneliti dituntut untuk terlibat di dalam 
situasi yang wajar (natural seting) dari kehidupan para kiat yang dimaksud. 

Langkah selanjutnya peneliti melakukan “wawancara mendalam" (in-depi 
interview 3 dengan para kiai yang menjadi subyek penelitian. Data primer tersebut 
meliputi persepsi. prinsip-prinsip. keyakinan-keyakinan dan sebagainya. khususnya yang 
berkailan dengan tema penclitian. Mereka adalah sembilan orang yang menjadi tcam inti 
Lajnah Batsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Pemilihan kepada mereka diyakiru 
peneliti sangat tepat, karena setiap halagoh yang melibatkan semua perwakilan kiai se 
Jawa Timur, keputusan akhirnya ada ditangan mereka. Dhsamping itu kualitas dan 


kemampuan mereka dalam komunitas kiai bisa diperlangkungjawabkan, sebab mereka 


12 Ada delapan aspek yang diobservasi dalam penelitian ini sebagimana anjuran Parsudi Suparian, yaitu 
pelaku, suasana, prosesi, tempat, waktu, barang-barang yang digunakan, makna, dan tujuan, Lihat Parsuds 
Suparlan. Penefitian Kuatitarif. (Jakarta, Balitbang Depag. 1999). 

1? Dalam melakukan in-depih interview, penelit menggunakan pedoman yana dirumuskan oleh James P. 
Spradiey. Merode Etnografi (Jakarta, Tiara Wacana, 1997) 
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dimlih memang berdasarkankan kriteia kemampuan pernahaman terhadap “kitah 
kuning” yang mereka jadikan rujukan utama. 

Tahap in-dept interview ini dilakukan selama sembilan bulan. yaitu mulai bulan 
Apnl 2004 sampai bulan Desember 2004, Sebenamya, waktu sembilan bulan itu cukup 
lama. Namun, hal itu bisa terjadi karena mencan kecocokan waktu untuk wawancara 
kepada mereka tidak mudah. Ditambah. tenyyala rumah mereka banyak yang berada 
diluar Surabaya. Misalnya. KH, Yasi Marzuki yang menjadi ketua Lajnah nimahnya di 
desa Peluk kecamatan Semen kabupaten Kediri, KH. Syariet Oyambari berada di 
Pesantren Assuntyah Kencong Jember, KH. Zuhdi Zain di Pesantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo . KIT. Sautudin berada di kota Probalinggo. Diantara mereka yang rumahnya 
Surabaya hanya tiga orang, yaitu KH.Misbah Abrar, KH. Abdurraul Najih dan KH. 
Syahid. Adapun KH.Masyhudi Ma'rut dari Malang dan kli. Hasymi Arkhas dari 


Jombang, keduanya relatif mudah dijumpai sebab keduanya sering berada di Surabaya. 


1.5.4.3. Tahap Pemilahao Dao Klasifikasi Data 

Data yang telah terkumpul dipilah sesuai spesifikasi permasalahan atau tukus 
penelitian seperti tujuan pencliyan ini. Data dipilah menjadi data yang berkaitan dengan 
proses konstruksi para kiai tentang nasionalisme, data yang berkaitan dengan latar 
belakang konstruksi tersehut, dan data yang berkaitan dengan pola pemaknaan mereka 
atas nasionalisme. 

Selanjutnya masing-masing data tersebut diklanftikasi kepada para subsek 
penelitian sejalan dengan spesifikasi pemilahan data. Hal am dilakukan dengan 


wawancar3 mendalam dengan pola dialogis yang intensif, Kegiatan ini dilakukan dalam 


Disertasi Agama dan politik : Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 98 


rangka mendapatkan data yang valid. Dengan tahapan ini dapat diperoleh umpan balik 
sebagai cross check data hasil catatan di lapangan. Pelaksanannya dilakukan secara tidak 
formal di rumah, di kantor. di masjid. dan bahkan di arena undangan penganten, 
khitanan, serta waktu bertemu pada acara ceramah hari-hari hesar Islam, Supaya suasana 
tercipta lebih akrab dan cair penehiti selalu berkomunikasi dengan bahasa Jawa sebagai 
bahasa mereka kewuali terhadap KtH. Zuhdi Zaini yang tidak berbahasa Jawa, karena ia 
dan komunitas Madura. 

Tehnik klarifikasi data juga dilakukan dengan para ahli dan teman sejawat. Hal im 
bertujuan agar temuan penelitian ini lebih vahd, kredibel vang ilmiah. Dengan ungkapan 
lain, temuan pada 1zhap pemahaman proposisi-proposisi subyektif diorientasikan dengan 
narasi-narasi Gunia sosial yang telah ada scbelumnya dan dikonstruksikan deogan 
postulat-postulat konsistensi logis, penafsiran suhyekuf, dan pernadaian (Schutz, 1972: 


Zein, 1998 :270-276) 


1.5.4.4. Tabap Pengolahan Daa Analisis Data Penelitian 

Prosedur analisis data dilakukan baik dalam pengumpulan data maupun setelah 
pengurnpulan data sclesei. Prosedur yang dtempuh adalah melalui reduksi data (data 
Feductian), sajian data (data display) dan pengambilan keputusan (conclusion drawing) 
(Miles dan Huberman, 1992:20, Nasution, 1988: 128-130). Reduksi data terkait dengan 
tujuan penelitan, sajian dala dengan menggunakan narasi, sedangkan pengambilan 
kesimpulan dilakukan setelah data terkumpul, dan dapat bersifat tentaif yang selalu 


diverfikasi selarna penelitan berlangsung, 
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Reduksi data adatah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, 
pengabstrakan. serta transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertuhs 
di lapangan. Sebagarmana diketahui. reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama 
tugas vang berorientasi kualitatif berlangsung. 

Penvederhanaan dan transformasi data yany sesuai dengan tema penelitian 
terscbut melalui seleksi yang cukup ketat. Salah satu langkah yang ditempuh peneliti 
adalah dengan menggunakan tahapan-tahapan ringkasan hasil wawancara dan studi 
literatur. Bahkan peneliti menggunakan tiga kali seleksi. Periama, penulisan “data kasar” 
yang berasal dan lapangan dan literatur, Untuk pengumpulan data lapangan dan sekahgus 
dalam mengkonsiruksi ulang. peneliti dibantu oleh Ahmad Habib Mustafa scorang 
mahasiswa program Mapister Pascasarjana program studi Hmu Sosial Universitas 
Airlangga. Kedua. peneliti menulis ulang secara utuh dari data-data tertsebut. Dan ketiga, 
peneliti melakukan penyeleksian untuk mengesampingkan data yang tidak ada 
hubungannya dengan konsep nasionalisme yang menjadi fokus penclitian. Sodangkan 
data yang ada hubungannya dengan fokus penelitian disimpan terus. 

Dalam proses reduksi data, data yang ditemukan lewat observasi terlloat maupun 
wawancara mendalam diklasifikasikan sesuai dengan penpelompokan datanya. 
Pengelompokan tersebut adalah data yang berkaitan dengan definisi dan sejarah 
nasionalisme, hubungan agama dan negara, isu Pan-Islamisme, dan isu-isu kontemporer 
yanp berkaitan erat dengar nasionalisme, Dengan demikian klasifikasi tersebut untuk 
menjawab masalah penelitian sebagaimana dirumuskan pada bab pertama. yaitu 
hagaimana mereka mengkonstruksikan paham nasionalisme setelah merebaknya gerakan 


ctno-nasionalisme, Data ini disatukan baik dari informan maupun dan subyek penelitian. 
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Demikian pula data yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu tentang latar belakang 
konstruksi mereka dikelompokkan sesuai dengan konsep semula. 

Hasil dari katagorisasi tersebut, didesknipsikan dalam bentuk penarasian atau 
pengungkapan verbal sehapai ciri khas penelitian kualitatif. Penarasian diharapkan masih 
menggunakan ungkapan asli dari subyek penelitian, meskipun disana-sini sanyat 
dimungkmkan masuknya unsur persepsi atau kesan peneliti. Akan tetapi sekuat tenapa. 
penelitian dijauhkan dari unsur kesan yang seringkali membelenggu. Dari narasi tersebut, 
proses selanjutnya adaluh melakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan sebagai 
hagian dari temuan penelitian. Agar penelitian ini dapat dibaca sebagai sesuatu yang 
baru. tentunya diperlukan perbandingan dengan teori atau konsep yang telah ada 
sebelumnya di ranah ilmu sosial, sehingga memuncuikan teori yang orisinal. Namun 
demikian. sebagai konsekuensi dan penelitian kualitatif, maka kesimpulan yang 
diperoleh tidak harus digeneraslisasikan, tetapi hanya dapat di transfer ke ranah konsep 
sosial yang memiliki kesamaan dengan fokus penelitian. Zrarsferability sangat mungkin 
dilakukan mengingat bahwa memang ada pola umum yang bisa diberlakukan: dan itupun 
tergantung para pembaca dan pemakai, Bia mereka melihat ada temuan yang sesuai 
dengan situasi yang dihadapinya, maka akan muncul transferability, walaupun di dunia 
iru tidak ada dua situasi yang sama. sehingga masih diperlukan penyesuaian menurut 


keadaan masing-masing. 


1.5.4.5. Tahap Kesimpulan, Verifikasi, daa Pelaporan Penelitian 


Pada tahap ini peneliti melakukan uji kebeparan sctiap makna yang sesuai dengan 


data. Secara rinci kegiatan ini dapat dilihat pada pelaksanaan klarifikasi data. Jika 
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klanfikasi tersebut memang memperkuat data, aka pengumpulan data untuk komponen 
bersangkutan dihentikan dan dituhs sebagai laporan penelitian. 

Pemahaman atas temuan data dilakukan dalam dua Ungkatan. yakni primary and 
secondary interpretation sepeo disarankan oleh Alvenson dan Skaldherg (2000:261-2635. 
Primary inteenretation atau first order tenderstanding merupakan pemahaman atas 
subvek penelitian yang disajikan dalam bentuk pemaparan data asli hasil peneliuan. 
Scondary interpretation atau second order understanding merupakan pemahaman oleh 
penchu yang dilakukan dengan cara mendiskusikan temuan penelittan bersama para ahli 
dan atau pengujian berdasarkan teori yang relevan, dan sudah barang tentu dengan 
promotor bapak Prof. Ramtan Surbakti dan ko-promotor bapak haha Ilamim. Ph.) 

Ketiga tahapan dalani kegiatan ini tidak bersifat linier, akan tetapi berjalan secara 
simultan. Dengan demikian. penulisan draft atau rancangan laporan tidak sekali jadi. 
tetapi senantiasa berkembang sejalan dengan proses pengumpulan data dan analisis data 
yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian di lapangan. Dalam konteks ini, sanpat 
dimungkinkan terjadi proses bongkar-pasang sejalan dengan ketika ditemukan data atau 
fakta haru. Namun sebaliknya. jika dalam tahap ini ditemukan data yang dipandang tidak 


memiliki relevansi dengan tujuan penelitian ini, data tersebut akan dikesampingkan. 


1.5.5, Sistematika Pembahasan 
Disertasi ini disisternatisasikan dengan bab-bab sebagai berikut : 
Bab 1 : Pendahuluan. yang ditulis untuk menjawab permasalahan mengapa 
penelitian ini ditakukan. Karenanya. bab ini meliputi. pertama, Jatar belakang masalah. 


perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan, serta kajian penelitian terdahulu. 
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Kedua, kajian teoritis yang menjelaskan berbagai teori tentang Islam dan politik, 
nasionalisme Indonesia, nasionalisme dalam perspektif Islami, kajian tentang konsep dan 
klasifikasi tipologi kiai. wori Konstruksi Sosial. serta metode yang digunakan dalam 
penelitian ini. 

Bab 2 : Durua kiai sebapai setting penelitian, terdiri dari kiai, pesaniren dan 
paham Ahlu al-Surnmah wa alJamaah. hubungan kiai dengan Nahdlatul Ulama, serta 
dinamika kiai dalam konteks kebangsaan-kenegaraan. Dan untuk melengkapi seting 
dunia kiai, bab iri juga mengemukakan keberadaan Lajnah Bahisu ai-Masailt, baik yang 
berhubungan dengan sejarah dan struktur kelembagaannya maupun hal-hal yany 
berkaitan dengan tehnik pengambilan hukum dari “Kitah Kuning”. termasuk di dalamnya 
perubahan status kelembagaannya dan dinamika perubahannya dari tekstual menuju 
kontekstual. 

Bab 3 : Kiai dan nasionalisme, vang memaparkan data-data yang muncul dari 
lapangan yang sudah dinarasikan secara lebih rinci. Data-data tersebut terdiri dar: uraian 
tentang latar belakang kehidupan dan pendidikan para kiai. variasi-yariasi pandangan 
mereka tentang nasionalisme dan sejarahnya, pandangan mereka terhadap Pan-Islamismc, 
dan bagaimana mereka memandang hubungan antara agama dan negara, serta masalah- 
masalah kontemporcr yang berhubungan erat dengan unsur-unsur nasionalisme. 

Bab 4 : Memahami kanstruksi kiai tentang nasionalisme pasca Orde Baru, yang 
mendeskripsikan berbagai analisis dan interpretasi yang didasarkan pada data-data 
sebagaimana ada dalam bab tiga. Bab ini memuat analisis dialektka antara Islam dan 
kekuasaan, analisis tentang konstruksi sosial mereka tentang nasionahsme setelah 


jatuhnya ream Orde Baru. 
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Bab 5 : Kesimpulan, implikasinya, dan keterbatasan kajian. Bab ini berisi 
jawaban terhadap permasalahan penelitian, diskusi teoritis, wacana yang menjadi 
implikasi dari hasil penelitian tersebut bark secara teoritis maupun praktis, dan 


keterbatasan kajtan. 
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BAR2 


DUNIA KIAI SEBAGAI SETTING PENELITIAN 


2.1. Pengantar 

Bab ini akan mendeskripsikan dunia komunitas kiai sebagai sctting penclitian. 
Para kiai sebapai elit dalam Nahdlatui Ulama adalah bagian dari nation-siate Indonesia 
yang lengkap dengan pengalaman kesejarahan bersama tumbuh dan berkembangnya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika Islam masuk ke ranah Nusantara, 
lernyata kawasan ini bukanlah dacrah yang hampa budaya dengan berbapar 
dinamikanya. 

Bab ini juga memaparkan eksistensi Lajnah Bahtsu ai-Masail sebagai foram 
pengkajian yang membahas berbagai persoalan kemanusiaan yang merupakan jendela 
pemikiaran mereka. Lebih lanjut akan dipaparkan sejarah, rujukan, kitah, metode, dan 
bagaimana mereka mengaplikasikannya dalam koteks sosial, ekonomi, dan politik 
sehingga melahirkan rekomendasi (aushivah) kebangsaan yang bisa diuji validitasnya. 

Dengan demikian bab imi berupaya melacak kembali peran-peran kiai dalam 


konteks dialektikanya dengan perkembangan pluralitas bangsa Indonesia. 


2.2. Kiai dan Pesantren 

Pesantren adalah institusi pendidikan" dibawah pimpinan kiai yang dibantu olch 
sejumlah santri senior dan beberapa anggota keluarganya. Pesantren adalah bagian yang 
sangat penting bagi kehidupan kisi. sebah ia adalah tempat kiai mengembangkan dan 
melestarikan ajaran, Wadisi dan pengaruhnya di masyarakat. Menurut Madjid (1997:3), 


| Lihat Abdurrahman Wahid. Lunga Rampai Pesaneren, Jakarta, Dharma Bhakti, 1978: 67) 
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pesantren adalah lembaga pendidikan yang ikut mempengaruhi dan menentukan proses 
pendidikan nasional. Dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna 
keislaman. tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (indigenousi, sebab 
lembaga yang serupa pesaniren ini sudah ada di Nusantara ini sejaka zaman kekuasaan 
Hindu-Budha. Sehingga para kiai linggal meneruskan dan mengislamkan lembaga 
tersebut. Sedangkan tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang 
memiliki kesadaran yang tinggi hahwa ajaran Islam bersifat komprehensip. Selain itu 
produk pesantren dikonstruksi untuk memiliki kemampuan yag linggi untuk mercspon 
tantangan-tantangan dan tuntutan-luntutan hidup dalam konteks ruang dan waktu, dalam 
ranah nasional maupun intemasional. 

Pesantren sebagai sebuah sistem mempunyai empat unsur penlinp yang saling 
terkait. Pertama, adalah kiai sebagai pengasuh, penulik dan pengendali setiap pesantren. 
Kiai adalah unsur yang paling utama dan menentukan dibanding unsur lainnya Ia adalah 
orang yang palinp bertanykung jawab untuk meletakkan sistem yang ada di dalamnya, 
sekaligus menentukan maju dan tidaknya sebuah pesantren, Unsur kedua adalah santri, 
yaitu murid yang belajar pengetahuan keislaman dan kiai. Tanpa santi sorang kisi 
seperti presiden tanpa rakyat. Mereka adalah sumber daya manusia yang tidak saja 
mendukung keberadaan pesantren, tetapi juga menopang intensitas pengaruh kiai dalam 
masyarakat Bahkan, pada zaman dulu santi dan orangtwanya-lah yang banyak 
membantu bangunan pesantren. Sedangkan unsur keriga adalah pondok?. yaitu sebuah 


sistem asrama. termasuk didalamnya masjid. yang disediakan oleh kiai untuk 


? Istilah pondok dan pesantren adalah dua pama yang menunjuk hal yang sama, Nnakanya sering jupa digu- 
nakan istilah pondok pesantren, Kata pondok berasa! dan bahasa Arab "fundug" yany arlinya asrarma atau 
hotel. Sedangkan istilah pesantren, menurut Dhofier11982:18), berasa! dari kata santr yang artinya murid. 
Jadi pesantren adalah termpat santri diniana para santri tinggal. 
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mengakomodasi para santri. Biasanya bangunan pondok adalah cukup sederhana dan 
mempunyai fasilitas yang minim. Sebuah kamar yang berukuran lima mctcr persegi bisa 
diisi sampai dua puluh santri. Namun, saat sekarang terdapat sedikit pondok yang 
bangunannya cukup mewah yang dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Dan 
unsur keempat adalah kitab yang berisi bermacam-macam mata pelajaran yang diajarkan 
kiai kepada santri dan masyarakat. Dengan demikian, pesantren merupakan kompleks 
perumahan yang meliputi rumah kiai dan keluarganya, beberapa bangunan kamar 
(pondok). masjid. ruang belajar, dan sejumlah “kitab kuning” (a-kutub al-shafra 7 
Sebagaimana hasi! penelitian Dhofir (1982). sistem pembelajaran di pesantren 
menggunakan cara tradisional, yaitu bandongan alau sorogan. Bandongan atau sorogan 
adalah jenis pengajaran keagamaan yang dilakukan oleh kiai dan santri senior kepada 
para santi seperti kuliah umum di unversitas, dimana seorang dosen mengajar 
mahasiswa dalam jumlah yang banyak pada semester-semester awal. Dalam sehuah 
pesantren besar seperti Lirboyo Kediri dan Sidogiri Pasuruan santri yang mengikuti 
sorogan bisa mencapai dua ratus sampai lima ratus santri. bahkan kalau dalarn bulan 
paasa bisa mencapai seribu santri, Dalam sistem ini kehadiran santri tidak didasarkan 
baik oleh usia atau tingkat pengetahuan santri, Sistem ini biasanya dilakukan oleh kisi 
dan santri senior secara rutin setiap hari. Dalam model ini seorang kiai atau santri senior 
f(gori'y hanya membacakan kitab-kitab karya ulama terdahulu (salaf) dengan cara 
menterjemahkannya kedalam bahasa daerah dan memberikan penjelasan secukupnya 


tentang isi kitab yang sedang dibaca. 


" Daim konteks inilah Abdurrahman Wahid menggolongkan pesaniren sebagai “sub-kultur” dengan 
beberapa kriteria, antara lain (1) Eksistensi pesantren yang menyimpang dari umumnya kehidupan sehari- 
hari, (2) Berlangsungnya proses pembentukan nilai-nilai tersendiri , lengkap dengan sibot-simboinya, (3) 
Adanya daya tarik keluar, arunya sebagian masyarakat menganggap pesantren sebagai ahernarif ideal 
pas: kehidupan, sena adanya dialektika antara keduanya. 
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Di dalam sebuah pesanyen biasanya terdapat beberapa acara handongan yang 
mengajarkan kitab pada berbagai tingkatan, dari kitab yang rendah ungkatannya sampai 
yang teringgi. Dikarenakan setiap satu kali pertemuan hanya membahas satu bab dalam 
waktu satu jam, maka untuk bisa mengkhatamkan seluruh isi kitab akan memakan waktu 
yang lama. bahkan ada satu kitab yang selesei dibaca tuntas selasa satu atau lima tahun. 

Sistem sorogan ada perbedaan sedikit dengan sistem bandongan. Sistem sorogan 
biasanya dikuti oleh sedikit santri, dan kiat menjelaskan 351 kitab Ichih mendetati. 
Bahkan untuk mempercepat pemahaman sanin seringkali seorang kiai menyuruh santri 
membaca kajian sebelumnya. sebaga semacam pasca tes kepada santri, agar mereka 
kelak mempersiapkan diri menjadi seorang kiai. Sistem soragan ini memang bertujuan 
untuk memberikan latihan khusus kepada santi dan membantu mereka untuk 
mengembangkan dan mendalami pengetahuan atau keahlian tertentu." 

Sementara itu. kerangka acuan yang digunakan para kiai untuk melaksanakan 
cvaluasi tidak menggunakan angka-angka sebagaimana dikenal dalam lembaga 
pendidikan formal yang menganut sistem persekolahan (sekooling). Para kim udak 
pemah menilai kemajuan santi dengan seperangkat nilai hasil hwlajar, melamkan 
evaluasi dari sialem bondongan dan sorogan ini dengan mengadakan lomba baca kitab 
kummg yang diselenggarakan setiap akhy tahun (okhir sarah) sebelum masuk bulan 
Ramadlon. Dalam lomba tersebut akan terpilih secara obyektif beberapa santri pembaca 
kitab yang kompeten dan bisa digolongkan sebagai pembaca (gori') terbaik. Dengan 
pola cveluasi seperti ini. mereka yang merasa belum pandai. tidak akan berani mengikuti 


lomba tersebut, 


' Lihat Abdurrahman Wahid. Bunga Rampar Peseniren. Jakana. Uharma Bhakti, 1978: 73) 
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Pesantren di Indonesia telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Ia telah 
memainkan peran penting, karena merupakan lembaga pendidikan yang sudah tua. 
Sebelum Belanda memperkenalkan sistem modern tentang pembelajaran dan pendidkan, 
peasntren telah melakasanakan dedikasi keilmuan ini jauh sebelum mereka datang di 
Indonesia. Bahkan sampai saat ini pesantren masih mampu bertahan sebagai rnodel 
pendidikan alernatif. meski harus bersaing dengan lembaga pendidikan modem dan 
sekuler. Ilal itu bisa terjadi disebahkan diantara ciri pokok pesantren adalah 
kedekatannya dengan masyarakat. 

Tetapi, keterkaitan erat antara pesantren dengan komunitas lingkungannya, yang 
masih bisa bertahan sampai saat sekarang, pada sisi lain, justru dapat menjadi beban 
bagi pesantren itu sendiri. Terlepas dari perubahan-perubahan sosio-kultural, sosio-politik 
dan keagamaan yang terus berlangsung dalasm masyarakat Indonesia, ternyata harapan 
masyarakat terhadap pesantren tidak berkurang. Bahkan, seiring dengan gelomhang 
santrinisasi yang terus berlangsung di era global saat ri, harapan terhadap pesantren 
semakin meningkat. Peran yang diharapkan (expected role) yang dimainkan pesantren 
semakin banyak. Pesantren diharapkan tidak hanya mampu menjalankan fungsi 
tradis:onalnya, tetapi di hadapan pesantrer muncul peran-peran lain, seperti tempat 
“rehabilitasi sosial”. Dalam konteks terakhir iri banyak keluarga yang anak-anaknya 
mengalami kegoncangan — sosial, pesantren merupakan aiternatif terbaik untuk 
menyelamatkan anak-anak mereka.” 

Dengan demikian, secara sosial, pesantren telah memainkan peran penting dalam 
rangka penyebaran Islam di Indonesia sebagai bagian dari upaya mencerdaskan 


" Lihat Azyumardi Azra, Pesantren, Kontinuiras dan Perubahan, dalam, Nurcholis Madjid, Bilik-Bitik 
Pesanmren, Sebuah Porrer Perjalanan, (jakama, Paramadina, 1997: XXVI) 
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kehidupan bangsa. Ia telah menjadi rncdia formal yang mentransmisikan keyakinan- 
keyakinan. norma-norma dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Bahkan sejarah 
mencatat, buhwa pada jaman penjajahan banyak pesantren yang berubah menjadi 
markas periiayawan untuk mengusir mercka dari kawasan Nusantara. 

Elektititas pesantren untuk menjadi mediator tagen of change) sebenarnya 
terbentuk karena sejak awal keberadaannya pesaniren juga menempaikan diri sebagai 
pusat belajar masayarakat umum (community learning centre), 

Dernikianlah, Jaman telah berubah dan akan terus berubah: peradaban manusia 
pun akan terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah tanpa titik final. Karena itu. 
Jika ingin melihat arah perubahan dan masa depan kehidupan masyarakat Islam terbesar 
di dunia ini, maka bisa dilihat dari bagaimana para kiai membaca dirinya dan bangsanya 
sekaligus, Secara sosiologis, komumias santri memang bukan golongan mayoritas dari 
hampir 220 juta penduduk Indonesia. Namun wacana keagamaan di negeri ini hampir 
mustahil dipisahkan dari kehidupan mercka, beserta dinarnika lembaga pesantren. 
Berbagai persoalan kebangsaan dan bagaimana mencari jalan keluar dari problem- 
problem yang dihadapi bangsa ini, bisa menjadi jelas dcigan melihat kehidupan kaum 


santn dengan dunia pesantrennya," 


2.3. Kiai dan Paham Ahblu al-Sunogh Wa alJama'ah (Aswaja) 
Secara gencrik pengertian Ahtu al-Sunnah Wa al-jama'ah (selanjutnya disebut 


Aswaja atau Sunni) adalah mereka yang selalu mengikuti peritaku (summah) Nahi dan 


aa 


" Lihat Abdul Munic Mulkhan, Pesantren di Tengah Dinamika Bongsa, dalam M. Alfan Hasyim (Ed), 
Menggngas Pesantren Masa Depan, Geliat Suara Santri Untuk Indonesia Baru, (Yogjakarta, Yinas, 
2003: XI-X3I) 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 110 


para sahabatnya (ma ang 'glaihi al-yaum wa ashhabi)! Aswaja adalah golongan 
pengikut yang setia mengikut ajaran-ajaran islam yang dilakukan oleh Nabi dan para 
sahabatnya pada jamannya itu. 

Sedangkan menunut Dhofier (1982: 148), Aswaja dapat diartikan para pengikut 
tradisi Nabi dan kesepakatan ulama (jma' ulama). Dan dengan menyatakan diri sebagai 
pengikut Nabi dan ijma' ulama, para kimi secara eksplisit membedakan dirinya dengan 
kaum modemms Islam, yang berpegang teguh hanya kepada al-Our'an dan at-Iladis dan 
menolak tjima' ulama. 

Sebelum istilah Aswaja dikenal untuk menunjuk pada kelomok. mazhab atau 
kekuatan polilik ada heherapa istitah yang digunakan. Istilah-istilah tersebut member 
identifikasi terbadap aliran dan kelompok yang nantinya dikenal sebagai Aswaja, 
Marshall Hadgson menyebutnya jama' sunmi: sedangkan pakar lain menyebutnya 
embrio aliran sunni (proto sunnism)' Memang istilah yang paling umum digunakan 
adalah Ahf al-Sunnah wa at-Jama'ah dan akhi ol-Sunnah wa al-Jama'ah wa ak-Aisar 
yang digunakan oleh kelompek mazhab Hambali untuk menyebut kelompok dirinya 
yang merasa lebih berpegang teguh pada perilaku Nabi dan menentang kelompok 
rasionalis, filosofis dan sesat (ahl olra'yi, ahl al-kalam dan ahi albid'ah) 

Ai-Asy'ari (260-330 H / 865-935M) dalam bukunya Magalat al-islamivvin wa 
ikhtitaf ai-Mushallin” menyebutnya Abi al-Hadits wa al-Sunnah, Ah! al-Sunmah wa 


Ashhab al-Hadits, Ahl al-Sunnah wa al-Istigamah, Ahl al-Jama'ah dan Aht al-Hag wa 


? Lihat Ahmad Siddig, Khittah Nakdtiyah, (Swabaya, Balai Buku, 1980: 27) 

8 Lihat Marshall Hadyson, The Fenture of Islam, (Chicago, Chicaxi Press, 1971: 276-278) 
1. ihat Ibnu Abi Ya'la, Thahagat al-Hanabilah, (Cairo, Sunnah Muhammadiyah, 1952: 31) 
ML Lihat Al-Asy'ari, Magalar at-Islamiyyin, (Cairo. Al-Nafhah, 1969) 
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al Sunnah bagi dicinya dan pengikutnya yang berpendapat bahwa Allah ilu bukan jisim 
dan tidak serupa dengan apapun dari ciptaan-Nya, 

istilah-istilah yang digunakan diatas. mengandung beberapa gagasan penting yang 
terkait dengan pandangan teologis dan keahsahan pemikiran mereka. Sekaligus mercka 
menganggap aliran Jain yang bertentangan dengan pandangannya sebagai aliran yang 
menyimpang dan sesal. Kata-kata yang digurukan dalam istilah diatas dapat dipahami 
dengan beberapa pengertian. Pertama, kata Sal-sumnah”  memben pengertian bahwa 
secara konsisten mereka tidak hanya mengikuti sunnah Nabi, tetapi juga para sahabat dan 
seterusnya yang dikenal dengan generasi pendahulu (salaf). serta mempresentasikan 
pemahanan Islam yang murm dan jauh dari segala kesesatan (bid'ah). Kedua, kata “al- 
hadits” member pengertian komitmen mereka untuk Ictap berusaha melaksanakan 
ucapan (gaul), perbuatan (11) dan ketetapan (togrir) Nabi sebagai sumber otoritas ajaran 
Islam setelah al-Our an. Keriga, kata “al-hag” , secara eksplisit mengangpap bahwa 
permahanan keagamaan mereka 3tu sebagai satu-satunya kebenaran. Keemput, kata “at: 
istigamah” , menunjukkan konsisisasi mereka untuk terus terikat pada kebenaran itu. dan 
teguh serta siap mempertahankannya Kelima, kata “ahjoma ah” menandakan kesadaran 
historis akan perjalanan sejarah kaum muslimin atas landasan mayoritas fal-sawad al- 
a dhum). Denyan kata lain. mereka akan menjaga kontinuitas sejarah umat Islam dari 
segala bentuk perpecahan dan disinlegrasi. 

Tetapi menurut Dhofier (1982: 149). konsep Aswaja ini bagi para kiai Nahdlatul 
Lilama mempunyai arti yang Jcebih sempil. Secara eksplisit dijelaskan oleh Hisyri 
Mushtata " bahwa Aswaja adalah paharn yang berperang teguh kepada ajaran berikut : 

- Dalam bidang keimanan (Fankid), menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan 


"Lihat Bisyri Musttafa, Kisutah AM al-Summah Ka ak Jama'ah, (Kudus. Menara Kudus. 1967: 191 
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al- Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Matundi. 

- Dalam bidang hukum Islam (Fikih), menganut ajaran-ajaran dan salah satu 
mazhab empat: Hanali, Maliki. Syafi'i dan Hambati. Dan dalam prakteknya 
mereka adalah penganut kuat dan mazhab Syatr'i. 

- Dalam bidang etika (Tuscwuf). menpanut dasar-daxar ajaran Imam Abu Gosim 
al-Jtmaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghuzah. 

Dalam konteks yang sama. Madjid (1997: 32) menyatakan bahwa konsep Aswaja itu 
lebih terasa dalam hal fikih saja. Lebih lanjut da juga menyatakan, di Indonesia sendiri 
yang umum dianut adalah Imam Syafi'i. Pembelaan mereka kepada mazhab itu sejalan 
dengan paham yang mengharuskan ikut pendapat ulama Syafi'iyyah ttaglid) yang 
berposisi menjadi lawan dari paham yang mengharuskan menggali hukum langsung dari 
sumber al-Our an dan Sumah Gjfihad). Sedang yuhad ini diperjuangkan oleh kelompok- 
kelompok reformis di Indonesia. yailu terulama Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persis. 

Karenanya, kalangan kiai-kisi pesantren menamakan dirinya golongan Aswaja 

untuk membedakan dwi dasi mereka itu, dan sering menyebut mereka (kelompok 
reformis) secara tidak langsung sebagai ahli bid uh yanp sesat. 

Adapun mengensi karakteristik paham Aswaja, Siddig (1980: S7) menyebutkan 

ada empat hal, yaitu : 

- Al-tawassuth, yany berarti pertengahan (moderar) dan tidak condong ke kanan 
atau ke kiri (terharruf). 

- Aki 'tidal. yang berarti tepak lurus dan bersikap adil. 

- Al-tawazun. yang berarti keseimbangan, tidak herat sebelah dan tidak kelebihan 


sesuatu Unsur atau kekurangan unsur Jain. 
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- Rahmoian lif'alamin, yaitu berupaya menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh 

alam. 
Pada dasarnya. untuk memahami Aswaja secara utuh, tidak mungkin hanya 
menggunakan pendekatan doktrinal saja, paling udak harus menggunakan tiga 
pendekatan." yaitu : 
Pertama, Pendekatan #isroris, Paham Aswaja ini telah melahirkan konsep dan 
pandangan serta doktrin-doktrin yang secara teoritis bersentuhan dengan perjalanan umat 
Islam sejak zaman Rasul SAW sampai zaman mutakhir. Meskipun akar-akarnya tetap 
terkait erat dengan prinsip akidah “tauhid", dan prinsip-prinsip kemanan yang abadi. 
namun dalam formulasi konseptualnya bisa herbeda. Sebagai contoh sehagai berikut : 
ta) Kasus kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 H/632 M, Kasus ini telah 
metahurkan teori kepemirapinan di kalangan umat Islam. Ada yang meyakini bahwa 
masalah kepemimpinan adalah masalah sosial-politik vang tidak diatur secara 
baku dan tidak diwasiatkan berdasarkan jalur keturunan, tetapi diserahkan atas dasar 
ijuhad dan prinsip kemaslahatan bagi umat Islam sendiri. Pendapat golongan mayo- 
ritas ini juga merupakan doktrin Aswaja yang berbeda dengan Syi'ah yang me- 
yakini bahwa masalah kepemimpinan sudah didelegasikan melalui wasiat dari Nabi 
untuk keturunan beliau, yaitu dari keturunan Fatimah dan Ali bin Abi Thahb. Trolo- 
kepemimpinan umat tersebut berjalan sampai sekarang, dengan implikasi politik 
yang sangat besar. 

(b). Pemberontakan yang berakhir dengan wafatnya Khalifah ke-3 Usman bin Affan, dan 


dilanjutkan peristiwa-peristiwa berikutnya yang bernuansa politik dan sarat dengan 


'? Lihat Muhammad Ihaibah Hasan, AA! okSunnah Wa ak-Joma ah Dalam Persepsi dan Tradisi KU, 
|Jakara, Lantabora, Press. 3003: X-X Vj 
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konspiratif, dan konflik berdarah antar umat Islan, yang membawa korban besar, 
antara lain khalifah ke-4 Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. 
Peristiwa-peristiwa tragis ini memunculkan pertanyaan besar, antara Jain :”Bagaima- 
na hukumnya orang Islam membunuh sesamanya, merampas harta dam kehormatan 
nya ?. Apakah mereka itu hukumnya masih mukmin atau kafir ?.Apakah mereka itu 
kekal di neraka atau tidak ?. 

Kelompok puritin yang radikal, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawari, 
berpendapat bahwa mereka itu telah gugur imannya, dan menjadi kafir sebab dosa- 
dosa besarnya (murtakib al-kabair), dan mereka akan kekal di neraka Pendapat ini 
ditentang oleh Aswaja, yang berpendapat bahwa mereka letap sebagai mukmin, 
tetapi karena rncreka melakukan dosa besar, apabila tidak bertaubat, maka mercka 
menjadi pendurhaka (fesig). Dan nasib mereka nanti di akhirat terserah Allah, apa- 
kah mereka disiksa sebagai balasan dosanya, atau diampuni karena belas kasih Allah. 
Sedangkan kelompok Mu'tazilah, berpendapat bahwa mereka menjadi tidak jelas 
statusnya, tidak lagi mukmin tetapi juga tidak menjadi kafir (fi al-manzilah baina 
a-manzilatain). 

Deskripsi diatas menunjukkan betapa cratnya hubungan kelompok keagamaan 
dan kepentingan politik, dengan segala akibat-akibat teologis dan sikap-sikap 
kulturalnya. Contoh-contoh tersebut bisa diteruskan untuk memahami hakikat ajaran 
yolonyan lain, seperti Jabariyah yang menekankan doktrin bahwa segala apa yang 
dilakukan oleh manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan, dan manusia tidak memiliki 
daya apapun (his actions are subordinate to the compulsian af Gad), Lalu, oleh penguasa 


rezim Bani Umaiyah, paham ini didukung untuk memberikan pembenaran kekuasaan 
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mereka, bahwa semua yang mereka dapatkan, dan mereka lakukan semata-semata 
merupakan kehendak Tuhan, bukan kemauan manusia , suka atau tidak suka. 

Kedua. Pendekatan Kulrurai. Berkembangnya “Ilmu Kalam” sebagai disiplin ilmu 
yang berkonsentrasi pada masalah akidah dengan dali-dalil rasional (uglivah), Odak 
bisa dipisahkan — dari faktor intemal maupun taktor eksienal umat Islam, yatu 
persentuhan antar kultural. Hadirnya ilmu tilsafat. kedokteran. ilmu alam. matematika 
kimia dan laim-lain bagi umat Islam, secara akumulatif tidak saja memperluas cakrawala 
pemikiran umat Islam, tetapi juga menimbulkan banyak perbedaan, Terjadinya perbedaan 
persepsi terhadap masalah-masalah haru udak bisa dihindan, termasuk perbedaan- 
perbedaan persepsi kcagamean. Maka ada diantara umat Istam yang harus bersikap 
konjrontatif, akomodatif. udapatif, dan bahkan ada diantara mereka yang sanpat 
kooperatif Disisi lan, pada abad kedua sampai kewmpat hujriyah. marak juga 
percampuran ras, tradisi dan hudaya dalam masyarakat Islam, yaitu Arab, Parsi. Afnka. 
Romawi dan Eropa, Situasi tersebut tidak dialami oleh komunitas Islam pada zaman para 
sahabat maupun tabi ir. Maka sejak 1tu lahirlah golongan Syi'ah. Mu'tazilah. Khawarij. 
Murji'ah dan lain-lain secara terbuka Masing-masing dari mereka memiliki keyakinan. 
doktrin. argumen rasional maupun terkstual, teori dan metodoloja serta sistem berdebat 
untuk menghadapi dan mengalahkan golongan lain. Kemudian, ditengah-tengah 
pergumulan intelektualitas dan religiusitas tersebut, tampil Imam Abu Hasan aLAsy ari 
dan Imam Abu Mansur al-Maruridi untuk mencgembalikan pada keadaan asli dan murni 
seperli pada zaman Nabi semasa hidupnya, dan keduanya mendeklarasikan kembali 
kepada ajaran yang benar schagaimana pernyataan Nabi sendiri yaitu ajaran Af al- 


Sunnah wa a-Jama ah. 
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Ketiga, Pendekatan Dofarinal. Meskipun pada awalnya Aswaja itu menjadi 
identitas golongan dalam dimensi teologis atau akidah dengan fokus masalah 
fundamental agama (ushul al-din). namun dalam perjalanan selanjutnya merembes ke 
dimensi lain, yaitu hukum (fikih) dan dimensi spintualitas (tasawuf), bahkan dimensi 
budaya, sosial, ckonomi dan politik yang semuanya itu merupakan cabang dan ranting 
saja. Sebagai contoh. bahwa “Seorang mukmin yang melakukan dosa besar itu statusnya 
tetap mukmin”. Jika ia pengikut Sunni, maka secara fikih ja wajib dimandikan, dikafani 
dan disalati serta dikuburkan secara Islam. Karena perkawinan orang tersebut tetap sah, 
maka hak warisnya pun tetap berlaku. Setelah meninggal durua umat Islam dibenarkan 
mendoakannya dan memohonkan ampun kepada Allah. Dan dan dimensi tasawuf umat 
Islam harus berbaik sangka (husnu al-dhon) kepadanya, sesuai dengan ajaran tasawuf. 

Lebih lanjut, jika dilihan dari sisi historis hisa dikatakan bahwa kedatangan paham 
Aswaja di Indonesia bergandengan bahkan bersamaan dengan datangnya islam di 
Indonesia. Dari catatan berbagai teori masuknya Islam di Nusantara, bahwa ajaran 
Aswaja sudah mengalami perkembangan dan pengemasan dalam berbagai aliran. Dan 
kebetulan ajaran yang datang tersebut sudah terkemas dala. mazhab fikih tertentu, yaitu 
Syafi Ivyah. Karenanya, realitas menunjukkan, bahwa kajian yang intensif dan luas 
tentang pemikiran teologis (/lmu Kalam) di kalangan warga Nahdliyin terasa kurang 
sampai saat sekarang, apalagi jika dibandingkan dengan kajian fikih dan tasawuf. Dan, 
ditambah lagi, karena adanya pengaruh yang kuat dari para ahli fikih yang memang 
kuranp simpati terhadap studi teologis. 

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa proses ansmisi paham Aswaja ke 


bumi Indonesia sudah terjadi sejak awal datangnnya Islam. Transmisi paham ini 
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dikembangkan dan dilestarikan oleh kiai-kia: penyebar Islam terutama Walisongo. Di 
pulau Jawa, misalnya, pengaruh Walisongo sangat berpengaruh dalam memantapkan 
eksisitensi Aswaja. Sampailah suatu ketika terjadi proses pelembagaan ajaran Aswaja 
yanp memiliki karakteristik yang khas dan mengalami puncaknya saat berdirinya 
organisasi Nahdlatul Ulama 1926, yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan 
nasionalis. Organisasi imi lahir atas pelopor beberapa kiai yang kharismatis. khususnya 
hadratussyaikh Kil.M, Hasyim Asy'ari. 

Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi keagamaan di Indonesia yang 
secara formal dan nonmatif mendudukkan Aswaja sebagai paham yang dianutnya. 
(Jrganisasi ini bertekad memperjuangkan, mempertahankan dan mengamaikan Islam 
Aswaja dibumi dt Indonesia. Nahdaml Ulama merupakan satu-satunya organisasi 
keagamaan yang dengan sadar mengklaim dirinya sebagai representasi dari paham 
Aswaja yang sebenarnya dan seutuhnya. Tetapi perlu diingat juga, bahwa di luar 
Nahdlatul Ulama ada organisasi keagamaan lain, yang juga mengklaim dirinya sebagai 


pengikut Aswaja ini. 


2.4, Kiai dan Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama merupakan perkumpulan para kiai yang bangkit untuk 
membangkitkan para pengikutnya dan masyarakat Indonesia pada umurnnya. Karenanya. 
kedudukan kiai pesantren dalarn Nahdlatul Ulama adalah sentra), baik sebagai pendiri, 
pemimpin dan pengendali organisasi serta sebagai panutan kaum nahdliyyin. 

Memahami Nahdlatul Ulama sebagai organisasi (jam'ivvah) secara tepat 


belumlah cukup dengan hanya melihat dari sudut formal saja, semenjak ia lahir dan 
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berkembang sampai saat sekarang. Sebab jauh sebelum Nahdlatul Ulama lahir dalam 
bentuk organisasi (jam 'yyah), ia terlebih dahulu mewujud dalam bentuk jama'ah 
(community) yang sudah terikat kuat oleh tradisi sosial keagamaan yang mempunyai 
karakternya sendiri, Lahirnya organisasi Nahdiatul Ulama tidak ubahnya hanya 
mewadahi barang yang sudah ada. Dengan ungkapan lain, wujudnya Nahdlatul Ulama 
sebagai organisasi keagamaan hanyalah sebagai penegasan formal dan mekanisme 
informal para kiai, sebagai pemegang teguh tradisi Fikih, yang sudah ada jauh sebelum 
Nahdlatul UJama dilahirkan. 

Arti penting lahirnya organisasi Nahdlatul Ujama ini tidak lepas dan konteks 
waktu itu, terutama untuk menjaga eksistensi jama'ah tradisional terutama ketika harus 
berhadapan dengan gerakan perabaharuan yang ketika itu telah terlembagakan antara 
lain dalam Muhammadiyah. 

Meskipun tujuan Nahdlarul Ulama adalah mengembangkan ortodoksi yang ada, 
namun pembentukannya terkait crat dengan perkembangan Islam modem di Indoncsia. 
Islam di Indonesia yang diperbadapkan dengan kolomalisme Belanda dalam kurun waktu 
yang panjang juga dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Saudi Arabia pada awal abad 
20. Munculnya “Gerakan Wahab?” mengilhami sebagian umat Isiam Indonesia untuk 
membentuk gerakan serupa. Karena gerakan keagamaan ini tujuannya adalah “pemurnian 
Islam” dan mengajak kembali langsung kepada al-Our'an dan al-IHadis, maka sekaligus 
gerakan tersebut dalam talaran operasional selalu menyerang tradisi para kiai yang sudah 


"8 Lihat A Ghafar Karim. Aferumrjusis NU dan Polrtisasi Islam Indoncsia, (LKIS, Yogjakarta, 1995: 47). 
Lebih Lanjut, Deliar Noet mencoba mengkatagorikan reaksi terhadap upaya pembaharuan Islam menjadi 
dua kelompok, yanu kalangan Islam #radisi dan golongan kebangsaan nasionalis. Untuk reaksi dari kala- 
ngan tadisi menunjuk pada dua unsur, yaitu pertentangan kaum muda (modernmis) dengan kaum tua 
(tradisi) di Minagkabau, dan Nahdtatul Ulama (kafungan tradisi) dengan Muhammadiyah (modernis) 
di jawa. Lebih jauh, lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 3900-1942, (Jakarta 
LP3ES, 1995 1233-2427). 
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ada, yaitu pola beragama bermazhab (tagiid) terhadap para ulama terdahulu yang 
diyakini lebih kredibe! pengetahuan dan pengamalannya 

Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, dan tampak sangat concern dengan 
pemikiran kaum Wahabi. Mereka menganggap tradisi para kiai telah dipenuhi oleh hal- 
hal seperii tokhyul dan bid'ah yang menyebabkan terjadinya staswnasi pada umat Islam. 
Karenanya organisasi modern ini selalu mendorong pola beragama dengan penalaran 
independen tijtihad) sebagai langkah dalam mengembangkan pernikiran Islam, 

Karena itu, semangat untuk merdeka dari penjajahan Belanda pada waktu itu, dan 
sebagai respon atas perakan “modernisasi” agama yang mengancam kelestarian wadisi 
Ahl al-Sunnah Wa ol-lama ah: kedua hal itulah yang melatar belakangi berdirinya 
Nahdlatul Ulama. Disisi lain berdirinya Nahdlatul Ulama dapat dikatakan sebaga? ujung 
perjalanan dari perkembangan gagasan-gagasan yang muncul di kalangan kiai 
seperempat pertama ahad ke-20. Kelahiran Nahdlatul Ulama dawalhi dengan berdirinya 
kelompok “kebangkitan para pedagang” (Nahdiatut Tujjar) tahun 1918. yang muncul 
sebagai lambang gerakan ckonomi pedesaan, disusul dengan berdirinya “kelompok 
diskusi” (Tashwirul Afkar) tahun 1922, sebagai gerakan keilmuwan dan kebudayaan, dan 
munculnya perkumpulan “kebangkitan rasa kebangsaan" (Nahdiatu! Wathon) yang 
merupakan gerakan politik lewat pendidikan. Karenanya bangunan Nahdlatul Ujama 
tidak bisa dipisahkan dari tiga aspek pokok, yaitu wawasan ekonami kerakyatan, 
wawasan keilmuwan, sosial-budaya, dan wawasan kebangsaan. 

Dengan demikian, Nahdiaul Ulana adalah organisasi keagamaan dan 
kernasyarakatan yang tidak bisa dipisahkan dani kiai dan tradisi pesantren. Perkembangan 


Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya menunjukkan betapa besar peranan para kiai 
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pimpinan pesantren di dalamnya Dan menurut hasil penelitian Bruinessen, bahwa 
Nahdlatul Ulama memang didirikan tahun 1926 oleh sejumlah kiai pesantren tradisional 
dan pura usahawan Jawa Tunur." 

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan. keislaman dan kemasyarakatan 
Gam Wah diniyyah, slamivyah dan ijtima 'iyyah) yang didirikan pada tanggal 16 Rajah 
1344 HL. yang bericpatan dengan tanggal 26 Januari 1926 M. Organisasi ini dirintis para 
kiai yang berpaham AH al-Sunah Wa al-Jama 'ah, sebagai wadah usaha mempersatukan 
din dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara. melestarikan. memperjuangkan. 
mempertahankan dan mengamalkan ajaran Islam menurut salah satu mazhab empat 
(Hanafi. Maliki, Syafi'i, Hambali), serta berkhidrnat kepada bangsa, negara dan umat 
Istami." 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pada hakikatnya Nahdlatul Ulama 
memang merupakan manifestasi modem dari kehidupan keagamaan, sosial dan budaya 
dari para kiai pesantren tradisional. Dengan demikian, pesantren, Nahdlatul Ulama dan 
para kiai sebagai senter kelasnya selalu saling mengkatkan diri dalam membentuk 
bangunan masyarakat. Kekompakas hubungan itu nampaknya akan tetap merupakan 
instilusi yang mempunyai peranar. kuat dalam perkembangan dan masyarakat Indonesia 
pada umumnya. 

Menurut Siddig (1987: 27). terdapat dua keputusan penting ketika pertama kali 
organisasi ini didirikan di Surabaya. Pertama, berupaya mempertahankan tradisi 


IU Lihat Marlin Van Bruinessen NU, #radisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacane Baru (Yogjakarta, 
LKIS, 1194: 17) 

PS Lihat PBNU, Hasil ari! Muktamar XYohdiatul Utama ke-2Y Jakarta, Lajnah Ta'lif va 2l-Nasyr, 1390: 
1535. Greanisasi ini mendapatkan pengakuan sebarai badan hukum dari Gubernur jendral Nederlansch- 
Indre pada tanggal & Pebruan 1434. dengan nomar 3x. Lahat Solichin Salam, KHAL Hasyim Asyuri, 
(Jakarta, uya Muru, 1963: 661 
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keagamaan yang bersumber dari ajaran-ajaran para irnam mazhab yang dianut oleh para 
kiai. Dan kedua, membentuk organisasi (jam 'iyyah) untuk wadah persatuan para kiai 
dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya cita-cita kejayaan Isiam dan kaum 
muslimin ('izzul islam wa al-muslimin). 

Melihat titik awal dari proses kelahiran Nahdiatul Ulama, nampak dengan jelas 
bahwa organisasi kiai ini lahir dari tekad para kiai untuk memberikan jawaban kepada 
berbagai problem yang muncul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat keagamaan, 
pendidikan, sosial, ekonomi dan politik yang berskala nasional maupun antar bangsa, 

Selanjunya, nama Nahdlatul Ulama (kebangkitan para kiai), yang biasanya 
disingkat N.U. tidak hanya secara kebetulan dipilih untuk organisasi ini. Dipilihnya nama 
ini, dan bukannnya “kebangkitan kaum muslimin”  (Nahdiatul Muslimin) atau 
“kebangkitan Umat" (Nahdlatul Ummah), umpamanya, membuktikan betapa penting dan 
khasnya kedudukan para kiai dalam perkumpulan ini. Sekurang-kurangnya terdapat dua 
hal yang menyebabkan para kiai memperoleh posisi yang dernikian dominan dalam 
Nahdlatul Ulama. Pertama. sebagai organisasi keagamaan organisasi ini harus memilih 
kzXualan sentralnya pada tokah-tokoh yang paling hisa dipertanggungjawabkan secara 
personal, morai dan ilmu keagamannya, Kiai yang dalam hadis Nabi disebut sebagai 
"pewaris para nabi” tentulah yang paling mendekati tuntutan itu. Kedua, seorang kiai 
yang paling kecil levelnyapun selalu memiliki kewibawaan dan pengaruh atas para santri 
dan komunitas pengikutnya. Para kiai juga mempunyai jalur kewibawaan langsung 
dengan rmasyarakal sekelihngnya dan bahkan dapat menembus batas-batas kelompok. 


organisasi, kedaerahan atau mungkin lehih luas lagi. 
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Kewibawaan dan pengaruh kiai yang sudah membudaya itulah di dalam Nahdlatul 
Ulama dikongkritkan secara formal organisatoris pada struktur kepemimpinan atau 
kepengurusan “lembaga syuriyah”, mulai dari tingkat pengurus besar sampai ke ranting- 
ranting. Demikian penting kedudukan kiai dan peranannya di dalam organisasi tni, 
sehingga warga Nahdlatul Ulama, betapapun besar prestasi dan prestisenya di bidang 
lain. haruslah bersedia memposisikan diri di bawah bimbingan ulama. 

Majlis syuriyah (dewan leyislatif yang terdiri dari para kiat) adalah suatu lemhaga 
dalam siruktur Nahdlatul Ulama yang mengemban posisi kunci. la adalah lembaga 
Krtinggi yang mengemban kewenangan untuk membina, membimbing. mengarahkan dan 
mengawasi seluruh aktifitas organisasi. 

Selanjutnya, dibawah lembaga syuriyah adalah lembaga pelaksana (tanfidziyah). 
Sesuai dengan namanya, tanfidziyah dimaksudkan untuk berfungsi sebagai ekskutif yang 
melayani dan melaksanakan petunjuk serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh syuriyah. 
Tantidziyah tidak mempunyai hak untuk menolak keputusan yang telah diambil syunyah. 
Tata kerja demikian ini. nampaknya berpangkai pada tradisi pesantren yang sangat 
menekankan sikap tunduk dan khidrnat kepada kiai. 

Untk memperkuat realitas ini, pasa? empat puluh enam Anggaran Kumah Tangga 
(ART) Nahdlatul Ulama menyebutkan sebagai berikut : 

Pengurus Syuriyah selaku pimpinan teringgi yang berfungsi sebagai pembina, 
pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama menipunyai tugas : 
|. Menentukan arah kebijaksanaan Nahdlatul Ulama dalam melakukan usaha dan tinda- 

kan untuk mencapai tujuan Nahdlatul Ulama. 


2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memaharni, mengamalkan 
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ajaran islam menurui paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah, baik di bidang akidah, 
syari'ah, maupun akhlak / tasawuf. 

3. Mengendalikan. mengawasi dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat 
Nahdlatul Ularna agar pelaksanaan program-program organisasi berjalan di atas keten- 
luan jarn 'iyyah dalam agama Islam. 

4, Membimbing, mengarahkan dan mengawasi Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah 
yang langsung berada dibawah syuriyah, 

S. Jika keputusan suatu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama dirulai bertentangan 
dengan ajaran Islam menurut paham Ahtu al-Sunnah wa ol-Jama 'ah, maka pengurus 
syunyah berdasarkan keputusan rapat dapat membatalkan keputusan atau langkah 
perangkat tersebut. 

Sedangkan pasal empat puluh tujuh dan Anggaran Rumah Tangga (ART) diatas 
menjelaskan kewajiban dan tugas-tugas lembaga tanfidziyah sebapai berikut : 

). Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana tugas sehari-han mempunyai kewajiban me- 
mimpin jalannya organisasi sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 
Pengurus Syuriyah. 

2. Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana harian mempunyai tugas : 

a. Memimpin jalannya organisasi sehari-hari sesuai dengan kebijakan yang ditentukan 
oleh Pengurus Syuriyah. 

b. Melaksanakan program jam'iyyah Nahdlatul Ulama. 

c. Membina dan mengawasi kegiatan semua perangkat jam'iyyah yang berada di- 
bawahnya. 


d. Meyampaikan laporan secara periodik kepada Pengurus Syuriyah tentang pelaksa- 


. 
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an tugas. 

3. Dalam menggerakkan dan mengelola program, Pengurus Besar Tanfidziyah berwe- 
nang membentuk team-team tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan. 

4. Ketua Umum Pengurus Besar, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Cabang. 
Ketua Pengurus Majlis Wakil Cahang (MWC), dan Ketua Ranting karena jabatan- 
nya dapat menghadiri rapat-rapat Pengurus Syuriyah sesuai dengan tingkatannya. 

5. Pembagian tugas di antara anggota Pengurus Tanfidziyah diatur dalam Peratutan Tata- 
Kerja." 

Dalam kerangka analisis yang sama, Irsyan menyimpulkan bahwa terdapat tiga 
elemen yang menjadi pilar kekuatan Nahdlatul Ulama, yaito para kiai yang tergabung 
dalam Syurnyah dan Tanfidziyah, serta para kiai pesantren dengan masyarakat 
pengikutnya." 

Selanjutnya, eratnya hubungan antara kiai, Nahdlatul Ulama dan pesantren 
terscbut bisa dilihat dengan masuknya Ikatan Pcrkumpuian Pesantren-Pesantren Islam 
yang biasa disingkat R.M.I. (Rabithah al-Ma'ahid al-Islamiyyah), kedalam salah satu 
jembaga dalam isahdlatut Ulama. R.M.I, ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul 
Ulama di bidarg pengembangan pondok pesantren. Sedangkan yang dimaksud lembaga 
adalah perangkat depariemen organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan 
Nahdlatu! Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. 

Dalam perespektif yang lebih luas, Nahdlatul Ulama menyadan bahwa 
pendukungnya sangat beragam. Di satu pihak ada kelompok kiai, intelektual, birokrat, 


politisi. profesional, seniman dan budayawan, yang hisa dikatagorikan ke dalam 


"5 Lihat PBNU, Hasil Muktamar ke 29 Nahdiatul Ulama, (Jakarta, Lajnah Ta' if wa ai-nasyr, 1996: 121- 
122) 


7 Lihat Mahrus Irsyam, Ujama dan Partai Politik, (Jakarta, Yayasan Perkhidmatan, 1984: 83) 
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kelompok masyarakat yang elite. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sering 
menjadi panutan bagi masyarakat baik di desa maupun di perkotaan. Kelompok inilah 
yang banyak memegang tampuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan. 
Tetapi, di pihak lain, pendukung Nahdlatul Ulama juga terdiri dari petani, buruh, 
nelayan, pengusaha kecil, yang biasanya dikatagorikan sebagai kelompok masyarakat 
akar rumput fike grass-rovts level): dan sebagian besar berada di daerah pedesaan. yang 
merupakan pendukung terbesar dari organisasi ini. Mereka adalah kelompok yang paling 
dominan sebagai basis masa di Nahdlatul Ulama. 
Dari latar belakang tersebut, kemudian disusunlah program-program dasar untuk 
menunjang pelaksanaan misi pokok organisasi, yaitu :" 
1, Pemberdayaan Organisasi tinstitutional building) 
2. Prograrn pemberdayaan sumber-daya dakwah 
3. Program pengembangan pemikiran keagamaan 
4. Program pemberdayaan sumber-daya sosial-ekonomi rakyat 
5. Program pemberdayaan hukum 
9. Program pemberdayaan sumber-daya sosial-politik untuk rakyat 
7. Program pemberdayaan sumber-daya sosial-budaya dan pendidikan 
8. Progran pengembangan jaringan lokal. nasional dan internasional 
9. Pelayanan sosial 


10. Mobilisasi dana"? 


1 Lihat PBNU, Hasil-Rasi! Muktamar ke-30 Nahdatul Utama, Jakarta, Setjcn PBNU, 2000: 43) 

Y Pada dasarnya ada empat hal yang dituju oleh program diatas. Pertama, mengupayakan adar ada sistem 
hukum yang adil dan menjamin rakyat memperoleh hak-haknya Dalam hal ini, NU akan melakukan 
advokasi, mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan terhadap perundang-undangan yang tidak 
adil. Kedua, mengupayakan agar rakyat mengetahui dan berani menuntwt haknya, jika memperoleh 
perlakuan yang tidak adil. Dalam hal ini, NU akan mengembangkan pendidikan politik kepada rakyat, ikut 
mendampingi rakyat dalam menuntut hak, baik di pengadilan maupun di luar, melakukan kampanye 
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2.5. Kiai dan Dinamika Bangsa : Dari Masa Penjajahan sampai Orde Baru 

Menurut penelitian Ziemek, bahwa para pejuang kemerdekaan yang melawan 
kaum penjajah adalah para kiai, yang merasa mendapat ilham dan terpanggil 
memprakarsai dan memimpin perlawanan." 

Tidak berbeda dengan Ziemek, Bruinessen juga menyatakan bahwa menurut 
penyelidikan yang lebih seksama, menunjukkan bahwa tidak scdikit pemimpin 
perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai dan haji. Lebih lanjut, ia 
mengungkapkan bahwa pada tahun 1903, Kiai Kasan Mukmin dari Sidoayo 
memaklumkan diri sebagai “penyelamat” (Mahdi) dan memberitahu para pengikutnya 
bahwa ia mendapat tugas untuk mendirikan sebuah kerajaan baru di jawa. ta mengajari 
pengikutnya ilmu kedigjayaan dan meminta mereka untuk berjihad melawan pemerintah 
Belanda. Namun, sejak pertama kali mereka bergerak langsung dihabisi oleh pasukan 
pemerintah Belanda termasuk menewaskan Kiai Kasan Mukmin.” 

KH. Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa pada tahun 1935, Nahdlatul Ulama 
mendesak MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai 
Politik Indonesia) memugkatkan tuntutan “Indonesia Berpariemen"” kepada pemerintah 
Hindia-Belanda dan Pemerintah Belanda di Den Haag. Namur pada waktu itu tuntutan 
tersebut ditolak oleh Belanda.” 

Sebagaimana diketahui, MIAJ adalah sebuah badan gabungan federasi dari semua 
partai politik dan argarusasi Istam seluruh Indonesia. MIAT telah bekerja sama dengan 
terhadap pihak lain agar terlibat dalam proses itu. Keriga, mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan 
dengan pembangunan kanorni dan pendidikan rakyat, melalui lembaga-lembaga dan badan-badan Otonom 
di lingkungan NU. Dan, keempat. NU akan memperbaiki sistem organisasi dan pengelolaan dana secara 
lebih profesional. 

2 | ihat Manfred Zicmck, Pesoneren dalam Perubahan, Jakarta, P3M, 1986:58) 


?! Lihat Marniin Van Bruinesscn, Tarekat Nagsyabandiyah di Indonesia, (Bandung, Mizan, 1992: 27) 
3 Lihat Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-Orang dari Pesantren, (Bandung, al-Maarif, 1977: 142) 
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GAPPI sebagai gabungan dari partai-partai politik non-Islam dalam aksi menuntut 
Indonesia berparlemen. Kedua komunitas diatas membentuk KORINIX) (Konggres 
Rakyat Indonesai) . menuntut pemerintah Belanda di Den Haag agar rakyat Indonesia 
diben hak untuk memenntah sendin dengan suatu Wadan Perwakilan Rakyat vanp 
bemuma “Parlemen Indonesia, 

Tidak berbeda dengan fakta diatas. para kiai telah melancarkan perlawanan 
terhadap Ordonasi | aji yang ditetapkan oleh Belanda, dikarenakan memberatkan jamaah 
haji yang bermukim di Mekah. Dengan aturan tersebut, mereka harus membayar pajak 
haji. Maka para kia: Nahdlatul Ulama yang sedang bermuktamar tahun 1938 di Menes 
Cirebon Jawa Barat memutuskan hahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut 
dan membebaskan jamaah haji dari keharusan membayar pajak. 

Adanya keputusan tersebut menunjukkan bahwa Belanda tidak menyukai para 
jarnaah haji. Hal itu dikarenakan adanya fakta bahwa umuranya para jamaah haji setelah 
pulang dari Mekah menjadi kiai dan tokoh masyarakat untuk berjuang deni kemerdekaan 
Indonesia. 

Dalam konteks yang sama, Belanda selalu menyebarkan opini melalui (urganye 
(orang belanda yang sudah masuk Islam dan lama bermukim dj Mekah) agar 
mengharcurkan mitos yang menyatakan bahwa ziarah haji ke Mekah adalah bukannya 
utnuk menjadi haji yang penuh damai, namun terdapat unsur anti Belanda yang penuh 
semangat pembrontakan.” 

Dalam sektor pendidikan dimasa penjajahan KH. Ahmad Dahlan - yang 


kemudian menjadi pendiri Muhammadiyah - telah mendidik bangsa dalam mengelota 


—.— .- .- ..—... — — 


“3 


, Lihat PWNU Jawa Timur, Peranan Ulama dalam Kemerdekaan, (Surabaya, PWNU Jatim.1995: 28) 
2 Lihat Harry J, Benda, Raden Sehir den Matahari Terbir, 4 Jakarta, Pustaka Jaya, 1980: 42) 
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pendidikan formal, agar mereka menyadari akan hak-haknya sebagai bangsa yang 
merdeka." 

Menurut Zuhri (1997: 169). sekitar bulan April-Mei 1942 terjadilah suatu 
peristiwa yang sangat menggemparkan seluruh dunia pesantren. KH, Hasyim Asy'ari, 
pemimpin pesantren Tebuireng Jombang dan pemimpin tertinggi f(rais akbar) Nahdtatul 
Ulama ditangkap Jepang. Beliau dimasukkan kedalam penjara Jombang, lalu dipindah ke 
Mojokerto dan akhirnya di penjara Koblen Surabaya. Beberapa kiai dan santri meminta 
Jepang agar mereka juga dipenjarakan bersama-sama beliau sebagai tanda khidmat 
kepada guru dan pemimpin mereka yang telah berumur 70 tahun. 

Sejarah mencatat, bahwa Jepang mewajibkan kepada semua rakyat Indonesia 
bahkan juga kepada para santri pesantren untuk saikere, yaitu membungkukkan badan 
sembilan puluh derajat menghadap kearah Tokyo untuk menghormat Tenno Hsika. raja 
Jepang. KH. Hasyim Asy'ari mengharamkan tindakan tersebut dan fatwa itu disampaikan 
kepada Saikoo Sikikan, panglima besar tentara Jepang di Jakarta, 

Beliau dipenjarakan Jepang selama 7 bulan dan baru dibebaskan setelah adanya 
upaya terus muncrus dari para kiai yang dipirapm oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah dan 
KH. Abdul Wachid Jlasyim, yang tidak ada henti-hentinya mengadakan dialog dengan 
Saikoo Sikikan di Jakarta. 

Demikian pula, perlawanan fisik secara terbuka yang dilakukan oleh para kiai di 
jaman Jepang, seperti yang pernah dilakukan oleh KH, Zainal Mustafa pada tanggal 18 
Pebruari 1944, Dalam hal ini. Benda menyatakan. bahwa ketidakpuasan dikalangan 
pelani telah berlangsung beberana bulan, dikarenakan Jepang meminta beras petani 


an. 


"3 Lihat Ahmad Mansur Survancgara. Menemukan Sejuruh, (Bandung, Mizan, 1996: 250) 
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dengan cara paksa. Maka tampilah KH. Zainal Mustafa untuk memimpin perlawanan 


dengan mengangkat senjata melawan bala tentara Matahari Terbit (Benda, 1980: 195). 


Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan para kiai telah mengeluarkan fatwa 


“perang Suci" (Resotusi Jihad) melawan Inggns dan Relanda. Fatwa tersebutlah yang 


mendorong rakyat Surabaya dan Jawa Timur umumnya unluk akut dalam perang 


sepuluh Nopember 1945. Dan isi keputusan tersebut sebagai benkut : 


Disertasi 


Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 
wajib dipertahankan. 

Republik Indonesia scbayai satu-satunya pemerintahan yang sah. wajib dibela dan di- 
selarnatkan, meskipun meminta pengorhanan harta dan jiwa. 

Musuh-musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang datang lapi membonceng 

tugas-tugas tentara Sekutu (Amerika-Inpens). Dalam hal tawanan perang bangsa 

Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali 
menjajah Indonesia. 

Umat Islam terutama warga Nahdiatul Ulama, wajih mengangkat senjata melawan 
Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah indonesia. 

Kewajiban tersebut adalah “jihad” yang menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam 
(fardiu 'ain) vang berada dalam jarak radius sembilan puluh empat kilometer (yakni 
jarak jarak dimana umat Islam boleh sembahyang jama ' dan gosor). Adapun bagi me- 
reka yang berada diluar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya 
yang berada daftam jarak sembilan puluh empat kilometer tersebut «PWNU Jaum. 


1995: 59-61). 
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Dalam hal ini, Bruinessen (1992: 60) menyatakan bahwa tidak dapat diingkari, 
perang suci (Resolusi Jihad) ini berdampak besar untu mengobarkan semangat Sepuluh 
Nopember 1945. Dan sisi yang menarik menurut Bruinessen bahwa Resolusi Jihad ini 
tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya dari para sejarawan. 

Dalam hal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia para kiai telah 
membentuk barisan tentara yang terkenal dengan sebutan “Temtara Allah" Ulisbullah) 
dan “Jalan Allah” (Sabilillah). Lasykas Hisbullah dan Lasykar Satalillah ini didirikan 
menjelang akhir pemerintahan Jepang dengan latihan di Cibarusak, yaitu sebuah desa 
dekat Karawang kabupaten Bekasi Jawa Barat, Latihan-latthan tu menghasilkan 
sejumlah tokoh yang dibelakang hari menjadi pemimpin-pemimpin tentara kita Lasykar 
Hisbullah dibawah komando spiritual KH. Hasyim Asy'ari dan secara militer dipimpin 
oleh KH. Zamul Arifin: sedangkan lasykar Sabilillah dipimpin oleh KH. Masykur 
(PWNU Jatim, 1995: 67), 

Peranan kisi dalam perang kemerdekaan tidak banya melibatkan diri dalam 
lasykar Hisbullah-Sabilillah saja, namun ternyata banyak diantara mereka yang yang 
menjadi anggota tentara PETA (Pembela Tanah Air). Sebagaimana diketahui bahwa 
sebagian besar tentara kita TNI berasal dari tentara PETA. Dan menurut peneitian Agus 
Sunyoto. bahwa dari enam puluh batalyon tentara PETA, hampir separuhnya 
komandannya adalah para kiai (PWNU Jatim, 1995: 181). 

Tidak bisa dipungkiri bahwa peranan para kisi dalam masa perjuangan nasional 
sangat besar dalarn menghantarkan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Aset 
dari para kiai tersehut pantas ditulis dengan tintacmas. Karenanya, dalam catatan sejarah 


terdapat beberapa kiai yang menjadi pahiawan Nasional, diantaranya adalah KH. Zainul 
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Pengawas Keuangan Negara adalah "Waliy al-amr al-dhorury bi al-Syaukah"”, Kedua, 
bahwa terhadap godi-godi nikah yang dipilih oleh ah! al-hal! wa al- 'agd, seperti halnya 
yang telah berlaku di Sumatra Barat, maka Kepala-Kepala Kantor Agama kabupaten 
dapat mengesahkan kedudukan para godi tersebut selaku pctupas Nikah, Talak dan Rujuk 
(NTR) dan sekaligus melakukan tugas wali hakim,” 

Dalam muktamar yang ke-27 di Situbondo tahun 1984. Nahdlatul Ulama 
menyatakan kembali kepada khittah 1926, artinya organisasi ini tidak lagi menjadi partai 
polik melamkan kembali ke jati dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan jam 'iyyah 
jjtima 'iyyah). 

Dari sudut kemasyarakatan, Nahdlatul tilama melakukan peran transfommatif, 
yaitu mempersiapkan warganya memasuki era indusinalisasi tanpa kehilangan sendi- 
sendi keagamaannya serta jati dirinya, dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, Dari sudut kebangsaan, Nahdlatul Ulama melakukan kerja sama yang sebaik- 
baiknya dengan semua elemen bangsa dan masyarakat, baik yang ada pada tataran supra- 
struktur maupun infra-struktur. Dari sudut kenegaraan, Nahdlatul Ulama melakukan 
upaya-upaya agar Ncgara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan 
kedaulatan hukum sepenuhnya yang menjamin kebebasan berpendapat dan berbicura, 


serta memperlakukan warganya secara sama didepan hukum (Amin, 1996: 118-119). 


2.6. Kiai, Pancasila dan Asus Tunggal 
Sebuah ncpara bangsa (notion-statey akan berdin kokoh jika memiliki landasan 


yang kuat. yaitu ideologi yang merupakan pemersatu, perekat dan pengikat persatuan dan 


€ Lihat M. Masyhur Amia,NU dam btehad Polerk Kenegaraannya, (Yopjakarta, al-Amin Press, 1906: 102) 
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kesatuan bangsa dan negara. Para pendiri negara Republik Indonesia telah berhasil 
meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila. 

Pancasila dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) yang mempunyai enam puluh orang anggota. Namun, hanya 
sembilan orang dari mereka yang dijadikan Panitia Kecil untuk merumuskan Pancasila 
sebagai perwujudan dari tujuan dar maksud didirikannya Indonesia merdeka. Kesembilan 
orang tersebut adalah : Soekamo, Mohammad Ilatta, Mohammad Yamin, Ahmad 
Soebardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wachid Hasyim, Agus Salim dan 
Abikusno Tjokro Sujoso.” 

Dalam Panitia Sembilan tersebut. paling tidak ada uga kiai yang mempunyai andil 
besar dalam meayusun Pancasila Makanya, tidak mengherankan jika terdapat delapan 
kosa-kata dari khazanah Islam yang masuk dalam Pancasila, yaitu : “adil, beradah, 
kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, perwakilan, dan terulangnya kosa-kata “ adil dan 
rakyat” dalam sila ke lima. 

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali menyambut dengan gembira Proktamasi 
Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Dan sebagaimana diketahui, 
BPUPKI telah menyiapkan Dasar Negara yaitu Pancasila. Menurut rumusan awal , sila 
pertama adalah :”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- 
pemeluknya”. Rumusan itu ditolak oleh golongan minoritas non-muslirs, dan akhirnya 
wakil-wakil kclompok Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari 
Pancasila dan batang tubuh pembukaan UUD 1945. Tetapi sila pertarna mendapat 
tambahan kata kunci. sehingga menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 


- Lihar Supartono Widyosiswoyo, Sejarah, (Klaten, Inran, 1979: 187) 
“ Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakana, LPJES, 1985: t09) 
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Sebagaimana diketahui, — bahwa sidang-sidang BPUPKI telah mencapai 
kesepakatan rumusan UUD. Piagam Jakarta disepakati scbagai pembukaan UUD dan 
juga beberapa pasal U1D disesuaikan dengan rumusan Piagam tersebut. Ketika saatnya 
untuk disahkan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai 
pengganti BPUPKI, muncul persoalan baru, bahwa golongan minoritas non-muslim dan 
Indonesia bagian timur tetap tidak sciuju. Mereka menwutus seorang perwira Angkatan 
Laut Jepang, menghadap Bung Itata untuk menyampakan pendiman terebut. Hatta 
menepaskan bahwa ada empat orang yang hadir dalam periernuannya dengannya waktu 
pagi hari. pada tanegal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI . Murcka adalah Abdul 
Wachid Hasyim, Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Mohammad Ilasan. Wachid 
Hasyim sendirian untuk mewakili golongan Islam di Panitia Sembilan (sedang tiga orang 
lannya bukan angpota Pamitia Sembilan), berpendwian jika pertaruhannya dengan 
Piagam Jakarta akan mengancam keutuhan wilayah Indonesia, maka ia bisa mencima 
kesepakatan baru tersebui,?" 

Dengan melacak fakta sejarah diatas, tampaknya hubungan para kiai dengan 
Pancasila sangat erat sejak awal kemerdekaan, walaupun sering terjadi ketegangan antara 
umat Islam dan pemerintah, Dalam hal ini, harus diakui bahwa di masa lalu pernah ala 
kesalahpahaman (mutual misunderstanding) antara Islam sebagai agama dan Pancasila 
sebagai ideologi negara Kesalahpahaman itu barangkali terletak lehih pada berbagai 
kepentingan politik, dan pada dalam substansinya. Sebenarnya tidak perlu terjadi salah 
paham dalam hal yang menyangkut substansi. karena memang substansi keduanya 


memang berbeda. Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Permainan 


3 Lihat M. Ali Haidar. Nahdtatut Ulamu dan Islam di Indonesia, Jakarta. Gramedia, 1994: 291) 
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politiklah yang mengeksploitasi perbedaan tersebut supaya meruncing.” Dalam konteks 
ini Kuntowijoyo (1997: 87) menambahkan bahwa kesalahannya pasti tidak terletak pada 
ajaran yang murni dari kedua belah pihak, tetapi dalam ranah praktik. Para kiai merasa 
khawatir jika P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) aka menjadi 
semacam agama baru, apalagi terbukti diberinya legilimasi kepada kelomok Aliran 
Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam GBIIN (Garis-Garis Besar Haluan 
Nepara) 1978. yang juga merupakan ancaman bagi agama-agama yang sudah diakui 
pemerintah, 
Lebih jauh, kesalahpahaman tersebut bisa dilacak pada sebelum Sidang Umum 
Majlis Permusyawaratan rakyat (MPR) tahun 1973. Sebagaimana dikctahui fungsi ulama 
Sidang Umum MPR adalah memilih Presiden dan Wakilnya serta menetapkan GBHN. 
Sebelum Sidang Umum MPR dilangsungkan. sebuah Komite Pekerja yang dipimpin oleh 
Daryatmo menyusun draf rencana GDIIN. Dalam draf tersebut terdapat beberapa 
persoalan yang mengakibatkan pemimpin Islam, khususnya para kiai menentanynya, 
sebab didalamryk tercantum hal-hal sebagai berikut : 
a. Mengganti pelajaran agama dengan Pendidikan Mural Pancasila (PMP) dalam semua 
tingkatan sekolah. 
b. Anggaran Belanja Negara 1973/1974 untuk urusan-urusan keagamaan diturunkan 
dari Rp, 1.226.00090.000,- menjadi Rp. 800.000.000.-. 
c. Persoalan masuknya Aliran Kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari “agama 
resmi" yang kedudukannya setingkat dengan agama lainnya : Islam, Kristen, Katolik, 


Hindu dan Budha"! 


. 


Lihat Kuntowijoyo, Identitas Poliak Umat Islam, (Bandung, Mwan, 1997: 79) 
M. Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia, Respon Cendekiawan Muslim, Uakarta, LSI, 1987: 186) 


- 
- 
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Respon yang sama dilakukan oleh kalangan Islam, ketika perernntah 
menyodorkan konsep Asas Tunggal bagi ORSOSPOL (organisasi sosial-politik) dan 
selanjutnya berlaku juga untuk semua ORMAS (organisasi kemasyarakatan) yang ada 
di Indonesia Gagasan Asas Tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto 
dalam pidato kenegaraan di depan Sidang Pleno DPR tanggal 16 Agustus 1982 “ ... 
jumlah dan struktur Partai Politik yang ditegaskan dalam Undang-Undang tentang 
Partm Politik dan Golongan Karya kiranya sudah memadai, terbukti dari dua kaki 
pemilihan umum yang diikuti keliga kontestan. Yang perlu dibulatkan dan ditegaskan 
adalah asas yang dianut oleh setiap Paria Politik dan Golongan Karya. Semua kekuatan 
sosial-politik, terutama Partai Politik yang masih menggunakan asas lain selain Pancasila, 
seharusnyalah menegaskan bahwa satu-satunya asas yang digunakan adalah Pancasila” 

Penerapan Asas Tunggal ini dilandasi oleh trauma masa lalu, terutama jatuh 
bangunnya kabinet dalam sistem demokrasi parlementer akibat konflik ideologis. Lehih 
jauh Presiden Soeharto mengatakan : “.... agar kita tidak selalu dihinggapi kerawanan- 
kerawanan yang menghantui timbulnya perpecahan dan kekacauan dengan kekerasan 
karena ulah kita sendin”. Sebab dengan asas lain selain Pancasila, Presiden mensruskan : 
Gi akan mudah merangsang fanatisme kelompok yang sempit, yang dapat 
dimanfaatkan oleh gelongan ekstrim yang terdapat dalarn kelompok yang bersangkutan 
atau Inarnya, yang sulit dikendalikan” (Pidato Presiden, 1982: 135-136). 

Dalam peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW bulan Desember 1983, 
Presiden kembali menegaskan perlunya Asas Tunggal bagi Partai Politik dan Golongan 
Karya, serta bagi seluruh ORMAS di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan 


8! Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Dewan Perwokilan Rakyat, 16 Agustus 1992, 
(Jakaria, Depen. RI, 1982: 17-18) 
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Pancasila sebagi asas organisasi kemasyarakatan sama sekali tidak dimaksudkan untuk 
mengurangi arti dan peranan agama dalam kehidupan bangsa Namun. adalah suatu 
keharusan untuk mengikat berbagai bentuk kegiatan bersama itu. sebagai pangkal tolak 
arah yang sama untuk membangun masyarakat Pancasila yang sosialis religius. 
Presiden memandang perlu untuk lebih ruemantapkan Pancasila sehagai asas politik dan 
asas kemasyarakatan bangsa (Pidato Presiden. 1982: 137). 

Gagasan Asas Tunggal ini memmbulkan pro dan kontra selama uga tahun sampai 
diundangkan dalam UU nomor $5/1985 dan UU nomor 81985 tentang keharusan daftar 
ulang bagi ORMAS dan diberi batas akhir tanggal 17 Juli 1987. ORMAS yang udak 
mencnma Asas Tunggat tidak akan didaftar, dengan konsekuensi dibubarkan. Bagi 
kalangan Islam, yayasan tersebut memmbulkan masalah. bukan karcna menolak 
Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi ada kekhawatiran bahwa dengan menghapuskan 
asas ciri “Islam” Pancasila akan menjadi “agama baru", 

Dalam perkembangannya, ternyata para ktai yang tergabung dalam Nahdlatul 
Ulama. yang pertama kali menuntaskan penerimaan Pancasila sebagai Asus Tunggal. 
Bahkan KI. As'ad Syamsul Arifin menegaskan bahwa sebagian besar kiai dan umat 
Islam Indonesia berpendapat bahwa menerima Pancasila hukumnya wajib.” 

Selanjutnya, dalam MUNAS (Musyawarah Nasional) alim ulama Nahdiatul 
Ulama tahun 1983, dengan mulus diputuskan penerimaan Pancasila sebagai asas 
oraganisasi dan mengembalikan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan 
Yam 'ivyah diniyvah). sesuar dengan khittah 1926. Dalan MUNAS tersebut berhasil 


dikeluarkan deklarasi tentang hubungan antara Islam dan Pancasila : 


am maa 


“— 


FS Lihat Maksoem Machfnedz, Kehangkiten Ulama dan Bangkrrnya Ulamu, (Surabaya, Yayasan Kesatuan 
Umar 1: 4D) 
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|. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan 
tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan 
kedudukan agama. 

2. Sila Ketuhanan Yang Maha Fsa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut 
pasal 29 avat 1 ULID 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid 
menurut pengertian keimanan dalam Islam 

Dalam konteks imi, Bruinessen (1992:136) menegaskan bahwa yang paling 
berperan untuk merumuskan penerimaa Asas Tunggal ini adalah KH. Ahmad Siddig. 

Bahkan. dengan sangat meyakinkan ia mampu “membujuk” para kiai untuk menerima 

Pancasila dengan rumusan yang sesuai dengan paham Aswaja yang danut oleh mereka. 

Lebih lanjut Ahmad Siddig menjelaskan bahwa masalah asas dan pencantumannya dalam 

Anggaran Pasar adalah istilah kepartaian. Lazimnya, partai politik mencantumkan asas 

perjuangannya yang disebut ideologi politiknya Ada ideologi politik Nasionalisme, ada 

Marhainisme, Marxisme dan lain-lain. Partai Islam mencantumkan asas Islam, ini 

dengan pengertian tidak menempatkan Islam sebaga ideologi politik, karena Islam udak 

boleh disetingkatkan dengan ideologi. Islam adalah agama wahyu sedangkan ideologi 
adalah hasil pikiran manusia.” 
Dengan pernyatannya itu, Ahmad Siddig bermaksud mengajak seluruh umat 

Islam di Indonesia untuk tidak ragu-ragu lagi mengisi kemerdekaan dan membangun 

masa depan ncgen ini. Bahkan, ia mengingatkan agar jangan bermimpi atau berangan- 

angan untuk membentuk negara lain selain negara Pancasila dikarenakan negara 

Pancasila adalah “bentuk final". Ia memang membuat pernyataan vang tegas dan 


& Lihat Einar Sitompul, XL dan Pancasifa, (Jakarta, Sinar Harapan, 1992: 167-168) 
PS ihar Laode Ida, Anatomi Konflik, NU, Elit Islam dan Negara, (Jakarta, Smar Harapan, 1996: 64) 
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mengejutkan bahwa Negara Kasatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk final dari upaya penduduk Nusantara, 
termasuk twunat Islam. Umat Islam Indonesia adalah golongan mayoritas, karena 
sembilan puluh persen dari mereka heragarna Istam. Karena itu semua persoalan rakyat 
Indonesia adalah identik dengan persoalan umat islam, apalagi Pancasila sehayai 
ideologi negara dibenarkan oleh Islam.” 

Lebih dari itu. ia juga mengingatkan bahwa umat Isiam harus mengembangkan 
Tasa persaudaran (ukhuwwah). Hal ini didasarkan pada interpretasi atas kosa-kata “umat” 
sendiri. Baginya, sepanjang zaman kenabian, kosa-kata “umat” memuat sekaligus tiga 
pengertian, yaitu persaudaraan seagama yang merujuk kepada cita-cita terjalinnya 
hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara berbagai kelompok umat 
Islam (ukhuwah Isiamiyyah), persaudaraan kebangsaan tukhuwwah wathaniyyahh, dan 
persaudaraan sesama manusia (ukhuwwah hasyariyyah)” Kedua konsep terakhir ini lebih 
menjamin adanya keterbukaan dan toleransi kepada kalangan non-muskm Indonesia serta 
adanya kepedulian kepada isu-isu yang lebih global dari pada parokhial. 

Wal hasil mulai pada jaman penjaj..an, sampai era pasca Orde Baru saat ini, 
mereka masih mampu mengikuti perkembangan jaraan. Namun, pada saat yang sama 
tetap mengakar dalam wadisi dan tidak membuang identutas Sunni-nya. Dan in 
membuktikan bahwa Islam tradisional dapat memainkan peranan kreatif dalam dunia 


modern.(Bruinessen, 1994: 261) 


“ Lihat M,Syaft'1 Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta, Paramadina, 1995: 208) 

3 Lihat Martin Van Bruinesscn, NU, Tradisi, Relasai-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogja- 
kanta, LKIS, 1994: 147). Lihat juga Majalah Tasfwwul Ajkor. Jurnal kefleksi Pemikiran Keagamaan dan 
Kebudavaan (Jakarta, Lakprsdam, Edisi Mei-Juni, 1997: 65) 
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2.7. Kiai dan Lajuah Bahtsu al-Masail 
21.01. Sejarah dan Struktur Bahtsu al-Massil : Dari Lajaah ke Lembaga 

Secara historis, forum Bahtsu al-Masail sudah ada sebelum Nahdlatul Uizama 
berdiri tahun 1926. Saat itu sudah ada tradisi musyawarah (syowir) dan diskusi 
(halagohy" di kalangan pesantren yang melibatkan para kiai dan santri senior yang 
hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat. Bahkan sejak dahulu banyak kiai menulis 
sebuah rmakalah tentang suatu masalah, latu ditanggapi oleh kiai yang lain secara interaktif. 

Di dalam intern pesantren sendiri para santri senior secara runtin mengadakan 
forum diskusi tersebut baik untuk membahas perkembangan ilmu pengetahuan maupun 
membahas persoalan yang berkembang di masyarakat. Bagi tiap pesantren tidak ada 
kesamaan untuk melaksanakan diskusi rutin. Ada pesantren yang melakukannya satu 
minggu sekai, dua minggu sekali dan bahkan ada diantara pesantren yang 
menyelenggarakannya seliap bulan alau enam bulan sekali, 

Sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1918, KH. Abdul Wahab Chasbullah 
sudah mendirikan kelompok diskust kecil yang dinamakan “Toshwir al-Afkar” 
(mengekspresikan pemikiran) di Surabaya. Maka, para kiai sering berkumpul di rumah 


beliau, Kertopaten untuk selalu mengadakan perbincangan baik yang menyangkut urusan 


4 Lihat Abdurrahman Mas'ud, fntclekiwa! Pesaniren, Perkclatan Agama dan Tradisi, (Yogjakana, LKIS, 
200 :182-183), KH. Asnawi waktu tnasih belajar di Makah sudah membiasakan diskusi dengan ulama lain 
tentang masalah-masalah axama. Dia pernah melakukan perdebatan dengan Syaikh Ahmad Khatib Minang- 
kabau, Seorang ahli farwa (mpfti) Makah, Dia juga pernah melakukan diskusi dengan ulama Mesir yang 
tinggal di Makah tentang hukum jubah khusus yang dicampur dengan bahan sutera Dia berpendapat 
hukumnya haram, sedangkan ulama Mesir berpendapat boleh. Setelah memakan waktu $ tahun, perde- 
batan itu di menangkan oleh Asnawi. Ketika sudah pulang ke Kudus. dia terlibat perdebatan dengan Kiai 
Mawardi dari Padurenan Kudus yang ahli dalarn bidang tauhid. Fakta jain adalah cerita KM. M,4. Sahal 
Mahfudh, yang menceritakan bahwa ayahnya KH. Mahfudh Salam pernah terlibat perbedaan pendapat 
dengan KH.Murtadio dari Tuban Icatang hukum menterjemahkan khutbah Jum'at kedalam bahasa Jawa 
atau bahasa Indonesia. KH.Mahfudh mmenghukumi boleh sedangkan KH.Muntadlo menghukumni tidak boleh. 
Karenanya, sampai saat ini di daerah Tuban dan sekitarnya, masih banyak masjid yang khutbahnya hanya 
menggunakan bahasa Arab. Namun, setelah sembahyang Jurn'ar selesei khatib yang bersangkutan menjelas- 
kan khuibahnya kedalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia 
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agama murni maupun urusan Jain yang bersifat sosial kemasyarakatan terutama yang 
berkaitan dengan kezaliman penjajahan Belanda. Dari proses seperti inilah, akhirnya 
forum pembahasan tentang beraneka ragam problem masyarakat menjadi makin 
melembaga. ” 

Tidak berbeda dengan sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama, forum Bahtsu al-Masail 
sebenarnya telah berkembang di kalangan kiai pesantren tradisional jauh sebelum tahun 
1926. Realitas yang muncul, waktu ita, para kiai selalu memberi jawaban hukum dari 
setiap persoalan yang di hadapi oleh masyarakat. Secara individual mereka memang 
memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan memberi fatwa bagi problem kaum muslimin 
di sekelilingnya. 

Ada dua macam fatwa yang dikembangkan oleh para kiai pada waktu itu. Pertama, 
fatwa yang berhubungan dengan hukum fikih untuk melaksanakan perintah dan menjauhi 
larangan agama, seperti bilangan rakaat sembahyang tarawih, tata cara berkirim daa 
kepada orang yang meninggal dunia, wasiat agama kepada mayat ketika dimakamkan 
(ralgin) dan sebagainya. Kedua, fatwa yang bersifat preventif, yaitu fatwa para kiai yang 
digunakan untuk melestarikan ajaran agama dari pengaruh budaya asing atau dari 
pengaruh nilai-nilai agama lain, seperti haramnya menggunakan dasi dan cejana panjang, 
karena menyerupai orang non-musiim (tasyebbuh), wajibnya memakai peci waktu 
sembahyang dan sebagainya.“ 

Fakta cmpink membuktikan, meskipun tanpa adanya sangsi dan norma hukum 


yang keras, fatwa yang disampaikan oleh para kiai. waktu itu, dijadikan sebagai pegangan 


?? Lihat Greg Fcaly, Greg Barion, Tradisiomalisme Radikal. Persinggungan Nahdlarul Utama dan Negara, 
(Yogjakarta, LKIS, 1997: 8). Forum ini juga merupakan kelompok resmi pertama yang mempertemukan 
kaum modernis dan tradisionalis untuk mendiskusikan persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan. 

€ Lihat Imam Yahya, Akar Sejarah Bohusul Masail, dalam Imdadun Rajumat (Ed), Kritik Nalar Figih 
NU), Trasfarmasi Perodigma Bahesul Masail (Jakarta, Lakpesdamn, XM12:8). 
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bagi masyarakat umum. Ada persamaan persepsi antara pencari fatwa hukum dengan para 
kiai, bahkan mereka sangat taat kepada otoritas para kiai yang menjadi sumber penafsiran 
ajaran-ajaran agama Mungkin. bagi masyarakat awam para kiai adalah figur yang 
memang layak untuk diteladani. 

Dengan terakomodasinya para kiai pesantren kedalam wadah Nahdlatul Ulama, 
maka proses penctapan fatwa berubah menjadi kolektif. Sebenamya fatwa individual 
sebelum Jahirnya Nahdiatul Ulama dengan fatwa kolektif setelah berdimnya orgamisasi ini 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan: perbedaannya hanya pada prosedur 
pelaksanaannya. Fatwa kolektif harus didiskusikan bersama-sama dan bahkan dengan 
pakar lain: dan sudah barang tentu tatwa hukum kolektif fittifag al-hukm) adalah 
representasi kelompok, sedangkan fatwa individual adalah hasil karya seorang kim. 

Adapun persamaannya, antara lain : (1) Fatwa bersifat responsif atas perianyaan 
yang diajukan oleh masyarakat, kemudian dirumuskan dalam redaksi pertanyaan dan 
barulah diber jawabannya oleh para kiai, (2) metode yang digunakan adalah sama, yaitu 
mengikuti pendapat salah satu imam mazhab yang empat secara tekstual (Hanafi, Maliki. 
Syafi'i dan Hambali). 

Menurut Zahra (2064 : 4), Bahrtsu at-Masait bukanlah forum yang stagnan, statis 
atau tidak peka terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Karena jika dilihat 
aktifitas para kiai Nahdlatul Ulama terutama intelektual mudanya, mereka sangat responsif 
terhadap kondisi yang terjadi. Bahkan jika ditinjau dari keputusan yang dihasilkan dari 
beberapa forum tersebu terdapat perubahan yang sangat mendasar. misalnya hasil 


Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama Nahdiatul Ulama di Bandar 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 143 


Lampung 1992. Secara lebih rinci isi keputusan tersebut akan dijelaskan pada sub-judul 
Metode Bahisu al-Masail : Dan Tekstual menuju Kontekstual. 

Dengan demikian, Bahtsu al-Masail adalah sebuah tradisi yang sudah berjalan 
sebelum Nahdlatul Ulama dilahirkan, Jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiii para kisi, 
santi senior dan para alumni pesantren telah mempraktekkan model musyawarah untuk 
memperoleh fatwa hukum dari kitab-kitab klasik yang mereka pelajari setiap hari. 
Signifikansi demikian tampak nyata sampai saat sekarang yang menunjukkan — hahwa 
tradisi ini hanya efektif diikuti oleh kalangan pesantren. Bahkan daiam kualifikasi tertentu 
kemahiran berlaga dalam torum Bahtsu aI-Masail ini menjadi parameter intelektualitas dan 
kedalaman ilmu seorang kiai, sehingga bisa menduduki jabatan di jajaran syuriyah 
Nahdlatu! Ulama. 

Sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa Bahtsu a!-Masail adalah bagian yang tak 
terpisahkan dan Nahdlatul Ulama. karena hakikat institusi ini adalah kegiatan pengkajian 
yang berkengan dengan masalah-masalah keapamaan dan kemasyarakatan yang 
diselenggarakan oleh Nahdlatut Ulama. 

Selanjutnya, jika dilihat uari sudut struktur organisasi, 'nstitus: Bahtsu al-Masail 
adalah bagian dari sub-struktur Nahdlatul Ulama yang mempunyai hak mengatur rumah- 
tangganya sendiri. Sub-struktur ini merupakan perangkat dari Nahdlatul Ulama, yang 
hertugas mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan, kemasyarakatan dar hahkarn harus 
menggodok masalah-masalah yang berkaitan dengan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan 
berkembangnya perangkat yang semakin mapan. fatwa yang disampaikan oleh forum 


Buktsul Masail"' disampaikan secara organisatoris, yang tidak hanya memberi jawaban 


“! Selama bertahun-tahun Bahtsu al-Masail merupakan forum untuk membahas mesalah-masalah agama tanpa 
lembaga khasus yang menanganinya. Pengurus Nahdlarul Utamna di setiap level menampung masalah-masalah 
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secara sesaat kebutuhan praktis masyarakat. Namun, mencerminkan argumentasi yang 
kritis, rasional dan tidak menutup kemungkinan adanya penafsiran secara konteksual dari 
redaksi kitab: dikarenakan adanya kebutuhan untuk menjawab tantangan jaman yang 
selalu berubah, 

Menurut penelitian Ka'bah (1998:159), bahwa keputusan-keputusan yang 
diterbitkan mencakup bidang ibadat, keluarga, perkawinan, kewarisan, hubungan pria- 
wanita, makanan, minwman, jenazah, dan sebagainya, seperti ekonomi, masalah wanita, 
teknologi kesehatan, masalah ke-Nahdlatui Ulama-an, hiburan, Jingkungan hidup sampai 
masalah politik kontemporer. 

Secara formal, forum Bahrsu al-Masail ini diselenggarakan bersamaan dengan 
Muktamar pertama Nahdlatul Ulama di Surabaya. yaitu tanggal 13 Rabi'al tsani 1345 H f 
21 Oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan sidang Bahtsul Masail yang pertama kali. 
Karena itu, dalarn rangka melihat setting historis institusi ini, maka tidak bisa dipisahkan 
dari sejarah dan proses kelahiran Nahdlatui Ulama. 

Sejarah mencatat bahwa kelahiran nahdiatul Ulama tidak bisa dipisahkan dengan 
“Konggres Khilafot” yang akan dindakan di Kairo pada Maret 1925. Inisiatif 
penyelenggaraan kongres ini datang dari para ulama al-Azhar yang didorong oleh raja 


Fuad dari Mesir, calon lain untuk kursi khalifah. Seorang permibaharu terkemuka, Rasyid 


yang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, lalu membentuk sebuah komisi dengan nama 
Komisi Bahtsu aI-Masail. Komisi itu bekerja hanya waktu ada Muktamar, MUNAS (Musyawarah Nasional), 
KONBES (Konperensi Besar), Konperensi tingkat Wilayah dan Cabang, serta jika ada undangan khusus dari 
pesantren yang mengadakannya. Akhirnya Komisi Bahtsu) Masail pada Muktamar ke XXVIII di Pesantren 
Krapyak Yogjakarta tahun 1989, merekomendasikan kepada PBNU agar membemuk lojrah khusus dan 
permanen yang bertugas membahas masalah-masalah yang terus berkembang di masyarakat. Berdasarkan 
rekomendasi isi PRNU mulai merabemuk Lajnah Bahesul Masail Diniyyah tahum 1999, dengan Surat nomor 
3KA.10515/1990, Setelah itu semua level kepengurusan di bawahnya mulai Wilayah sampai Cabasg juga 
membenluk Lajnah yang sama. 
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Ridla, sebayai salah satu panitia, sudah mengirim undangan kepada Syarikat Islam dan 
Muhammadiyah sebagai organisasi penting yang sudah ada waktu itu. 

Karena tidak dundane dalam Konggres Khilafaf itu. respon kia tradisionalis 
dengan juru bicaranya KH. Abdut Wahab Chasbullah mengajak para kiai Jawa Timur. 
Jawa Tengah. dan Jawa Barat untuk mengirimkan wakilnya dalam konggres yang berskala 
ioternaswonal yang lain di Mekah. Mereka berangkat ke Mekah untuk menghadap raja 
Ibnu Su'ud dalam rangka berdialog tentang kehebasan umat Islam dalam bermazhab. 
Delegasi ini terkenal dengan sebutan “Komite Hyaz" yang diputuskan di Surabaya pada 
tanggal 31 Januari 1926. dan sekaligus diangpap han kelahiran orgamsasi Nahdlatul Ulama 
di Indonesia", 

Bahisu al-Masa'il atau lengkapnya Lajnah Bahrul Masa'l Diniyah (lembaga 
masalah-masalah keagamaan). adalah perangkat arganisasi Nahdlatul (lama untuk 
melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah ini 
bertugas menghimpun. membahas dan memecahkan masalah-masalah yang bersitat 
wacana (maudhu ivyahY" dan kejadian aktual (wagi 'iyyah)” yang harus mendapatkan 


keputusan hukui. 


"Lihat Martin Yan Bruinessen, VC) Trader, Retasi-Relasi Kuasa, Jan Pencarum Wacana Baru, (Yogia- 
karta, LKS, 1994 : 30-31) Sedangkan yang dimuaksud ctenyan “Ahrlafor” adaluh pemahaman dan umut 
Islam yang menyakini bahwa seluruh umat Islam di dunia ini harus tunduk kepada satu kepcmimpinan 
yanp disebut "Khalifah". Adapun ari Khalifah secara bahasa adalah “penpgant?" dari Nabi Muhanunad 
SAM, 

3 Contohnya adalah topik “Wawasan NU rentang Plurafitas Bangsa” Wacana ini dibahas pada Muktamar- 
NU kc 24, tanggal 1-5 Desember 1994 di Tasikmalaya Jawa Barat. Dalam hal idi diputuskan bahwa sikap 
yang sehat menghadapi pluralitas adalah, a/ Akomodarif, dalam ani adanya kesediaan menampung berbagai 
aspirasi dar berbagai pihak. b) Selekrif, dalam arti memilih kepentingan yang paling manfaat (enfa”) dan 
mastahah (ashlak). c) Intergratif, dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut secara propursi- 
unaj, dan d) Aoeperarf. dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dengan siapapun dan bekerja sama yang 
hersifat keduniaan (mu 'amatah) dan bukan bersifat Gtual, 

4 Contohnya adalah pertanyaan, basaimana hukum mempekerjakan wanitz pada malam diluar rumah. 
"Hukumnya haram”. kecuali aman dari fimah dan mendapat izin dari suami dan amy wali. Keputusan ing 
lusa diambil pada Muktamar ke 29 di Vasikmalaya. 
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Pembentukan dan penghapusan Lajnah ditetapkan oleh permusyawaratan tertinggi 
pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdiatul Ulama. Dan pembentukan Lajnah 
Wilayah, Cabang dan MWC (Majlis Wakil Cabang) dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
penanganan propram khusus dan tenaga yang tersedia. 

Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Rumah Yangga (ART) Nahdlatul Ulama, 
bab XIX. pasal $0-56. jenis dan tingat permusyawaratan adalah sebapai berikut : 

|. Muktamar 

2. Kamperensi Besar 

3, Musyawarah Nasional Alim Ulama 

4. Konperensi Wilayah 

5. Konperensi Cabang 

6. Rapat Anggota 

Disamping perangkat Lajnah, di dalam Nahdlatul Ulama masih ada “beberapa 
perangkat, yaitu Lembaga dan Badan Utonom. Yang dimaksud dengan Lembaga adalah 
perangkat departementasi Organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana 
kehijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. 
Sebagai contoh adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama adalah sebuah 
departemen yang melaksanakan kebijakan dan pengembangan serta mengadakan evaluasi 
terhadap sekolah dan madrasah di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat dasar 
sampai lingkat perguruan ungg. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sanpat 
mendasar antara Jajnah dan Lembaga, yaitu bahwa jika disebut Lajnah, maka 

kedudukannya adalah bersifat adhoc dan ruang-limngkupnya tidak besar. Sedangkan 


Lembaga memiliki kedudukan yang lebih luas dan permanen. 
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Dalam Muktamar ke XXXI di Boyolali 30 Nopember 2004, kedudukan Bahtsu al- 
Masail mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu dari Lajnah menjadi Lembaga. 
Peruhahan ini harus dilakukan karena, persoalan-persoalan masyarakat semakin komplek 
sebagai implikasi dari modernisasi dan glohalisasi dunia. Karenanya, dalam rangka 
memberi jawaban hukum yang tuntas dan mcmuaskan bagi masyarakat, maka institusi ini 
harus diberi peran dan tanggung jawab yang lebih luas ayar mampu memberikan jawahan 
yang memuaskan bagi masyarakat”. 

Adapun Badan Otonom, adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang 
berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan 
dengan kelompok masyarakat tertentu yang beranggotakan perorangan. Sebagai contoh 
adalah organisasi Gerakan Pemuda Ansor, yang berfungsi menghimpun para pemuda 
dalam rangka membantu program Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kemajuan dan 
kesejahteraan generasi muda. 

Selanjutnya, susunan perangkal Bahisu al-Masail adalah sebagai berikut : 
- Ketua 
- Wakil Ketua 
- Sekretaris 
- Wakil Sekretaris 
- Bendahara 
- Wakil Bendahara 
- Beberapa anggota 
Pada awal berdirinnya sampai tahun1990-an, semua pengurus Bahtsu al-Masail 
adalah lulusan pesantren dan hampir semua layak disebut kiai, Namun, bersamaan dengan 


“ Lihat Keputusan Mukatamar ke 3I Nahdlatul Ulama 2004 di Boyolali Jawa Tengah, 
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perkembangan intelektualitas para pengurus Nahdlatul Ulama, saat sekarang banyak 
diantara pengurus lembaga ini yang sudah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi 
Agama. sehingga mereka bergelar Drs., Dr., dan Profesor. bahkan ada diantara mereka 


yang berlatar pendidikan ilmu umum. 


2.7.2. Epistemologi Hukum Islam : Perspektif Kiat-Kiai Nahdlatul Ulama 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya. bahwa para kiai sclalu menegaskan 
dirinya sebagai komunitas yang bertujuan memelihara. mengembangkan dan 
mengamalkan ortodoksi Islam Ahlu ai-Sunnah wa al-Jlama'ah (Aswaja). Dalam beberapa 
hadis Nabi Muhammad SAW memang dijelaskan bahwa Aswaja adalah orang-orang 
muslim yang mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya 
fma ana 'alaihi al-yaum wa ash-habi). Sekte Aswaja yang juga disebut Sumai tersebut 
diyakiru oleh mereka sebagai satu-satunya kelompok yang selamat diantara 73 golongan 
dalam Islam. Menurut keyakinan para kiai paham Aswaja adalah ajaran yang murni, asli 
dan belum menveleweng, yang benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. 

Menurut pandangan para kim, terdapat dua sistem yang bisa dipergunakan untuk 
kembali kepada ajaran yang murni tersebut. Pertama, sistem ijtihad”, yaitu sistem 
pengambilan dan penetapan hukum (istinbath) yang langsung dari sumber al-Our'an dan 
al. Hadis, Dan orang yang moroiliki kemampuan melakukannya disebut mujtuhid Kedua, 
sistem bermazhah, yaitu mengikuti ajaran atau pendapat para iman (mujahid) yang 
4. Lihar A. Hanafi Usad Figh. Wakaru, Wijaya, 1975 :151-152). Menurut dia, ijtihad dari segi bahasa 
dalah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan, Perkataan “ijtihad” tidak digunakan kecuahi untok 
perbuatan vang harus dikerjakan denean susah payah. Sedangkan menurut istilah “menggunakan seluruh 
kesaresupan wtuk Menetapkan hukum-hukam syari'at". Adapun syarat-syaramya J5) Menpetahui nas- 
has al-Jur'an dan al-Hadis. Untuk al-Hadis ada yang berpendapat paling tidak ia meneclahui 304) hadis, 


2)Mengetahuj soal-soaf ijma', 3) Mengethu, bahasa Arab dengan baik, 4) Memahami ilmu Ushul Figh , dan 
Mmengetahu nasikh dan mansukh, sehingga tidak menetapkan hukum yang sudah dinensuk (dihapus). 
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diyakini memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menetapkan hukum, yang juga 
sering disebut sistem taglid." 

Bruinessen (1997:142). menyatakan bahwa togtid dan mazhab barangkali 
merupakan konsep paling sentral dari berbagai pengajaran Islam tradisional. Beberapa 
ulama yang patut dicontoh dalam pengajarannya dan kesalehannya (mugtahid) pada awal 
periode Islam membangun prinsip-prinsip sumber hukum Islam Gurisprudensi/ dan 
praktek-praktek hukum dalam mazhab. Kemudian, generasi yang lebih belakangan 
mengikuti ijtihad itu dan melakukan taglid. Dalam pandangan kaunm tradisionalis, adalah 
sangat berbahaya menggantungkan ajaran langsung dari ai-Gur'an dan al-Hadis, jika 
belum memahami betul keduanya secara konprehensif. Masyarakat awam, hahkan para 
kiai sekalipun hanya bisa terhindar dari kesesatan dengan mengikuti satu mazhab secara 
ketat, yaitu mendasarkan diri kepada kitab-kitab fikih yang standar (mu tabar). 

Sikap dasar bermazhab tampaknya telah menjadi pilihan dan pegangan para kiai 
jauh sebelum mereka mendirikan organisasi Nahdtatul Ulama. Secara konsekuen sikap ini 
ditindak lanjuti dengan upaya pengembalian hukum (£fitih) kepada kitab-kitab referensi 
(marui') yang disusun secara sistematik dalam beberapa kemponen, yaitu komponen 
penbadatan (bab ai- ibadah), komponen jual beli (bah ai-mu 'omatak), komponen khusus 
perkawinan (bab al-munakahah), komponen kriminalitas (bab al-jinayah), komponen 
peradilan (bah al-godio'), komponen kepermimpinan (bah a-imamah) dan sehagainya Dan 
kepada kitab-kitab Fikih itulah semua persoalan hukum biasanya dirujukkan dan 


dikembalikan melalui mekanisme pembahasan dalam forum Bahtsul Masai!. Artinya. 


" Bag: para kiai makna tagiid adalah mengikuti pendapat para mujtahid yang disertai pengetahuan dan 
alasan serta sumber hukum yang digunakannya. Jadi dalam hal ini kedudukannya sama dengan iriba" 
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forum tersebut sebagai wahana pembahasan masalah-masalah hukum dengan mengarahkan 
kepada teks-teks yang ditulis oleh para imam terdahulu (agwal al-mujtahidin). 

Menurut Hasan (2003: 73-75). arti mazhab secara ctimologi adalah jalan, aliran, 
pendapat, dan ajaran. Dan dalam istilah kajian Islam, pengertiannya mengikuti ajaran atau 
pendapat para imam mujtahid yang diyakini mempunyai kompetensi (kewenangan) dan 
kemampuan berijtihad. Realitas menunjukkan bahwa sejak zaman para sahahat Nahi 
orang-orang awam selalu bertanya masalah hukum agama kepada para ulama waktu ilu. 
Dan para sahabat memberikan jawaban-jawaban (fatwa) kepada yang bertanya tanpa 
menyebutkan dalil-daliinya Dan diantara mereka Tidak ada yang menentang cara 
demikian, Kenyataan ini dipandang sebagai kesepakatan (ijma') mereka, bahwa orang 
awam boleh mengikuti fatwa ulama meskipun dia tidak mengetahui dalil-dalil yang 
dipakai sebagai dasar fatwanya. 

Pada abad kedua hijriyah sampai pertengahan abad kempat hijriyah, disebut 
sebagai puncak perkembangan ilmu fikih. Pada waktu itu lahir tokoh-tokoh besar imam 
mazhab yang pendapat dan tarwanya sudah terkodifikasikan (mudawwanah), dan 
diantaranya sampai sekarang masih terpelihara secara utuh dan dicetak dalam kitab-kitab 
modem, lalu dikomentari, diulas oleh para pengikutnya. Tetapi sebagian lagi masih 
tersimpan sebagai manuskrip (makhithuthar) tulisan tangan. 

Beberapa mazhab fikih pada masa lalu yang fatwa-fatwanya sebagian tertulis dan 


masih dapat dipelajari sarnpai sekarang antara lain : 


|. Sufvan bin “Uyainah (Makah) Wafat 198 H. 
2. Malik bin Anas (Madinah) Wafat 179 H, 
3. Hasan al-Bashri (Basrah) Wafst 110 H. 
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4. Abu Hanifah (Kufah) Wafat 150 H. 
5. Sufyan al-Tsauri (Kufah) Wafat 16! H. 
6. Al-Auza'i (Suriah) Wafat 157 H. 
7. Muhammad hin Idris al-Syafi'i (Baghdad/Mesir) Wafat 204 1. 
8. Laits bin Sa'ad (Mesir) Wafat 175 H 
9. Abu Tsur (Baghdad) Wafat 246 H. 
10. Ahmad bin IJanbal (Baghdad) Wafat 241 H, 
11. Ibn Jarir al-Thobar (Baghdad) Wafat 310 H. 


Dalum konteks mi, perlu diterangkan bahwa semua mazhab diatas masih dalam 
keluarga besar Ahtu al-Sunnah wa ai-Jamagh. Namun dalam perjalananya, tidak semuanya 
bertahan dan merniliki pengikut yang besar. Dan sampai hari ini memang tinggal empat 
mazhab Sunni yang masih kuat dan populer serta mempunyai pengikut yang besar di dunia 
Islam. Ajaran dan fatwa-fatwanya masih diikuti dan dipelajari di sekolah sampai perguruan 
tinggi, bahkan komunitas di luar Islam pun banyak yang mempelajarinya. Disamping itu, 
kitab-kitab dan publikasi lain terus diterbiikan sebagai upaya melestarikan empat mazhab 
tersebut. Dan keempat mazhab itu adalah : 

Pertama. nam Hanafi, Nama lengkapnya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit, lahir 
tahun 80 H, dan wafat tahun 150 H di Baghdad. Dia menjadi tokoh sentraf aliran rasionalis 
(ahlu al-ra yh), yang memiliki metode “al-Isiihsan”. Mazhah ini ditulis oleh dua orang 
murid utamanya, yaitu Imam Abu Yusuf bin Ibrahim dan Imam Muhammad bin Hasan al- 
Syaibani. 

Kedua, Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 H, dan wafat tahun 179 H di Madinah. Dia 


dikenal sebagai tokoh sentral ahli hadis dar mendapatkan gelar “Imam Ahli Madinah”, 
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Dia menyusun kitab hadis yang monomental yang dinamai “al-Muwatho”, yang dinilai 
sebagai kitab hadis hukum yang paling sahih, sebelum adanya kitab Sahih Bukhari dan 
Muslim. Metode yang digunakannya dan ternyata masih sangat berpengaruh samapai 
sekarang adalah “ol-Maslahah al-Mursalah”. 

Ketiga, Imam Syafi'i Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin “Abbas bin “Utsman bin 
Syaf' bin Sa'ib bin “Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. 
Tadi, secara geneologis dia memiliki jalur keturunan langsung dengan Rasu! Muhammad 
SAW, Dia lahir tahun 150 H di Ghazza Palestina dan wafat tahun 204 11 di Mesir. Imam 
al-Syafi”i memiliki latar belakang keilmuan yang memadukan antara aliran rasionalis (ahti 
al-ra'yi) dan aliran ahtu ai-hadis. Wal itu bisa dilakukan karena dia belajar baik kepada 
Imam Malik di Madinah, maupun kepada para ulama mazhab Hanafi seperti nam 
Muhammad bin Hasan al-Syaibani di Baghdad. Metode yang digunakan dibukukan 
sebagai kitab pertama yang membahas simu Ushul Fikih, yaitu “al-Risalah”. Fatwa- 
farwanya ketika berada di Baghdad dinamakan “pendapat lama” (gaul godim), dan yang 
disampaikan ketika berada di Mesir dinamakan “pendapat baru” (gouf jadid). Dan semua 
pendapatnya itu tertulis diam kitab “Af-Um” yang artinya ibu Perubahan farwa al-Syafi'i 
dari gaul gadim ke gaul jadid sanyat terkait dengan perubahan dalil atau cara pandang 
(wajk al-istidial) yang digunakan dalam sertiap ijtihadnya. Akan tetapi, aktifitas ijtihad 
tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, alau perbedaan 
geografis, dan sebagainya. Hal itu dikarenakan perkembangan atau perbedaan pada aspek- 
"! Sebagai contoh, bahwa dari berbagai buah-buahan, hanya dua macam buah yang tidak diperselisihkan ke- 
jiban zakatnya, yaitu kurma (al-nah!) dan anggur (of- 'ineb).Kemudian, ketika al-Syafi'i ditanya tentang buah 

zaitun terjadi perbedaan gaul. Pada gaw! godim ia mengatakan wajib dizakati, sedangkan pada gau! jadid, 
menurutnya zaitun sama sckah tidak dikenakan zakat Contoh lainnya adalah ketika ia berpendapat bahwa 

waktu sembahyang maghrib sejak terbenamnya matahari. Namun terjadi perbedaan tentang rentang waktu 

terscbut. Pada gauf jadid, ia berpendapal bahwa waktunya hanya sebentar setelah terbenarnya matahari. 


Sedangkan pada yuut godim, ia berpendapat bahwa waktunya mulai terbenam matahari sampai hilangnya 
mega mcrah (syafag ahamur). 
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aspek terebut selalu melahirkan lapangan ijtihad baru. Pengaruh seperti itu tampak jelas 
pada keragaman masalah yang dibahasnya. Setiap kali menghadapi kasus-kasus aktual 
yang terjadi di lingkungannya, al-Syalf'i melakukan ytihad dengan menggunakan dalil, 
kaidah, dan sisi pandang yang paling tepat. 
Keempat, Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Ilambal. lahir tahun 164 H, dan wafat 
tahun 241 H di Pagphdad. Dia dikenal sebagai tokoh ahli al-hadis. Dia adalah salah 
seorang murid utama Imam al-Syafi'i selama di Baghdad. Dia sangat menghormati Imam 
al-Syafi'i. bahkan ketika gurunya itu sudah wafat dia masih selalu mendoakannya. Dia 
meningalkan sebuah kitab hadis yang dikenal dengan nama “Musnad Ihmu Hamba Jadi, 
keempat imam mazhab ini memang mempunyai jaringan intelektual yang cukup kridibel 
dan bisa dipetnaggung-jawabkan. 
Berdasarkan urajan diatas, para kiai mengajukan tiga alasan yang menjadi acuan 
hermazhab dalam kehidupan keagamaan. 
1. Firman Allah dalam al-Our'an surat al-Naht ayat 43 :“Maka burtanyalah kepada 
orang-orang yang mempunyai penpetahuan jika kamu tidak mengetahuinya”. 
Para ahli tafsir hetpendapat bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada orang 
yang yang tidak mengerti hukum dan dalil-daliinya agar mengikuti pendapat orang 
lain yang lebih mengetahui, Dan pada umumnya. para ulama menjadikan ayat ini 
sebagai pengangan utama dalam mengamiil kesimpulan bahwa orang awam 
hendaknya mengikuti saja (bertaglid) kepada orang yang alim dan mampu berijtihad. 
2. Buku kesejarahan bahwa para sahabat Nabi pun tinpkat keilmuannya berbeda, dan 
ternyata tidak seluruh sahabat mempunyai keahlian untuk menctapkan farwa. Yakta 


sejarah mencatat bahwa ahli hukum di kalangan mereka jauh lebih sedikit dibanding 
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orang awarn. Disamping itu para sahabat yang mampu mengeluarkan hukum (mufti), 

dalam menyampaikan fatwanya tidak selalu menyebutkan dalil yang dipakai. 

3. Alasan rasional. Bagi orang awam yang sedang menghadapi persoalan baru yang 
belum tahu hukumnya, tersedia dua pilihan. Pertama, ia tidak melakukan apa-apa. 
dikarenakan ia memang belum tahu. Tetapi hal ini tidak diperkenankan menurut 
agama, Kedua. mengikuti saja (taglid) kepada pendapat orang lain yang memiliki 
kemampuan berijtihad. 

Dengan demikian, pilihan pertama adalah sikap yang tidak terpuji bagi pemeluk 
agama yang taat. Untuk sikap kedua, sebenarnya terbuka dua alternatif. yaitu berusaha 
belajar dan menclusun sendiri solusi hukum bagi setiap persoalan yang ia hadapi, Ilal ini 
akan sulit dilakukan bagi mereka yang sangat awan, bahkan akan menyita waktu 
kesehariannya serta menunjukkan bahwa beragama itu sulit, padahal menurut Nabi 
heragama itu mudah (al-din yusr). Maka alternatif yang paling mungkin adalah mengikuti 
mazhab para mujtahid. 

Bermazhab adatah konsep pilihan dari berbagai alternatif yang dapat membenkan 
solusi bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid. Karenanya, bagi kalangan 
kiai konsep bermazhab tetap merupakan pilihan yang paling rasional untuk memahami 
dan mengamalkan ajaran agama. 

Adapun, yang berkaitan dengan mazhab, para kiai hanya membatasi empat mazhah 
saja, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hal itu dilakukan dengan beburapa alasan 
sebagai berikut : 

1. Manhaj atau metode dan pendapat-pendapat yang dihasilkan dari metode tersebut 


telah terformulasikan secara tertib dan lengkap. 
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2. Keempat mazhab tersebut sudah diterima dan diikuti oleh rnayoritas umat Islam di- 
seluruh dunia selama berabad-abad. 

3. Keempat mazhab tersebut sudah teruji menghadapi kritik dan koreksi secara terbuka 
sepanjang sejarahnya. 

4, Keempat mazhab tersebut cukup fleksibel menghadapi tantangan dan perkembangan 
jaman yang akan selalu heruhah. 

5. Adanya keyakinan bagi para kiai, hahwa metode yang digunakan dalam keempat 
mazhab bersumberkan ul-Our'an dan al-Hadisi 

Namun perlu dikemukakan disini. bahwa secara empirik para kiai hanya mengikuti 
pendapai-pendapat para ulama Syafiiyyah (agwal Syafi'iyah) saja dalam menjawab 
persoalan masyarakat. Mereka hampir tidak pernah mengikuti pendapat-pendapat lainnya 
kecuali terpaksa. 

Sedangkan kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan adalah kitah-kitab standar 
digunakan oleh para kiai, terutama dilingkungan pesantren dan madrasah-madrasah. Dan 
kitab-kitab yang sering dikutip antara lam :J'anah al-Thalibin, Roudiah al-Thalibin, 
Anwar al-Tanzil, Bughyat al-Mustarsyidin, Hasyiyah al-Syarwani ala at-Tunfah, 
Hasyiyah at-Bujairimi 'ala Fath al-Wahah, Hasyiyah al-Bajuri ola Foth al-Jorib 
Hasviyah al- Iwadh ala al-igna”, Hasyiyah al-Kurdi “ata Bafadhal, Radd al-Mukhrar 
ala al-Daxr al-Mukhtar, Fath al-Mu'in, Asna al-Matkalih, Tanwir al-Oulub, dan !ain- 


. « 
lam. 


— ——u—y 


"9 Lihat Khotib Sholeh, Aferuul Efekteitas Bahusud Masait dalam Inndadun Kahvnat (Ed), Kruik Nglarf tgih 
NE (Jakarta, Lakpesdam, 2002: 224) 

20 Lihat A,Aziz Masyhuri, Masalah Keogamaan Hasil Muktamar dan Munus Ulama Nahdlatul Ulama, (Sura- 
baya, Dinarnika Press, 1997: 30th) 


N.A 
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Lebih lanjut, menurut penelitian Proinessen (2002: 244-250), bahwa silsilah kitab- 
kitab yang digunakan para kiai di Jawa sampai sckarang berasal dari kitab “al-Muharrar” 
oleh Abu al-Oasim al-Rafi'i, wafat tahun 632 H / 12226 M, diturunkan kepada kitab 
Minhaj al-Thalibin oleh Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarafuddin a-Nawawi, 
wafat tahun 676 H / 1227 M, lalu diturunkan kepada kitab lima, yaitu : (1) Kunz ul- 
Raphthir oleh al-Mahalli, wafat tahun 8654 H / 1460 M. (2) Minhkaj al-Thullab oleh al- 
Anshari, (3) Tuhfah al-Mutuaj oleh Ibnu Hajar, wafat tahun 973 311 71565, (4) Mughni al- 
Muhtaj oleh al-Syarbini, wafat tahun 977 H7 1569 M, (S) Nihayah al-Maduaj oleh al- 
Ramli, wafat tahun 1004 H/ 1596 M. Kelima kitab tersebut diberi ulasan atau komentar 
tayarah-flasyiyah) secara berurutan oleh al-Gatyubi, "Umayra, al-Anshari, al-Syarwani, al- 
Syubrarnatisi dan al-Maghrati. Kilab Fath al-Wahah oleh ai-Anshan merupakan syarah 
terhadap Minhaj al-Thullab, lalu diberi komentar lagi (Masyivah) oleh al-Bupunimi, wafat 
tahun 1221 H / 1806 M, dan Jamal, watat tahun 1204 M / M790 M, Jadi gapasan awat 
memang langsung dan Imam Syafi'i, lalu dikembangkan oleh imam Rafi'i, kemudian oleh 
Imam Nawawi, kemudian oleh Jima Imam, kemudian oleh lima Imam lagi, dan kemudian 
oleh dua T.am, sehingga mazhab ini bercabang dan bercabang iagi, beranting dan 
beranting lagi. 

Berdasarkan uraian diatas, Muktamar yang pertama di Surabaya tahun 1926, telah 
menetapkan tingkat kualitas pendapat yang dipedomant dalam memilih diantara berbagai 
pendapat (gawt). Dan, dalam hal ini, ada enam peringkat : 

). Pendapat yang disepakati al-Syaikhani, yaitu imam Nawawi dan Imam Rufi'i. 

2. Pendapat Imam Nawawi 


3. Pendapat Imam Rofi'i 
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4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ((umhur) ulama 

5. Pendapat ulama yang terpandai, dan 

6. Pendapat ularna yang paling wara" (menjauhkan din dari dosa. kemaksiatan, 

dan sesuatu yang masih meragukan hukumnya (syuhhat). 

Seacara konvensional, keputusan dalam Bahrsu al-Masail dikeluarkan dalam 
rangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang telah disepakati. Dan mereka 
mengulamakan bermazhah secara tekstual saja (gawly). Karenanya, prosedur penjawahan 
masalah, disusun dalam urutan sebagai berikut : 

- Dalam kasus ketika jawaban memang ditemui dalam redaksi kitab kuning dan tidak 
terdapat dua gaul atau lebih, maka ditetapkan gaw/ tersebut sebagaimana tertulis dalam 
kitab aslinya. 

- Dalam kasus ketika jawaban memang ditemui dalam redaksi kitab kuning, tetapi 
disana terdapat lebih dari satu gaul, maka dilakukan kesepakatan bersama (tagrir jama'1) 
dalam konteks kompromi, Jika upaya mengkompromikan tidak bisa dilaksanakan, 
maka para kiai mengambil gaul yang dianggap paling kuat (arjah). Dan, jika tidak 
ada gaul yang dianggap paling kuat, maka dinyatakan memang ada dua alternatif 
jawaban i(fihi gaulani). 

- Dalam kasus ketika jawaban memang tidak ditemui dalam kitab kuning, persoalan itu 
dinyatakan mauguf artinya dipending dahulu dan pada waktu lain hisa cari 
jawabannya. 

Dalam perspektif ini, realitas menunjukkan bahwa masalah-masalah yang tidak 


mendapatkan jawaban (mauguf) cukup banyak, sehingga kondisi im sangat 
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memprihatinkan, apalagi hal-hal itu justru berkaitan denyan problematika kehidupan 
kontemporer yang mendesak untuk mendapatkan kepastian hukumnya, 

Banyaknya persoalan-persoalan yang dinyatakan mouguf tersebut disebabkan hal- 
hal sebagai berikut : Pertama, kitab kuning standar taf-kutuh ul-shafra" al-mu'tabarah)" 
yang selalu menjadi rujukan dalam menyeleseikan segala masalah yang muncul di 
masyarakat. memang ditulis ratusan tahun yang lalu. sehingga memang belum membahas 
persoalan-persoalan masa kini, Kedua, para kiai belum berani memahami teks-teks dalam 
kitab kuning tersehut secara kontekstual. Keriga kitab kuning tersebut ditulis dalam 
kondisi sosial Timur Tengah yang secara sosiologis sangat berbeda dengan setting sosial 
masyarakat Islam Indonesia, Keempar, para kiai belum berani memutuskan bermazhab 
kepada para imam secara metodologis (manhajiy). Kelima, walaupun mereka menyatakan 
bermazhab kepada empat imam, namun kenyataannya mereka hanya wrpaku kepada 
mazhah Syafi'i dan itupun lebih banyak mengikuti pendapat-pendapat pengikut Syafi'i 
seperti ai-Nawawi dan al-Rafi'i. 

Dari paparan diatas, menjadi jelas, bahwa sistem pengambilan keputusan 
tistimbath ai-hukm) dalam Bahsu al-Masail kurang memadai lagi untuk menjawab 
tantangan jaman. Lebih lanjut periu diadakan pngembangan dan pembaharuan sistem dan 
metode agar lebih mampu merespon eksistensi al-(Jur'an sebagai mukjizat sepanjang 
jaman. Hirarki sistem tersebut, jika tetap dipertahankan akan mengantarkan pada 
penelusuran kitab-kitab klasik walaupun seringkali dengan cars “memperkosa” teks. Teks- 


8! "Kitab Kuning” kadang-kadang dibedakan dari “Kitab Putih" yang ditulis diatas kertas warna putih dengan 

menggunakan huruf latin.“ Kitab Putih” sering dihubungkan kepada penulis atiran modern seperti Muhamima- 
diyah. Disebut “Kitab Kuning” karena disamping warna kertasnya kuning, ia ditulis dengan menggunakan 
huruf Arab. Adapun tentang kitab yanp standar (mu tabur) tidak ada batasan yang jelas, yang penting kitab- 
kitab itu disusun oleh ularva yang bermazhab. Jadi tidak benar kalau kitab itu hanya dibatas oleh tahun peruli- 
sannya, yaitu antara abad 19 sampai 15 Masehi, Hal itu terbukti bahwa para kiai bisa menerima semua karya 
Syaikh Wahbah al-Zukhaili yang disusun pada saat sekaranp, seperti kitab Al-Figh al-Islamiy wa Adillatuhu, 
Lshut al Figh at-Islamry. dan Tafsir al- Munir. 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 159 


teks yang sesungguhnya hadir dalam kondisi tertentu dan dipakai untuk menyeleseikan 
masalah tertentu, dipaksa sedernikian rupa untuk menyeleseikan dan menjawab kasus 
baru. Dan sangat jelas bahwa kasus-kasus baru tersebut berada dalam setting sosiaf yang 
berbeda dengan setting sosial ketika teks-teks tersebut lahir. Di sisi lain, jika sistem 
tersebut tidak mengalami penpembangan, kenyataannya peserta musyawarah seringkali 
menghabiskan waktunya hanya untuk mencari kitab-kitab lain yang dianggap akan mampu 
menjawab persoalan yang ada 

Pada dasarnya, kitab kuning itu memang scharusnya mejadi obyek kajian, namun 
para kiai menyadari tentang kurang relevannya mensakralkannya menjadi Meks-teks suci” 
Uagdis al-'iharat). Dalam kadar tertentu tradisi penghormatan terhadap karya itmiyah 
terdahulu seperti itu memang baik, tetapi hal itu udak serta merta menghilangkan daya 
kritis dan meniadakan keberanian untuk menganalisis ulang pemikiran siapapun dalam 
konteks peningkatan pelayanan keumatan. Dan, jika tagdis al-'iharat tersebut berlebihan 
justru akan mematikan kreatifitas berfikir yang sangat dianjurkan oleh al-Our'an sendiri. 

Berdasarakan pernikiran diatas, beberapa kiai mula memikirkan perlunya 
pengembangan aplikasi metode bermazhah secara metodologis (mamuajiy), agar produk 


Bahrsu at-Masail lebih inoyatif dan progresif. 


2.7.3. Metode Bahtsu al-Masail : Dari Tekstual Menuju Kootekstual 
Hermazhab secara tekstual (gauiy) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah 
mengikuti pendapat-pendapat para imam mujtahid terdahulu. Namun, penetapan hukum 
dengan pola ini menjadikan Bahtsu!l Masai! jauh dari apa yang diharapkan oleh 


masyarakat. Padahal, pada cra globalisasi ini, mereka tidak hanya ingin mendapatkan 
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jawabah ya atau tidak, namun membutuhkan ketegasan alasan serta duduk permasalahan 
yang sebenarnya. Untuk itu dibutuhkan format baru yang yang mampu mengajukan 
alasan-alasan yang rasional dan petunjuk praktis yang sesuai dengan konteks masyarakat 
sekarang. 

Kecenderungan bermazhab secara tekstual imi pada perkembangan selanjutnya 
memunculkan keadaan yang statis dan normatif. Oleh karena itu, pencarian wacana baru 
dalam kajian fikih menjadi sebuah keniscayaan, Konteksrualisasi hatah laming, misalnya 
dipandang sebagai salah satu pencarian wacana baru, dan diharapkan mampu merubah 
paradigma berpikir fikih yang statis menjadi dinamis. 

Disamping. itu banyaknya masalah yang mengalami deadiock atau tak terjawab 
(mauguf) scmakin membuat kebingungan masyarakat, karena mereka membutuhkan 
pnyeleseian keputusan hukum yang realisis yang diyakini tidak menyimpang dari 
ketentuan Tuhan. Untuk itu dibutuhkan keberanian moral para kiai untuk mengajukan 
alternatif lai: dari format penetapan hukum, walaupun masih berpijak kepada teks-teks 
khazanah klasik. Masalah-masalah yang diakhiri dengan mauguf itu, seringkali terjadi 
dikarenakan sikap konservatif mereka, walaupun diantara mereka ada orang-orang yang 
sebenarnya sangat mampu datam kajian fikih. 

Berdasarkan realitas diatas, beberapa kiai melakukan upaya-upaya positif untuk 
mendorong semua pihak dalam rangka mendekonstruksi model lama melalut upaya 
rekonstruksi metode penetapan hukum. Wacana ini muncul karena dua faktor. Pertama, 
pergumulan warga Nahdlatul Utama dengan wacana baru yang mendorong adanya 
pembaharuan di segala aspek kehidupan rnanusia, termasuk didalamnya aspek hukum. 


9 Lihat Abd Basid, Bohrsul Masail dan Weano Pemikiran Figih,dalam Thoha Haraim (Ed). Amologi Kajian 
Islam, (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 1999: 132) 
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Kedua, myunculnya kelompok kiai muda yang tidak puas dengan fatwa-falwa yang 
didominasi oleh kiai-kiai senior yang dinilai sangat konservatif." 

Kelompok kiai ini, berusaha membangun paradimna baru dengan cara mengkaji 
teks-teks klasik tersebut secara lehih sosiologis. Artinya perlu dilakukan analisis terhadap 
setting sosial terhadap teks-teks tersebut. Lebih lanjut. perlu juga dilakukan analisis 
terhadap metode-metode yang digunakan para imam mujiahid dalam menetapkan sebuah 
hukum, 

Dengan demikian. mereka selalu mengajukan sikap kritis, yaitu sikap obyeklif 
dalam memilai karya-karya fikih klasik, Dengan sikap knitis ini, kelebihan dan kekurangan 
yang ada dalam teks-teks lama menjadi bahan pertimbangan untuk dipergunakan atau 
malah diunggalkan saya. Dalam konteks sekarang format baru yang mereka kembangkan 
ini dinamakan kajian “skziptural madisianal kritis” atau yang lebih populer disebut 
paradigrna “kontekstual ". 

Dalam perspektif ini periimbangan anatisis sosial diajukan oleh berbagai kalangan 
yang disebut KPM (Kerangka Pembahasan Masalah) antara lain sebagai berikut : 

l. Analisis masalah, yaitu mencari sebab mengapa masalah itu terjadi, ditinjau dari 
faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik dan lan-lam. 

2. Analisis dampak, baik dampak pisitif maupun negatif dari kasus yang sedang 
dibahas, Darnpak tersebut bisa dilihat dari segi ekonomi, budaya, politik dan iain- 
lain. 

3. Setelah itu perlu mengadakan perbandingan dengan hukum positif yang berlaku di 


Indonesia. Dan juga yang paling penting, dikembalikan kepada hak-hak manusia 


3 Lihat Imam Yahya, Akar Sejarah Bahtsul Afasoid, dalan Imdadun Rahmat. (Ldh, Kritik Nalar Figih NE, 
Transformus Paradigme Bahtwul Masail, Uakarta, Lakpesdam: Mp 
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yang paling dasar (al umur al-khams), yaitu terpeliharanya agama fal-muhajadhah 

'ala al-din), terpeliharanya nyawa (el-muhafadhah 'ala al-nafs), terpeliharanya harta 

(ai-muhafadhah “ala al-mah). terpeliharanya ketunuman (al-muhafadhah ala al-nasi), 

dan terpeliharanya rasio fal-muhafadhah 'ata al- 'agi). 

4. Analisis tindakan, peran dan pengawasan. Analisis ini berkaitan dengan konsekuensi 
dari fatwa diatas, Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana dan kapan 
hal itu akan dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua 
berjalan sesuai dengan rencana.” 

Kajian fikih kontekstual ini. dikalangan kiai Nahdlatul Ulama telah dimulai sejak 
tahun 1987. Waktu itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai merespon 
tantangan tersebut dengan mengadakan kajian-kajian kritis terhadap materi-materi kitab 
klasik. terutama yang dimotori oleh beberapa kai muda. Pada mulanya, kelompok kajian 
ini mendapatkan respon positif dari kelompok kiai senior, namun belakangan ada drantara 
mereka yang tetap kurang berkenan dengan kajian tersebut. Alasan yang mereka ajukan 
adalah adanya kekhawatiran kalau kelompok ini kebiabasan melakukan ijiihad langsung 
terhadap sumber pokok al-Gur'an dan al-Hadis, Hal itu, dikarenakan pendapat mayoritas 
kiai Nahdlatul Ulama masih berpendapat bahwa pada dasarnya pintu ijtihad sudah 
tertutup. Mereka juga menambahkan, bahwa bukan tempatnya f(magomnya) bagi kiai-kiai 
yang hidup pada jaman sekarang melakukan kritik terhadap hasil karya para imam 
terdahulu. 

Kelompok para kiai pembaharu ini tidak merasa putus asa. Meskipun diskusi secara 
forma! di kantor PBNU tidak diperkenankan oleh kiai senior, diskusi tetap dilakukan 


"4 Lihat Marzuki Wahid, Cara Membaca Bahusul Masail NU, Tatapan Reflektif, dalam Indadun Rahmar (Ed) 
Kriktik Natar Figih NU, Transformasi Paradigma Bahisul Moses, Jakrta, Lakpesdam, 2002: 82) 
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meski harus berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Diantara tempat yang scring 
dipergunakan untuk halagoh adalah kantor Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan 
Masyarakat (P3M)., sebuah Lembaga swadaya masyarakat yang dipimpin oleh KH.M. 
Ahmad Sahal Mahfudh. Bahkan melalui jumat P3M hasil kajian knlis tersebut dikiam kec 
beberapa pesantren besar di seluruh Indonesia sebapai saranan sosialisasi. 

Pada tahun 1488. setahun benkutnya halagoh Umiyah um mendapat dukungan dari 
beberapa kiai terkemuka seperti KIIM. Ahmad Sahal Mahfudh waktu itu Rois Syunyah 
Nahdlatul Utama wilayah Jawa Tengah dan KIIM. Imron Hamzah, Rois Syuriyah 
Nahdlatul Ilama wilayah Jawa Timur, 

Kemudian, halagoh yang berskala nasivnal pertama kali diselenggarakan di Pondok 
Pesantren Watuconpol Muntilan Magelang tanggal 15-17 Desember 1983, dengan tema 
"Telaah Kitah Kuning secara Kontekstual”. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan 
dalam halagoh tersebut adalah sebagai berikut : 

Il. Memahami teks kitab klasik harus dengan analisis terhadap konteks sosial 


historisnya. 


ro 


Mengembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap Us kab kuning. 

3. Memperbanyak studi banding (mugobalah) dengan kitab-kitab lain, baik dalam 
lingkup mazhab Syaf'1 maupun mazhab lainnya. 

4. Meningkatkan mtensitas diskusi dengan para intelektual dan pakar, jika masalah 
yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial diluar kitab kuning. 

S. Mampu menghadapkan kajian teks kitab kuning dengan wacana aktual dengan 


menggunakan hahasa yang komunikauf. 
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Forum kalagah kedua, diadakan di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak 
Yogjakarta, tanggal 6-7 Maret 1989, beberapa bulan pasca Muktamar ke 29 ditempat 
yang sama. Agenda di Krapyak ini adalah “Kekonstruksi Bahisul Masail”. Mereka 
memandang hahwa Bahtsul Masail yang dilakukan selama ini kurang efektif hasilnya, baik 
dari segi substansinya maupun segi metodologi yang dipergunakan. 

Selanjutnya pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dalam halagoh Krapyak ini 
menjadi bahan rekomendasi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 
di Bandar Lampung tanggal 24-25 januan 1992, Dan, pada dasarnya rekomendasi 
halagoh ini mengajak para kiai Nahdlatul Ulama untuk melakukan penetapan (istimbuih) 
hukum secara metodologis (manhajiy) dalam foram “ijtihad kolektif” (jama'iy), meski 
bukan berati menghingkan sama sekali kajian modei lama yang bersifat tekstual (gawy).” 

Dalarn perspekuf ira, menurut penelitian Basid, bahwa perkembangan yang pesat 
dan pemikiran fikih ini juga disebabkan kembalinya Nahdlatui Ulama ke khittah 1926, 
Hal itu terjadi, karena para kiai semakin konsentrasi mengembangkan paradigma 
penentuan hukum fikih sebagai jawaban kongkrit dari persoalan masyarakat “Dalam 
konteks yang sama Hamim menilai bahwa fikih bukanlah suatu produk hukum yang 
monolitik. Fikih tidak hanya mencerminkan keragaman aliran pemikiran dalam 
jurisprudensi Islam (mazhab). Tetapi fikih juga menawarkan varian metode dalam 
menyajikan pemabahasannya. Hal itu terjadi karena ada dialcktika antara fikih dengan 


hadist dan legitimasi sosiologis. Dengan dialektika seprti tersebut, maka keberagamaan 


' Lihat Imam Yahya, Akar Sejarah Bahisul Masail, dalam Indadun Rahmat (Ed), Kritik Notur Figih NU, 
Trunsfurmusi Parudigma Bahtsul Masuil (Jakarta, Lakpesdam, 2002: 22) 

“Lihat Abd Basid Bahrsul Masai! dan Wacana Pemikiran Figih, dalam Thoha Hamim (Ed) ,Amtotagi Kajian 
Islem, (Suarabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 1499: 132). 
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Komunitas NANGA VLdilka YAL HALAMAN TAALA penanaan Anannaa Manu. Pa 
kuat 

Dengan demikian dari segi historis maupun operasionalitas, Bahtsu af-Masail 
Nahdlatul (lama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. 
Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dibahas (masail) selalu mengikuti perkembangan 
hukum di masyarakat. Demokratis, karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan 
antara kisi dan santri, baik tua ataupun muda usia Pendapat siapapun asal dianggap paling 
kuat, itulah yang harus diambil. Dikatakan berwawasan luas, karena dalam forum itu tidak 
ada dominasi pendapat. Jika terjadi perbedaan pendapat, mereka selalu sepakat dalam 
perbedaan (khilaf). Jadi para peserta sudah biasa dengan keputusan bahwa dalam masalah 
yang sedang dibahas ada dua pendapat (fihi gawani), bahkan mungkin ada banyak 
pendapat (Fi agwal)." 

Selanjutnya, menurut Esposito bahwa perkembangan perrikiran fikih tersebut bisa 
dikatagorikan sebagai masyarakat yang neo-modernis, yaitu masyarakat yang mengalami 
perubahan dari restriction of traditionalist menuju socio-historical approach. Dengan 
ungkapan lain, kelompok yang diidolakan untuk mempersiapkan masyarakat muslim 
modem atau neo-modermn. 


7 Lihat Thoha Hamim, #siam dar NU Dihawah Tekanan Problematika Kontemporer, (Surabaya, Diantama 
» 2004: 191-182) 

S8 KH.MLA. Sahal Mahfudh, Bakrsul Masaif dan Istinbath Hukum NU Sebuah Caratan Pendek, dalam 
Imdadun Rahmat (Ed). Kritik Natar Figih NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, Jakarta, Lakpes- 
dam, 2002: x) 

8 Lihat John L.Esposito (Ed), The Oxford Encyelopedia of the Modern Islamic World, (NewYork.Oxford 
Universiry Press, 1995: 14). Resiricitan of traditionalisi, artinya pola pemikiran keagamaan tradisional 
sempiu, sedangkan modernist seripturalism, adalah gerakan modern yang pola pemahaman keagamaan- 
nya sanpal tekstual terhadap doktrin. Adapun socio-historical approach, adalah kelompok yang pala pema- 
harnan kcagamaannya lebih sostologis., 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 166 


Memperkuat perkembangan diatas, Ka'bah (1999: 142) menyaksikan dalam 
penelitiannya bahwa dalam Bahtsu al-Masai! saat ini, para kiai sudah menggunakan kitab 
tafsir dan hadis yang terkenal seperti. Tafsir al-Thabari. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al- 
Ourthubi, Shahih Bukhari, Shahih Muslim. Lebih lamjut, mereka juga sudah menggunakan 
kitab-kitab fikih non-mazhab masa kini yang disusun oleh penulis-penulis modern seperti, 
Abdu al-Oadir 'Adudah. Yusuf Musa, Sayyid Sabig, al-Jurjani, Husain Makhluf, al-Zukkaili, 
dan tain-lain, 

Dengan demikian. para kiai telah mengantisipasi perubahanan dan perkembangan 
yamp terjadi di masyarakat. Mereka menyadan bahwa kebutuhan manusia dan proses 
perubahan itu terus bergulir secara cepat. Kalau perubahan masyarakat tidak direspon 
sudah barang tentu akan banyak persoalan yang mauguf. Dan kalau sampai ada persoalan 
yang mauguf, sebagai pemimpin agama mercka merasa berdosa. Dalam hal ini, mereka 
bisa menerima metode yang baru dalam rangka membumikan “misi pokok syariat” 
(magashid ai-syari 'ah), yang meliputi lima hal, yaitu (1) melindungi agama (hijdh al-din), 
(2) melindungi jiwa dan keselamatan fisik (bifdh al-nafs), (3) melindungi kelangsungan 
keturunan (hifdh al-nas!), (4) melindungi rasio (hifdh “agl), dan (5) melindungi harta benda 
(hifdh al-mat). 

Rumusan lima misi pokok ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak 
mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan kepada Tuhan secara terbatas 
pada serangkaian perintah dan farangan. Dalam kerangka inilah, para kisi meyakini bahwa 
semua aspek kehidupan manusia harus direspon dengan meletakkan kemaslahatan sebagai 
bahan pertimbangan. Karena hanya dengan menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas- 


tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dan keluma misi pokok syariat 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 167 


tersebut adalah nilai-nilai unversal yang selalu dijunjung tinggi dalam konteks supremasi 
hukum. Dengan begitu, keputusan-keputusan Bahtsu af-Masail tidak kehilangan relevansi 
dengan semangat keadilan. kebebasan, persamaan derajat di depan hukum, perlindungan 
hukum kepada masyarakat yang tidak scagama, dan bahkan dengan semangat demokrasi 
dan pluralisme. 

Gagasan-gapasan pluralisme, kesetaraan dan toleransi merupakan ide-ide etik dari 
diskursus civif society yang di Indonesia saat ini memang membutuhkan pijakan 


keayamaan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. 


2.7.4. Contoh Penerapan Kabtsu al-Masail 
2,7.4.1. Kasus Pencalonan Gus Dur sebagai Presiden 

Pada minegu terakhir bulan Agustus 1999, “poros lengah” yang dimotori Amien 
Rais sepakat untuk mencalonkan Gus Dur sebagai kandidat presiden sebagai representasi 
kepentingan politik Islam setelah jatuhnya Habibie. Menyadani dirinya dicalonkan sebagai 
presiden Gus Dur tidak langsung menjawab secara pasti, namun ia menyerahkan 
keputusannya kepad para kiai. 

Pada tanggal 51 Agustus 1999, para kiai mengadakan pertemuan (halagah) di 
Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur. Ternyata halagah tersebut hanya diisi dengan doa 
istighatsah dan memutuskan agar para kiai melakukan sembahyang istikharah dahulu, Hai 
Itu diputuskan karcna mereka belum percaya kalau Amien Rais tulus untuk mencalonkan 
Gus Dur. Halagah berikutnya bertempat di Pesantren Buntet Cirebon Jawa Barat pada 27 
September 1999. Dalam halagah tersebut hadir antara lain KH. Abdullah Fagih dari 


Langitan Tuhan, KH. Alullah Abbas Buntet Cirebon, KH. Sahal Mahfudz Kajen Pati, 
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KH. Muchith Muzadi Jember, KH. Imron Chamzah Sepanjang Sidoarjo, KH, Aziz 
Masyhuri Denanyar Jombang, KH. Ali Mashuri Tulangan Sidoarjo, KH. Fahrudin Masturo 
Tipar Sukabumi. 

Ilalagah belum bisa mengambil jawaban final. karena mereka berbeda pendapat 
tentang hal tersebut. Bagi para kiai yang menolak pencalonan tersebut mengambil dasar 
antara lain : 


|. Hadits Rasul SAW “ Para ulama adalah kepercayaan para rasul atas hamba- 
hamba-Nya selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Tetapi kalau 
bergaul dengan mereka dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah 
berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah. Maka takutlah kamu dan 
hindarilah mereka (pera penguasa itu)" (al Wama —umanau al-rusut “ala 
'ibaditlah ta'ala ma lam yukholithu al-salathin, fain kholathu hum wa fa'alu dzalik 
Jagad khanu hum fakhkar hum wa Yrazilu hum), 


2. Kitab Majmu' dalam bahasa Jawa karangan K. Shaleh Darat Semarang. yang 
menepaskan : ““Wiama yung menjadi pejabat pemerintah udalah orang-oronny 
yang terhina dan tertipu D. 


3. Mereka juga ragu atas ketulusan Amien Rais dan poros tengah untuk mencalonkan 
Gus Dur. Dan jika ragu terhadap sesuatu pada dasarnya tidak boleh diteruskan, 
sesuai dengan kaidah hukum “Sesuatu yang masih meragukan tidak bisa 
mengalahkan sesuatu yang sudah meyakinkan ' (al-yagin la yuzal bi al-syak). 


4. Hadits yang artinya " Jika kamu mendengar kabar ada sebuah gunung telah 
berpindah temput, maka percaiyalah. Terapi jika ada berita mengenai sesorang 
yang telah berubah dari kebiasaannya (keluar dari tabiat aslinya), maka sebaiknya 
kamu tidak usah mempercayainya ”. 


5. Para kiai menganalogikan pencalonan Gus Dur oleh poros tengah dengan rekayasa 
polilik Mu'awiyah pada periode awal Islam yang berhasil menipu daya Husein bin 
Ali untuk berrnigrasi dari Madinah menuju Irak. 
Sedangkan para kiai yang bisa menerima lamaran tersebut, mereka mengajukan 
beberapa alasan sehagai berikut : 
|. Keterangan kuah Is'adu al-rafig jilid 2 halaman 31 “Janganlah para ulama itu 


mondar-mandir untuk menemui para penguasa dalam rangka mencari kekuasaan 
dunta, kecuah ada hajat dan dalam keadaan darurat atau demi mewujudkan ke- 
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maslahatan agama dan kebaikan dunia” (wa an Ja yakun mutaraddidan 'ala al- 
salatkin wa ghairihim min arbabi ak-riyasah fi al-dunya ia lihajah wa diaru- 
rah au mashlahah diniyyah rajihah “ala al-mafsadah). 


2, Kekuasaan pemenntahan adalah bagian dari pada pengarnalan agama, Dan misi 
pokok agama bisa terlaksana dengan baik bila terdapat kepemimpinan yang baik 
dalam suatu negara. Menurur Imam al-Ghazati dalam kitab al-fgtishad fi al-Prigad 
halaman 135 dijelaskan : "' Agama akan terselenggara dengan baik. jika memenuhi 
dua hal. yaitu pengetahuan dan ibadah. Kedua hal tersebut tidak akan berjalan 
dengan baik kecuali ditunjang oleh (1) kesehatan yang baik, (2) stabilitas 
keamanan, (3) terpenuhinya kebutuhan dasar kehidupan seperti sandang. pangan 
dan papan. Berdasarkan kepentingan itu al-Ghazai menyatakan bahwa 
keberhasilan tujuan agarna hanya dapat berhasil dengan penataan dunia yang baik. 
Ketertiban dunia seperti ilu tidak akan berhasil tanpa adanya penguasa (sulihun) 
yang dipatuhi. Agama adalah asas sedangkan penguasa adalah penjaganya Segala 
sesualu tanpa asas akan runtuh, dan apapun tanpa penjapa akun sia-sia”. 


3. Penjelasan Abdullah bin Mu'adz :' "Kekuasaan akan langgeng bila ditopang oleh 
agama . dan agama akan kuat bila ditopang oleh kekuasaan '' 


Pada tanggal 8 Oktober 1999, para kiai mengadakan halagah lagi di kantor PBNU 
Jakarta untuk mengambil keputusan dari pencalonan tersebut. Ternyata, secara hukum 
Fikih mereka masih terbelah pendapatnya untuk menerima atau menolaknya Karena 
mereka terlihat sangat berhati-hati (ikbsriyarh) sebagaimana karakteristik ulama, maka 
keputusannya bisa menerima pinangan tersebut setelah mereka akan melakukan 
sembahyang isiikharah dahulu. Bila hasilnya cukup baik maka mereka akan menerima 
secara final dan mendukung pencalonan dimaksud. 

Pada tanggal 10 Oktober 1999, para kiai kembali mengadakan holagah di Pesanyen 
Langitan Tuban, dan dalam forum tersebut mereka bisa menerima “niat baik” poros 
tengah untuk mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden, walaupun keputusan tersebut 
tidak bulat, Karenanya mereka masih menyisakan catatan bahwa keputusan tersebut akan 


dipertimbangkan terakhir pada saty hari sebelum datangnya hari “'H”, Sebagaimana 
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diketahui, (cpat tanggal 20 Oktober 1999 Gus Dur terpilih menjadi presiden mengalahkan 


Megawati Soekarno Putri. 


2.74, 2. Hukum Wanita Menjadi Presiden 


Pada tanggal 10 Juli 1999 Pimpman Wilayah Lajnah Bahtsu al-Masaih Nahdlatul 
Ulama Jawa Timur menvelunpgarakan halagah di Pesantren IWidayatu al-Mubudun 
Lirboyo Kediri. Agenda yang dibahas adalah tentang bagaunana hukum wanita yang 
menjadi presiden. Hal itu dilakukan karena munculnya berbagai pertanyaan dari 
masyarakat yang diajukan kepada Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Timur. sehubungan 
dengan kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu legisJatif. Dan, menurut informasi yang 
kuat PDI Perjuangan kemungkinan besar akan mengajukan Mepawati Sockamu Putri 
menjadi calon Presiden Republik Indonesia, 

Setelah mengadakan pembahasan selama sehari, para kiai berbeda pendapat 
tentang hukum boleh dan tidaknya perermpuan menjadi presiden menurut Islam. 

Kelompok yany berpendapat bahwa “'hukumnya haram” mengajukan dasar-dasar 
sebagai berikut : 


|. Surat al-Nisa' 34 “Jaki-laki itu pemimpin bagi wanita” (al-rijalu gowwamu 
ng 'ala al-nisa). 


2. Hadist riwayat Imam al-Bukhari “Tidak akan sukses kaum yang menyerah- 
kan urusan negara kepada wanita” (lan yufliha gautmun wallau amrohum 
imruatun). 


3. Mayoritas Gumbur al ulama) ulama empat - Hanafi, Maliki, Syafi'i dan 


Hambali - semuanya berpendapat haramnya " Khalifah” atau "al-Imum ai- 
A'dham” dyabat oleh waruta. 
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Sedangkan kelompok yang berpendapat bahwa “'hukumnya boleh'' mengajukan 


1. Sebab turunnya ayat al-Nisa' 34 menunjukkan bahwa ayat itu dalam konteks 
urusan keluarga. Diriwayatkan bahwa Habibah bintu Zaid istri Sa'ad bin Rabi 
melakukan musyuz (durhaka, menetang keinginan Sa'ad untuk bersetubuh). Lalu 
ditampar oleh Sa'ad.Kasus keluarga ini dilaporkan kepada Rasul SAW. Beliau 
memutuskan untuk menghukum gishas (balasan setimpal) kepada Sa'ad. Tetapi 
ketika Habibah dan ayahnya melakukan gishas Nabi memanggil keduanya, 
seraya mengabarkan tentang turunnya surat al-Nisa'” 34 tersebut, dan sekaligus 
Nabi meralat perintah balasan gishus. Dan riwayat ini bisa disimpulkan bahwa 
keharaman kepemimpinan wanita diterapkan dalam urusan keluarga (domestik). 
Apalagi ayat tersebut udak menggunakan kalimat perintah (Sfighat al-amr). 
Namun hanya menggunakan kalimat berita (kalam khabar). sehinpga hukum 
wajib atau haram menuliki kadar yang kurang efektif. 


2. Hadits al-Bukhari diatas bersifat kasuistik, yaitu berlaku pada ratu Buran 
yang terkenal sangat bodoh. Menurut Imam al- Asgalam dalam kitab Fathu al- 
bari jilid 13 halaman S5-5$. bahwa sebab sampainya fasbabu al-wurud) dari 
hadits tersebut berkenaan dengan kunr Nabi yang bernama Abdullah ibnu 
Khudzaifah. Ia diutus Nabi untuk menyampaikan surat ajakan masuk Islam 
kepada raja Persia Anusyirwan ayah Buran. Dengan sinis raja itu merobek surat 
Nabi. Setelah bebcrapa waktu sebelum meninggal dunia, ia menyerahkan tahta 
kerajaan kepada putrinya tersebut. Hal itu dilakukan karena ja tidak mempunyai 
anak laki-laki. Mendengar Buran menjadi ratu Persia, Nabi langsung 
menyampaikan hadits diatas. 


3. Terhadap pendapat jumhur ulama, kelompok ini mengajukan dasar bahwa 
yang mercka haramkan adalah jabatan Khalifah atau Imam ai-A 'dham. Pada 
hal jabatan presiden Indonesia tidak sama dengan jabatan itu. Khalifah atau 
Imam al-A dham adalah jabatan yang meliputi keuga bidang pemerintahan, 
yaitu legislatif, ekskutif dan yudikatif, Sedangkan jabatan presiden hanya 
satu bidang, yaitu ekskutif saja Lebih dan itu, apabila sistem khilafah yang 
dipedomani, maka diseluruh durua islam tidak boleh ada dua khafifah. Kete- 
rangan ini banyak dijumpai dari hampir semua kitab, antara lain al-Fighu 
al-Isiami wa adillatuh jilid 6 halaman 621, karya Zuhaili “Imam al-A'dham 
atau Khalifah atau Amir al-mukmirin adalah induk dari kesehrruhan komu- 
nitas umat Islam yang tersebar di seluruh belahan durua dan ia adalah peme- 
rintahan kesultanan yang paling tinggi" (oi-imamah ol 'udhma au al-khilafah 
aw imaratu al-mukmirin kulluha tuaddi ma nan wahidan wa tadullu 'ala wa 
dhifah wahidah, hiva al-sulihah al-hukumivah al- 'ulya), Dasar kitab lain 
adalah kitab Hikmatu al-tasyri” wa falsafjatuh N al-Zurjani jilid 2 halaman 
230 "Allah memenntahkan kepada kita untuk bersatu, dan tidak ada per- 
satuan kecuali kita menghadapkan wajah kita kepada khalifah yang satu, 
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yang menguasai seluruh negeri-negeri Islam” (wallah ya 'muruna bi al-itti- 
had wala ittihada illah idza aujahna wujuhana nahwa khalifah wahid yakun 
'ala jamil 'i al-bilad al-Islamiyah). Demikian pula bisa dijumpai keterangan 
dalam kitab hnam al-Mawardi al-Ahkam a-sulthaniyah wa al-wlayah al-di- 
niyah halaman 23 “adalah tidak diperbolehkan adanya berbilang khalifah 
dasuatu zaman dan di satu tempat” (wa Ia yajuzu ta'addud ai-aimmah fi 
zaman wahid wa makan wahid). 

Berdasarkan alasan diatas, para kiai ini berpendapat bahwa jabatan presiden 
hanya disamakan dengan jabatan gadi atau hakim yang menurut Imarn Abu 
Hanifah wanita diperbolehkan menjadi yodii untuk memutuskan perkara 
harta (wagala Abu Hanifah yajuzu an takun al-mar ah gadliyan ff al-amwal). 
Bahkan Imam al-Thabari membolehkan wanita menjadi hakim dalam segala 
hal (ga? at-Thabari yajuzn an takun al-mar ah hakiman fi kulli syai ). Kedua 
alasan ini terdapat dalam kitab Ihnu al-Rusvd, Bidavatu al-Mujtahid jilid 2 
halaman 344. 

IJan terdapat satu syarat yang paling sulit dipenuhi jika sistem khilafah yang 
harus diterapkan pada zaman sekarang, yaitu bahwa seorang Ahalifah harus 
keturunan lanpsung dari suku Ouraisy sebagaimana keterangan hadits Nabi 
Val-aimmoh min guraisyin”. 


Akhirnya. karena terjadi perbedaan yang cukup tajam tentang boleh dan tidaknya 
wanita menjadi presiden, para kiai yang menjadi tim perumus mengambil keputusan yang 
dinilai mengarobang tentang masalah tersebut. walaupun sebenarnya mereka cenderunp 
memilih hukum bolehnya wanita menjadi presiden. Tim perumus tersebut terdiri dari 
KH.M, Imron Chamzah, KH. A. Muchith Muzadi, KI.M. Subadar, KH. Anwar Iskandar, 
KH, Hasyim Abbas. KH. Imam Ghozali Said, KISI. Muhyiddin A. Shamad, dan KH. 
Afifudin Muhajir, Adapun secara rinci keputusannya adalah sebagai berikut : 


“Kepemimpinan nasional termasuk hal yang wajib hukumnya, dan mutlak 
diperlukan untuk tegaknya pemerintahan demi kemaslahatan umat Agar 
kepemimpinan nasional itu dipatuh: rakyat Indonesia yang mayoritas berayama 
Islam, maka figur pimpinan nasional (presiden) harus memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana dituntut adanya dalam syariat Islam. Berdasarkan pengamatan 
terhadap figur-figwr yang dicalonkan oleh parpol-parpol hasii pemilu bulan Juni 
1999, terdapat indikasi bahwa dalam diri mereka terdapat kekurangan persyaratan 
yang digariskan oleh norma syariat. Oleh karena itu harus diusahakan agar 
memilih presiden yang kekurangan persyaratannya paling sedikit. Dengan 
demikian, bila figur presiden yang terpilih dalam Sidang Umum MPR 1999 yang 
akan datang ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka presiden tersebut 
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tergolong “'dalam kondisi darurat dengan kekuasaan defakto”" (mutawali at- 
dloruri bi a-syaukah). | 


Sehubungan dengan keputusan diatas. para kiai mengajukan dua syarat pokok. (1). 
Presiden haris herkemampuan fai-guwwah) dan memiliki integritas kepribadian fa/- 
amanah). (2). Presiden bertanggung jawah untuk mengupayakan wujudnya kesetahteraan 


rakyat baik di dunia maupun di akhirat. 
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BAB 3 
KIAI DAN NASIONALISME : 
PEMAHAMAN KIAI TENTANG NASIONALISME 

3.l. Pengantar 

Dalam bab im akan dikemukakan data-data yang muncul di lapangan. Data-data 
tersebut berkaitan dengan latar belakang kehidupan mereka dan pemahamannya teniang 
nasionalisrnc. aspek historis nasionalisme, Pan Islamisme, pandangan mereka tentang 
hubungan antara agama dan negara, dan bagaimana mereka memaknai masalah-masalah 
komemporer yang berhubungan erat dengan wacana nasionalisme. Jadi, bab ini merekam 
beberapa pemahaman tersebut dan mencoba mengaitkannya dengar proses aplikasi 
tindakan yang sudah mereka lakukan selarna ini. Aplikasi dirnaksud adalah dalam kontcks 
faktor apa saja yang melatarbelakangi konstruksi sosial mereka tentang nasionahsme. 
Dialektika dari heberapa masalah diatas, kemudian menghasilkan model dinamika 
hubungan antara agama dan negara yang akan menjadi tolok ukur tentang kuat dan 


tidaknya integrasi bangsa menuju kokohnya nasionahsme Indonesia. 


3.2. Latar Belakang Pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Politik Kiai 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa subyek penelitian ini adalah 9 kiai yang 
terlibat langsung pada forum Bahrsu a!-Masai! Nahdiatul Ulama Jawa Timur. Ternyata 
semua dari para kiai tersebut telah menamatkan pendidikannya di pesantren-pesantren Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. Kemudian sebagian dari mereka meneruskan pendidikan 
agamanya di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi. Sebagai pengasuh pesantren. maka 


secara ekonomi mereka tidak mendapatkan kesulitan untuk menutup kebutuhan hidupnya. 
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Sebab pada umumnya hampir semua kiai setiap malam selalu mendapatkan undangan 
untuk menyampaikan ceramah (mau idhah hasanah) dalam berbagai acara seperti hajatan 
pengantin. khitanan. ceramah halal-bihalal, maulid Nabi, acara Isra'-Mr'raj. peringatan 
tahun baru Islam, hai uiang tahun kernatian (kheut). wisuda (haflah) pesanwen, dan 
sebagainya. Di sisi lain, setiap hari selalu ada wali santri yang datang untuk menjenguk 
anaknya, dan biasanya mereka mengharuskan dirinya untuk menhadap (sowan) kepada 
kiai, dan sehelum pulang mereka menyempatkan ''bersatam tempel'' atau memberikan 
sejumlah uang kepada kiai sebagai pengasuh pesantren. 

Untuk mendesknpsikan garnbaran yang agak nu! tentang Jatar belakang masing- 
masing kiai, maka berikut akan disajikan deskripsi singkat mengenai biografi mereka yang 
berkaitan dengan latar belakanp pendidikan, sosial, politik, dan ekonomi. Setelah itu, 
barulah penelili mengemukakan data-data lapangan yang berhasil) ditemukan dari subyek 
penelitian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman mereka tentang nasionalisme 


pasca jatuhnya rezim Orde Baru. 


3.2.3. KH. Yasri Marzuki 
la adalah anak scorang kiai yang lahir di sebuah desa di kabupaten Situbondo 45 
tahun yang lalu Sejak kecil ja telah belajar agama kepada ayahnya dan para kiai di 
desanya, Setelah menamatkan sekolah tingkat dasar dan madrasah di desanya ia dikirim 
orang tuanya belajar apama di pesantren Lirboyo Kediri selama 10 tahun. Pendiri pesantren 
Lirboyo adalah KH. Abdul Karim, yang ketika belajar agama di Makah seangkatan dengan 
KI, Hasyim Asy'ari pendiri jam'yyah Nahdlatut Ulama yang memiliki rasa nasionalisme 


yang sankat kuat. Putera pertama beliau KH. Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu dari 
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Panitia Sembilan yang merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 

Selama di Lirboyo KH. Yasr Marzuki terkenal sebagai santri yang raiin dan sangat 
cerdas. Karena kemampuannya dalam menguasai penketahuan apama dan kiuab kuning 
sangat menonjol ia danjkat pengasuh pesantren untuk ikut mengajar di Lirboyo sampai 
saat sekarang. Seperti biasanya para kiai selalu menjodohkan santri yang pandai dengan 
salah seorang anak kiai agar kelak hisa memeruskan pendidikan pesantren mertuanya. 
Dalam konteks inilah lalu ia dikawinkan dengan anak seorang kiai dari desa Petruk Kediri 
yang berjarak kurang lebih 5 kilometer kearah selatan dan pesantren Lirboyo, dan saat int 
dialah yang menjadi pengasuh pesantren Petuk tersebut. 

Kedudukannya sebagai salah satu pengajar di Lirboyo ulah yang 
menghantarkannnya dipilih sebagai salah satu anygota Lajnah Bahtsu al-Masail Nahdlatul 
Ulama wilayah Jawa Tirnur sejak awal tahun 1992. Dan sejak tahun 1997 3a dipilih menjadi 
ketua Lajnah tersebut sampai sekarang, bahkan saat ini ia merangkap menjadi ketua Lanjah 
yang sama di level Pengurus Besar Nahdlatul Ujarna Jakarta. Karena rangkap jabatan tidak 
diperbolehkan oleh orgamsasi. maka mulai hulan Agustus 2005 sebapai kctua Lajnah 
Bahtsu ai-Masaif Nahdlatul Ulama Jawa Timur ia diganti oleh kiai yang lain. 

Seperti diketahui pesaantren Lirboyo pada masa Orde Baru adalah pendukung kuat 
PPP (Partai Pesatuan Permhangunan), Karenanya ondentasi dan afiliasi politik para santri 
pada umumnya mengikut jejak para kiai pengasuh pesantren, Namun ketika rezim Orde 
Baru jatuh. maka para kiai Lirboyo secara gigih ikut serta membidani lahimnya PKB (Partai 
Kehungkitan Bangsa). Dalam perspektif inilah KI. Yasri Marzuki terpilih sebagai salah 


satu anggota Dewan Syuro PKB kabupaten Kediri sampai sekarang. 
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Sebagai seorang kiai maka sumber penghasilannya berasal dari mengajar di 
berbagai pesantren dan memberikan pengajian umum dari kampung ke kampung atas 
undangan masyarakal. Namun, penghasilan yang paling banyak ja peraleh dari penerbitan 
buku-buku agama dan kitah kuning. Bahkan usaha penerbitan inilah yang ia tekuni sampai 
har ini. Lebih dari itu. ternyata ia juga memilik: beberapa hektar bidang sawah yang ia 
pekerjakan kepada para santi dan masyarakat sekitarnya dengan sisicm bagi hasil, 
Disamping ita, ia memiliki Wartel, toko pracangan dan kelontong untuk memenuhi 


kebutuhan pokok para santn setiap hari. 


3.2.2. KH. Syaifudin 

Ia lahir di sebuah desa di kabupaten Purworrjo Jawa Tengah tahun 1964. Sctclah 
menamatkan pendidikan dasar di desanya, lalu ia masuk di SMP Negeri, dan sctelah lulus 
ia pergi ke Jakarta untuk merantau beherapa tahun, Setelah itu ayahnya mengirimnya ke 
pesantren Lirboyo Kediri selama $ tahun. Karena ia (crgolong santri yang cerdas, maka ia 
diangkat oleh pengasuh pesantren untuk ikut mengajar di Loiboyo selama beberapa tahun. 
Pada tahun 1991 ia dikirim pengasuh pesantren Lirboyo untuk membantu mengajar di 
pesantren Zainul Ilasan Genggong Pronolinggo. Dari pesantren Gengong inilah yang 
menghantarkannya diambil menantu oleh salah seorang kiai pengasuh pesantren Roudlotu 
al-Muta'ailimin  Wonoasih kota Probolinggo. Saat im dialah yang menngantikan 
mertuanya sebayai pengasuh utama pesantren tersebut. 

Kiai Syafudin tergolong individu yang selalu ingin belajar, sehingga ketika 
mengajar di Genggong ia jupa mengikuti kuliah di STAT (Sekolah Tinggi Agama Islam) 


Genggong dan mendapatkan Des, (Dotorandus) dalam ilmu pendidikan Islam (Tarbiyah). 
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Bahkan, sampai saat ini ia masih tercatat sebagai mahasiswa program strata dua (S2) di 
sebuah Perguruan Tinggi swasta di Surabaya. 

Karena imteraksi pesantren Lirboyo dan Genggong dengan pengurus wilayah 
Nahdlatul Ulama Jawa Timur sangat intensif, maka sejak ia berada di Genggong sudah 
menjadi anggota Lajnah Bahtsu al-Masail Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. 
Kemudian setelah Konperensi Wilayah Nahdlatul Ulama tahun 1997 di pesantren Al Falah 
Ploso Mojo Kediri, ia terpilih sebagai salah satu wakil sekretans (wakil karib) jajaran 
syuniyah wilayah. Kedudukan milah yang akhirnya menghantarkannya terpilih menjadi 
salah satu anggota fraksi PKB (Pariai Kebangkitan Bangsa) DPRD propinsi Jawa Timur 
perode 1999 sampai 20X)4, 

Sebagai scorang kiai yang tergolong intelek (welf educated) dan berpengetahuan 
luas di kawasan Probolinggo, maka hampir setiap malam ia mendapatkan undangan untuk 
memberikan ceramah agama dari kampung ke kampung, bahkan seringkali ia memberikan 
pengajian di kota-kota lain di Jawa Timur. Disamping itu ja juga masih aktif memberikan 
kuliah agama di STAI (Sekolah Tinggi Agama Islam) Zainul Hasan Genggong, Lebih dari 
tu sumber penghasilan lainnya berasal dari 2 iwktar sawah di kecamatan Gending 
Probolinggo, yang selalu ia tanam: brambang dan menambah penghasilan yang cukup 
lumayan bagi keluarganya. Namun, yang menarik ternyata ia masih memiliki beberapa 
rumah di kota Probolinggo yang ia kontrakkan kepada orang yang membutuhkan secara 
tahunan. Ja juga menekuni bisnis jual beli romah, dan yang tidak ketinggalan adalah 
perhatiannya terhadap usaha jasa wansportasi dengan memiliki 2 unit mobil Izuzu Bison 
dengan trayek Probolinggo - Situbondo. Semua usaha ekonomi tersebut disamping untuk 


mencukupi kebutuhan keluarga, juga untuk mengembangkan pesantrennya. 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 179 


3.2.3. KH. Syahid 

Ja dilahirkan tahun 1972 di pinggiran kota Banyuwangi yang secara kultural adalah 
warga Nahdlatul Ulama. Karenanya. setelah pagi hari belajar di SDN (Sekolah Dasar 
Negeri), pada sore harinya ia belajar agama di MINU (Madrasah Ihtidaiyah Nahdtatul 
Ulama) di kampungnya. Setelah belajar agama di pesantren Nahdiatu al-Thuliab 
Banyuwangi selama 2 tahun, ia dikirim ayahnya untuk lebih mendalami agama secara 
intensif di pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kedin selama & tahun. Tamat dari 
pesantren J.irboyo, ia meneruskan kuliah di Fakultas Tarbiyah LAI (Snstirur Agama Isiam) 
Tbrahimi Asembagus Sukorejo Situbondo dan baru bisa menyeleseikannya di STAI 
(Sekolah Tinggi Agama Islam) Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo. 

Tamat dari Genggong ia melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita di 
kawasan kecamatan Benowe Surabaya. Ketika pada tahun 1997 Lajnah Bahtsu al-Masail 
Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur membutuhkan seorang sekretaris yang harus 
berternpat tinggal di Surabaya, maka beberapa pengurus wilayah yang berasal dari 
pesantren Lirboyo Kediri memilihnya untuk menempati jabatan tersebut sampai sekarang. 

Disamping itu, ia juga tertarik terjun ke dunia politik praktis sehingga sarnpai saat 
ini ia masih tercatat sebagai Ketua Dewan Syura PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 
Pengurus Anak Cabang (PAC) kecamatan Benowo Surabaya. 

Adapun mengenai latar belakang ekonominya, ia hanya mengandalkan mengajar di 
sebuah SDI (Sekolah Dasar Islam) dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam yang ia 
pimpin sendiri. Sekolah tersebut berada di kawasan Benowo kota Surabaya. Namun. pada 
malam hari — seperti umunya para kiat — seringkali ia juga mendapatkan undangan untuk 


mengisi pengajian agama baik di kawasan Surabaya maupun luar kota. 
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3.2.4. KH. Misbah Abrar 

la dilahirkan 54 tahun yang lalu di kawasan urata kota Surabaya. Sebapai anak 
scorang kiai, disamping pagi hari belajar di sekolah dasar umum. pada sore dan malam han 
ja belajar agama kepada ayahnya sendiri KH, Abdul Ghani yang memiliki sebuah pesantren 
di kecamatan Kenjeran Surabaya. Setelah tamat dari sekolah dasar di Surabaya ayahnya 
mengirimnya belajar agama di pesantren Salafivah Sidogin Pasuruan selama 6 tahun. 
Tamat dari Medrasuh Miftahul Ulum Sidogiri, ja meneruskan belajar mendalami membaca 
kitab kuning secara intensif di pesantren Lasem Kembang Jawa Tengah selama 4 tahun. 
Setelah 1tu ia belajar agama secara khusus tentang Ilmu Hadits kepada DR, ai-Sayyid 
Muhammad al-Alawi al-Maliki Makah selama satu tahun. 

Setelah merasa ilmu agamanya cukup, ia pulang ke Surabaya. Sebapai anak seorang 
kiai serta alumni dari beberapa pesantren, maka beberapa tahun setelah melangsungkan 
perkawinan ja mendirikan sebuah pesantren Miftahussunnah di Kedung Tarukan Surabaya. 
Bersamaan dengan pendirian pesantren tersebut ia mulai aktif di kepengurusart Nahdlatul 
Ulama cabang Surabaya. dan pernah terpilih sebagai Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama 
cabang Surabaya periode tahun 2009 — 2005. Sebelurn turun dari jabaian Rais Syunyah di 
Surabaya ia merangkap sebagai salah satu Wakil Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama wilayah 
Jawa Timur sampai sekarang : disamping jabatannya sebagai salah satu Wakil Ketua MUI 
(Majlis Ulama Indonesia) propinsi Jawa Timur sampai saat ini. 

Tentang kiai ini, ada kasus yang menarik untuk diperhatikan dalam konteks 
perubahan pemikiran keayarmaannya Pada awal ia masuk di jajaran kepengurusan 
Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, sangat nampak kalau pemikirannya cenderung 


"tekstual normatif” dan relatif eksklusif. Hal itu terbukti ketika ia tidak setuju dengan 
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tindakan peneliti sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tunur yang 
memprakarsai acara do'a bersama dengan lintas agama untuk keselamatan bangsa. Do'a 
bersama waktu itu dilakukan bersama dengan beberapa pemuka agama di Jawa Timur, 
hahkan ikut pula pemuka kelompok Penghayat Aliran Kepercayaan. Namun ternyata model 
pemahaman keapamaan yang (ekstual normatif tersebut saat mi sudah berubah secara 
signifikan. Hal itu terbukti dengan pandangannya yang membolehkan wanjla menjadi 
presiden. Bahkan menjelang pemilihan presiden secara langsung pada pertengahan tahun 
2004. 18 menulis makalah tentang konsep koalisi (al-hifl) dalam pandangan Islam, Dalam 
tulisannya ia membela KH, Hasyim Muzadi yang bersedia diajukan sebagai calon Wakil 
Presiden oleh Megawati Sockamo Puteri. Dalam pandangannya, kesediaan Ketua Umum 
PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Utama) itu dari sisi agaraa bisa dibenarkan dengan dua 
alasan. Pertama, pada dasarnya wanita boleh menjadi prsiden, karena Udak ada dalil yang 
secara tegas melarangnya, baik dan al-Our'an maupun al-!ladits. Kedua, kesediaannya 
mendampingi Megawati adalah upaya mempertahankan musi "kebangsaan ” yang telah 
ditetapkan oleh para kiai Nahdlatul Utama. 

Sebagaimana diketahwi bahwa pada Muktamar nahdlatul Ulama ke «1 tahun 1936 
di Banjarmasin, para pendiri Nahdlatul Ulatna menetapkan hahwa jika Indonesia merdeka, 
tidak harus ditetapkan sebagai negera Islam (dor al-Islam). wap! negara Pancasila atau 
hisa dinisbahkan sebagai negara damai (dar af-shulh) yang didirikan atas dasar pluralitas. 
Akhirnya, penstapan negara Pancasila tersebut secara tegas diputuskan dalam Muktamar 
Nahdiatul Utama ke 27 tahun 1984 di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang 
menyalakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 


Pancasila dan UUL 1945 adalah upaya final urnaf Islam mendirikan sebuah ncgara. 
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3.2.5. KH. Abdurrauf Najib 

la dilahirkan di sebuah desa di kabupaten Sampang Madura tahun 1963. Seperti 
umumnya orang Madura yang sangat agamis, maka pada pagi hari ia mengikuti pendidikan 
formal di sekolah dasar negeri, pada sore hari 1a belajar agama di madrasah khusus 
(diniyyoh) untuk menekuni membaca al-Our'an, tata-cara melakukan sembahyang, dan 
mempelajari dasar-dasar pengetahuan Islam. Setelah lulus sekolah dasar, ia meneruskan 
belajar agama di pesantren Salafiyah Sidogiri Pasuruan selama & tahun. Kemudian, ia 
pindah ke pesantren Darurrahman fakarta untuk mengajar ilmu agama selama 2 tahun. 
Selama di Jakarta ia juga meneruskan belajar pengetahuan Islam dan bahasa Arab di LIPIA 
(Lembaga Iimu Pengerahuan Islam dan Arah) Jakarta selama 2 tahun. 

LIPIA Jakarta adalah institusi pendidikan yang mmeyupakan salah salah satu cabang 
dan Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh Saudi Arabia. Karena ia tergolong 
mahasiswa yang lulus dengan predikat terbaik (mumtaz) dan LIPIA, maka dengan biaya 
universitas ia diperkenankan untuk meneruskan studi agama di Universitas Imam 
Muhammad bin Saud Riyadh selama 3 tahun sehingga mendapat gelar LC (Lisamus), yaitu 
gelar yang setara dengan strata satu (S1) di Inuonesia 

Setelah pulang ke Indonesia tahur 1999, barulah ia melangsungkan pernikahan 
dengan seorang wamita asal Surabaya. Keadaan inilah yang menyebabkannya :a bertempat 
tinggal di Surahaya dan sekaligus mendirikan sebuah pesantren yang dianamakan Nurul 
Huda di kawasan utara kota Surabaya. Sebagai pesantren yang berafiliasi kepada jam'iyah 
Nahdlatui Ulama, ia menerima tawaran jabatan salah satu wak:l Rais Syuriyah Nahdlatul 
Lllama cabang Surabaya dan merangkap sebagai anggota Igjnah Bahisu al-Masail 


Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Disamping itu, ia juga tercatat sebagai anggota 
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Komisi Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) propinsi Jawa Timur. Perkembangan 
terakhir di jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur mulai bulan 
September 2005, 3a ditetapkan menjadi salah satu wakil sekretaris (wakil katih) Syunyah 
Nahdlatul Ulama Jawa Yimur 

Adapun secara ekonomi penghasilan kiai ini berasal dari mengajar di IAIN (fpsritut 
Agama Islam Negeri) Sunan Ampel Surabaya sehagai dosen luar biasa Pada malam hari ta 
memberikan pengajian agama di berbagai kawasan Jawa Timur. Ja adalah pengasuh tetap 
rubrik tanya jawab tentang agama Islam di berbagai media cetak dan elektronik. Lebih dari 
Itu. ia adalah pengusaha besi tua di Surahaya. Namun, ia juga memiliki beberapa hektar 
sawah tambak ikan di kabupaten Sumenep Madura, serta memiliki usuha wartel di dalam 


komplek pesantren. 


3.2.6. KH. Syarief Djambari 

la dilahirkan di kompleks pesantren Assunniyah Kencong Icmber 48 tahun yang 
lalu dari seorang kiai besar KH. Djamhari. Waktu kecil ia belajar agama dari ayahnya dan 
beberapa saniri senior di pesantrennya, disamping ia belajar pengetahuan umum di sekolah 
formal pada pagi hari. Setelah itu ia dikirim ayahnya untuk belajar kitab kuning di 
pesantren Sidogiri Pasuruan jawa Timur, dan terakhir tercatat sebagai santri di pesantren 
Salafiyah Sarang Rembang Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. Maimun Zubair, Lepas dari 
Sarang ia meneruskan mendalami agama di Makah yang diasuh oleh DR. Al-Sayyid 
Muhammad al-Atawi al-Maliki selama ? tahun. Pulang dari Timur Tengah ja 
melangsungkan pemikahan dengan salah satu adik puteri KIL Maimun Zubair sebagai 


pengasuh utarna pesantren Sarang Rembang. 
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Setelah berkeiusrga, ia pulang ke Kencong untuk membantu ayahnya mengajar 
pengetahuan agama Islam di pesantren Assunniyah, dan setelah ayahnya wafat, sekarang 'a 
berkedudukan sebagai pengasuh utama untuk mengelola dan mengembangkan pesantren 
warisan ayahnya tersebut. 

Sebagai Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama cabang Kencong selama 10 tahun, maka 
mulai tahun 20492 ia pindah jabatan sebagai salah satu wakil Rais Syunyah Nahdlatul 
Ulama wilayah Jawa Timur. Kedudukan seperti itulah yang menyebabkan hampir setiap 
malam ia berkeliling di Jawa Timur untuk memberikan pengajian agama, dan sudah barang 
tentu mendapatkan penghasilan yang cukup lurnayan untuk kehidupannya. Namun, ternyata 
sumber utama penghasilannya adalah percetakan ()ffset yang banyak mendapatkan pesanan 
dari masyarakat, mulai mencetak undangan hajatan, mencetak buku paket pelajaran, 
mmencetak kalender. dan sebagainya. Disamping itu, di kompleks pesantren ja memiliki 
toko yang menjual kebutuhan para santri mulai dari bahan makanan pakok sampai barang 
kelontong, bahkan toko tersebut juga dilengkapi dengan usaha wariel dan foto kopi, serta 
keperluan busana muslim bagi santri dan masyarakat. 

KIT. Syanef Djarmhari tercatat sebagai ketua Yayasan SAI (Sekolah Tinggi Imu 
Agama Isiam) ""Assunniyah” yang sengaja diletakkan di luar pesantren agar tidak merusak 
kehidupan pesantren yang masih murni. Namun, ternyata yang tidak pernah ia tinggalkan 
adalah mata pencahariannya sebagai petani yang memiliki 4 hektar sawah yang berada di 
kawasan kecamatan Kepcong Jember, 

Seabagai tambahan penjelasan, bahwa pesantren Salafiyah Sarang Rembang adalah 
pendukung kuat PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang tetap memposisikan akidah 


Islam scbagas asasnya dan menolak Pancasila sebagai asas partai. KH. Maimun Zubair 
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sendiri adalah Ketua MPP (Majlis Pertimbangan Partai) dan kekuatan politik tersebut. Di 
sisi Jain perlu dikemukakan bahwa ketika Nahdlatul Ulama menerirna Pancasila sebagai 
asas orpanisasi pada Muktamar ke 27 di Situbondo tahun 1984, KH. Djamhari — ayah KH. 
Syarief — langsung menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama dikarenakan tidak setuju 
dengan keputusan muktamar yang diyakim berlentangan dengan ajaran Islam. 

Tentang pola pemahaman keagamaan KH. Syarief Djamhari, ternyata ia memilikt 
pemikiran yang cenderung tekstual dan agak ekslusif serta sangal antipsti terhadap 
pemikiran keagamaan yang modern dan liberal. Terdapat peristiwa yang menarik pada 
Muktamar ke 3! Nahdiatul Ulama di Asrama Haji Donohudan Boyolali bulan Nopember 
2004. Hegitu antinya kiai ini dengan paham liberalisme, maka dialah yang memprakarsai 
untuk mengumpulkan tanda tangan ratusan para kiai agar menolak orang-orang Nahdlatul 
Ulama yang terlibat dalam kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) untuk dimasukkan ke 
dalam kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatu! Ulama perode 2004 — 2009. Sudah barang 
tentu yang ia maksudkan dengan kelompok liberal anatara lain adalah Ulil Abshar Abdalah, 
Masdar Farid Mas'udi, Sa'id Agil Siraj, dan sebagainya, yang diprediksi akan tetap 


dimasukkan dalam struktur kepengurusan yang haru. 


3.2.7. KH. Masybudi Ma'ruf 
Ja dilahirklan 77 tahun yang lalu di sebuah desa di kabupaten Jepara Jawa Tengah 
dart keluarga seorang kiai yang cukup mede dan ternama di daerahnya Sebagaimana 
layaknya anak seorang kiat, 19 belajar agama dari ayahnya sendiri dan sekaligus belajar 
pengetahuan umum di pagi hari. Setelah lulus pendidikaa dasar ia meneruskan studi di 


sebuah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Neyen di kota Jepara. Tamat dari SMP ia 
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meneruskan studi ke SGIHA (Sekolah Guru Hakim Agama) Yogjakarta sambil 
memperdalam apama di pesantren Krapyak yang diasuh oleh mantan Rais "Am Nahdlatul 
Ulama, yaitu KH. Ali Maksum selama 4 tahun. Di kota Yogjakarta int 1a sudah terpilih 
sebapai Ketua (Gerakan Pemuda Ansor tahun 1954 — 1957, Lulus dari SGIJA ia diterima 
sebagai PNS (Pegawai Negeri Nipil) dh ngkungan Departemen Agama dan ditempatkan di 
kota Bulangan propinsi Kalimantan Timur. Selama di kota Bulangan ja terpih sebagai 
Rais Svuriyah Nahdlatul Ulama cabang Rulangan. Setelah itu ia terpilih sehagai ketua 
Lembaga Pendidikan Ma'arit Nahdlatul Ulama wilayah Kalimantan Tuwmur yang 
berkedudukan di Smarinda. Kemudian. 1a mendapatkan kesernpatan untuk meneruskan 
tugas belajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Unstitut Agamg Islam Negeri) cabang Malang dan 
setelah Julus diangkat sebagai dosen tetap di fakultas terscbut. Karena memang ia sangat 
aktif berorganisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, roaka ia pernah terpilih sebagai Rais 
Syuriyah Nahdlatul Ulama cabang kota Malang dan sekaligus merangkap sebagai salah 
satu wakil katib Syuritah Nahdlatul Utama wilayah Jawa Timur. Di jajaran kepengurusan 
wilayah Nahdlatul Ulama ia berganti-ganti jabatan mulai dari wakil katib sampai wakil 
Rais Syunyah, Mulai akhir tihun 1995 ia terpilih sebagai Rais Syuriyah Nahdlatul Ulama 
wilayah Jawa Timur sampai sekarang. Lehih dan itu, sejak tahun 2000 ia juga terpilih 
sebagai Ketua MUI (Majlis Ulama Indonesia) propinsi Jawa Timur sampai sekarang. 
Nehagai seorang kiai dan sekaligus tercatat sebagai dosen di Fakuktas tarbiyah IAIN 
Sunan Ampel cabang Malang. maka dari segi penghasilan ekonomi ia tidak mendapatkan 
kesulitan. Had itu terbukti ke 9 anaknya semua lulus dari perguruan tinggi. bahkan salah 
satu puteranya lulusan kedokteran dan universitas Brawijaya Malang. Sampai hari ini 


sumber penghasilannya adalah dan dana pensiun dosen. tetapi mmenurut pengakuannya 
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penghasilan yang paling banyak justru ia adapatkan dari ceramah agama mulai pagi sampai 
malam hari di kawasan Jawa Timur. Ja melayani pengajian dari masyarakat yang paling 
awam Sampai ceramah di berbagai kanior pemerintah. Karenanya, ia sering berketakar 
bahwa profesinya saat ini adalah anggota "'DPR”. Namun, yang dimaksud bukan Dewan 


Perwakilan Rakyat, tetapi ' "Dinas Pengajian Rutin". 


3.28. KH. Hasymi Arkhas 

la dilahirkan 61 tahun yang lalu dalam lingkungan keluarga Nahdtatul Ulama di 
sebuah desa di kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Jika pagi hari :a belajar di sekolah dasar 
forrnal di desanya, pada sore dan mnalam hari ia belajar agama dan membaca al-Our'an di 
masjid kampungnya. Setelah lulus dari sekolah dasar ia berpindah-pindah belajar agama 
dari pesantren satu ke pesantren iainnya, dan akhirnya selama & tahun ia belajar kitab 
kuning di pesantren Lasem Rembang Jawa Tengah yang diasuh oleh salah satu pendiri 
Nahdiatul Ulama, yaitu KH. Maksum, Menurut warga nahdliyyin ia dianggap sebagai salah 
satu "'wah'' yang memiliki kekeramatan yang luar biasa. Lufus dari pesantren Lasem ia 
diterima sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan ditugaskan sebagai guru di PGAN 
(Pendidikan Guru Agama Negeri) Mojokerto. Setelah mengajar beberapa tahun di PGAN 
Mojokerti, ia mendapatkan kesempatan tugas belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya sehingga memperoleh gelar Drs. (Doktorandus) di bidang Ilmu Hukum 
Islam tahun 1972. Lulus dari IAIN Sunan Ampel ia dipindah mengajar di Fakultas Syari'ah 
IAIN Sunan Ampel cabang Ponorogo sampai tahun 1989. Karena ia bertempat tinggal di 
Jambang. maka ia berpindah mengajar di Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel 


Surabaya. Sejak kepindahannya mengajar di Surabaya ia diajak KH.M. Imron Chamzah - 
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mantan Rais Syuriyah wilayah - menjadi salah satu wakil sekretaris (wakif katib) Nahdlatul 
Ulama wilayah Jawa Timur sejak tahun 1989. Perlu dijelaskan bahwa KH.M. Imron 
Chamzah adalah juga alumni pesantren Lasem dimana 12 belajar kitab kuning. Saat ini ia 
tercatat sehagai sekretaris syuriyah (karib syuriyah) Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, 
disamping menjahat sehapai anggota Komisi Fatwa MUI (Majlis Ulama Indonesia) 
propinsi Jawa Timur sejak tahun 2001. Kiai yang sangat cerdas dan piawai memahami 
kitab kuming ini tergolong individu yang udak mau berhenti belajar walaupun usianya 
sudah cukup tua, sebab saat ini ia sedang menyeleseikan tesis strata ? di bidang Jimu Islam 
di FAI (Fakultas Agama Islam) Universitas Darul Ulum Jombang. 

Adapun secara ekonomi ia mendapatkan penghasilan dari gaji dosen golongan IV 
dan juga hasil mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Agama Islam di kawasan Jawa 
Timur. Disamping itu ya sering mendapatkan undangan sebagai nara sumber dalam 
berbagai seminar di kawasan Jawa Timur. Namun, sebagai catatan tambahan, ia tergolong 
kiai yang tidak terbiasa memberikan ceramah agama di depan masyarakat umum setiap 
malam, walaupun kemampuan dan penguasaan ilmu agamanya sangat memenuhi syarat. 

Perlu dikemukakan bahwa KiL Hasymi Arkhas ini tergolong kiai yang 
berpandangan sangat luas dan moderat. Ketika menghadapi pemilihan presiden secara 
langsung pertengahan tahun 2004. dialah satu-satunya kia! di Jawa Timur yang menulis 
makalah yang khusus untuk menegaskan tentang ''holeknya wanita” menjadi presiden. 
Karena makalahnya itu sampai muncul sebuah kelakar waktu ada seminar di 1AIN Sunan 
Ampei Surabaya bahwa : “Yang mendirikan Nahdlatul Ulama adalah KH. Hasyim Asy'ari, 
yong membesarkannya adalah cucunya KH. Ahdurrahman Wahid, tetapi yang merusak 


Nahdiatul Ulama adalah Hasyim Muzadi dan Hasymi Arkhas"' Munculnya kelakar 
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tersebut disebabkan karena makaiahnya dianggap sebagai pembelaan sekaligus 
dukungannya yang kuat kepada pencalonan KH. Hasyirn Muzadi mendampingi Megawati 
Soekarno Puteri. Padahal, waktu its KH. Abdurrahman Wahid dan keluarga besar PKB 


(Partai Kehangkitan Bangsa) justru menentang secara keras terhadap pencalonan tersebut. 


3.2.9. KH. Zuhdi Zaini 

la dilahirkan dari scorang kiai besar dan pendiri pcsantren Nurul Jadid Paiton 
Probolinggo tahun 1948. Ayahnya, KH. Zaini Mun'im adalah alumni pesantren Tebuireng 
Jombang dan kader kesayangan KH. Abdul! Wahid Hasyim yang pernah menjabat sebagai 
Menteri Agama Republik indonesia dan salah satu Panitia Serabilan yang merumuskan 
Pancasila. Karena interkasinya dengan pahlawan nasional yang memiliki konsentrasi tinggi 
terhadap pendidikan tersebut, maka ia termasuk kiai yang memiliki komitmen yang tinggi 
dalam memajukan duma pesantren sebagai institusi pendidikan. Saat ini pesantren Nuru? 
Jadid memiliki berbagai snacam level pendidikan antara lain MINI (Madrasah Ibridaiyah 
Nurul Jadid), MTsNJ (Madrasah Tsanawiyah Nurul Jadid), MANI (Madrasah Aliyah 
Nurul Jadid), SMP Nurul Jadid, SMA Nurul Jadid, AKPERNJ (Akademi Keperawatan 
Nurul Jadid), dan LAINI (Institut Agama Islam Nurul Jadid) yang memiliki 3 fakultas, 
yaitu Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakulyas Syari'ah. Bahkan pesantren ini 
adalah satu-satunya pesantren yang memiliki STIK (Sekolah Tinggi Imu Informatika Dan 
Komputer) di Jawa Timur. 

Sebagai anak kiai hesar KH. Zuhdi Zaini sejak kecil be lajar agama kepada ayahnya 
sendin. Secara berurutan ia menyeleseikan pendidikannya mula: dari tingkat dasar 


(Ibtidaiyah), menengah pertama (Tsanawiyah), dan menengah atas (Aliyah) di lingkungan 
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pesantren Nurul Jadid asuhan ayahnya Lulus dari Aliyah Nurul Jadid, ia memperdalam 
agama dan kitab kuning di pesantren Salafiyah Sidogiri Pasuruan selama 2 tahun. Setelah 
itu, 1g mencruskan kultah di Fakultas Dakwah IAINJ (Institut Agama Islam Nurul Jadid) 
sehingga memperoleh gelar sarjana muda BA (Buchelar of Arr). 

Karena ia hidup di lingkungan keluarga yang sangat aktif berpartisipasi di jarn'iyah 
Nahadtatul Ulama, muka suasana seperti itulah yang menghantarkannya akttf juga sebagai 
pengurus Nahdlatul Ulama mulai dan tingkat kecamatan sampai ke tingkat cabang 
Kraksaan kabupaten Probolinggo. Saat ini ia tercatat sebagai salah satu wakil Rais 
Syunyah Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. 

Kiai yang sampai saat ni menempati sebagai pengasuh utama di pesantren Nurul 
Jadid ini, jupa tercatat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan bertugas sebagai Kepala 
Madrasah Aliyah Nurul Jadid yang berada di kompleks pesantren. Disamping itu ia juga 
mengajar mala kuliah Ilmu Hadits di beberapa fakultas di lingkungan Perguruan Tingi 
Agama yang diasuhnya. 

Lebih janjut, tentang sumber penghasilannya selam ia mendapatkan gaji dari 
pegawai negeri, ia memiliki toku di kompleks pesantren yang menyediakan kebutuhan 
sehari-hari para santri, mulai dari bahan makanan pokok sampai barang kelontong dan alat- 
alat tults, serta busana muslim. Ja jaga memiliki 1oko pracangan di lingkungan pasar 
Tanjung Paiton yang menjual segala kebutuhan masyarakat mulai bahan makanan sampai 
peralatan listrik. 

Sebagai tambahan penjelasan, sampai saat ini jumlah santri di Nurul Jadid sebanyak 
BMW (delapan ribu) orang, sehingga jumlah tersebut adalah pasar yang cukup besar hagi 


kemajuan tokonya yang: memberikan penghasilan yang cukup lumayan. Lebih dari itu, 
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sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan kerluarga dan mengembangkan pesantren. 


3.3. Konstruksi Sosial Kiai Tentang Nasionalisme 
33.1. Konstruksi Sosial KH. Yasrt Marzuki Tentang Nasionalisme 

Menurut pendapat Yasri istilah nasionahsme maknanya sama dengan kosa-kata af- 
Syu 'ubiyyah dalam bahasa Arab. Di dalam al-Our'an surat al-Hujurat 13, Allah menyatakan 
bahwa manusia diciptakan dari jenis laki dan perempuan, lalu Dia menjadikannya 
berbangsa-bangsa (syu 'uhan) dan bersuku-suku bangsa (gabaila). | 

Adapun secara historis, nasionalisme bisa dikembalikan kepada realitas sejarah 
pada jaman Nabi di kota Madinah. Madinah dihuni bukan hanya oleh umat Islam, atau 
suku-suku yang membela Nabi yang dikenal dengan kaum penolong (4nshar). Bukan pula 
hanya dihuni oleh para sahabat Nabi dari kota Makah yang disebut kaum imigran 
(muhajirin), akan tetapi Madinah juga dihuni oleh golongan dan umst beragama lain seperti 
orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum penyembah berhala (musyrikin), serta kaum yang 
masih menyembah api (majusi). Semua kelompok tersebut disatukan oleh Nabi tidak 
menggunakan sentimen agama, karena mereka memang sudah memiliki perbedaan 
keyakinan, dan Nabi pun meyakini sulit untuk disatukan dengan isu apama Kenyataan 
itulah yang mendorong Nabi untuk rnermpersatukan mereka dengan sintimen kepemilikan 
bersama atas kota yang mereka tempati dan bagaimana mempertahankan Madinah dari 
segala ancaman yang datang dari luar, baik serang fisik maupun keamanan. Lebih lanjut ia 
menyatakan : 


"'Menurut pandangan saya, semua hal tersebut menunjukan kecerdikan Nabi dalam 
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memahami kebutuhan umat Isiam pada saat itu. Saya katakan cerdik, karena dengan 
kesepakatan Madinah itu umat Islam mempunyai banyak pendukung dalam 
menghadapi ancaman dan serangan musuh lama Nabi dari kota Makah, jika mereka 
menyerang Madinah. Disamping itu, penduduk minoritas Madinah yang berlainan 
agama dengan akidah umat Islam merasa aman dan terlindungi. Dalam hai uu, 
persoalan agama menjadi tanggung jawab pribadi, sedangkan persoalan 
keseJlamatan dan keamanan Madinah menjadi tanggung jawab bersama scluruh 
penduduk yang bermukim di Madinah. 

Selanjutnya, nasionalisme Indontsia bagi ddudt Ikut menyapotkan pijaksnnya dar 
semangat perjuangan para kiai sejak pada jaman penjajahan Belanda. Yasri memahami 
bahwa “fatwa jihad'” yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada bulan Oktober 
1945 adalah wujud nasionalisme bangsa Indonesia. la juga mncyakiru landasan farwa 
tersebut berangkat dari doktrin Islam yang mewajibkan memerangi kekejaman yang 
dilakukan penjajah Belanda, dan bukan semata-mata karena mereka beragama Nasrani. 
Jadi, dengan dikeluarkannya fatwa jihad tersebut menunjukkan bahwa para kiai sejak masa 
awal penjajahan Belanda telah memiliki surzibangan yang sangat berharga terhadap 
eksistensi nasionalisme Indonesia. Dan dalam masalah ini Yasri menolak jika dikatakan 
bahwa fatwa tersebut bagian dari pemanfaatan agama untuk kepentingan politik. Juswu 
sebaliknya, realitas sejarah ini bisa dilihat sehagai fakta penguat (ra 'tid) bahwa Islam 
memiliki kepedulian kepada keadaan sebuah bangsa, negara, dan masyarakat yang berada 
dalam penindasan bangsa lain. Karenanya, ia sangat meyakini bahwa tujuan pokok 
(magshud al-a dhami) dari keluarnya fatwa dimaksudkan untuk kepentingan umat secara 
keseluruhan tanpa membedakan kepentingan kelompok tertentu. Dengan kata lain makna 
yang tersirat dari fatwa ini adalah dalam rangka menutup peluang adanya primordial:sme 
suku, golongan atau agama tertentu. 

Adapun, tentang hubungan agama dan negara Yasri sependapat dengan pandangan 


KBH.Ahmad Siddig yang menyatakan bahwa antara agama dan negara tidak bisa disatukan, 
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sebab keduanya memang memiliki perbedaan-perbedaan. Agama menempatkan politik dan 
negara sebagai alat untuk memperjuangkan misi agama, sedangkan hakikat negara adalah 
wadah pagi berprosesnya sesuatu kekuasaan. Dengan mendasarkan pandangan seperti itu, 
ia mengajukan konsep persaudaraan dalam masyarakat yang plural sepertt Indonesia. 
Pertama, persaudaraan sesama manusia (ukhuwah basyariyah), yang memberikan panduan 
bagaimana kita bergaul dengan sesama umat manusia tanpa memandang faktor pembeda 
dari masing-masing orang seperti suku, ras, warna kulit, bahasa, agama, dan sebagaianya. 
Keduo, perasudaraan sesama umat beragama (ukhuwah diniyah) yang memberikan 
lanadasan kita untuk bersikap saling menghormat: sesama umat beragama. Konsep ini 
bukan berarti kita harus membenarkan keyakinan agama lain, tetapi dalam konteks 
menghormat: keyakinan mereka kepada Tuhannya, dan tentang benar salahnya 
dikembalikan kepada mereka sendiri. Ketiga, persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah 
Islamiyah), yaitu prinsip hubungan persaudaraan internal tanpa membedakan organisasinya 
sebagaimana aturan yang tersurat dalam al-Jur'an. Keempat, persaudaraan sesama warga 
negara (ukhuwah wathaniyah), yaitu prinsip persaudaran dalam rangka menjaga kesatuan 
bangsa Indonesia dan selalu mempertahankan kedaulatan negara-hangsa dari ancaman 
pihak manapun. Dalam hal ini ia menambahkan : 
“Indonesa adalah sebuah bangsa yang dihuni oleh berbagai agama, suku, dan 
bahasa yang berbeda dengan dibedakan kawasan yang berlainan pula. Ketika 
masing-masing elemen bangsa melihat kepentingan golongan atau dirinya sendiri, 
maka negara akan mengalami disintegrasi sosial yang berujung keruntuhan bangsa 
dan negara. Maka menurut saya, nasionalisme bisa menjadi suatu yang mengikat 
(kalimatun sawa') dengan adanya komitmen terlebih dahulu untuk mengusung dan 
menjamin kedaulatan rakyat di depan negara Siapa yang bertanggung jawab 
terhadap nasionalisme, tentu saja semua kelompok pembeda yang ada di dalam 
NKRI, baik atas nama agama, suku, kelompok kepentingan, daerah dan sebagainya. 
Jadi kenyataan negara nasional ini memberikan pijakan modci hubungan agama dan 


negara yang tidak saling mendominasi. Agama tidak terseret terialu jauh dalam 
konflik kepentingan yang menjadi inti politik Sebaliknya negara juga tidak terlalu 
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disibukkan mengakomodir nilai-nilai forrnal ajaran agama, sebab yang dijadikan 

landasan dalam konteks kehidupan berbangsa-bernegara adalah nilai-nilai universal 

masing-masing agama”. 

Selanjutnya, berdasarkan bolehnya umatnya Islam dalam kawasan tertentu untuk 
mendirikan sehuah negara-hangsa yang pluralistik, maka Yasn menclak pandangan yang 
mengharuskan umat Islum mendinkan satu-satunya pemerintahan di seluruh dunia atau 
yang dikenal dengan Pan-islamisme (khilafah Islamiyah). Sistem khilafah tidak pernah ada 
di dunta ini, apalagi pandangan tersebut akan menjebak umat Islam untuk selalu 
mengtormalkan Islam dalam ranah negara. Pandangan seperti ini pasti mendorong kita 
untuk mendirikan partai Islam dan negara Islam, padahal Islam :tu paliag tinggi dan tidak 
ada yang bisa menandingi (al-/siam ya'tu wa yu'la 'alaih). Maka tidak mungkin ketinggian 
dan universajitas ajaran Islam hanya di wadahi dalam sistem kepartaian dan kenegaraan. 
Yasri justru khawatir mengidentikkan Islam dengan newara dan partai malah akan 
mempxsisikan Islam terpojok dalam ruang yang sempit, dan hal itu tidak akan 
menguntungkan bapi upaya dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan demikian, 
umat islam tidak perlu untuk mendirikan negara Islam, sebab jika berusaha merubah 
negara nasional Indonesia mu.yjadi negara Islam (dar al-Islam), maka serentak umat 
Nasrani juga ingin merubahnya menjadi negara Kristen, dan demikian pula umat-umat 
agama tain. Dalara keadaan yang demikian yang pasti terjadi adalah perpecahan dan 
pertengkaran antar umat beragama dan encrgi umat beragama akan habis untuk sesuatu 
yang kontra produktif. Lebih dari itu generasi sekarang tidak menghargai jerih payah para 
pendiri bangsa ini yang rnayoritas adalah kaum muslimin, Janganlah dibiasakan sescorang 
atau kelompok suka mengklaim keinginan pribadi sehagai keinginan semua umat Islam di 


Indonesia, lalu dican pembenarannya dari ajaran agama yang luhur. Dalam perspektif 
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inilah Yasri khawatir sikap seperti itu malah akan menimbuikan situasi yang tidak 
menentu dan lebih menghancurkan ekonomi bangsa yang sudah sangat memprihatinkan. 

Sebagai contoh nyata adalah apa yang terjadi di Aceh yang makin hari rakyatnya 
makin miskin dikarenakan peperangan antara GAM dan TNI yang masih berkepanjangan. 
Sebenarnya Aceh sekarang sudah mendapatkan hak istimewa, yaitu propinsi yang 
menerima otonomi khusus sehingga namanya berubah menjadi Nangro Aceh Darussalam. 
Karenanya gerakan sparatisme yang dilakukan oleh GAM bisa digolongkan sebagai sikap 
makar terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah. Sesungguhnya orang tidak tahu 
apa motivasi mereka, namun jika motivasi tersebut karena ketidakadilan ekonomi pada 
masa Orde Baru, maka tidak boleh dinyatakan dalam bentuk tindakan yang justru akan 
merugikan rakyat banyak dan secara jelas bertentangan dengan misi agama yang ingin 
mewujudkan kemaslahatan untuk semua makhluk (mashalih al-khaig). Disinilah 
perncrintah harus berusaha mengurangi konfrontasi dan konflik dengan GAM, sebab hal 
ini bagian dari tugas kenegaraan yang merang pemerintahlah yang memiliki otoritas untuk 
menyeleseikannya sampai tuntas. Pada sisi ini ia menerangkan : 

“Menurut saya dengan selalu berunding antara NKRI dengan GAM pada saatnya 
akan menghasilkan titik temu yang melahirkan solusi konflik disana Namun, untuk 
menuntaskan konflik ini memang diperlukan waktu yang lama. Tentu saja karena 
persepsi yang ada pada pencitraan aka) kedua pihak yang berbeda. Pemerintah akan 
tetap memilik: anggapan negatif dan kecurigaan terhadap GAM, karena mereka 
telah melakukan pengingkaran terhadap kedaulatan NKRI. Sebaliknya, pihak GAM 
juga memiliki anggapan dan stigma bahwa pemerintah Indorcsia hanya akan 
berusaha menjinakkan keliaran mereka tanpa ada upaya perbaikan yang lebih 
kongkrit terhadap bidang “ketidakadilan ekonom: (af- adalah al-igtishadiyah) 
yang telah terjadi selamia ini. Selain itu juga dibutuhkan tanggung-jawab secara adil 
antara tnasyarakat dan pemerintah. 

Dalam pada itu, Yasri mengemukakan pandangannya bahwa konsep otonomi 


daerah atau desentralisasi adalah konsep yang baik bagi upaya mewujudkan keseimbangan 
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dan keadilan antara pemerintah pusat dan daerah dalam segala aspek kehidupan. Tetapi 
konsep itu akan sia-sia jika dilaksanakan oleh orang-orang yanp tidak memiliki 
kemampuan secara konprehensif untuk mengatur daerahnya. Tanpa dibarengi oleh 
kemampuan SDM yang memadai saya khawatir bukan kemaslahatan rakyat daerah yang 
dirath melainkan justru kemadlaratan yang akan lebih merata di setiap daerah, 


"Dahulu kekayaan daerah diboyong semua ke pusat tanpa dibarengi sistcm 
pembagian kekayaan yang adil dan merata bagi daerah sehagai pemilik kekayaan. 
Maka otonomi daerah itu layak dijadikan jalan keluar untuk mengatasi kesenjangan 
ekonomi yang makin lebar antara pusat dan daerah. Setiap daerah kenyataannya 
mempunyai sumber daya alam yang berbeda, maka memerlukan perlakuan yang 
tidak harus sama. Walaupun begitu secara prinsip pembagian ilu harus dengan 
aturan yang jelas dan transparan. Dan, aturan milah yang saya dengar belura 
dirumuskan secara tuntas, schingga daerah merasa ditipu oleh pusat dan menjadikan 
faktor yang mempengaruhi timbulnya konflik yang cukup keras antara pusat dan 
Jaerah”. 


Mencermali masih terpuruknya masalah hukum, ekonomi, dan sosial 
kemasyarakatan, Yasri cukup heran, sebab sudah hanyak orang muslim yang menjadi 
Bupati. Gubcmur, dan bahkan Presiden dan pimpinan publik yang memiliki otoritas di 
pemerintahan juga mayoritas beragama Islam, Namun realitas lain menunjukkan masih 
terdapat banyak kernaksiaian, pelanggaran hukum dan kemungkaran lainnya seperti 
perjudian, pelacuran, pencurian, pornograft, perampokan, minuman keras, semakin 
maraknya narkoba dan sebagainya, Terhadap implementasi penegakan hukum ini ia 
memberkan komentar sebagai berikut : 

“Prinsip pokok yang diajukan oleh agama adalah “menjaga keselamatan agama 

dan dunia” (hirasatu al-din wa al-dunya), Jadi bagi para pejabat yang harus 

dipertahankan lebih dahulu adalah kelestarian apama baru kemudian kelestarian 
dunia Semua bentuk pengingkaran kepada Allah adalah ancaman bagi kelestarian 
agama, karenanya ia harus menyelescikannya secara maksimal. Disamping itu 
melestarikan kondisi sosial masyarakat apar tidak goncang adalah juga kewajiban 


pemimpin untuk “melestarikan dunia” (hirasatu ul-dunya). Jika dalam sebuah 
kasus tertentu dua orientasi imi saling berlawanan, maka kewajiban sorang 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 197 


pemimpin muslim untuk berusaha mendahulukan kelestarian agama dari pada 
kelestarian dunia '. 


Lebih Janyut ia menambahkan : 


"Saya sependapat dengan pemikiran yang selalu mendahulukan kepentingan orang 
banyak dari pada kepentingan golongan tertentu, karena hal itu akan dapat 
mengakibatkan perpecahan, dan itu tidak dianjurkan oleh agama. Namun kita juga 
harus melihat sctiap masalah penegakan hukum misalnya — yang berkembang 
dalam masyarakat secara berimbang dan dari sudut pandang yang sama. Janganlah 
kita kemudian melebihkan yang satu dibanding lainnya, sehingga melahirkan 
kesimpulan yang timpang. Hukum memang harus ditegakkan kapanpun, tetapi 
pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan problem-problem lainnya. Saya pikir 
ini bukan menjadi dasar ajaran agama itu sendiri. Ininlah sebuah bentuk komitmen 
yang harus dipepangi umat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan 
bangsanya. Karena, dengan mendahulukan kepentingan bersama -— tentu dengan 
tdak melanggar garis apama dan hukum negara — maka hal itu layak untuk 
diterapkan”. 


3.3.2. Konstruksi Sosial KH. Syaifadiu Tentang Nasionalisme 


Pengertian nasionalisme menurut pandangan Syaifudin adalah “cinta ncgara " 


(hubbu al-wathan/al-wathaniyah). Setiap orang seharusnya mencintai negara sebagai 


tempat tinggalnya Seseorang yang lahir dan hidup di sebuah negara, maka ketika ia 


memiliki kecintaan terhadapnya dan sekaligus dibukukan dengan perbuatan yang nyata, 


maka ia telah memiliki rasa nasionalisme terhadap negara tersebut Dalara bahasa Arab 


pengertian af-warhan adalah sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat aturan, dan 


masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan itu terikat dengan aturan tersebut. 


Dengan demikian kosa-kata al-warhan identik dengan negara, dan rasa cinta terhadap 


negara tersebut bisa disebut nasionalisme. Di dalam bahasa Arab ada beberapa kosa-kata 


yang maknanya dianggap sama dengan kosa-kata @i-wathan, yaitu kata daulah, dar, dan 


baidah 


Disertasi 
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Socara historis ia mendasarkan makna nasionalisme berangkat dar sabda Nabi 
bahwa cinta negara adalah sebagian dari iman (hubbu al-wathan min al-imon). Sejarah 
Nabi menjelaskan bahwa ketika beliau diperintah Allah untuk berhijrah dari kota Makah ke 
Madinah, pada dasarnya beliau merasa berat dan enggan untuk meninggalkan Makah. | Ial 
itu menunjukkan betapa cintanya terhadap kota kelahirannya yang telah menghantarkannya 
sebagai seorang Rasul Tuhan. Karenanya, dalam konteks ini nasionalisme tidak bisa 
dipisahkan dari masalah kepemimpinan, sebab Nabi pernah menyatakan tentang keharusan 
memilih seorang pemimpin (nashbu al-imamah) bagi beberapa orang yang berkumpul 
dalam suatu tempat. Dalam sabdabnya yang lain beliau menyatakan: "Jika kamu bertiga 
bepergian menuju ke suatu tempat hendaklah salah satu diantara kamu ditetapkan sebagai 
pemimpin" (idza kuntum rsalatsaian ff safarin falyuammiru ahadakum). Pernyataan Nabi 
mui berarti perintah beliau terhadap adanya pemimpin dalam sebuah komunitas. Dan 
komunitas yang lebih besar adalah negara, karena dalam sebuah negara terdapat beberapa 
kelompok yang beraneka ragam jenisnya. Disinilah saya sependapat dengan Ibnu Khaldun 
yang berpendapt bahwa asal-usul berdirinya sebuah negara-bangsa adalah rasa solidaritas 
dalam kelompok (ai-ashabryah). Dalam konteks im za menambahkan : 

“Dilihat dari dimensi kesejarahan, nasionalisme di dalam Islam dikaitkan dengan 
tahurnya lahirnya Piagam Madinah, yang oleh para ahii politik Islam memang 
dianggap sebagai cikal-bakal lahirnya “Negara Islarp”” dan menempatkan Nabi 
tidak hanya sebagai pernimpin agama tetapi beliau adalah pemimpin negara 
sekaligus. Oleh karena itu saya tidak menolak sebutan negara Islam tersebut, hanya 
saja realitas yang ada di Madinah terdapat berbagai kelompok agama, etnis, asal 
daerah dan lainnya Dari sejarah inilah saya juga membenarkan pendapat yang 
menyatakan bahwa negara nasiondd Pancasila pada hakikatnya adalah identik 
dengan konsep negara Madinah”. 

Perasaan cinta terhadap sebuah kclompok dan berusaha melestarikan eksistensinya 


dengan cara memilih pemimpin yang diberi arnanat adalah ciri pokok dari nasionalisme di 
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dalam Isiam. Bayangkan jika berkumpul sekian orang dengan maksud dan tujuan yang 
berbeda-beda tanpa adanya seorang pemimpin yang dapat mengakomodasi keragaman 
kepentingan mereka, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan hilangnya rasa aman dari 
mereka Karenanya, terhadap solidaritas kelompok ini al-Jur'an dalam surat al-Rum 32 
menyalakan : 'Sctiap kelompok mesti merasa bangga terhadap apa yang ada dalam 
kelompoknya” (kultu hizbin bima ladaihim farihun). Dan. berdasarkan pandangan tersebut 
saya berpendapat bahwa sebab pokok berdiri dan tegaknya sebuah negara-bangsa adalah 
karena kebutuhan dari rakyat akan adanya sebuah lembaga yang mengatur mereka. Oleh 
karena itu, paham demokrasi dalam arti rakyat memiliki peran yang besar dalam 
menentukan arah dan kebijakan negara tersebut sangat direspon oteh ajaran Islam. 

Dalam konteks inilah terdapat hubungan kausalistik antara kelestarian negara 
dengan rasa nasionalisme. Sebuah negara yang sudah berdiri beberapa puluh tahun dan 
dihuni oleh berbagai macam kelompok yang mempunysi tingkat variasi yang tinggi, maka 
keutuhan dan kescpakatan pemahaman untuk melangsungkan negara-bangsa tersebut 
sangat diperlukan. Dan, rasa nasionalisme inilah yang bisa dijadikan tali perekat diantara 
warga-hangsa, dan sekaligus bisa dijadikan instrumen untuk menghindarkan diri dari 
kondisi yang lebih buruk, yaitu runtuhnya sebuah negara-bangsa. 

Adapun tentang hubungan antara agama dan negara Syaifudin memilih model 
negara yang tidak harus formal menggunakan simbol Islam, Hat itu terbukti sejak awal 
kemerdekaan para kiai tidak menamakan Induncsia sebagai negara Islam (dar al-islam). 
sebab yang penting adalah kemampuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Apalami 
keinginan menjadikan Indonesia sebapai negara Istam secara formal bukanlah pendapat 


mayoritas dari seluruh umat islam. Di samping itu, jika kita kita ingin mengkonversi negara: 
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Pancasila dengan negara Islam, umat yang beragarna lain akan berbuat yang sama sehingga 
yang terjadi malah konflik yang mengarah terjadinya pertumpahan darah. Bagi saya yang 
penting pemerintah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu harus memenuhi 
dua hal pokok, kesejahtearaan rakyat dan umat beragama mempunyai kebehasan 
menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hal ini yang menjadi kunci pokok 
adalah wujudnya transformasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa-bernegara, 
sebab makna kata Islam adalah penyelamatan bagi semua makhluk. Walaupun sebuah 
negara sudah dinamakan IsJam. namun ternyata tidak bisa “ mengislamkan” 
(menyelamatkan) semua makhluk, maka yang terjadi justru situasi yang lebih buruk yaitu 
perepecahan yang menurut pereintah agama harus dihindarkan. Sejarah membuktikan 
bahwa setiap ada ncgara yang dibentuk berdasarkan agama tertentu, maka yang terjadi 
adalah tindakan penindasan terhadap urnat beragama latn atas nama otoritas negara. Dan, 
yang paling membahayakan dalam konteks ajaran Islam jika otoritas pemimpin atau 
hegara tersebut diklaim sebagai otoritas Tuhan, yang dalam ungkapan lain pemimpin atau 
rezum penguasa tersebut mengatasnamakan otoritas Tuhan. Dalam perspektif inilah saya 
juga menolak konsep Pan-islamisme yang diusung oleh sebagian kelompok Islarn, karena 
konsep ilu betum pernah kita temukan dalam sejarah kehidupan di dunia Islam, kecuali 
barulah sebuah konsep yang belum operasional dan masih menjadi wacana yang 
diperdebatkan diantara para ahli sampai saat ini. Dalam hal ini Syaifudin mngajukan 
anekdot menarik : 
"Sekali lagi saya memang tidak setuju dengan formalisasi agama dalam negara. 
sehingga konsekuensinya umat Islam dimanapun harus mendirikan negara dan 
namanya harus “Negara Islam”, Sebab kita tidak menjumpai perintah langsung 
untuk menerapkannya Disinj saya mempunyai perumpaan “'mana yang harus 


dipilih, minyak onta cap babi ataukah minyak babi cap onta ”. Kalau saya sudah 
barang tentu memilih minyak onla cap babi, karena bagi saya substansi lebih 
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penting dari pada formalitasnya Siwobol atau cap boleh saja namanya Pancasila, 
(etapi yang penting istnya ajaran Isiam dan terdapat nilai-nilai moralitas islam yang 
mendasari dalam proses penyelenggaraan negera tersebut”. 


Berdasarkan kenyataan diatas, mengenai negara nasional Indonesia menurut 
pendapat Syaifudin adalah sebuah realitas sejarah yang sudah berjalan lebih setengah ahad. 
Karenanya, harus tetap kita pertahankan dengan muncrapkan konsep persaudaraan sesama 
warga negara (ukhuwah wathaniyah). Konsep inilah yang bisa menjadi payung bagi setiap 
kelompok, suku, golongan, dan agama apapun asalkan berada di bumi Indonesia dan 
mengakui kedaulatannya adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Pada titik ini 
Syaitudin menolak anggapan bahwa negara Pancasila adalah identik dengan negara 
sekuler. Lebih lanjut ta menyatukan : 

"Menurut pandangan saya, sekularisme adalah paham yang mermadakan peran 

agama dalam negara , dan sebaliknya meniadakan peran negara dalam agama Di 

awal sudah saya katakan bahwa saya tidak setuju dengan pemikiran negara agumu, 

tetapi saya juga tidak setuju dengan konsep negara sekular. Karena pada dasarnya 
ada beberapa hai dalam keludupan beragama yang masih memerlukan peran dan 
pengaturan oleh negara. Jadi memanp terdapat relasi antara aupama dan negara 
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ambil contoh urusan wali 
hakim dalam pernikahan Islam. Hakim itu kan harus dari unsur pemerintah 
thukumah). Beraru dalam konteks ini oepara memiliki peluang untuk menjalankan 
tupasnya sebaga: pelaku dalam kehidupan sosial keagamaan. Contoh lain adalah 
zakat yang harus diketahui dan dijelussan perbedaannya dengan pajak. Demikian 
juga, dalam Iiteratur klasik ada katagori yang mengatakan bahwa panitia zakat 

(amil) dalam urusan hukum islam harus dibentuk oleh pemerintah (min nishobi al- 

imam). Padahal semua ahli bukum Islam (fugoha”) sepakat bahwa yang disebut 

imam disi adalah pemimpin negara (umara y", 

Secara lebih detail Syaifudin menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan 
negara seringkali tumpang tindih, dan menurut pengarnatannya di Indonesia selama masa 
Orde Lama dan Orde baru terdapat hubungan yang bias dan selalu berakhir dengan 


menempatkan agama dalam posisi pinggiran. la menyatakan : 


“Segala sesuatu mempunyai konsekuensinya sendiri, apalagi yang mennyangkut 
kehidupan orang banyak. Kita melihat ketika pada saman Urde lama, Indonesia 
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mengalami kebingungan dalam menentukan posisi agama terhadap negara Ada 
tarikan kuat dari kelompok agama dan kelompok sosialis yang dipelopori oleh 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhir dari perang dingin ini adalah meletusnya 
revolusi tahun 1965 yang banyak memakan korban. Selanjutnya, pada masa Orde 
Baru agama sedikit mengalami peletakan posisi yang lebih tepat. Niatannya ingin 
menempatkan agama sebapai “'ruh"" atau “sistem nilai" yang mendasari 
penyelenggaraan negara. Akan tetapi pada kurun waktu yang sama agama sering 
dijadikan komoditas bagi kehidupan negara atau beberapa oknum elit penguasa 
bahkan oleh pemimpin agama itu sendiri. Saya pikir di negara manapun, jika 
pemahaman terhadap agama, negara dan relasi keduanya terjadi bias, maka akan 
ada peluang untuk selalu melakukan dominasi darj dan bagi salah satu diantara 
keduanya. Sebagai solusinya, kita harus mengajarkan kepada generasi anak banpsa 
tentang hakikat agama dan bagaimana cara memahaminya yang benar. Makna 
agama adalah melakukan segala bentuk ketaatan kepada Tuhan dan sekaligus 
menyelamatkan semua kehidupan (tahgig al-mushlahah). Disamping itu, kita 
tanamkan juga pengetahuan dan pemahaman tentang kaidah-kaidah hak dan 
tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengakui eksistensi agama lain”. 


Kemudian, Syaifvdin menyampaikan pengakuan bahwa umat Islam seringkali 


terjebak dalam sikap dan tindakan yang tidak jelas, ketika mereka harus menentukan 


pilihan mana yang barus didahulukan. Kepentingan agama lebih dahulu ataukah justru 
kepeningan negara yang harus diprioritaskan. Dalam hal ini ia mengungkapkannya 


sebagai berikut : 


Disertasi 


"Keyakinan terhadap kebenaran agama adalah tingkatan yang tertinggi yang harus 
kita pegang teguh sampai rxati, sedangkan kepatuhan terhadap negara adalah 
sebuan aplikasi atau tindakan nyata dari kepatuhan kita kepada agama. Artinya, 
ketika kita menjalankan segala hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal 
itu barus diniati bagian dar keimanan kita kepada Allah. Jadi, terdapat dus hai 
yang barus kita pegangi dalam hidup int, yaitu berhubungan yang baik kepada Allah 
dan sekaligus baik kepada sesama manusia (hablun minallah , hablun minannas). 
Nabi selalu berbuat baik kepada keluarga, umat Islam, tawanan perang, pemeluk 
agama lain, dan bahkan kepada musuh-musuhnya Semua itu adalah sebuah bentuk 
sikap sosial yang tidak terpisahkan dari doktrin akidah agama dengan kualitas yang 
sangat tinggi. Demi ketaatan Nabi kepada Allah, sebagai seorang Raswl pilihan 
beliau menolak tawaran Jibril yang ingin mermbinasakan kaum Thaif yang telah 
menganiayanya. Kebijakan kasih sayang Nahivah yang sudah tertanam kuat 
dihatinya, beliau transformasikan dalam bentuk tingkah laku yang positif kepada 
sesama marmusia, walaupun mereka adatah musuh yang sudah jelas-jelas 
menimpakan penganiayaan kepadanya. Hal ini kan sarua dengan pembicaraan kita 
saat sekarang. Seorang muslim harus meliba! fakta historis kebangsaan ini. 
Disamping itu ja harus pandai membaca sifat-sifat Ilahiyah dari akidah yang 
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dipaharninya agar mencapai hubungan vertika! yang sempuma dengan Tuhannya. 
Semua itu harus mengejawantah dalam bentuk perbuatan nyata yang 
mendatangkan kemaslahatan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat banyak, 
bukan hanya untuk golongannya sendiri. Segala sesuatu harus dilaksanakan secara 
seimbang (fawozun) antara kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama 
yang di dalamnya terdapat aturan yang menjamin kebersamaan. Pikiran sepert ini 
seringkali dianggap terlalu idealis atau utopis. Anggapan itu muncul karena kita 
kurang biasa memahami hal ini dalam aktifitas sosial kita. Sesuatu yang benarnya 
sederhana, tetapi karena dianggap sulit untuk dilakukan, akhirnya benar-benar 
menjadi sulit dan ditinggaikan. Yang jelas menurut pandangan saya antara agama 
dan negara janganlah dipisahkan (fashi bainahuma) untuk didikhotomikan, akan 
tetapi juga jangan dijumbuhkan sehingga bisa membuat kita bingung ". 

Dalam kasus GAM di Aceh. Syaifudin berpendapat bahwa tindakan makar mereka 
adalah murni bermotifkan politik kekuasaan yang dibungkus dengan label Islam. Jika 
pokok persoalannya adalah masalah ketidakadilan ekonomi, maka hal itu bukan terletak 
pada eksistensi negaranya. tetapi lebih terfokus pada kesalahan pelaksana negara. Jadi, 
dalam hal in GAM udak bisa langsung memposisikan institusinya sebagai ganti dari 
Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI). Apalagi, lalu GAM melabelkan dirinya 
sebagai representasi Islam dan barus berlawanan dengan Indonesia sebagai negara nasional. 
Adalah tidak mungkin bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, jika situasinya dalam 
keadaan kacau dan tidak jelas kapan bisa berakhir. Lebih dari itu, saat int dalam konteks 
sCcmangel desentralisasi rakyat Aceh bisa memberlakukan syari'at Islam. Hal ini adalah 
merupakan keistimewaan hak yang diberikan pemerintah kepada rakyat Aceh, sehingga di 
Nangroe Aceh Darussalam saat ini didirikan Mahkamah Syari'ah dan pengangkatan polisi- 
polisi syari'ah. Namun, jika GAM tetap tidak bisa menerima kebijakan-kebijakan khusus 
yang merespon kemaslahatan Islam tersebut, maka hal itu tetap menguatkan indikasi bahwa 
GAM tdak berjuang untuk Islam. Menurut kaidah hukum Islam ukuran pertama 
kelangsungan sebuah pemerintahan adalah wujudnya ksejahteraan bagi umat (tesharruf al 


imam 'ala ak-ra'iwah manwh bi al-mashlahah). Jedi, apapua yang dilakukan oleh 
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pemimpin negara haruslah bertujuan mensejahterakan rakyatnya tanpa pandang bulu. 
Bahkan, meskipun kepala negara tidak beragama Islam, lalu mayoritas rakyatnya beragama 
Islam, sepanjang kita masih dapati menjalankan kehidupan beragama dengan baik, maka 
kita dilarang untuk melakukan pemberontakan (hughat) atas nama agama Kita tetap 
berkewajiban untuk menjaga dan menciptakan keamanan dan kesejahteraan kolektif dan 
menghundarkan diri dari datangnya fitnah yang berkepanjangan. Dalam konteks inilah para 
kiai masih memegangi kaidah “'Pemimpin yang dhalim lebih baik dari pada hidup dalam 
kekacaoan yang berkepanjangan” (sulthan dhalim khairun min fitnatin radum). 

Sementara itu. jika ada pemimpin Islam dalam negara yang sangat pluralistik 
rakyatnya, ia tidak boleh melakukan diskriminasi kepada mereka, sebab Islam sangat 
menghargai pluralisme masyarakat. Prinsip kemajemukan jini sudah dicontohkan oleh Nabi 
ketika berada di Madinah yang masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok keyakinan 
dan etnis. Dalam hal ini, ternyata beliau mengakomodir semua kelompok yang ada dengan 
cara saling menghormati diantara mereka dan selalu berusaha melakukan permusyawaratan 
untuk menyeleseikan perbedaan-perbedaan di kalangan mereka (wa syawirhum fi al-mari). 
Prinsip musyawarah tersebut adalah konsep jitu yang dilakukan Nabi untuk mrealisasikan 
kesejahteraan bersama (ai-mashalih al-mursalah). Lebih dari it, yang tidak kalah 
pentingnya dalam pernusyawaratan tersebut adalah mendengarkan aspirasi dari rakyat 
bawah agar bisa dihindarkan keputusan yang hanya di dasarkan atas keinginan para elitnya 
saja. 

Selanjutnya, dalam perspektif Indonesia saat sekarang, adanya keharusan para 
pejabat mendengarkan aspirasi rakyat hawah sudah lahir keputusan tentang semangat 


desentralisasi yang wujudnya adalah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah sejak tahun 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 205 


1999, Hanya saja menurut Syaifudin, keduanya, yaitu sistem seatralisasi dan desentralisasi 
masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya Karenanya, yang terpenting adalah 
pelaksana dari kcdua konsep pemerintahan diatas, Menang, dengan konsep sentralisasi 
selama Orde Baru, rakyat memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam segala 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga mereka hanya dijadikan obyek belaka. 
Sedangkan dengan sistem desenlralisasi, peluang rakyat terbuka lebar untuk ikut serta 
berpartisipasi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. 

Persoalan lain yang juga harus mendapatkan perhatian, menurut Syaifudin adalah 
upaya terus-menerus untuk menyempumakan Undang-Undang Otonorni dacrah tersebut. Ia 
berpendapat aturan ini harus dibuat dengan semangat keutuhan NKRI, dan jangan sampai 
semangat desentralisasi im mengilhami daerah untuk memisahkan diri dari negara nasional. 
Memang ada yang berpendapat sisrtem federasi akan lebih mampu merspon keadilan sosial 
dan pemerataan ekonomi bagi daerah. Namun yang saya menolak sistem federasi, sebab 
dalam pandangan saya justru sistem ini sangat longgar schumgga memicu semangat 
sparatisme dari daerah, khususnya yang saat ini sudah muncul benih-benih semangat 
pemisahan dari pemerintah pusat. 

Akhirnya, bagi Syaifudin keutuhan NKRI adalah bagian tugas penting bagi umat 
Islam saat ini. Dan dengan belajar dar? mumtuhnya rezim Orde Baru, ia sangat mendukung 
meningkatnya kualitas demokrasi yang dalam al-Guran disebut “musyawarah” 
sebagaimana termuat dalam surat Ali Imron 159 "Dan bermusyawarahlah kamu dengan 
mereka dalam urusan tertentu” (wa syawirkum fi al-amr). Ayat yang lain adalah surat al- 


Syura 38 "'Urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah” (wa amruhum syura 
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bainahum). Lebih lanjut Syaifudin mengajukan tiga model musyawarah yang bisa 
dikembangkan sebagai berikut : 
“Menurut saya tata-cara berdernokrasi hendaknya kita kembalikan saja kepada tata- 
cara yang perah dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Pertama, dengan pemilihan 
secara langsung (ahiu bai 'ah) sebagaimana terpilihnya khalifah pertarna Abu Bakar 
dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Kedua, dengan sistem ditunjuk langsung 
oleh pemimpin sebelumnya dengan syarat mendapatkan persetujuan dari umat, 
sebagaimana terpilihnya khalifah kedua Umar bin Khartab. Dan, ketiga, dengan 
sistem formatuir (ahlu al-hali wa al- 'agd) sebagaimana terpilihnya khalifah ketiga 
Usman bin Affan”. 
3.3.3. Konstruksi Sosial KH. Syabid Tentang Nasionalisme 
Menurut pendapat Syahid pengertian nasionalisme tidak bisa disarnakan dcngan 
kosa-kata al-syu 'ubiyah dalam al-Our'an surat al-Hujurat ayat 13, sebab penafsiran lafadz 
al-xy '"uhiyah mengacu pada nilai kebersamaan dalam masyarakat secara umum. Sedangkan 
makna nasionalisme lebih mengacu pada “cinta tanah air” yang dalam bahasa Arab lebih 
tepat dengan tera ai-wathaniyah, Dari pandangan ini jelas terdapat perbedaan antara 
makna nasionalisme dan makna al-1yu 'ubryah 
Dari sisi sejarah, umat Islam mengenal Piagam Madinah yang dilakukan Nabi 
ketika beliau berdomisili di Madinah. Kesepakatan tersebut dibuat bukan didasari karena 
dasar agama, lebih didasari oleh semangat “menyelamatkan” Madinah sebagai tempat 
tinggal dari ancaman yang datang dari luar. Apapun agama, suku, aliran kepercayaan, dan 
tingkatan sosialnya yang bertempat tinggal di Madinah diajak Nabi untuk menyepakat: 
sebuah perjanjian yang burisi komitmen untuk melindungi Madinah dan warganya dari 
serangan pihak manapun yang datang dari luar, Jadi, kaum kafirpun oleh Nabi diajak 
bergabung dalam kesepakatan ini, Adapun kelompok yang diyakini Nabi akan menyerang 


Madinah adalah kaum kafir Ouraisy yang sejak awal mengancam beliau agar tidak 
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mengajarkan agama baru yang mereka anggap menyimpang dari tradisi ritual lama yang 
dipertahankan di Makah. Lebih tanjut ia menambahkan : 

“Dalam Isian memang dikenal konsep kafir dzimmi dan kafir harbi. Kafir dzimmi 
adalah mereka yang memeroleh perlindungan dari umat Islam yang disebabkan oleh 
pengakuannya mengenai daulah Islam melalui pencrapan Piagam Madinah. 
Sedangkan kafir harbi adalah mereka yang harus diperanyi karena tidak terikat 
dengan kontrak sosial dan politik sesuai dengan Piagam tersebut, dan mereka 
menyerang kaum muslimin. Namun demikian, terhadap kafir dzimmi yang terbukti 
secara sah melakukan makar dan perbuatan yang menyimpang lainnya melalui 
pengingkaran terhadap kesepakatan, maka mercka pun bisa dikenai atauran scbagai 
harbi". 

Pada sisi lain dibalik kesepakatan tersebut sangat jetas tersirat kepentingan politik 
Nabi yang ingin mendapatkan keamanan di Madinah sebagai tempat tinggal baru. 
Mencermati isi pokok dari kesepakatan diatas saya berpendapat bahwa stahilitas komunitas 
politik dalam pandangan islam tidak harus didasarkan atas sintimen agama. Dengan 
ungkapan lain hahwa nasionalisme yang dibangun atas dasar pluralitas mendapatkan 
pijakan legalitasnya dalam sejarah islam, sehingga umat Islam di Indonesia yang telah 
menyepakati negara Pancasila sebagai negara-hangsa yang bersifat majemuk adalah 
keputusan yang benar. 

Jika masalah ini dikaitkan dengan sejarah nasionalisme Indonesia, umat Islam bisa 
mengembalikan pada sejarah perjuangan para kiai sejak jaman penjajahan Belanda. Dalam 
hal ini KH. Hasyim Asy'ari pernah mengfatwakan bahwa cinta tanah air adalah sebagian 
dari iman (huhbu al-wathan min al-iman). Banyak orang menyebut fatwa ini adalah hadits 
Nabi, padahal menurut penelitian saya pernyataan itu bukan hadits, tetapi hanyalah farwa 
dari seorang kisi besar KtLHasyim Asy'ari, Beliau sengaja mengfatwakannya sebagai cara 


yang efektif untuk membangkitkan para pejuang untuk menyelamatkan Indonesia dari 


penjajahan. Lebih dari itu jika kita memperhatikan alenja per alenia dari UndangUndang 
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semua umat islam mempunyai kesamaan dalam hal memposisikan negara sebagai 
alat (rasiiah) perjuangan bagi terlakasananya ajaran agama”. 


Selanjutnya. berdasarkan uraian diatas ia juga tidak sepakat dengan semangat 
formalisasi apama dalam nepara dan sekalipus menolak ide Pan-Islamismc yang 
diperjuangkan oleh sebapian kecil umat Islam di Indonesia. Menurut pendapat saya jumlah 
mereka tidak signitikan. dan ide Pan-Islamisme adalah sesuatu yang utopia pada saat ini. 
Apalagi saya menaruh curiga bahwa bukan ajaran apatma vanp mereka perjuangkan, tetapi 
mereka pada dasarnya sedang mengejar kekuasaan dengan menggunakan simbol agama. 
Kita harus sadar bahwa Allah tidak membutuhkan model perjuangan vang selalu 
mengkalim dirinya atas nanya agama dan atas nama Tuhan, schab dengan sitat Maha 
kekuasaaaNya, Allah tidak memerlukan pembelaan dari siapapun. 

Sebenarnya pada tataran ini Syahid menghormati niat baik mereka untuk 
menjadikan islam sebagai simbol politik asalkan dilakaukan dalam konteks amar ma ruf 
nahi munkar, naraun persoalannya kaum fundamentalis imi seringkai memperjuangkannya 
dengan cara kekerasan atau kemungkaran. Apakah tepat melawan kemungkaran dengan 
kemungkaran juga ?, Dalam hal ini yang hampir pasti datang adalah munculnya kekacauan 
yang terus-menerus dalam masyarakat, 

Adapun yang berkaitan dengan sistem khilafah atau Pan-islamisme, tampaknya 
Syahid mendasarkan kepada kitah ol-Ahkom al-Sulihaniyah Wa al-Wilayah al-Diniyyah 
dari al-Mawardi. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa terdapat tujuh syarat yang harus 
dipenuhi oleh seorang khalifah. dan salah satu diantara syarat-syarat tersebut tidak 
mungkin dipenuhi oleh umat Islam Indonesia saat ini, yaitu ra harus keturunan dari suku 
Ouraisy (al-aimmah min UJuraisy), Adakah ada diantara kita yang memiliki silsilah 


langsung dari suku Ouruisy ?. Inilah persoalan pokok yang harus kita pahami secara 
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kontekstual dengan memperimbangkan kondisi lokal Indonesia. Memang cita-cita boleh 
setinggi langit. namun harus tetap melihat kondisi bumi yang kita tempat sebagaimana 
kaidah hukum Islam “Adat bisa menjadi sumber hukum” fal- adah muhakkamah). 

Secara kausalistik, jika pandangan fundamentalisme dan Pan-Islamisine ui 
diperjuangkan dengan cara pemaksaan dan kekerasan. maka yang terjadi adalah dispanmaont 
antara berbagai kelompok, antara rakyat dan pcmenniah, antara berbagai urnat berawarna 
dan tumbuh-suburnya rasa curiga diantara manusia Indonesia. Dalam kondisi yang kacau 
seperti ilu akan lebih mempersulit perjuangan Islam sebagai aparna yang universal yang 
rahmatan 1'alamin, Selanjutnya ia menyatakan : 

“Seperti dikctahw bahwa situasi dan kondisi masyarakat Madinah waktu 
dibentuknya Piagam Madinah berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia. 
Perbedaan tidak hanya persoalan ruang dan waktu, tetapi juga persoalan politik, 
ekonomi, sosial. dan hudaya yang memang sungguh-sungguh berbeda. Suyuktur 
masyarakat Arab memang heterogin, tetapi bercorak masyarakat padang pasir, tentu 
saja berbeda dengan masyarakat Indonesia yang majemuk tetapi coraknya kan 
agraris, walaupun sama-sama menghadapi persealan etnis yang hampir sama. Maka 
dan itu saya sepakat bahwa yang kita ambil dari Piagam Madinah adalah bukan 
corak luarnya. tetapi "tuh" dan “substansi” kesepakatan Madinah itu sebagai 
dasar pentingnya membangun suatu masyarakat yang di dalamnya multi etnis, 
multi agarna, multi kepentingan yang sanyat bervariasi”. 

Dalam pada itu. menurut Syahid GAM adalah sisi buruk dar? bangsa Indonesia. 
Karenanya pemerintah harus berusaha secara maksimal untuk menyelewikannya dalam 
rangka menjada keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan jika 
pemerintah tidak mampu menyeleseikannya secara tuntas. maka hal itu menunjukkan 
hahwa rasa nasionalisme di Indonesia belum mantap atau dalam ungkapan lain 


nasionalisme di Indonesia masih berhenti pada tahapan nasionalisme sempit, yaitu masih 


kuatnya etiw-nasionalisrnc. 
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Pada dasarnya, jika GAM itu benar-benar ingin menerapkan syariat Islam di Aceh 
saya sangat mendukung sekali, hanya saja dengan harus disertai dua catatan. Periama, 
upaya penerapannya tidak menjadikan jalur politik sebagai satu-satunya instrumen, sebab 
ajaran Islam bisa diterapkan lewat jalur pendidikan, ekonomi, sosial dan dakwah yang 
damai, Kedua, upaya penerapannya tidak boleh dengan cara kekerasan, apalagi dengan 
cara memberontak kepada pemerintah yang sah, sebab tindakan makar yang dilakukan oleh 
GAM saat ini bisa dikatagorikan sebagai pernberontak (bugkar) yang wajib diperangi. 
Dalam perspektif inilah saya setuju denga badirnya militer di Aceh, namun jangan sampai 
mereka juswu salah sasaran dalam rangka menumpes gerakan GAM, sebab hal itu akan 
menimbulkan rasa takut bagi rakyat pada umumnya. Akibat yang lebih parah adalah rakyat 
Aceh akan mendapatkan kesulitas dari dua arah, baik dari GAM maupun dari muliter. Lebih 
Janjut ia menegaskan : 


“Memang sejak semula GAM ingin memisahkan diri dan NKRI dengan motivasi 
ingin menerapkan - katanya — syariat Islam, bahkan selalu mengklaim dirinya 
wakil dari masyarakat Aceh yang Islam. Menurut saya, keinginan mengislamkan 
Indonesia adalah bagian dari perintah agama. Tetapi tidak boleh menggunakan 
cara kekerasan, apalagi melakukan pemberontakan dan menebarkan kerusakan fat- 
ifsad) demi tujuan mulia tersebut. Apakah relevan jika scbuah tujuan yang sangat 
mulia kemudian dimanifestasikan dengan seperangkat tindakan yang malah 
menjadikan tujuan tersebut menjadi tambah kotor? Tentu hal itu ditarang oleh 
Islam. Sebab kita memiliki kaidah hukum “'Sesuatu kerusakan tidak boleh 
diselesikan dengan cara menimbulkan keusakan yang lain" taf-dtarar la yuzal bi 
al-dlarar), Di Aceh saat im sudah diberlakukan otonomi khusus yang 
memberlakukan syariat Isiam. Hal ini menurut pandangan saya sudah memenuhi 
aspirasi atas nama Islam. Adapun GAM masih terus bergerilya di tengah-tengah 
masyarakat dan menimbulkan banyak kerusakan dan korban, maka hal itu sangat 
tidak dibenarkan oteh siapapun. Yang menyedihkan adalah jika masyarakat sipil 
seringkali menjadi korban dari salah sasaran, baik oleh GAM maupun TNI yang 
nota bene adalah saudara mereka sendiri seiman dan sedarah (agam dam inong). 
Akhirnya, saya manaruh cunga bahwa mereka tidak memahami ajaran Islam secara 
mendalam (kaffuhy”. 
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Dalam rangka merespon masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi di 


Aceh dan daerah fain, banyak pihak yang meyakini! efektifitas konsep desentralisasi dengan 


model otonomi daerah. Namun saya tidak sepakat dengan konsep desentralisasi, sebab di 


dalamnya terdapat peluang diskrimmasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada masing- 


masing daerah. Disamping tu SDM daerah belum memiliki kemampuan yang bisa 


diharapkan untuk memakmurkan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu walaupun 


Aceh sudah mendapatkan hak-hak istincwa yang berupa Mahkamah Syari'ah dalam 


rangka menerapkan syariat Islam, tetapi GAM tetap berusaha untuk memisahkan diri dari 


NKRI. Lebih lanjut. bagi saya konsep sentralisasi tetap lebih haik asalkan pemerintah pusat 


benar-benar bertanggung jawab dan adil dalam mengelola kekayaan alam daerah. Dalam 


hal ini, dengan logika yang jer ia menyatakan : 


“'Sebenarnya menurut Islam masalah melebarnya kesenjangan ekonomi antara 
pusat dan daerah harus dibaca dalam konteks kesenjangan antara kelompok kaya 
fai-aghniya”) dan kelompok miskin (al-fugara' wa al-masakin wa al-dhu'afa). 
Sebab yang menjadi tujuan pokok dari sebuah pemerintahan adalah mewujudkan 
kesejahteraan bagi semua makhluk. Dalam pikiran saya inti dari tujuan tersebut 
adalah terlaksananya keadilan ekonomi (sahgig al- adalah ai-igtishadiyah). Semua 
pejabat pemerintah harus mencontoh khatifah Umar bin Khattab yang selalu keluar 
pada malam har: untik meneliti rakyat yang masih dalam kelaparan. Bahkan beliau 
tidak malu untuk mengangkat gandum dipunggungnya sendiri dan 
mengantarkannya kepada mereka yang kelaparan tersebut. Ini berarti urusan 
kesejahteraan bidup didunia (ft al-dunya khasanah) yang barus menjadi program 
utama para pejabat dan pemirnpin masyarakat, Kalau ada pemimpin yang mengatur 
dunia saja tidak profesional apalagi mengurusi kebahagiaan di akhirat (fi al-akhirah 
hasanahy '. 


Akhirnya. secara logika ia menyampaikan pandangan bahwa sistem desentralisasi 


saja masih diragukan untuk menjaga keutuhan NKRI, apalagi dengan tawaran sistem 


federal, saya sungguh tidak sepakat, sebab dikhawatirkan dengan sistem federal daerah 


akan lebih mudah untuk memisahkan dari dari NKRI (Negara Kesatuan Republik 


Disertasi 
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Indonesia). Wacana federal akan banyak menyita waktu kita untuk berdebat sehingga 
waktu untuk berkonsentrasi terhadap pembangunan akan terganggu, dan yang paliny tidak 
etis adalah hilangnya rasa penghormatan kita terhadap para pendiri bangsa yang sudah 


menyepakati negara-hangsa ini sebagai negara kesatuan. 


3.3.4. Konstruksi Sosial KH. Misbah Abrar Tentang Nasionalisme 

Dalam pandangan Misbah makna nasionalisme sudah dijciaskan dalam al-YJur'an 
surat al-Hujurat 13 dengan kata syu uban sebagai bentuk jamak yang mufrodnya adalah 
kata sya'bun, Kata sya'bun mu jika dialih bahasakan dalam buhasa Indonesia berarti 
bangsa, sehingpa rasa kebangsaan alau nasionalisme bisa disamakan dengan kata al- 
Syu 'ubiyyah. 

Secara historis rasa nasionalisme ini sudah dicontohkan oleh Nabi ketika beliau 
berada di kota Yatsrb yang kemudian diubah dengan sebutan "'Kota Kasul” (madinatru al- 
Rasul) dan lebih populer dengan nama kota Madinah. Ualam wacana ini ia menambah 
penjelasan sebagai berikut : 

"Ketika turun perintah agar Nabi meninggalkan kota Makah sebagai tempat 

kelahirannya, beliau merasa berat untuk melasanakannya. Tetapi karena itu perintah 

dan Allah, beliau harus berangkat juga, dan yang menarik untuk dikaji olang 
ternyata ketika hampir sampai diperbatasan kota beliau menengok kearah Makah 
sambil berucap :' Demi Allah, ssungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling 
aku cintai. Seandainya para penduduknya tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan 
meninggalkanmu" (Wallahi, innaki ahabbu ardiillah ilayya, walau Ia anna 
gaumaki ahrijuni ma kharajtu). Demkian pula, ketika beliau sudah berada di kota 

Madinah, ternyata beliau juga sangat cinta terhadap kota itu. Beliau 

menyatakan : Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepadaku sebagaimana 

Engkau mencintakan kota Makah kepadaku, bahkan lebihkanlah” (Allahumma 

hubbih Haina al-Madinah ka hubbina Makkah wa ayuyudd). 

Dan berdasarkan realitas sejarah ini ia berpandangan bahwa terbentuknya ncgara- 


bangsa adalah bagian dari pengamalan agama. sebab misi pokok agama bisa terselenggara 
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dengan baik bila terdapat kepemimpinan yang kokoh dalam suatu negara. imam ai-Ghazal: 
dalam kitab d-igrishad fi al-ftigad halaman 135 menepaskan bahwa agama bisa 
terselenggara dengan baik jika memenuhi dua hal yaitu pengetahuan (ma'rifah) dan 
ibadah. Keduanya tidak akan berhasil tanpa ditunjang oleh uga hal, vaitu kesehatan, 
terjaganya kehidupan. dan terpenuhinya kebutuhan hidup yang terdin sandang, pangan, 
papan dan keamanan. Bektau juga menegaskan bahwa keberhasilan tatanan agama hanya 
dapat diraih dengar penataan dunia secara profesional, dan ketertiban dunia tak akan 
berhasil tanpa adanya pemimpin yang ditaati. Secara lebih tegas beliau menyatakan bahwa 
agama adalah asas. sedanekan pemimpin (sufrhon) adalah penjaganya. Segala sesuatu tanpa 
asas akan roboh dan apapun tanpa penjaga akan sia-sia. Dan dalam perspektif inilah 
Mishah sependapat dengan al-Syaikh Abdultah bin -Mu'taz yang menyatakan bahwa 
kekuasaan negara akan langgeng bila ditopang oleh agama, dan agama akan semakin kokoh 
bila ditopang oleh kekuasaan. Dalam konteks pentingnya menjaga keutuhan dan stabilitas 
negara Islam mengenal hukum darurat tal-dhorurotu tubihu al-makhdhurot) yang 
membenarkan tindakan represif negara dalam rangka menghentikan kekacauan agar 
dampak negatifnya tidak semakin meluas (saddan Ii al-Dzari 'ah). 

Kalau perilaku Nabi (sunnah Nabawiyyah) merupakan aplikasi dari apa-apa yang 
ada dalam ai-Jur'an, maka tentunya Islam mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Nabi 
telah mendirikan sebuah ncgara di Madinah. Jadi herdiri dan tegaknya sebuah negara bagi 
umat Islam adalah suatu keriscayaan. Tanpa berdirinya suatu negara, maka mustahil umat 
Islam akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. termasuk di dalamnya 
kewajiban kemasyarakatan iijrima 'iyyah) yang dalam Islam ichih diutamakan ketimbang 


kewajiban individual (fardliyyah). Sebagai contoh, realisasi perintah menunaikan zakat dan 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 


215 


jihad sebagai kewajiban kolektif tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya 
kepemimpinan dalam pemerintahan yang stabil. 

Dari keterangan diatas menurut pendapat Misbah. Islam membolehkan umatnya 
untuk menerapkan ajarannya secara formal kenegaraan termasuk di dalamnya tegaknya 
sistem khilafah, hanya saja penerapannya secara bertahap (tedarrujan), Dan dalam 
pandangan saya bahwa nasionalisme adalah bagian dari konsep khilafah yang 
pembentukannya bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan wilayah kekuasaanya 
dengan penuh hikmah. Walaupun begitu Islam memandang pluralisme atau SARA adalah 
amanat Tuhan yang harus dihormati dan di dayagunakan potensinya untuk melahirkan 
kesejahteraan hidup secara lahir dan batin. Paling tidak yang harus diwujudkan dalam 
kemajemukan adalah saling memahami dan kenal-mengenal (/ita'orafu). Disinilah perlu 
ditegaskan bahwa visi kemanusiaan dan kebangsaan adalah visi agama itu sendiri. Lebih 
dan itu, sejarah Istam telah mermbuktikan bahwa Islam mampu mengayomi agama lain. 
Minoritas Kristen Koptik di Mesir adalah kelompok yang paling bahagia di dunia ini, 
sehingga tokoh mereka Butros Ghali pernah menjadi Sekretaris Jendrai Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Di sisi lain helum pernah terjadi di suatu negara Yahudi dan 
Nasrani terdapat minoritas muslim yang hidup dalam kerouliaan. Dalam ha? keyakinan 
agama ia menyataka : 

“Dalam pandangan Islam sebagaimana docontohkan oleh Nabi Muhammad SAW 

bahwa Islam tidak akan memaksa di dalam proses pengislaman suatu kaum (ta 

Ikraha fi al-din). Islam menganjurkan agar penerimaan terhadap keyakinan agama 

dilakukan bukan dengan paksaan, tetapi melalui proses penyadaran dan 

penyelamatan, karena makna asal kata “Islam adalah penyelamatan. Karenanya , 

dalarn konteks negara-bangsa yang di dalarnnya terdapat kemajemukan agama, 

budaya, kelompok, dan suku bangsa, maka pemaksaan agar penduduknya memiliki 


Salu akidah atau keyakinan, menurut saya adalah tidak terdapat dalam sejarah 
Islam”. 
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Mengenai negara Pancasila, untuk sementara umat Islam merang harus menerima 
dan mempertahankannya, apalagi Pancasila sendiri adalah hadiah umat Islam untuk bangsa 
Indonesia. dengan syarat tidak ada pihak manapun yang bole membelokan maknanya. 
Sedangkan yang berkaitan dengan amandemen UUD 1945 bagi saya tidak ada persoalan, 
sebab dunia imi selalu berubah dalam rangka merespon perkembangan kepentingan bangsa 
untuk masa mendatang, Dalam hal ini tidak perlu muncu! kekhawatiran adanya 
disintergrasi bangsa yang disebabkan adanya amandemen tersebut, asalkan para elit pelaku 
politik bangsa ini masih memegangi moralitas agamanya. 

Berkaitan dengan tindakan makar GAM terhadap negara Pancasila, Misbah 
berpendapat bahwa walaupun negara-hangsa model ini bersifat sementara, maka tindakan 
pembangkangan mereka tetap bisa dikatagorikan sebagai pemberontak (brghaf) sehingga 
implikasi hukumnya meraka halai untuk ditumpas lewat senjata, Dalam konteks NKRI saya 
masih mendasarkan pada ketetapan para kiai seluruh Indonesia pada tahun 1954 yang 
menyatakan buhwa Ir.Soekarno adalah presiden Republik Indonesia yang sah dalam 
kondisi darurat, namun memiliki kekuasan secara defacte (waliy al-amr al-dlorury bi al- 
Syaukah). 

Sebenarnya, jika GAM benar-benar memahami ajaran Islam tentu mereka tidak 
harus mengangkat senjata melawan NKRI sehingga konflik negara dengan mereka bisa 
diseleseikan lewat musyawarah bersama untuk mencari solusi dari hal-hal yang menjadi 
sumber perbedaan. Isiam adalah agama yang mengajarkan sikap toleransi yang sangat 
tinggi kepada umatnya, asaikan tidak menyangkut persoalan akidah. Dalam konteks ini kita 
hisa analogikan dengan tegaknya negara Islam, yaitu dengan mengembalikannya kepada 


pendapat Imarn al-(Jarafi dalam kitabnya al-Furug yang dia nukilkan dari pendapat Ihnu 
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Hazm dalam kitab Maratib al-Ijiima' yang menyatakan bahwa kaum kafir yang harus 
dilindungi (kafir drimmi) dalam negara Islam bila mereka diserang oleh musuh (ahlu ai- 
harb). maka umat Islam barus ikut membela kafir drimmi tersebut dengan segala 
kemampuan, dan jika meninggal dunia digolongkan mati syahid. Dan, jika umat Isiam 
tidak bersedia membantunya maka mereka bisa digolongkan kaum yang menyia-nyiakan 
perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan kaum dzimmi tersebut (agd al-dzimmah). 
Pendapat yang sama juga disampaikan aleh Imam al-Laits ibnu Sa'din yang dikutip 
Dr.Yasir Abu Syabanah dalam kitab at-Nidham al-Duwati al-Jadid halaman 635 yang 
menyatakan hahawa negara Islam harus mengerahkan segala kemampuannya untuk 
membela kaum kafir dzimmi tersebut dengan merapergunakan anggaran dari uang negara 
(bait al-mal). Namun, pada sisi lain Misbah mengkhawatirkan bahwa munculnya beberapa 
kelompok sparatis baik di Aceh maupun di Papua hal itu disebabkan terinjak-injaknya 
Hak-Hak Asasi Manusia (ELAM) di indonesia. Lebih lanjut ia mengatakan : 
"Menurut perkiraan saya munculnya gerakan sparatis dari sebagian rakyat Aceh 
dan Papua juga disebabkan oleh adanya pelanggaran HAM, Pudahal dalam Islam 
masalah HAM ini adalah misi pokok agama itu sendiri. Pada dasarnya HAM adalah 
hak yang moclekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup, harkat, 
dan martabatnya Dan dalam menjalankan HAM harus ada keseimbangan antara 
hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan unum. Tuhan telah 
menciptakan manusia sebagai ruakhluk yang dimuliakan dan dihormati. 
Penghormatan ini tidak boleh melihat warna kulit dan apapun agamanya. Sampai- 
sampai dalam alWur'an malaikatpun harus menghormati Nabi Adam sebagai 
manusia Karenanya menurut saya rezim pemerintahan siapapun harus 
memperhatikan lima HAM yang paling mendasar sebagaimana diterangkan al- 
Gur'an, (1) hak untuk hidup yang tersurat dalam al-An'am 151, (2) hak untuk 
persamaan derajat yang tersurat dala al-#lujurat 13, (3) hak memeproleh keadilan 
sebagaimana tersurat dalam al-Maidah ? dan 8. (4) hak perlindungan hak milik 
dalam surat al-Bagarah 188, dan (S) hak kebebasan beragama sebagaimana tersurat 
dalam al-Bagarah 256 dan Yunus 99. 
Adapun yang berkaitan dengan konflik etis di Kalimantan Tengah dan barat. 


yaitu antara etnis Madura dan Dayak dalam pandangan Misbah adalah mumii konflik etnis. 
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namun jika pemerintah menyeleseikannya tanpa memahami ajaran agama keduanya 
dikhawatirkan cara penyelesetannya tidak akan bisa tuntas. 

Selanjutnya, dengan mendasarkan semua penjelasan diatas kesimpulannya bahwa 
munculnya solidaritas pnmordialisme menunjukkan rapuh dan belum mantannya 
nasionalisme Indonesi, Hal itu bukan dikarenakan eli-elit daerah tidak memahami sejarah 
perjuangan para pendin bangsa im, namun lebih disebabkan beberapa problerm pokok yan 
belum bisa diselescikan negara secara tuntas. Pertama, adanya kesenjangan ekonomi antara 
yang kaya dan kaum miskin, antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi semakin kuainya 
dominasi ekonomi kelompok minontas alas mayoritas rakyat. Upaya pengentasan 
kemiskinan dan pernerataan pendapatan bagi potongan miskin dirasakan hanyalah slogan 
belaka. Kuatnya dominasi kelompok minoritas tersebut menunjukkan pemegang kekuasaan 
negara belum bersungguh-sungguh melaksanakan amanat. Yang palmg menyedihkan 
adanya fakta bahwa hanyak para konglomerat hitam bisa mempengaruhi kebijakan pejabat 
pemerintah karena masih kuatnya budaya korupsi di negara ini. Kedua, penegakan hukum 
baru diterapkan bagi orang kecil, dan negara ini adalah justru surga” bagi orang-orang 
yang mengerti hukum termasuk di dalamnya para aparat di bidang hukum. Ketiga, 
gencarnya pengaruh globalisasi dunia yang dilancarkan oleh negara-negara maju 
khususnya Amerika. Sebenarnya Islam mengenal globalisasi dalam arti kesemestaan 
rahmat bagi semua makhluk (rekmaran liVoalamin). Namun yang terjadi saat ini adalah 
dominasi ckonomi dan politik Amerika yang ingin memperkuat poisinya sebagai majikan 
dan memposisikan Indonesia hanya sebagai budaknya. Globalisasi saat ini adalah 
"“Amerikanisasi - Baratisasi”' dunia secara menyeluruh dalarn semua aspek kehidupan. 


Disamping hal itu akan menggerogoti nasionalisme Indonesia, juga akan mendangkalkan 
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akidah umat Jslam di Indonesia. Karenanya saya sangat setuju dengan upaya penguatan 
masyarakat atau yang sering disebut civil society, agar pemerintah dan kekuatan asing tidak 
semudah itu melakukan kekerasan terselubung terhadap rakyat Indonesia yang sebagian 
besar masih tergolong miskm dan tidak berdaya Dan, upaya pemberdayaan masyarakat 
bawah adalah hagian dan dakwah Islamiyah yany kapanpun harus dilakukan oleh setiap 
irwdividu muslim. Lebih tanjut ia menugaskan : 

""Tentang civil society ini banyak orang menyebutnya dengan nama “masyarakar 

madani” Namun, saya sebagaimana para kia Nahdlatul Utama yang lain lebih suka 

menyebutnya " maxporakat mutamaddin"” atau masyarakat yang berbudaya. Kalau 
kita kembali kepada istilah yang benar dalam bahasa Arab yang benar ya istilah 

“mutamaddir” itu. Masyaraka! tersebut adalah identik dengan masyarakat 

pesantren pada masa penjajahan, karena cia dunta pesantren adalah Icbih dekat 

dengan masyarakat bawah dan menjaga jarak dengan para penguasa Dahulu 
banvak pesantren yang menolak bantuan pemerintah. Hal itu karena berlawanan 
dengan jiwa pesantren yang selalu mengandalkan kemampuan dari dalam (al- 

PTimad 'ala al-nafs). 

Berdasarkan pemikirannya diatas, akhirnya Misbah menggarisbawahi pentingnya 
demokrasi yang bisa menghasilkan keseimbangan (al-tawazun) antara kedaulatan rakyat 
dan kedaulatan nepara. Tidak boleh ada kebijakan negara yang justru mematikan hak-hak 
kewarpanegaraan, Lebih dari itu ja mengharapkan agar semua pemimpin pemerintahan 
tumara). pemmnpin politik, dan pemimpin masyarakat. termasuk para kiai dari pesantren 
dan tokoh-tokoh organisasi sosial-kcagamaan agar segera meluruskan ulang makna hakiki 
dari hakikat kebangsaan, makna hakiki kewarganegaraan, dan berupaya secara maksimal 
untuk menciptakan keadilan sosial. kesejahteraan masyarakat secara lebih senus. 

Upaya pelurusan ulang tersebut saat ini sangat mendesak ditakukan dalam rangka 
mengurangi rasa kekecewaan sebagian daerah, suku. dan warga negara yang berujung 


dengan keinginan mereka untuk memisahkan din dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 


(NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUN 1945. 
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33.5, Konstruksi Sosial KH. Abdurrauf Najih Tentang Nasionalisme 

Menurut pandangan Rauf, nasionalisme atau kebangsaan maknanya sama dengan 
istilah d/-gaumiyvah dalam bahasa Arab. Al-gaumiyvah adalah sebuah kondisi atau sikap 
yang di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara beberapa kelompok, suku atau 
komunitas apapun dalam sebuah kawasan tertentu. Jadi diantara murgka terdapat semacam 
Memorandum of Understanding (MoU) tentang lingkungan yang mereka jadikan sebagai 
tempat tinggal. Kemudian ketika lingkungan hidup ini mencakup kawasan yang lebih luas 
seperli negara, maka wawasan inilah yanp disebut dengan nasionalisme. 

Berdasarkan sejarah Islam. nasionahsmc dalam pengertian diatas sudah 
dipraktekkan oleh Nabi di kota Madinah dengan sebutan “Piagam Madimah'' (mirsag al- 
Madinah). Saya berpendapat bahwa Piapam Madinah bukanlah penjanjian agama, tetapi 
sebuah perjanjian yang menyangkut urusan hubungan sesama manusia di dunia (ai- 
mu 'amalah al-dunyawiyah) tanpa membedakan agama, suku, kabilah dan sebagainya. Jadi 
perjanjian Madinah tidak sama dengan statuta agama, sebab menurut saya perjanjian itu 
hanya instrumen (wasilah) untuk mewujudkan tujuan (ghayah) islam yang ingin 
menyelamatkan semua makhluk di dunia sampai akhirat. 

Berdasarkan pemikirannya diatas, Rauf tidak setuju dengan ide negara islam di 
Indonesia. la menyadari bahwa warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam. namun 
dernikian tidak berarti negara ini secara formal menjadi negara Islam. Sebah — ia 
menambahkan — jika umat Islam ingin merubah negara Pancasila menjadi negara Islam. 
maka hal itu akan mengganggu semangat nasionalisme yang sudah dibangun oleh para 
pendin bangsa. Ta menyatakan : 


"Menurut saya untuk menjadikan Indonesia sebagat negara Islam, saya yakin 
bukan isapan jempol belaka sebab usaha itu akan didukung oteh sebagian besar 
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umat Islam. Akan tetapi kita tidak menghargai lapi semangat persatuan yang telah 

kita sepakati bersama semua kelompok yang perah ikut beruang demi 

nasional:sme Indonesia. Dan upaya itu artinya kita berusaha menjadikan apama 
sebagai sesuatu yang dominan dalan mengatur kehidupan negara. Untuk saat ini 
saya kira belum tepat waktunya kita berbicara negara Islam (daulah Islamiyah). 

Namun bagi umat Islam tetap memufiki kewajihan untuk tetap meletakkan Islam 

sebagai dasar pandangan dalam melihat segala sesuatu, sehingga kita tidak sampai 

kehilangan ruh perjuangan (ruk af-yihad) sebagai bagian dari mensyiarkan apama”. 

Lebih lanjut. berdasarkan pandangan tersebut Rauf berpendapat hahwa hubungan 
anlara agama dan negara saling membutuhkan, hanya saja negara harus diposisikan sebagai 
alat untuk mengembangkan dan memperjuangkan agama, Dan, dalam hal ini agama jangan 
diposisikan sebagai alat untuk negara. Rauf juga tidak sependapat dengan pandangan yang 
ingin menjadikan Isiam secara formal sehagai bentuk negara. Sebab yang paling penting 
adalah semangat atau ruh Islam menjadi sumber inspirasi dalam membanguo bangsa dan 
nepara. 

Dalam konteks nasionalisme Indonesia, ia berpendapat bahwa kia tidak boleh 
mengingkari bahwa seluruh kelompok telah ikut serta melakukan perlawanan terhadap 
penjajah Belanda. sampai akhirnya bangsa 1 mampu memproklamirkan kemerdekaan 
Republik Indonesia. Pada waktu itu tidak hanya satu kelompok saja yanp berjuang untuk 
kemerdekaan, tetapi ada sekian agama, suku, dan golongan vang bersatu padu untuk 
perjuangan tersebut. Selanjutnya 1a menyatakan : 

“Setiap orang akan dipengaruhi oleh akidah yang diyakininya. Ketika kita dipaksa 

untuk meyakini akidah yang tidak kita imani. maka apa yang kita perbuat. tidak lain 

pasti sikap perlawanan. Sama juga ketika kita memaksakan akidah tertentu kepada 
orang lain yang memilik: akidah berbeda dengan kita, maka yang terjadi adalah 
benturan dan konflik yang berkepanjangan. Dalam hubungannya dengan kehidupan 
yang lebih besar, yaitu negara, meskipun kita telah terbangun dengan akidah yang 


kita yakini. akan tetapi kita tidak harus memaksakan keyakinan itu kepada orang 
lain dalam bentuk sikap-sikap yang ekstrim". 
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Dengan mendasarkan sejarah nasionalisme Indonesia diatas, Rauf tidak sependapat 
dengan upaya sebagian umat Islam yang ingin mendirikan Pan-Islamisme, sebab Nabi udak 
memenmilahkan secara langsung. Apalapi beliau sendiri ketika di Madinah justru 
memberikan proteksi kepada golongan di luar Islam, yartu kafir dzimmi, yaitu mereka 
umat non muslim yang tidak memusuhi umat Islam, bahklan Nabi menghargai mereka dan: 
beliau menegaskan bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat 
Islam, Tetapi, jika mereka terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah 
disepakati, maka Nabi akan melakukan tindakan-uindakan kepada mereka sebagar sanpsi 
dalam rangka menegakkan keadilan di tengah masyarakat Madinah. 

Sebenarnya - scbagammana catatan akhir yang Rauf sampaikan - ia tidak antipati 
terhadap negara Islam (dar at-Islam) dan Pan-Islamisme, serta 1a tidak ingin terjebak untuk 
menyalahkannya. Sebab ja berprasangka baik bahwa mereka pada dasarnya mempunyai 
niat yang baik dalam rangka menyempurnakan Islam di muka burni. Hanya saja Raut 
mengingatkan mereka bahwa berjuang untuk agama tidak boleh berhenti pada tataran 
simbol belaka. Padahal jika mereka inginkan adalah musnahnya kermungkaran, maka hal itu 
tidak cukup dengan standansasi simbol saja Disamping itu, sebuah keinginan yang ideal 
juga harus disesuaikan dengan realitas sosial sekelilingnya. Al-Our'an sendiri turun kepada 
Nabi secara bertahap selama dua puluh tiga tahun. Hal itu menunjukkan bahwa dalam 
rangka pencrapan syariat Islam (tarkhig al-syariah af-Islamiyah) juga harus bertahap sesuai 
dengan perkembangan kondisi masyarakat yang ada. Apalagi selama 13 tahun di Makah 
semua ayat al-Our'an yang turun kepada Nabi baru berbicara tentang keimanan dan akhlak. 
Avat-ayat yank menerangkan syari'at baru diturunkan Allah kepada Nahi Muhammad 


SAW setelah beliau sudah berhijrah ke kota Madinah. Hal itu mengisyaratkan bahwa 
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dalam rangka mengamalkan ajaran Isian dirnanapun umat Islam berada, maka penerapan 


dan penguatan keimanan dan moral harus mendahului penerapan syari'at. 


3.3.6. Konstruksi Sosial KH. Syarief Njambari Tentang Nasionalisme 

Menurut pendapat Syaricf nasionalisme adalah suatu paham yang menunjukkan 
sebuah kecintaan terhadap tarah kelahiran. Dalam khasanah kitab klasik mungkin istilah 
itu sama dengan huhhu al-wothan, sebagaimana dalam hadis bahwa “cinta tanah air adalah 
sebagian dari iman”, Namun dalam kitab Kasyfu ol-Khofa' dijelaskan bahwa hadis jitu 
tergolong hadis yang dibuat-buat (mashrnu'), yang dalam kata lain bukan hadis Rasul 
SAW. Selain itu kenyataannya banyak orang yang cinta negaranya tetapi mereka tidak 
beriman. Bahkan saya mendapatkan beberapa penjelasan dari beberapa ulama bahwa jika 
memang benar pernyataan itu hadis Rasul, maka penafsiran kata al-wathan disiri bukan 
negara tetapi adalah surga. 

Cinta tanah air memurut Islarn adalah perasaan cinta seseorang pada suatu daerah 
yang ia tempati yang di dalamnya ia merasa tenang Namun ketenangan tersebut lebih 
dikarenakan diterapkannya syariat Islam secara maksimal sebagaimana cinta Nabi kepada 
kota Madinah melebihi cintanya kepada kota kelahirannya Makah. Dalam kitab Syarah 
Umdah juz 3 halaman 60 dapat kita pahami bahwa jika seseorang pernah melakukan 
kemaksiatan di suatu daerah, hendaklah ia pergi meningga'kan daerah tersebut meskipun 
itu tanah kelahirannya, dan ia dilarang kembali lagi. Jadi di dalam Islarr nasionalisme 
sebagaimana dipahami saat ini adalah nomor dua saja, dan yang pertama adalah fanatisme 


terhadap kebenaran agama. 
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Dalam sejarah (sirah) Nabi dijelaskan bahwa ketika penduduk Makah - tempat 
kelahiran Nabi - sangat sulit untuk menerima agama Allah, maka beliau diperintah Allah 
untuk hijrah darinya menuju Madinah. Dalam kitab Syarah al-Zurgoni jaz 4 halaman 448 
diterangkan bagaimana awal mula terjadinya hijrah tersebut, yaitu dengan linangan air 
mala kaum muslimin pergt meninggalkan Makah, namun demi perjuangan Islam mereka 
dengan tabah tetap melaksanakan perintah tersebut. Sementara itu dalam kitab Fothu al- 
Bari juz 3 halaman 62! dijelaskan bahwa pada saat Nabi pulanp dari bepergian, ketika 
sampai di daerah perbatasan masuk kota Madinah ternyata beliau mempercepat jalan 
kudanya agar segara tiba di Madinah. Hal itu dilakukannya karena beliau sanyat mencintai 
dan rindu terhadap kota tersebut, dan hadis inilah yang dijadikan dasar para ularna untuk 
cinta atau tidak cinta kepada suatu daerah. 

Dalam konteks nasionalisme Indonesia ia berpendapat bahwa umat islam di 
Indonesia memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan menurut syariat Islam. Artinya 
setiap individu muslim harus mengupayakan Undang-Undang yang berlandaskan syariat 
Islam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bughyaru al-Mustersyidin halaman 371. 

“'Karenanya saya berpendapat bahwa nasionalisme dalarn pandangan Islam tidak 

boleh diposisikan sebagai tujuan, tetapi harus diposisikan sebagai instrumen untuk 

menciplakan keadilan dan kemaslahatan yang mencakup segala aspek kehidupan. 

Dan dalam kehidupan yang benar-benar adil dibutuhkan peraturan pemerintahan 

yang bersih dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, menurut kitab Oowa'id al-Ahkam 

Ji Mashalihi al-Anam juz 2 halaman 58 dijelaskan bahwa sebuah negara akan stabil 

Jika pola pemerintahannya memenuhi tiga hal, yaitu (1) adanya pejabat yang 

mampu menciptakan kemaslahatan umat, (2) Para hakim yang benar-benar mampu 

mewujudkan keadilan, dan (3) para orang tua yang mampu mengarahkan anak- 
anaknya untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Jika sebuah nepara-bangsa Udak 
bisa mercalisasikan ketiganya, maka keutuhan ncgara nasional akan mengalami 

kehancuran”. Dalam konteks ini pula saya setuju dengan amandemen UUD 1945. 


terutama terhadap pasal-pasal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jlal im sesuai 
dengan keterangan kitab al-Yasyri yal-Jina'1 juz 1 halaman 237”. 
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Pada tataran ini, dalam upaya mewujudkan keadilan, KH. Syarief Djamhari 
menyatakan bahwa tata-cara melaksanakannya harus melihat situasi dan kondisi kondisi, 
dan apabila memang benar-benar dalam keadaan sulit. bahkan merasa tidak mampu 
melaksanakannya, maka jalan yang terakhir bagi umat Isiam adalah harus bersabar tetapi 
disertai sikap ingkar di dalam hati (bi a'/-goib) terhadap kemungkaran yang ada 
disekeliingnya. Kesabaran tersebut lebih dibutuhkan lagi ketika kita menghadapi 
pemimpin yang lalim yang tidak mau mendengar kesengsaraan rakyat. 

Sementara itu, ketika ditanya tentang tindakan GAM KH.Syarief Djamhari 
menyatakan bahwa Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal itu 
berdasarkan proses sejarah sejak diproklamasikannya Indonesia 1945, Dalam kitab 
Bughyatul Mustarsyidin halaman 254 dijelaskan bahwa daerah yang pernah dikuasai oleh 
negara islam, maka wilayah itu bagian dari daerah tersebui. Selanjutnya ia menjelaskan : 

"Menurut saya GAM bisa dikatagorikan pemberontak fbughat) jika memenuhi 
empat syarat, yaitu (1) pelaku beragama Islam, (2) mempunyai kekuatan masa yang 
terorganisir, (3) menentang kepada pemerintah yang sah, dan (4) mempunyai 
tuntutan polio tertentu seperti perusahan dan negara pusat. Namun. jika GAAM 
tidak memenuhi kempatnya, maka perbuatan tersebut tergolong teror (ifsad) dan 
pelakunya termasuk perampok (guttho'u al-tharieg) “. 

Berkaiatan dengan perbuatan im, Syarief menambahkan bahwa GAM harus 
diperangi dengan senjata setelah melalui beberapa tahapan, yaitu klarifikasi (tahyyun). 
dinasehati, diberi peringatan keras. Dan jika mereka tetap meneruskan makarnya untuk 
memisahkan diri dari NKRI. maka pemerintah boleh memeranginya dengan syarat menjaga 
kemaslahatan rakyat secara umum dan memegangi norma-norma dalam peperangan. 


Dalam hal ini pemerintah harus benar-benar menciptakan kemaslahatan rakyat, baik jiwa, 


harta. kehormatan. rasio dan terjaminnya kelangsungan keturunan rakyat Aceh. Mengenai 
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dasar keterangan diatas, Syarief menyandarkannya pada kitab al-Fighu al-Islamy juz 6 
halaman 795 dan kitab af-Jami” fiahkami al-Owr 'an juz 1 halaman 274. 

Dari bahasan diatas, sampailah Syarief menyampaikan pendapatnya tentang 
hubungan agama dan negara. Dalam hal ini ia merujuk pada penjelasan Dr, Ahdul Hamid 
Mutawali yang smenyalakan bawa negara adalah institusi yang diwujudkan dengan 
konstitusi, pemerintahannya memiliki kekuasaan defakto, dan semua itu digunakan untuk 
mengatur masyarakat yang bertimpat tinggal di suatu daerah, Namun yang perlu 
dikemukakan bahwa semua aturan hukum harus berdasarkan fakta-fakta dalam al-Gur'an 
dan al-Hadis. Dari fakta inilah ia menegaskan bahwa hakikat Islam adalah agama dan 
negara sekaligus. Dengan kata lain negara tidak bisa dipisahkan dari agama atau 
memposisikan agama disatu sisi dan memposisikan negara di sisi jain. Lebih jauh ia 
menambahkan : 

“Dalam pandangan saya, seharusnya agama Islam diletakkan sebagai dasar dari 
semua peraturan dan undang-undang negara. Sebaliknya negara harus diposisikan 
sebagai penjaga agama dari segala perbuatan manusia yang menodai ajaran agama 
dan menyengsarakan umatnya, baik yang datang dari dalam mupun dari Juar. Islam 
diturunkan Allah dengan syariat yanp menjadi tuntunan mutlak bagi kesejahteraan 
hidup manusia di dunia dan akhirat. Dan penerapan syariat ini tidak mungkin akan 
bisa berjalan baik tanps adanya negara dan pemerintahan yang berpegang teguh 
kepada syariat Islam. Kita uraat Islan di Indonesia juga harus berusaha menjadikan 
syariat sebagai hukum formal bagi negara”. 

Adapun tentang pluralisme di Indonesia. ia menyamakan orang-orang non muslim — 
Hindu, Budha, Nasrani, Kong Hu cu dan sebagainya — dalam status “'musuh dalam 
perlindungan pemerintah” (harbi fi dzimmoti al-musta'min). Hal itu dikarenakan mereka 
tidak pernah mengadakan perjanjian secara langsung dengan pemerintah. Walaupun begitu 
urnat Islam indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap harta dan jiwanya, hanya 


saja urnat Islam harus menjaga betul batasan toleransi yang diperbolehkan oleh syariat 
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Islam, yaitu kalau hubungan itu sudah masuk pada batasan akidah dan ibadah, maka 
hubungan dengan mereka harus putus sama sekali. 

Selanjutnya. dalam kaitannya dengan gerakan Pan-islamisme. Syanef menyatakan 
bahwa pada dasarnya hagi umat Islam wajih mendirikan “Negara Islam” dan sekalisus 
wajih pula mendirikan Khilafah Islarniyah di seluruh dunia sebagai sarana untuk 
memberlakukan perundang-undangan (dustur) yang Islami. Hanya saja kewajibannya 
tergantung kemampuan umat Islam sendiri dan situasi yang ada, sebagaimana keterangan 
kitab a@f-/sfam halaman 384 dan kitab Panatu al-Thatihin ju? 4 halaman 182-183. Merturut 
pengamatan Syaricf memang ada berbagai tujuan dibalik gerakan Pan-Islamisme saat ini. 
namun yang penting ia ingin mengembalikannya dalam konteks mengamalkan konsen 
“'memerinlahkan yang baik dan mencegah yang jelek (al-maru hi aluma ruf wa al-nahyu 
an di-munkar). 

Dalam perspektif pentingnya keutuhan negara Indonesia, Syarief menegaskan 
bahwa antara sentralisasi dan desentralisasi pada dasarnya tujuannya sama saja, karena 
yang terpenting adalah para pelaku dan sistem tersebut, Namun sebaiknya hal itu 
dikembalikan kepada kitah al-Ahkamu al-Sidihanivyah vang berkaitan dengan konsen 
pemenatahan khulafah. Disitu dijelaskan bahwa hirarki pemerntahan terdin dari khatifah 
(imam al-a'dhom). pejabat pusat, dan pejabat daerah yang rnasing-masing mempunyai 
Gaerah kekuasaan tertentu. Pejabat pusat mengkoordinasikan dan mengawasi pejahat 
daerah, schab mereka adalah kepanjangan tangan dari pusat. Pejabat daerah jika memang 
diberi wewenang oleh pusat. mereka berhak mengatur segala sesuatu yang berhubungan 


dengan kepentingan daerah tanpa melihatkan pejabat pusat. Tetapi ada beberapa hal tidak 
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bisa dilakukan oleh pejabat daerah, yaitu pengangkatan para pejabat kehakiman di darah 
yang muttak wewenang seorang khalifah. Lebih lanjut Syaricf menyatakan : 
"Menurut saya tugas pokok pemerintah adalah melaksanakan kemaslahatan secara 
umum. Maka jika dalam rangka merealisasikannya itu diperlukan pola otonomi 
daerah saya setuju dengan syarat tidak ada peluang dari madel desentralisasi 
tersebut yang mengakibatkan daerah memisahkan diri dari pusat. Dan yang perlu 
diperhatikan, dahulu dengan sentralisasi saja Timor Timur bisa lepas dari Indonesia. 
Disinilah sekali Iagi bagi saya marilah kita ciptakan dulu manusia-manusia yang 
berimar dan memahami agamanya dengan baik. Karena fanatisme agama 
kedudukannya lebih tinggi dari nasionalisme dan Islam mencakup semua aspek 
kehidupan termasuk di dalamnya tata-cara berbangsa-berncgara Jika semua aparat 
pemerintah sudah bertagwa saya yakin masyarakat madani akan bisa diwujudkan 
sehingga rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang diridloi oleh Allah SWT". 
Akhirnya. dikatakan oleh Syarief bahwa semua ruisi mulia diatas harus dimulai dari 
Sistem pendidikan yang memadukan antara kepentingan iman dan ilmu pengetahuan. 
Dalam hal ini jaro pelajaran pendidikan agama di sekolah negeri harus ditambah, karena 
ibarat sebuah bangunan ilmu agama adalah pondasi dari segala pengetahuan di dunia ini. 
Dengan agama demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia tidak akan melampaui 
batas. Sementara itu, akibat dibukanya kran demokrasi setelah jatuhnya Orde Baru telah 
muncul ide-ide yang salah bahkan sudah sampai pada katagori sesat seperti munculnya 


gerakan jaringan liberalisme dan radikalisme paham keagamaan, 


3.3.7. Konstruksi Sosial KH. Masyhudi Ma'ruf Tentang Nasionalisme 
Nasionalisme dalam pandangan Ma'ruf dkembalikan kepada surat al-Hujurat 13 
yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis lelaki (dzokarin) dan 
perempuan (unise), lalu Dia menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. 
Pada ayat ini menurut Ma'ruf kata bangsa tersurat dalam bentuk jama' (syu uban). yang 


bisa dipahami bahwa Islam mengakui adanya beraneka ragam bangsa di dunia ini. 
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mengangkat kemiskinan rakyat, Selama ini sektor ekonomi modem dan sektor pemerintah 


justru selalu menggusur potensi ekonomi rakyat kecil. Dan yang lebih menyedihkan lagi 


pemerintah tidak perah bersedia memberi proteksi yang efektif bagi ekonomi kecil. 


Mengenai konsep harta dalam Islam ia menambah sebagai berikut : 


"Palam persoalan harta, konsep Isiam telah mengaturnya antar hak mulik (taf-milk 
alam) dan huk pakai (hag ol-intifa). Jadi kalau seseorang mendapat uang satu juta 
rupiah misalnya, maka uang itu menjadi hak mtltk orang itu. Namun di dalamnya 
terdapat hak pakai yang diatur oleh Istam.Untuk mengatur kebutuhan sescoranp, 
Islam membaginya menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan mutlak (al-hajuh al- 
diaruriyvah), kebutuhan pokok tal-hajah ul-hajiyyat). dan kebutuhan penyempurna 
(al-ujah al-takmiliyvah). Untuk kebutuhan yang al-dforurivyah makan misalnya. 
orang lebih dahulu harus membeli beras. Maka untuk kebutuhan ini Islam boleh 
membelanjakan satu juta tersebut untuk membeli beras semuanya, dan untuk 
kenutuhan ini oranp lain tidak boleh menuntutnya. Tetapi kalau untuk kebutuhan 
yang sifatnya al-hajiyvah misalnya untuk membeli Isuk-pauk, ia tidak boleh 
membekanjakan semaunya, sebab ta harus memperhaikan famili dan masyarakat 
sekelilingnya apakah mereka juga mempunyai kemapuan membeli beras. Jika 
ternyata mereka tidak memiliki kemampuan membelinya, maka sebagian uang itu 
adalah hak snereka. Karenanya ia boleh mnyedekahkan atau memben hutang 
kepada mereka yang ada pada jarak 4 rumah. 

Dengan demikian, Islam sangat menentany adanya kesenjangan antara sesama 
manusia. Saat ini kita melihat banyak orang yang makan secara berlebih-lebihan, 
berfoya-foya, bahkan sampsi ada yang harus dibuang. Sedangkan di pihak lam 
masih banyak rakyat yang untuk membeli beras saja tidak mampu. Semua 
perbuatan tersebut dilarang dalam isian. Dalam tataran sosial lainnya juga berlaku 
laranpan yang sama, misalnya ada orang yang membangun rumah sampa: Ungkat 
lima atau tujuh, padahal di sekitarnya masih banyak rumah yang rcot. Maka 
sebelum ia membangun rumah mewah itu, wajih bayinya untuk membangun rumah 
masyarakat sekilarnya. 

Inilah solusi Islan yang ditawarkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk 
mengurangi kesenjangan. Islam tidak memberi peluang bagi si miskin untuk 
mengekploitasi kemiskinan menjadi alat untuk memberontak dan berbuat sesuatu 
yang kontra produktif, baik bagi si kaya maupun bagi pemerintah. Disinitah 
pemerintah harus arif menyeleseikan persoalan kesenjangan secara lebih 
operasional, sebab kalau lidak. problem ini akan menjadi potensi bagi terciptanya 
kerawanan dan mengancam nasionalisme Indonesia. 


Sebagai pandangan akhir. Ma'ruf menyoroti masalah penegakan hukum yang masih 


jauh dari harapan dan masih sehatas slogan. Pencgakan hukum harus dimulai dari 


pemimpinnya. Super melakukan sembahyang di sebuah rumah, jika ayahnya mampu 


Disertasi 
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menjadi imam bagi keluarganya, maka semaua anak dan cucunya akan meneladani kepala 
rumah tangga itu. Namun yang terjadi di negara ini penegakan hukum dimulai dan bawah, 
dan itu terkesaan tidak dilakukan secara diskriminastif dan belum maksimal, sehingwa 


hasilnya belum hisa terwujud rasa keadilan masyarakat. 


3.3.8. Konstruksi Sasial KH. Hasymi Arkhas Tentang Nasionalisme 

Menurut pendapat Ilasymi Arkhas Nastonalisme atau al-Syu'uhiyyah dan kata 
"Yummah  Kosa-kata al-Syu 'ubivvah diambil dari makna yang tersirat dan surat al-Hujurat 
13. Ayat ini memberikan petunjuk adanya pembenaran kebhinekaan dalam masyarakat. 
termasuk di dalam masyarakat bangsa. Dalam hal imi makna nasionalisme menjadi jelas 
dengan penegasan Ibnu Khaldun dala kitab Mugadimmah yang menyatakan bahwa asal- 
usul negara-hangsa adalah rasa kebersamaan dalam kelompok (fal-ashabiyah). Dan 
penjelasan Ibnu Khaldun ini makna nasionalisme dalam pandangan Islam mempunyai 
beberapa pengertian antara lain, (1) cinta tanah air (hubbu ai-wothan), (2) kebersamaan 
yang disertai jiwa patriotisme melawan kekejaman penjajah, (3) perlawanan kultural 
melawan penjajah yang secara tidak langsung membudayakan perilaku yang merusak 
kehormatan agama 

Hasymi menambahkan bahwa di dalam al-Gur'an dijelaskan wajibnya memerangi 
komunitas manapun yang murusak kehidupan masyarakat. dan inilah acuan pokok 
nasionalisme di kalangan para kiai. Perlawanan umat Isiam terhadap para penjajah adalah 
sarana untuk mengembalikan umat kepada kondisi negara sebagaimana petunjuk surat al- 


Nami 34, yaitu "'negara yang aman makmur yang dirdloi dan rnendapatkan pengampunan 
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dari Allah" (baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Kondisi yang ideat tersebut harus 
dimulai dengan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air (huhhu al-wathan min al-iman). 

Sedangkan penggunaan kata ummah ia mengembalikannya kepada mitsag ul- 
Madinah yang Nabi sendiri menyatakan bahwa semua komunitas yanp berada di kota 
Madinah adalah “'satu bangsa" (ummah wahiduh). 

Secara historis rasa nasionalisme umat Islam sudah termanifestasikan bersamaan 
dengan perjalanan sejarah bangsa. Ilasymi menjelaskan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama 
tahun 1926 adalah bentuk nyata perjuangan yang terorganisir dari para kiai untuk melawan 
penjajahan. Mereka juga menolak Staas Yam Urlog Belg (SOB) yang setara dengan perintah 
wajib militer dari Belanda kepada rakyat. Mereka menerapkan sikap politik man- 
cooperation terhadap pvojajah. Karena sikap lu mereka mengharamkan umat Islam 
mamakai celanan dan dasi. yang didasarkan pada hadis Nabi :” Barangsiapa menyerupai 
suatu kaum, maka ia adalah bagian darinya” (man tasyahbaha bigaumin fahua minhum). 
Namun para kiat justru aktif menjadi anggota Tentara Pembela Tanah Air (PETA) sebagai 
cikal-bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahkan karena merasa belum cukup, mereka 
masih mendierikan Pasukan Hisbullah dan Barisan Sabilillah Lebih lanjut Hasymi 
menambahkan : 

"Menurut pengamatan saya dalam rangka merealisir rasa nasionalisme para kiai 

tidak hanya berjuang lewat jalur fisik-militer, namun mereka juga sangat intensit 

berjuang Jewat jalur diplomasi dan politik. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa 
aktifitas berikut: (1) KJI. Abdul Wahid Hasyim menjadi salah satu Panitia 

Sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila. (2) Tanggal 22 Oktober 1945 KH 

Hasyim Asy'ari mengtfatwakan Jihad atau "Perang Sabil” terhadap Belanda dan 

Sekutu yang akan kembali ke Surabaya. (3) Konsisten dengan bentuk negara 

Pancasila dan memandang negara Islam (dar al-fsiam) tidak sah, serta RM. 

Kartosuwiryo di nayatakan sebapai pemberontoak (bugkar). (4) Mencrima tawaran 


duduk dalam kabinet NASAKOM., (5) Tanggal 1 Uktober menuntut pemerintah 
apar membubarkan PKI dan menyalaknnya sebagai partai terlarang. (tb) 
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Mempelopori penerimaan asas tunggal Pancasila bagi organisasi keagamaan pada 
bulan Nopember 1984 di Situbondo”. 


Berdasarkan uraian diatas Hasymi berpendapat bahwa dalam hal hubungan antara 


agama dan negara sejak dulu para kiai mengikuti pendapat al-Mawardi yang menyatakan 


bahwa hubungan keduanya bersifat simbiotik dan tidak saling mendominasi. Ketika 


sebelum kemerdekaan mereka selalu menggunakan isu jihad suci dari doktrin agama yang 


bertujuan mengusir bangsa kafir yang menjajah Indonesia. Namun setelah merdeka mereka 


tidak lagi menggunakan isu agama dalam konteks membangun dasar negara karena dapat 


menimbulkan semangat sektarianismc. Mereka menyadari bahwa bangsa Indonsia sangat 


plurahistik, dan tidak mungkin mendirikan Indonesia alas dasar agama. Dalam perspektif ini 


ja menyatakan sebagai berukut : 


''Saya termasuk orang sangat mengkhawatirkan jika agama diinfiitrasi oleh negara, 
maka akan banyak kepentingan politik yang dibungkus oleh label agama, yang 
sudah barang tentu tidak baik untuk gerakan kultural yang dilakukan oleh agama itu 
sendiri. Sebaliknya kalau hubungan keduanya terlalu dekat, maka negara sendiri 
juga akan menggunakannya sebagai instrumen melanggengkan kekuasaan negara 
yang seringkali dilakukan dengan cara kekerasan, Karena itu biarkanlah agama 
mengatur kepentingan sendiri, sedangkan pada wilayah hubungan bernegara biarlah 
negara yang mengaturnya. Bayangkan jika masing-masing agama merasa berhak 
untuk memberikan konsep kenegaraannya menurut doktrinnya secara formal , maka 
akan terjadi pertentangan yang tajam antar agama di Indonesia, padahal yang 
formal saja ada lima agama Biarlah urusan akidah agama yang mengatur dan 
menjelaskannya, dan negara memberikan aturan kehidupan bernegara. Bukannya 
agama malah terfokus mengurusi kehidupan bernegara dan negara lebih terfokus 
mengurusi kehidupan agama. sebab kita ini kan masyarakat yang plural sifatnya”. 


Mencermati realitas ini para kiai tidak tertarik untuk menerapkan pola formalisasi 


agama dalam ranah negara. Namun mereka lebih suka memasyarakatkan syariat Islam 


secara substansial dan mengabdikan diri pada dimensi sosial keagamaan agar bangsa 


Indonesia menjadi bangsa yang religius, Pada titik inilah dalam rangka menjaga keutuhan 


Disertasi 
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negara mereka selalu mengajukan kaidah hukum “'menolak kerusakan harus di dahulukan 
dari pada mengambil manfaat'' fdar'u al-mafasid mugoddam 'ata jalbi al-mashalidh). 
Dalam hal ini ia menyatakan : 
“Sejak dahulu para kiai pesantren tidak tertarik mengedepankan bentuk formal dari 
ajaran Islam, namun yang lebih diutamakan adalah pesan-pesan nilai substanstifnya. 
Menurut saya mengapa Orang memakar jubah dan terlihat begitu Islami, namun 
interaksi sosialmnya matah menjadikan orang lain takut kepadanya. Ini kan problem 
serius, dan saya meyakin! kalau umat kita Jebih bijaksana untuk diajak sadar dengan 
kebosaran jiwa dari pada dengan jalan pemaksaan. Coba pelajari lagi perilaku Nabi, 
kalau ja agak berlaku kasar pada orang lain, Alllah langsung mengingatkannya 
jangan berlaku kasar dan keras hati (faddton ghalidi ai-gof6) kepada orang lain. 
Dalam logika yang sama para kiai menolak ide Pan-Islamisme bagt umat Islam 
diseluruh dunia. Hal itu disamping disebabkan tidak adanya perintah langsung dari al- 
Our'an dan hadis Nabi, tetapi juga mereka tidak tertarik pola perjuangan agama yang 
mementingkan simbol dari pada substansi ajaran agarna, Apalagi pada umurnnya tata-cara 
yang digunakan para pendukung Pan-Islamisme seringkali menggunakan model kekerasan 
dan cenderung eksklusif. Dikatakannya secara lebih detail bahwa gerakan Pan-isiamisme 
im berjuang untuk agama hanya menjadikan politik sebagai satu-satunya instrumen, 
Padahal memperjuangkan agama lewat dakwah, pendidikan, dkonomi, budaya dan sosial 
adalah cara-cara yang lebih damai dan hasilnya lebih baik. Apalagi banyak kiai yang 
berpendapat huhwa apa yang dilakukan Nabi di Madinah pada dasarnya adalah bukan 
mengejar kekuasaan sebagaimana penjelasan sebuah hadis “'apa yanp dilakaukan oleh 
Nabi adalah tugas kenabian bukan tugas kekuasaan”' (innaha nubuwwah Ia mulk). Ia 
menambahkan : 
"Saya sudah berkali-kali meneliti dalam al-Gur'an ternyata di dalamnya tidak 
lerdapat kosa-kata politik. Padanan kosa-kata politik dalam bahasa Arab adalah of- 
Siyosah, yang ternyata tidak kita temukan di dalamnya. Hal itu bukan berarti di al- 


ur'an tidak ada petunjuk politik. Karena yang banyak kita jumpai adalah kosa- 
kata hukum (ol-hukmu) yang dan kata yang bisa berubah menjadi al-hukumah 
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yanp artinya pemerintah. Jadi menurut pendapat saya dari realitas ini ada beberapa 
cacatan tenteng hubungan agama dan politik: (1) Hubungan agama dan politik 
tidak boleh terlalu dekat karena akan akan bermuara menjadikan agama untuk 
kepentingan politik dan yang lebih fatal iagi adalah kepentingan politik seseorang 
yang diklaim sebagai kepentingan Tuhan. (2) Kalaupun ada ayat-ayat polilik dalam 
al-Our'an, maka hal itu harus dipahami dalam pengertian moral politik dan itupun 
dalam garis besar. Islam tidak mengatur urusan politik secara lebih detail, karena 
hal itu urusan dunia yang olch Allah diserahkan kepada manusia sendiri bagaimna 
tehmik operasionalnya tantum a 'lamu bi umuri dunyakum). 


Selanjutnya, Hasymi menyampaikan pandangannya bahwa para kiai Wadisional 
adalah para pengikut Imam al-Syafi'i yang terkenal pendapatnya sangat moderat. Hal itu 
disebabkan ia suka bepergian dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu ia mengajukan 
kaidah hukum bahwa “tradisi itu bisa menjadi sumber hukum" (al- adah muhakkamah). 
Lebih dari itu ia tidak melarang penafsiran ayat alJu'an dan al-Hadis secara kontekstual 
dari aspek ruang dan waktu. Latar belakang pemahaman agama segwiti inilah yang 
menjadikan para kiai selalu tampil di depan dalam mengawal nasionalsime Indonesia dari 
dulu sampai sekarang. Tidak pernah dijumpai dalam proses sejarah bangsa ini yang 
menunjukkan para kiai tradisional membepntak kepada negara Hal itu tidak lain karena 


sikap akomodatif dan moerasi mereka dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut ia 


Pi 


menambahkan : 


“Dr. Yusuf Oordhowi mengajukan rincian teniang bagaimana meneladani garis 
sunnah Nabi dalam konteks kekinian, yaitu konsep bertahab (tadrijiyyan) dan 
moderat (frwassiah) dalam menerapkan syariat Islam. Dan konSep inilah yang 
dipegangi para kisi dalarn menanggapi haramnya presiden wanita yang diputuskan 
oleh sebagian umat Islam Indonesia untuk menghadang apar Megawati tidak bisa 
menjadi presiden pada tahun 1999. Mereka mendasarkan haramnya dari al-Yur'an 
dan al-Hadis. Namun para kiai Nahdlatul Ulama berpendapat lain, sebab mereka 
menjumpai dasar holehnya dalam kitab Fathu ai-Wahhah yang banyak dipelajari di 
berbagai pesantren. Dalam kitab tersebut ada keterangan bahwa wanita boleh 
menjadi wakil pemimpu dan juga bisa menjadi wali nikah bapi orang lain, tetapi 
tdak boleh menjadi wali nikah untuk anaknya sendwi. Menurut pendapat saya, hal 
ini menunjukkan bahwa adanya peluang bagi kemungkinannya wanita menjadi: 
pemimpin negara karena lebih melihat jabatan fungsional seorang pemimpin 
dibanding pribadinya. Pada waktu itu saya termasuk yang ikul sebagai salah satu 
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peserta dalam forum tersebut pasca Perniju legislatif tahun 1999. Setelah itu banyak 
pihak menghujat Nahdlatut Ulama dan menuduhnya sebagai organisasi yang 
oportunistik, menjual murah agama dan sebagainya. Tetapi kita ya jalan terus saja 
karena kita mendapatkan dasar hukum dalam kitab tersebut. Dan ternyata setelah 
beberapa waktu, orang-orang mengharamkan presiden wanita malah ikut 
mendukung Megawati menjadi Presiden dan bahkan salah satu diantara mereka 
malah ada yang bersedia menjadi wakilnya, padahal dialah yang sebelumnya secara 
teranp-terangan menghadang Megawati dengan dalil-dalif agama yang seakan-akan 
sudah final. Lalu cobalah kita pikir. siapa yang tidak konsisten dan oportunistik, 
para kiai atau mereka sendiri. 

Demikian puta ketika KH. Abdul Wahab Chasbuliah memberi gelar Sockarmo 
sebagai presiden yang sah (waliy al-amr al-dioruri bi al-syaukah) ketika ia 
mengajukan konsep NASAKOM, Apa yang dilakukam Kiai Wahah adalah upaya 
mengawal kepentingan ncgara dalam situasi yang rawan ketika Soekarno tidak 
memiliki legitimasi yang kuat dari parlemen. Scmua merasa berhak menentukan 
arah kebijakan ncgara, padahal otoritas politik masih ada yang memegang yaitu 
seorang presiden secara de facto. Namun malah mereka ingin menjatuhkannya. Jika 
keadaan seperti itu dibiarkan dikhawatirkan malah tambah tidak menentu dan 
terjadi perang antar partai politik yang berakibat negara hancur dan rakyat tambah 
sengsara. Dalam kondisi seperti itulah Nahdlatul Ulama dengan tegas memihak 
Soekarno demi keutuhan negara-bangsa yang baru merdeka 


Selanjutnya. pada tataran inj Hasymi menyimpulkan bahwa para kiat sejak dulu 
telah memiiki rasa nasionalisme yang tinggi dan secara operasional mcreka menyiapkan 
strategi yang cukup handal dalam rangka menjaga keutuhan bangsa Beberapa strategi 
tersebut antara lain. (1) prinsip bersedia melakukan musyawarah dengan semua komponen 
bangsa dengan tidak melihat unsur suku agama dan daerahnya, (2) adanya misi 
kebangsaan yang mantap. yaitu “rasa persaudaraan sesama warga negara" (ukhuwwah 
wolthaniyyah) dengan pendekatan yang hijaksana dan baik, (3) ikut merasa suka dan duka 
alas nasib umat sehangsa-sctanah air serta mengembangkan nilai terscbut dalam 
peningkatan solidaritas sosial dalam rangka membela eksistensi negara, dan (4) meletakkan 
landasan tata-hudaya dan etika pergaulan dalam berbangsa-bernegara dengan menjunjung 
linggi prinsip membedakan (al-tamviz) antara hak-hak pribadi, hak beragama, hak 


herkeyakinan dengan hak-hak negara, 
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3.3.9. Konstruksi Sasial KH. Zahdi Zaini Tentang Nasionalisme 
Menurut pendapat Zuhdi pengertian nasionalisme dalam pandangan Islam merujuk 
pada “sifat kemajemukan masyarakat” yang dibenarkan dalam surat al-Hujurat 13, yaitu 
“Dan Kami menjadikan kamu berhangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa” (wa 
ja'alnakum syu'uban wa gobaila). Ia berpendapat bahwa keragaman dan perbedaan 
diantara kelompok umat manusia adalah sebuah kenyatan yang dibenarkan oleh Islam. 
Secara lehih luas bisa saja orang berkelompok karcna kesamaan kelamin, profesi, 
pekerjaan, dan kesamaan dalam memandang nepara-bangsa. Adanya keragarnan tersebut 
tidak akan menimbulkan berbagai konflik jika masing-masing kelompok memandangnya 
dengan terbuka dan tidak mengedepankan egoisme, Lebih lanjut ia menyatakan : 
"Dalam pengertian saya adanya pandangan ncgara-bangsa adalah didasarkan 
kesamaan geografis. dimana sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu 
daerah karena dipersatukan oleh sentimen geografis tersebut, Jalu bersepakat untuk 
mendirikan negara dan pemerintahannya. Rcalitas inilah yang kemudian melahirkan 
pandangan negara-kebangsaan. Dan bagi kita kalau kembali kepada sejarah Nabi di 
Madinah ternyata umat Islam berada dalam lingkungan yang beraneka ragam 
identitasnya, mulai dari perbedaan agama, suku (gabilah), bahasa, asal daerah. 
aliran kepercayaan tertentu, dan sebagainya Terhadap kelompok-kelompok ini 
Nabi tidak ada mat menafikan keberadaannya, bahkan mereka diakui sebagai satu 
kesatuan masyarakat dengan wmat Islam dalam sebuah perjanjian. Narnun, setelah 
berjalannya waktu ada diantara mereka yang mengkhianati kesepakatan tersebut, 
dan Nabi harus memeranginya. Dengan demikian, dalam Islan masalah 
kebersamaan dalam keragaman ini (nasionalisme) bukanlah suatu hal yang 
bertentangan dengan agama. Kendati demikian nasionalisme janganlah diartikan 
secara sempit, dalam arti kerena kefanatikan kepada bangsa dan tanah airnya latu 
menafikan bangsa lain seperti yang dilakukan Nazi Jerman dan Israc|”. 
Karena itu, dalam konteks yang masih berkaitan dengan negara Zuhdi menyatakan 
bahwa antara agama dan negara memiliki hubungan yang erat. Pertama, karena agama 
adalah panduan bagi manusia dalam segala aktifitasnya termasuk di didalamnya urusan 


politik kenegaraan. Kedua, nilai-nilas agama tidak akan berjalan baik tanpa dukungan 


politik dan kekuasaan negara. Hubungan keduanya saling membtutuhkan. hanya saja sifat 
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hubungannya bisa formal atau non formal. Hubungan formal adalah model negara-negara 
yang secara langsung menjadikan agama Islam sebagai dasar negara. Sedangkan hubungan 
yang tidak formal adalah keberadaan suatu negara yang tidak seria merta 
memproklamirkan din sebagai negara Islam, namun nilai-nilai Islam diupayakan selalu 
menjiwai keputusan-keputusan negara. Dalam perspektif ini umat Islam bisa memilih salah 
satu dari kedua model tersebut. tergantung situasi dan kondisi yang mengitari komunitas 
Islam setempat. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan kepemimpinan Pan-Islamisme ia 
menyatakan : 

“Menurut pandangan saya idealnya Islam dj seluruh dunia memiliki satu 

kepemimpinan yang bisa diterima oleh semua komunitas Islam sebagaimana ide 

Pan-Islamisme. Namun sesuatu yang ideal itu nampaknya sampai saat ini umat 

Islam belum bisa mewujudkannya, sehingga keragaman model negara dan 

kepemimpinan umat Islam tidak bisa dihindari. Apalagi dalam Islam terdapat 

beberapa mazhab dan aliran politik yang beraneka ragam. Ada mazhab Sunni, 

Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya yang dari segi kebenaran asptk hukum saja jelas 

mempunayi perbedaan yang mmencolok. Belum lagi perbedaan budaya karena 

bedanya tempat dan tradisi masyarakat setempat Dengan demikian upaya untuk 
menyatukan umat Islam dalam satu komando pemerintahan adatah suatu yang 
mustahil saat ini”. 

Sementara itu, dalam rangka mempertegas pandangannya tentang NKRI, ta 
berpendapat bahwa Indonesia yang dibangun tidak atas nama agama bisa dibenarkan 
karena alasan darurat. Hal itu sebagaimana dasar pemikiran para kiai pada awal 
kemerdekaan yang telah berusaha mengkonversi NKRI menjadi pegara Islam, namun 
hasilnya adalah kegagalan. Adapun penyebab pokok kegagalan ito karena secara internal 
urnat Islam memang sudah terbelah menjadi berbagai aliran politik. Dengan demikian umat 
Islam harus menerima negara Pancasila ini dengan tetap berusaha memasukkan nilai-nilai 


Islam kedalarn negara secara substansial. Dalam perspektif ini ia menjelaskan : 


"Karena saya memendang NKRI adalah negara yang tidak bertentangan dengan 
Islam, maka secara otomatis pemerintahannya adalah sah. Dan kalau kita mengacu 
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kepada ajaran islam sebagaimana pendapat mayoritas kaum Sunni, maka ketaatan 
rakyat kepada pemerintah tuli al-amr) adalah wajib hukumnya, selama uli al-mar 
tidak memerintah kekafiran dan menentang ajaran Islam. Sebagai rakyat kita tidak 
boleh membanagkanp kepada pemerintah sekalipun kebijakan pemerintah tidak 
sesuai dengan pendapat kita. Adapun masalah kritik dalam rangka mengingatkan 
pemerintah (al-arar bi al-ma'ruf dan nahyi 'ani al-munkar) adalah merupakan 
kewajiban pula. Hal itu sebagaimana perintah Nabi :Tolonglah saudaramu baik 
ketika berbuat dlolim maupun ketika ia didlolimi” (zershur akhaka dioliman au 
madiluman). Pada pengertian inilah saya menpggiolongkan GAM adatah 
pemberontak (bughaf). Lebih tanjut pemerintah dibenarkan untuk menumpas 
mereka dengan senjata asalkan yang penting tidak salah sasaran dan tidak 
menimbulkan kekacauan yang Ichih fatal Adapun namanya darurat sipil atau 
militer menurut saya odak terlalu penting. 

Selanjutnya, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan kokohnya rasa 
nasionalisme anak bangsa, ia mengemukakan pandangannya tentang pentingnya 
amandemen UUD) 1945. Hal itu harus dilakukan karena sejarah pembuatan Undang- 
Undang tersebut dalam situasi masih darurat dan kondisi yang mengitan bangsa Indonesia 
dahulu dan sekarang sudah tidak sama. Namun demikian, ia tidak setuju kalau amandemen 
tersebut dalam rangka menghilangkan jiwa dari UUD 1945. Karenanya ia mendukung 
keputusan MPR yang tidak akan merubah Pembukaannya. 

Berikut ini beberapa pandangan daa komentar Zuhdi yang lain dalarn menyikapi 
perkembangan situasi terakhir yang berkaitan dengan retaknya rasa nasionalisme dan 
rentannya solidaritas sosial anak hangsa . Ia menjelaskan bahwa adanya upaya pernisahan 
diri dari sebagai rakyat Aceh, Papua, dan beberapa daerah lainnya sebenarnya tidak seratus 
persen salah mereka, tetapi pemerintah juga kurang tanggap terhadap tuntutan keadilan 
sosial dan kesejahteraan ekonomi dari mereka. Selama ini mereka merasa tidak 
mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah pusat Disamping itu mereka 


merasa mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. mulai aspek politik. 


ekonomi, kearifan budaya lokal dan sebagainya. Lebih lanjut ia menambahkan : 
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“Saya kok tidak yakin kaum Gerakan Sparatis Aceh dan Papua itu benar-benar 
ingin memisahkan diri dari NKRI. Saya khawatir terdapat banyak kebijakan 
pemerintah pusat yang tidak resposif bagi ksulitan mereka. Karena itu pemerintah 
harus mempertimbangkan hal-hal berikut : (1) Otonomi daerah harus direncanakan 
dengan sungguh-sungguh agar benar-benar bermanfaat bagi daerah, bukan malah 
menyebabkan bocornya uang negara. Lebih dari itu konsep tersebut harus menjamin 
otonomnya masyarakat bawah, (2) Konflik di Ambon, Kalimantan Tengah dan 
Barat, Posa, dan sebagainya adalah bukan konflik etnis, saya kok yakin itu 
disebabkan masalah ketidakadilan khususnya dalam bidang ekonomi. Hal itu sesum 
dengan wasiat Nabi bahwa kemiskinan itu menyebabkan kekufuran (kada al-fagru 
an yakun kufron), (3) Jangan sampai hukum dikalahkan oleh politik. Sekarang 
masalah pcncgakan hukum mulai ada perubahan positif, hanya saja karena para 
pelaku hukum masih orang Orde Baru semua, saya masih khawatir hasilnya kurang 
optimal. (4) Demokrasi Jangsung adalah posiuf dalam konteks menyerapg aspirasi 
bawah, namun jangan sampai terjadi dominasi mayoritas, sebab dalam masa 
transisi ini semuanya tidak lepas dari politik uang”. 

Adapun yang menyangkut efek dari globlaisasi, Zuhdi berpandangan bahwa 
kenyataan dunia global saat ini tidak bisa dihindari seratus persen, karena perkembangan 
tehnologi informasi memang sudah sangat canggih. Namun, ia menyadari bahaya 
globlasisasi juga tidak sedikit berdampak negatif bagi negara seperti Indonesia, terutama 
terhadap eksploitasi ekonomi negara maju terhadap Indonesia dan pendangkalan ketakwaan 
apama umat Islam. Keadaan ini akan semakin memperkokoh dominasi negara kuat 
terhadap Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. bahkan sangat mungkin bisa 
melunturkan rasa nasionalisme serta bisa merapuhkan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) itu sendiri. Disinilah peran pemerintah, MPR, DPD, dan DPR menjadi 
penting dalam rangka mempertimbangkan ulang pentingnya memperkokoh budaya bangsa 
yang bersumber dari tradisi masyarakat yang pluralistik dan nilai-nilai agama dalam rangka 
meningkatkan kemampuan bargainingnya terhadap dominasi globalisasi. 

Berikut dikemukakan klasifikasi data-data yang sudah diuraikan diatas. yang 
berkaitan dengan pernahaman para kiai tentang nasionalisme yang sedang mendapatkan 


tantangan dari semangat etno-nasionalisme pasca Orde Baru. 
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Tabel : 3.1. 


Klasifikasi Data Pemahaman Kiai Atas Nasionalisme (A) 


NamaKisi | Relast Agama Definisi Historisitas egara Islam | Dasar-dasar 
dan Negara | Nasinalisme | Nasionalisme “aa apa g Konstruksi 
toisnac 


Simbistik Piagam Madinah, 4 Tidak setuju - Islam Aswaja 
Negara Pancasila Sumber Kitab Kuning 
fnal 

Simbiotik 1 Piagam Madinah. | Tidak setuju - Islam Aswaja 
SN “Sumber Kitab Kuning 
ta Madirah. | Tidak setuju — | - felam Aswaja 
final “Sumber Kitab Kuning 

4. Piagam Madinah, 

Ba Al-Syu'ubiyah | Negara Pancasita Seng - Islam Aswaja 

maen "aa i -Sumber Kitab Kuning 

Simbiotik Al-Gaumiyah | Piagam Madinah, | Di Indonesia — | - Islam Aswaja 


Negara Pancasila | tak mungkin di | “Sumber Kitab Kuning 
final terapkan 


Integrated Al-Wathaniyah | Piagam Madinah, | Setuju, harus , 
an Pee | jaan” | diam As 
ng 
Piagam Madinah, , 
Negara Pancasila NA mop - Islam Aswaja 
final -Sumber Kitab Kuning 
dn Piagam Madinah, i 
Simbiotik : | kanse - Islam Aswaja 
AlSyu ubi Negara Pancasila Pp yang , , 
yu yah | anat tak realistis «Sumber Kitab Kuning 
Piagam Madinah, | 
Cenderung aa N Pancasite | Indonesi n - Islam Aswaja 
Integrated Atsyu'ubiyah | Lan Angs | belum waktu | “Sumber Kitab Kuning 
a 
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BAR 4 
MEMAHAMI KONSTRUKSI SOSIAL KIAI TENTANG NASIONALISME 


PASCA ORDE BARU 


4.t. Pengantar 

Bab ini akan mendeskripsikan konstruksi sosial kiai tentang nasionalisme pasca 
jatuhnya rezim Ordc Baru. Dalam proses konstruksi tersebut terlihat adanya berbagai 
dialektika antara dunia subyektif kiai dan dunia obyektif kebangsaan-kenegaraan. Dari 
proses dialektika tersebut terdapat berbagai varian konstruksi mereka tentang 
nasionalisme, yaitu mereka yang tergolong fundamentalis. moderat, dan mereka yang 
berubah dari fundamentalis menjadi moderat. Karenanya, bab ini akan menjelaskan tiga 
proses konstruksi menurut Berger, yaitu Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi 
Dengan demikian, melalu pembacaan terhadap dialektika tersebut akan diperoleh 
deeskripsi, analisis, interpretasi dan pemahaman tentang konstruksi kiai yang berkaitan 


dengan nasionaslisme, 


4.2. Islam Dan Politik : Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Nasionalisme 
Hubungan antara agama dan negara dalam konteks Indonesia ternyata menjadi 
perbincangan yang penting di dalam duskursus keislaman dan keindonesiaan. Meskipun 
bagi para kia! persoalan relasi agama dan negara bukanlah problem yang sangat penting 
dan mendasar, sebagaimana kaum modernis. Namun demikian, tidak berarti bahwa 
mereka sama sekali tidak memiliki pemahaman yang menarik tentang relasi antara 


keduanya. Ketidakmenanjolan pandangan mereka tentang wacana ini disebabkan oleh 
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kenyataan adanya pandangan bahwa hubungan antara Islam dan negara telah terumuskan 
di dalam pernikiran kitab kering dan pandanyan-pandanyan pendiri Nahdlatul Ulama 
sebelam bangsa Indonesia menyatakan kemerdckasanya. Sebagaimana diketahui bahwa 
salah satu diantara Panitia Sembilan yang menmuskan Pancasila adalah KH.A. Wahid 
Hasyim sebagai wakil dari Nabdlatul Ulama. Dengan ditetapkannya Pancasila dan UUD 
1945 sebagai dasar negara. muka para kiai telah meneamanya secara tulus. Bahkan 
keputusan itu sudah menjadi ketetapan dalam Mukwmar ke II Nahdlatul Ulama di 
Banjarmasin tahun 1936. Lebih lanjut, wacana ini mejadi tuntas dengan penegasan KH. 
Ahmad Siddig yang dikemukakan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama 
tahun 1983 di Situbondo?” Hubungan antara Islam dan Politik atau negara bercorak 
simbiosis-mutualisme, yang saling membutuhkan. Ja adalah ibarat dua sisi koin mata 
uang yang berbeda tetapi hakikatnya saling berhubungan dan membutuhkan. Dan. jika 
tidak ada satu sisi dari keduanya, maka tidak dianggap sebapai sebuah kain mata uang. 

Di dalam melihat hubungan antara Islam dan ncgara Indonesia, data penelitian im 
menunjukkan bahwa para kis memandangnya bercorak ximbiotik, sebagaimana 


unpkapan Yasa Marzuki yang menegaskan bahwa Inuonesia adalah sebuah bangsa vang 


| Lihat M.Masvhur Amin, NU! Dan Jihad Polri Kcargaraomma, (Yopjakarta. Al-Amin Press, 1996) 
hal.94. Dan yang menarik dalam Muktasnar tersebut para kiai tidak memilih dua model ncgara yang tertulis 
dalam kitab kuning, yaitu negara Istam (dar-Islami) dan nggara perang tdar-har6). tctapi mercka memilih 
jalan ketiga yaitu negara damai (dar ul-shulh) yang kelak dikonversi imenjadi negara Pancasila. 

“ Pengrimaan Pancasila sebagai satu-satunva asas oleh Nli di dalam Muktamar di Pcasntea Salafiyab 
Syafriyah Situbondo tahun 1984 yanp setahun sebelumnya telah disahkan dalam Munas Alir Utama N1! 
juga ditempat yang sama. maka dapat mengubah secara signifikan hubungan antara pemerintah dan umat 
Islam. Bahkan munculnya Ikatan Cendekiawan Misslim Indonesia (ICMI) di Malang tahun berikutnya juga 
diakibatkan oleh berkah terselubunuw membaiknya hubungan antara Islam dan negara tersebut. Wcriksa 
Nusrsyami. "Artikulas Pulih Una?” dalam Harian Jawa Pos 29 Mapembar 2CHM. 

— #itirdaus Adnan membuat tipologi pemikiran politik Islaro dalam liga karagori, yaitu Akomodati" 
Simhisrikh dengan tokoh Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid. kelompok Islam Kafak Integrated 
dengan tokoh Amien Rais. Jalaludin Rahmad. dan Irradudin. serta kelompok Idealis Radikal dengan tokoli 
Abdul Oadir Jailani. Periksa Zifirdaus Adnan, “Islam, Religion Yu, Pulicat (Ideology) No” , dalam Aricf 
Budirnan. State and Civil Soviets, (Clyton. Victoria Cenier of South Eust Asian Studies, 1942), hal.164- 
A6 
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terdiri dari berbagai agama, suku, dan bahasa yang berbeda-beda dengan dibedakan oleh 
kawasan yang berlainan pula. Karenanya, jika masing-masing elemen bangsa melihat 
kepentingan golongan atau pribadinya sendin, maka Indonesia akan mengalami 
disintegrasi sosial yang berujung keruntuhan bangsa dan negara ini. Dalam konteks ini, 
maka nasionalisrne bisa menjadi sesuatu yang mengikat (kalimatrun sawa') dengan syarat 
adanya komumen terlebih dahulu untuk menjamin kedaulatan rakyat di depan negara. 
Siapa yang bertanggung jawah terhadap nasionalisme, tentu saja semua kelompok 
pembeda yang ada di dalam NKRI, baik atas nama agama, suku, kelompok kepentingan, 
atau golongan manapun. 

Dengan ungkapan Jain, para kiai sebagai pemimpin tradisional telah sepakat untuk 
mempertahankan dan memantapkan nasionalisme Indonesia tanpa membedakan gans 
kepentingan agama. umat, suku. golongan. dan kepentingannya sendiri. Mereka 
berkomitmen untuk tetap mengokohkan nasionalisme dalam situaisi sesulit apapun, 
seperti saat ini dimana bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan maraknya gerakan 
kembali ke etnisitas, pimordialisme kelompok. semangat giobalisasi. dan bahkan 
fundamentalisme agama. 

Dalam konteks ini para kiai mengajukan sduss dengan mengamaikan konsep (ri 
ukhuwwah dari IL, Ahmad Siddig. yaitu ukhuwah baxvariyah, ukhuwah Islamiyah. dan 
uklunwah wathaniyah. 41). tikhuwah basyarivah memben landasan dan panduan bayi 
um: Icntang bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia tanpa memandang vanahel 
pembeda dan masing-masing orang. seperti suku ras. agama, bahasa, dan sebagainya. 
(D1. Lekhuwah Islamiyah. adalah prinsip hubungan dengan sesama oranp Islam secara 


internal. apapun kelompoknya seperi yang telah diatur dengan tegas dalam al-GYur'an dan 
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al-Iladits. (3). Ukhuwah Wathariyah, adalah prinsip persaudaraan dcngan orang, 
kelompok, golongan. suku, dan komunitas lainnya dalam sebuah bingkai negara 
Indonesia yang telah sepakat bersama. Prinsip ini menuntut umat untuk selalu bersikap. 
herpikiran, dan beronwntasi untuk kepentingan neyara-banysa secara umum, hukan 
kepentingan orang yang sedang memenotah, yang keduanya memanp harus dibedakan. 
Dalam hal iri Yasn Marzuki raenambahkan satu pnnsin. yaitu udhuwah diniyah yang 
menuntut untuk selalu mcmben penghormatan terhadap umat agarna lain, dalam arti 
bukan pada asyek membenarkan akidah ketuhanan mereka, tetari umat Istam 
menghormati keyakinan mereka itu. 

Namun demikian, hukan berarti hagi para kiai tidak ada problematika tentang 
relasi agama dan negara. Hal ini kelihatan dari sisi bahwa Isiam sebagai agama 
mengajarkan unmiversalisme. sedangkan negara selalu terkait dengan aspek-aspek 
lokalitas. Dalam perspektif ini, maka universalitas Islam seakan-akan bertentangan 
dengan negara yang bernuansa lokal. Merespon persoalan ini para kiai berpendapat 
bahwa Islam seharusnya diposisikan sebagai dasar moralitas saja dalam mengatur negara. 
Mayaritas rakyat Indanesia memang beragama Islam, namun demikian tidak berarti umat 
Islam harus menjadikan Indonedia sebagai negara Islam. Sebab jika suatu saat umat 
Islam mengkonversi negara ini sebagai dar af-Islam. maka hal itu akan merusak 
semangat nasionalisme Indonesia, Karenanya Ahdurrauf Najih mengajukan argumentasi 
sebagai berikut : 

“Menurut pendapat saya untuk menjadikan Indonesia sebagai ncgara Islam tidak 

terlalu sulit dan bukan isapan jempol belaka, sebab sebagian besar umat Islam 

akan memberikan dukungan akan haf itu. Tetayn itu artinya kita tidak menghargai 
lagi kesepakatan bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai nepara-hangsa. 


Dan hal ilu maknanya kita ingin menjadikan ayama sebagai faktor yang dominan 
dalam mengatur kehidupan negara. Untuk saat ini kita sudah tidak tepat lagi 
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membicarakan negara Islam (dar ai-Isiam) di Indonesia. Namun bagi umat islam 

tetap berkewajiban untuk memposisikan Islam sebagai dasar pandangan untuk 

melihat segala sesuatu yang berkembang, schingga kita tidak kehilangan 
identitas”. 

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa mayoritas kiai tidak menghendaki 
formatisasi syari'at Islam dalam negara. Menurut pendapat mereka bahwa Islam tidak 
pernah mengajarkan ncgara harus bersimbol islam. Dalam konteks im. Syaifudin 
menambahkan bahwa negara yang memakai simbol Islam secara formal tidak menjadi 
ukuran bahwa negara tersebui mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pada saat 
sekarang gairah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam hanyalah representasi 
kelompok minoritas Umat Islam. Bayangkan jika Islam menjadi dasar negara, 
bagaimana dengan agarna-agama lainnya, mereka pasti akan mendirikan negara dengan 
dasar agamanya. Dan jika kecenderungan ini menguat maka akan terjadi pertumpahan 
darah yang luas, bukannya kemaslahatan yang justru menjadi inti ajaran Islam. Yang 
paling penting negara menjamin kebebasan beragama dan mampu mewujudkan 
kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini yang mampu memberi jaminan kesejahteraan 
adalah pemerintah yang menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak periu 
negara secara formal berdasarkan syan'at Islam. 

Lebih ianjut. data lapangan menunjukkan bahwa mayoritas dari para kiai lebih 
mementiagkan transformasi nilai-nila: Islam dalam kehidupan berbangsa-bernegara. 
Bagaimanapun juga jika aturan-aturan ocyara dibuat dengan “wajah” yang memuat 
prinsip-prinsip Islam secara formal, maka belum tentu dapat menjamin munculnya 
kehaikan bersama (mabadi ' khaira ummah). 

Sebenarnya, tidak semua kiai sependapat dengan corak simbiorik diatas. Ternyata 


ada juga seorang kiai. yaitu Syarief Djamhari yang pandangannya lebih dekat dengan 
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paradigma integrated dalam melihat hubungan antara agama dan negara. Ia berpendapat 
bahwa mendirikan negara Islam secara formal adalah suatu kewajiban, sebagaimana 
pendapatnya tentang keharusan menomorsatukan “fanatisme agama" dan 
menomorduakan rasa nasionalisme Indonesia. Secara lebih tegas ia selalu rncnyatakan 
bahwa kepentingan apama harus diutamakan dari pada nasionalisme, baik pilihan itu 
menimbulkan kontradiksi atau tidak. Dan yang menarik perhatian peneliti keuka 
Djamhari sependapat dengan pendapat KH, Idris Marzuki yang mengusulkan agar Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang berkonflik menggunakan "asas Islam" sebagai 
ganti dari asas “kebangsaan” yang sudah ditetapkan dalarn muktamar. Dalam konfiik ini 
beberapa kiai secara tegas menginginkan agar KII. Abdurrahman Wahid tersingkir dari 
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai dengan alasan ia “kurang fanatik” 
terhadap Islam dan banyak memasukkan orang-orang non muslim dalam jajaran 
kepengurusan. Sebagaimana diketahui partai yang Ishtrnya difasilitasi oleh Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini sedang dirundung konfjik antara kubu Muktamar 
Yogjakarta tahun 2001 dan kubu Muktamar Semarang tahun 2005, Dengan alasan ingin 
menyelamatkan dan meng-istam-kan partai inilah beberapa kiai “Langitan” secara 
intensif terlibat dalam konflik PKB tersebut. 

Pandangan integrared ii memang tidak menjadi arus utama di dalam pemikiran 
para kiai. Namun, pemikiran demikian tetap ada dalam komunitas mereka walaupun 
jumlahnya sangat minoritas. Dan, yang perlu diperhatikan lebih seksama ternyata kilab- 
kitab kuning yang menjadi referensi Syarief Djamhari tidak berberda dengan referensi 


para kiai lainnya Misalnya, dalam memandang relasi agama dan negara, ia juga 
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berpepang dengan kitab ol-Ahkam al-Sulihaniyah karya al-Mawardi" sehingga yang 
membedakan antara mereka dengan dirinya adalah pada aspek penafsiran, latar belakang: 
kehidupan keluarga dan pendidikannya. serta afiliasi pelitiknya. Oleh karena itu peneliti 


lebih cenderung menggolongkannya sebagai orang yang 1dealistik (al-muhafadhah). 


4.3, Konstruksi Sosial Atas Nasionalisme Yang Bersendikan Agama 

Pada dasarnya tindakan manusia selalu bersendikan seperangkat tata nilai tentang 
apa yang ada dibalik tindakan itu, Rangkaian tata nilai tersebut bisa berupa keyakinan 
keagamaan, tradisi, atau pengetahuan hudayunya. Dengan demikian tidak mengherankan 
jika manusia membutuhkan ajaran yang dijadikan pecioman untuk mempertimbangkan 
dan melaksanakan pilihan-pilihan kehidupannya. 

Di dunia ini terdapat komunitas yang mendasarkan pilihan kehidupannya 
berdasarkan keyakinan keapamaan dengan penaisiran tertentu karena adanya interaksi 
dengan lingkungannya. Ada pula sekelompok manusia yang mendasarkan pilihan 
kehidupannya berdasarkan nilai-nilai kebudayaan vang dianggap baik dan benar, yang 
tidak ada sangkul pautnya dengan ajaran agama. 

Jika dianalisis secara cermat. nampak jelas para kiai yang menjadi subvek 
penelitian ini termasuk katagori yang pertama, yaitu pandangan, sikap, dan tindakannya 
didasarkan atas ajaran agama yang telah dinterpretasikan sesuai dengan dunia obyektif 
yang sedang berlangsung. Sebagai ilustrasi - berdasarkan data bab 3 - bisa dikemukakan 


€ Lihat Ali Ibnu Muhammad Habih al-Mawardi, AlAhkom al-Sulikaniyuh wa al-Hilayoh al-Nnh'oh, 
(Kairo. Dar al-Fikr, )983). Di dalm wori politik. konsepsi al-Mawardi ini sejalan dengan konsep John 
Lock mengenai “korirak sosial”. Dalam pandangan ini, maka kontrak sosial itu dimaksudkan untuk 
mengeliminasi kekuasaan negara yang cenderung tanpa batas. Melalui kontrak sosul, maka pemimpin 
negara diheri hatasan kekuasaan apar tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan din dan 
kelompoknya saja. Liar Fatsoorahman Jamil, Ah Moword:, Mekanisme Pengangkaran dan Pemberkontunt 
kenata Negara. dalam Sudamote Abdul Haki, Islam Berbagai perspektif, (Jakarta LPMI, 1995). hal. 
16B- 33 
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bahwa pada umuranya mereka dididik dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang 
secara keras memegang tcguh paham Islam tradisional, yutu Aklu di-Sunnah wa ai- 
Jama'ah. Oleh karcaa itu mercka semuanya menjadi pembela yang tanguh terhadap 


paham tersehut. Keteguhan rmereka mempertahankan paham tradisional tersebut secara 


diajarkan kepada sanin dan masyarakat Kitab-kitab tersebut bcrisi berbagai cabang 
disiplin pengetahuan yang ditulis dalam bahasa Arah yang mengutarnakan pandangan 
hukum Islam yang dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i dan pura pengikutnya. 

Dalam perspekuf ini, untuk memahami faktor-faktor apa yang dijadikan dasar 
para kiai dalam menkonstruksi nasionalisme pasca Oede Baru secara detail, pertama 
harus dipahami bahwa bagi mereka ajaran Islam tidak hanya mengatur pokok-pokok 
moral, tetapi juga mengajarakan masalah-masalah yang rinci tentang bagiamana 
stseorang harus bertindak baik dalam konteks hubungannya dengan Tuhan maupun 
dengan sesama, termasuk di dalamnya tata cara mengatur negara. 

Dalam perspektif ini, berarti bahwa petunjuk-petunjuk bagaimana para kiai harus 
bertindak dalarn hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia harus disesuaikan 
dengan dengan paharn Islam tradisional tersebut . Dalam pandangan mereka paham yang 
dipedomani tersebut diyakim mengandung di dalarnnya aspek-aspek ekonomi. sosial. 
budaya, dan politik termasuk di dalamnya wacana nasionalisme. 

Pada sisi Jam, berdasarkan pengamatan terhadap data lapangan ternyata mereka 
sebenarnya termasuk komumitas agama yang sangat ritualisttk, namun hai itu bukan 
berarti mereka melupakan realitas kehidupan duniawi. Mereka sepenuhnya sadar bahwa 


kehidupan duniaw sangat penting sehingga bekerja secara keras hukumnya wajib 
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sebagaimana kewajiban menegakkan kepemimpinan (nashbu al-imamah) dalam proses 
berbangsa dan bernegara. Formulasi dasar-dasar keagamaan diatas memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk mengkoordinasikan secara realistis antara ajaran 
agama dengan problem-problem kemasayarakatan termasuk di dalamnya tentang 
nasionalisme Indonesia yang sedang rentan terhadap emonasionalisme, fundamentalisme 
agama, dan komunalisme. 

Lebih jauh, pengamatan di lapangan menjelaskan hahwa dalam aspek 
nasionalisme, mereka mengacu kepada kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh 
(urwatun hasanah) dalam rangka mendirikan tananan sosial potfitik di Madinah. Dalam 
hal ini, ternyata belum genap dua tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ia 
menandatangani “Perjanjian Madinah” bersama kaum muhajirin, Anshar, Yahudi, 
Nasrani, musyrikin, dan Majusi. Piagam ini sering pula disebut dengan UUD Madinah 
atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini, terdapat dua alasan bagi kehidupan 
bernegara yang diatur di dalamnya, yatu (1). Semrua pemeluk Islara adalah satu umat 
walaupun mereka berbeda sukunya. (2) Hubungan antara komunitas muslita dan non- 
muslim didasarkan pada prinsip-prinsip (a) bertetangga baik, (b) saling membantu dalam 
menghadapi musuh bersama yang datang dar luar Madinah, (c) saling menasehati, (d) 
membela mereka yang teraniaya dan (e) menghormati kebebasan beragama (Sadzaji, 
1993, 15-16). 

Dengan demikian secara sosiologis-politis, piagam tersebut merupakan dasar 
konstruksi pendirian sebuah negara-bangsa yang dibangun atas nama pluralitas dan 
kesetaraan sebagai jawaban terhadap problem kebangsaan. Piagam tersebut sudah 


mengatur kehidupan sosial-politik warga Madinah yang sangat pluralistik dan heterogin. 
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Piagam tersebut menjelaskan bahwa walaupun warga Madinah beraneka ragam, namun 
mereka memiliki kedudukan yang sama, masing-masing mempunyai kebebasan untuk 
memeluk agamanya, melaksanakan aktifitas kebangsaan-kenegaraan, dan berkewajiban 
membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. 

Dalam struktur piagam tersebut, Muhammad SAW berfungsi sebagai pemimpin 
agama dan negara sekaligus. Kebijaksanaan-kebijaksanaan sosial-politik yang 
ditetapkannya merupakan bayian yang tidak terpisahkan dengan ajaran agama. Namun, 
sejarah membuktikan hahwa setelah tiga abad kemudian barulah pemikir muslim 
merumuskan tcon politik secara lebih sistematis. Diantara mercka yang cukup populer di 
kalangan para kiai adalah al-Mawardi (1983), dan al&ihazali (1983). Pada umumnya 
kepada kedua ulama itulah para kiai mendasarkan koastruksi pandangan nasionalisme. 

Menurut al-Mawardi konsep politik kebangsaan didasarkan akan adanya 
kewajihan mendirikan institusi kekuasaan khalifah (mamah) sebagai ganti fungsi 
kenabian untuk melindungi agama dan mengatur “al-ummak” atau masyarakat bangsa 
(al-Mawardi. 1983: 5). Kosa kata al-imamah dan al-ummah berasal dari akar kata “amm" 
yang berarti kehendak atau maksud (al-Ashfahani, 1981 :24). Dari akar kata ini terbentuk 
kata al-imam (kepala ncgara), kata ol-imamah (kekuasaan yang ditaati), dan kala al- 
ummah yang artinya bangsa yang mentaati kekuasaan al-imam. 

Selanjutnya, dalam kitah al-Igtishad fi al-'tigad, al-Cihazali juga menerangkan 
tentang «i-imamah, hanya saja perbedaannya jika al-Mawardi menyatakan kewajiban 
mendinkannya kareng kesepakatan para ulama tijma3). maka menurut ab-Ghazali 


kewajiban tersebut didasarkan dalil yang jelas (get 'f) vaitu al-Our'an 4 159. 
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Dengan demikian, dalam rangka merealisasikan misi agama, termasuk 
didalamnya aspek politik kebangsaan, para kuai tidak menerapuh metoda langsung dan 
dasar al-Gur'an dan al-Hadiis, namun mereka memilih metoda tidak Tangsung, yaitu 
sistem bermazhab dalam pandangan Sunni. Pandangan keagamaan ini Secara rinci tertulis 
dalam kitab kuning sebagaimana mercka ajarkan di pesantrcn dan masyarakat. 

Berdasarkan realitas diatas. maka untuk memahami faktor apa saja yang menjadi 
dasar konstruksi mereka atas nasionalismc tidak bisa dipisahkan dari dasar tradisi 
kcagarnaan, khususnya aspek hukum Islam (Fikik), metode penetapannya (Ushu al-Figh), 
dan kaidah-kaidah hukum (al-Juwa id al-Fighivah). Dengan tradisi pemikiran ini para 
kiai berupaya merespon fTenomena gtnonasionalisme, primordialisme agama, dan 
komunalisme pasca Orde Baru dan sekaligus memberi makna dari tindakan-tindakan 
polilisnya. Ushu al-Figh adalah metodologi untuk menctapkan derajat kebenaran 
pengambilan keputusan hukum dan bagarnana merumuskan hukum tersebut secara 
terperinci. Sedangkan ai-Uawa'id al-Fighiyah adalah asas-asas hukum Islam yang 
berlaku umura. 

Al-gawa 'id al-Fighiyah menurut pandangan mcoreka terdiri dari 65 kaidah (Mujih 
1980: 9), dengan perincian sebagai berikut : 

|, Kaidah-kaidah yang 5 (lima). yaitu kaidah-kaidah yang bisa dijadikan rujukan 

semua persoalan, termasuk di dalamnya aspek politik. 

2. Kaidah-kaidah yang 40 (empat puluh). yaitu kaidah-kaidah yang hampir 

semua persoalan bisa dikembalikan padanya. 

3, kaidah-kaidah yang 20 (dua puluh), yaitu kaidah-kaidah yang diperselisihkan 

diantara para ulama. 

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa kaidah-kaidah yang paling sering 
dijadikan dasar rujukan para kiai dalam rangka mengkonstruksikan pandangan 


nasionalismenya adalah sebagai berikut : 
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-  Al-Umur bimagashidiha (segala sesuatu tergantung rnaksud dan tujuannya). 

-— Al- 'adah muhakkamah (adat kebiasaan bisa ditetapkan sebapai hukum). 

-— Daru al-mafasid aula min jalhi al-mashalih (menolak bahaya harus didahulukan 
dari pada mengambil manfaat). 

-— Al-muhafadhah “ala al-gadim al-shalih wa al-akhdzu bi ak-jadid al-ashtak 
(mempertahankan sesuatu yang lama yang masih baik. dan mengambil sesuatu 
yang baru vang lebih baik). 

-  Yughrafar fi ai-wasail ma Ia yughtafar fi al-magashid (diampuni kesalahan yang 
menyangkut teknis. namun tidak diampuni kesalahan yang menyangkut tujuan). 

-  Magashid al-lafdz “ala niyvati al-laafidzi (iwaksud perkataan tergantung yang 
mengartikulasikannya), 

Bertolak dari dasar-dasar keapamaan diatas mereka mengkonstruksi nasionalismenya 
pasca Orde Baru. Dengan dasar-dasar tersebut mayoritas dan mereka meyakini bahwa 
NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk tinal. Dalam konteks 
seperli ini, nampak jelas para kias mengikuti pola hubungan antara ayama dan ncgarz 
yang simmotk dan cenderung iniegrahistik. Pola tersebut menempatkan ajaran agama 
sebagai elemen yang yang harus mempengaruhi corak negara, walaupun mereka tidak 
menempatkan Islam sebagai idcologi yang pada gilirannya harus mendirikan negara 
Islam sebagai ganti negara Pancasila. Namun pola tersebut juga mengisyaratkan 
penolakan mereka terhadap adanya upaya ncgara untuk selalu berwatak intervensionis 
Ierhadap ranah kehidupan agama, 

Dengan demikian. dalam mengkonstruksi nasionalisme pasca Orde Baru mereka 


mendasarkan pada kepentingan “Tnisi agama” dalam perspektif tradirional retigia 
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political system, yaitu sistem kernasyarakatan yang lidak memisahkan antara komunitas 
politik dengan komunitas keagamaan (religious community). Namun, perlu dicermati 
bahwa pola tersebut menempatkan para kiai dalam posisi yang sulit dan rumit. 
Kesulitannya adalah adanya keharusan bagi mereka sebagai komunitas yang berbasis 
spinitual (spiritual community) untuk membawa misi spiritual tersebut ke dalam ranah 
praksis politik yang biasanya bersifat protan. Dengan berjalannya waktu. maka misi 
perjuangan dan tindakan-tindakan poliik yang disusun herdasarkan agama biasanya 
semakin tersisihkan oleh pertimbangan politik praksis yanp juga tidak mustahil didorong 
olch munculnya kepentingah ckonomi. 
4.4, Varian -Yarian Pandangan Krai Tentang Nasionalisme : Subvekttfttas Versus 
Obyektifitas 

Pandangan para kiai yang menjadi subyek kajian iru tentang nasionalisme ternyata 
bervariasi. Variabilitas pandangan kiai terscbut sangat tergantung kepada teks dan 
konteks yang melingkupi pandangannya Seperti diketahui bahwa para kiai yang menjadi 
subyek penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan, latar kehidupan dan konteks 
sosio-historis yang tentunya juga memiliki kontribusi dalam pandangannya tentang 
nasionalisme, Ada di antara mereka yang melihat dari dimensi teks kebahasaan, konteks 
soSiwhistons, dan juga latar belakang pengalamannya. 

Datam perspektif ini. Hasymi Arkhas, Yasri Marguki. dan. Zuhdi 
Zami mendefimsikan naswnalisme sama dengan inti kosa-kata @f-syu 'ubivah 
sebaparmana tersurat dalam ayat 13 surat al-Hujurat. Bagi mercka, nasionalisme atau al- 
xyu ubiyah sebenarnya dapat diartikan dengan rasa kebangsaan dari setiap warga negara 


terhadap negaranya. Hasyroi Arkhas menambahkan bahwa nasionalisme sebagai wilayah 
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spiritual? dan komitmen moral sumber inspirasinya berasal dari (1) Ikut merasa suka 
dan duka atas nasib yang menimpa umat sebangsa dan setanah air, (2) Siap meleburkan 
diri dengan kelompok Jain demi kepentingan nasional, yang pada zaman dahulu telah 
dibuktikan para kiai dalam lasykar Hishullah dan Sahilillah, (3) Semangat bersatu demi 
keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, dan (4) Menjunjung prinsip budaya 
membedakan hak pribadi — berupa keyakinan agama — dengan hak negara. 

Jika ketiga kiai diatas menyatnakan nasionalisme atau rasa kebangsaan dengan ai- 
syu 'ubivah, maka Syahid menyatakan bahwa antara al-syu 'ubiyah dengan nasionalisme 
terdapat perbedaan. Ia menyatakan : 

“Sebelum saya mengawali pembicaraan tentang masalah ini, saya ingin 
meletakkan dasar pikiran saya tentang ai-syu'ubiyah. Al-syu'ubiyah jangan 
sekali-kali diartikan atau disamakan dengan makna nasionalisme, karena 
memang itu bukan makna aslinya. melainkan itu makna derivatnya saja. Af- 
syu'ubiyah urlinya adalah nilai-nilai kebersamoan dalam konteks 
kemasyarakatan, Sedangkan nasionalisme adalah rasa cinta tanah air, yang 
dalam bahasa Arab dikenal dengan ai-wathaniyah. Dani hal ini maka jelas antara 
al-syu 'ubiyoh dan nasionalisme jelas berbeda." 

Selain kala al-syu 'ubiyah, ul-warhariyah, juga dikenal konsep al-yaumiyah yang 
juga memiliki pengertian hampir sama dengan konsep nasionalisme. Menurut Abdurrauf 
Najih bahwa memang terdapat berbagai macam istilah dalan: Islam tentang nasionalisme, 
baginya nasionalisme lebih tepat dimaknakan dan kata al-geumiyah. Wawasan 


kebangsaan yang berakar dari kata ai-gawmiyah ini adalah sebuah kondisi atau sikap 


dimana ada kesepakatan bersama antara beberapa kelompok. suku atau apapun namanya 


3 Pernvatsan tersebut sama dengan pendapat Revan dalam “hat is an Nation" dalam Homi Bhaba (1990) 
yang menyatakan bahwa bangsa adalah something spiritual. Lihat juga, Benedict Anderson, Imagined 
Community, Komunitas-Komunitas Terbayang, (Yogjakarta, Insist dan Pusiaka Pelajar, 2002). Dalam 
konteks ini Anderson memaumbahkan bahwa rasa matiow inilah yang mendoroag seseorang mengorbankan 
jawa dan rayanya. Hanya saja yang membedakan adalah jika para kiai justru melihat agama sebagai sumber 
spwitual tersebut. Sedangkan keduanya tidak melihal faktor agama menjadi sumber nasionalisme, malah 
menurul Anderson munculnya nasionalisme kazcna tidak efektifnya pemerintahan yang dikendalikan oleh 
raja dan pentimpin asama. 
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daJam sebuah kawasan tertentu. Jadi semacam ada semacam MoU antara beberapa orang 
tentang bagaimana bersikap terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Ketika 
lingkungan hidup ini mencakup kawasan yang lebih luas seperti negara, maka wawasan 
inilah yang kemudian disebut dengan nasionalisme. 

Senada dengan pendapat Najih, Syaifudin juga mengangkat konsep al-wathaniyah 
untuk memberikan gambaran tentang pengertian nasionalisme. Ia menyatakan bahwa kata 
al-wathan disini dapat diartikan sebagai negara. Karena pengeriian a!-warhan itu sendiri 
adalah sebuah lingkungan dimana didalamnya terdapat aturan dan orang yang terikat 
dengan aturan tersebut. baik itu pemerintah maupun rakyat. Maka dengan asumsi itu 
secara pruktis kata al-warhan dapat dimaknakan dengan negara. Memang ada istilah lain 
sepert: kosa-kata al-dawlah, al-dar, dan ai-baldah dan sebagainya. Namun kosa-kata 
yang tepat sebagai padanan negara-bangsa adalah ai-watkan Sedangkan Syanef 
Djamhari memahami hahwa nasionalisme (ai-wathaniyah) terkait dengan ucapan nahi 
bahwa “cinta kepeda negara sebagian dari iman” (hubbbu ai-waihan min al-iman). 

Diantara mereka ada yang mengambil referensi kata “ummah" sebagaimana 
tercantum dalam Piagam Madinah yang mereka yakini sebagai praktck Nabi dalam hal 
mendirikan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Masyhudi Ma'rud dan Mishah Abrar 
bahwa Nabi menegaskan seluruh warga Madinah yang beraneka ragam agama, 
keyakinan, daerah, dan sukunya menandatangani “kontrak sosial” (wa man lahiga bihim 
wa man 'ahada ma'ahum) untuk mendirikan sebuah komunitas politik dan sepakat 


bahwa mereka adalah merasa satu bangsa (inmahum ummah wahidah min sairi al-nasY. 


€ Lihat Abdul Karim Usman, Ma 'alim al-Tsagafah ai-Islamiyah, (Beirut, Muassatu al-Risalah, 1983). hal. 
170 
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Pada dasarnya mendefinisikan rorion dan nasionalisme dikenal sebagai persoalan 
yang alot dan rumit. Membahas suatu terma yang tingkat keruwetannya telah banyak 
dikemukakan oleh para sarjana, mutlak diperlukan presisi metodologis agar terhindar dari 
verbalisme yang kurang perlu, Karenanya, merujuk pendapat Anthwny Smith, hahwa 
berbagai pandangan tentang nasionalisme itu secara garis besar dapat dikclompokkan ke 
dalam dua aliran besar. instrumentalis modernis, dan perennialis primordialis. Aliran 
pertama berpijak dari asumsi bahwa ctnisitas adalah sesuatu yang plastis, dan liat yang 
menwut Hobsbaum disebut the invented mradition (Hobsbawm,1983:7), Sebuah 
instrumen yang dipergunakan khususnya olch para clit politik untuk meraih tujuan-tujuan 
politik, la memandang nation dan nasionalismc scbagai scsuatu yang baru, produk dari 
suatu syarat-syarat kemodernan seperti negara modern, birokrasi, sekularisme, 
kapitalisme. Dalam konteks inilah, Ernest Gellner memandang rarion dan nasionalisme 
diperlukan ketika masyarakat sudah mulai maju pada tataran industrinya, Padahal fakta 
menunjukkan kekuasaan yang dikendalikan oleh kaum borjuis, aristokrat, dan pemimpin 
ayama dipandang tidak mampu lagi menyangga kemajuan masyarakat industri. Jadi 
nasionalisme adalah produk masyarakat industri, yang memang sedang memerlukan rasa 
kebersamaan dalam keragaman (Gellner, 1994, 56). Sementara aliran kedua cenderung 
menganggap bangsa sebagai sesuatu yang primordial. sebuah kodrat manusia yang terbsri 
(Something given). Aliran ini memandang matis sebagai sesuatu yang menyesejarah, 
namun seringkali tidak tergahi dari ingatan. Negara, hirokrasi, dan partai politik 
dipandang terutama oleh ekspresi publik dari pembagian etnik dan identitas kultural yang 
telah ada sebelumnya (Smith, 1996 :446). Dalam perpektif ini, Hans Kohn berpendapat 


bahwa akar-akar nasionalisme hanya dikembalikan pada dua peradaban besar, yaitu 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 
261 


Ibrani Purba (Judea) dan Yunani Purba (felias) sebagai ras terpilih (the chosen race). 
Kohn menandasarkan bahwa seluruh titik balik sejarah kemanusiaan Barat dimulai oleh 
dan mengekspresikan dirinya dalam upaya reinterprelasi atas dua warisan peradaban 
besar itu. Dua bangsa tersebut terus mengada dan merasukkan roh kebangsaannya ke 
dalam sosok nasionalisme modem (Kokn, 1948:60). 

Karenanya. memperjelas batasan nation dan nasionalisme, Smith sendiri 
mengajukan tujuh bagan kriteria yang hisa digunakan untuk membedakan dan 
mengidentifikasikan bangsa dengan kelompok sosial lainya, yaitu (1). Kekhasan 
kultural. (2). Kedekatan tentorial dan mobilitas di dalamnya, (3). Relatif bersekala besar 
dalam ukuran wilayah dan penduduk, (4). Adanya relasi politik eksternal dengan 
keloropok lain, baik berbentuk konitlik atau aljansj. (S). Adanya sentimen dan loyalitas 
kelompok, (6). Keanggotaan langsung dengan hak-hak kewarganeparaan yang sama. dan 
(7) Adanya intergrasi ekonomi vertikal di sekeliling sistem kerja sama Dengan 
denykian, bangsa menurut Smith adalah “ctnik yang terintegrasi secara ckonomi dalam 
sistem kerja bersama dengan peran-peran yang salmg menunjang. dan yang anggota- 
anggotanya memiliki hak yang sama sebagai warga negara dalam komunitas politik yang 
tidak diwakilkan”. 

Dengan mendasarkan varian-varian definisi diatas. nampak jelas selalu muncul 
perbedaan antara pendekatan obycktifitas dan subyektifitas dalam mendefinisikan 
nasionahsme, Pendekatan kaum obyektifis cenderung memandang bangsa sebagai state 
af nature. yaitu suatu walak alarniyah yang secara inheren telah tertanam dalam diri 


manusia dan secara obyektif didukung oleh prasyarat-prasyarat kultural seperti kesamaan 


—.. 


! Lihat Anthony D, Smith, Theortes of Nationalism, (Ncw York, Harper Torchbooks, Harper & Row 
Puhlisher, 1997), hal. 187 
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moyang, bahasa, adat-istiadat, agama, wilayah, dan seterusnya. Sementara pendekatan 
kedua lebih banyak tergantung pada kehendak subyektif individu dalam menyadari. 
mengalami, dan menggerakkan suatu rasa kebangsaan. Pendekatan ini Ishih banyak 
bersandar pada faktor-faktor politis, vaitu sejauh mana modal-modal kultural yang telah 
ada diolah, dirumuskan, dan digerakkan dalam suatu program politik nasionalis. 
Karenanya, pendekatan perspektif kedua ini cenderung memperlakukan bangsa sebagai 


sikap mental (state of mind) dan tindak kesadaran (aci of consciousness). 


4.5. Historisitas Nasionalisme : Piagam Madinah Sebagai Nation-State 

Dilihat dari dimensi kesejarahan, nasionalismc di dalam pemahaman kiai selalu 
dikaitkan dengan labirnya Piagam Madinah (Mitsag al-Madinah), yang oleh para ahli 
politik Islam seperti Montgomery Watt (1988) dan Bernard Lewis (1994) memang 
dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya negara — nasional (narion-state) dan 
menempatkan Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sekedar sebagai pemimpin agama 
tetapi sekaligus juga pemimpin negara. Oleh karena itu, secara umum para kiai 
beranggapan bahwa nasionalisme terkait dengan teks Piagam Madinah (Mitsag al- 
MadinahY tersebut 

Dalam masalah ini, semua kiai menyatakan bahwa nasionalisme jika dilihat dalam 


khazanah Islam klasik, sebenarnya dapat dilihat dalam pembentukan Piagam Madinah 


? Menurut Munawir Sadzali, Piagam itu terdiri dari 47 Pasal yang menandakan berdirinya negara yang 
plurelistik, yang menunjukkan bahwa Nabi tidak mendirikan negara agama Secara rinci isi pokok Piagara 
tersebut adalah (3) mempersatukan seluruh umat Islam dari berbapai suku menjadi sam ikatan, (2) 
menghidupkan semangat golorg royong, hidup berdampingan, saling menjamin keselamatan diantara 
warga Madinah. (3) menetapkan bahwa setiap warga masyarakat memiliki kewajiban untuk memanggul 
senjaya melawan jika diserang orang luar Madinah, (4) menjarun persamaan, dan kebebasan bagi kaum 
Yahudi. Nasrani, Musyrikn (penyembah berhala), dan kaum Majusi (penyembah api), untuk 
mempertahankan kepercayaan dan keimanannya. Lebih lanjut lihat Munawir Sadrali, Isiam Dan Tam 
Negara, (Jakana, LH Prcss, 1995) 
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yang dilakukan olch Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah setelah beliau 
hijrah dari Makkah. Pada waktu itu Madinah tidak hanya dihuru oleh umat Islam, atau 
komunitas yang menolong Nabi yang dikenal denyan kaum Anshar, bukan pula hanya 
dihuni alch sahabat Nabi yang berasat dari Makkah yang disebut Muhajirin. Akan tetapi 
Madinah juga dihum oleh golongan lain dan jupa umat dan apanya Jain seperti Yahudi, 
Nasrani bahkan juga mercka yanp masih menyembah berhala (musyrikin). sena juga 
mereka yang memiliki kepercayaan lainnya seperti penyembah api (arafjusi). Murgka ini 
(penduduk Madinah) disatukan oleh Nabi bukan dengan memakai sentimen agama 
karena memang dalam hal ini mereka berbeda. dan pasti tidak akan pernah bersatu. Akan 
tetapi mereka disatukan dengan sentimen hagaimana mempertahankan Madinah dari 
sepenap ancaman yang datang dari luar, baik itu serangan atau arcaman apapun. 

Dalam bal kecintaan kepada tanah air ini. Misbah Abrar menambahkan penjelasan 
hahwa ketika turun perintah agar Nahi meninggalkan kota Makkah, beliau merasa berat 
meninggalkan tanah kelahirannya tersebut. Maka ketika beliau berangkat hijrah ke 
Madimah sambil menengok ke kota Makah beliau berucap :"Demi Allah, sesungguhnya 
engkau adalah huni Allah yang paling aku cinta. Seandainya bukan yang bertempat 
tinggal disini mengusirku, niscaya aku tidak akan tucninggaikannya” (Wallahi innaki 
ahabbu ardlillah Hayya. walau la anna gaumaki akhrijuni ma kharajtu). Demikian pula 
ketika beliau sudah berada di Madinah, ternyata beliau juga sangat cinta terhadap kota 
itu. Beliau berucap : “Wahai Ailah cintakanlah kota Madinah kepada karni. sebagaimana 
engkau mencintakan k ota Makah kepada kami. bahkan lebih" (Allahumma habbib ilaina 


al-Madinah ka huhhina Makkah wa asyadd). 
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Lebih lanjut, perlu dikemukakan bahwa dalam wacana ini, para kiai berpendapat 
bahwa yang disatukan dalam Piagam Madinah bukan aramanya, dalam arti mereka tidak 
harus di-Islam-kan, tap! yang lebih penting digugah rasa kepemulikannya terhadap kota 
Madinah sebagai tempat ungpal. dan jaminan perlindungan bayi semua warga Madinah. 
Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa, terdapat banyak dalil yang bisa dijadikan 
landasan historis yang mengindikasikan wajibnya memberikan perlindungan tersebut. 
vaitu beberapa hadits Nabi yang secara langsung membenkan penntah kepada umat 
Islam agar memberikan perlindungan terhadap sesama manusia “meskipun mercka 
berbeda ayama. Dalam bal ini Yasri marzuki dan Misbah Abrar menyatakan: 

"Ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa Nabi Muharnmmad SAW tidak 
rela terhadap siapapun orangnya yanp mengamaya orang kafir Madinah. jika ia 
terikat dalam perlindungan perjanjian ini”. 

Dalam pembentukan Piagam Madinah, ternyata terdapat semangat untuk tidak 
hanya melindungi umat Islam, tetapi juga menyelamatkan Madinah sebagai tempat di 
mana umat Islam dan pemeluk agama lainnya hidup secara ko-eksistensi. Semangat 
terscbut tampak dari adanya kemginan untuk menjaga dan menyelamatkan Madinah dari 
berbagai serangan orang luar, terutama kaum Ouraisy Makah. 

Karenanya, realitas sosial yang menyedepan di dalam Piagam Madinah adalah 
pengakuan adanya pluralitas di dalam kehidupan berbangsa dan bermnasyarakat, yang di 
dalam hal ini adalah adanya variasi agarna, keyakinan, kabilah dan latarbclakang 
kehidupan. Itulah sebabnya, menurut pata kiai hahwa Piagam Madinah bukanlah 
perjanjian agama tetapi merupakan “kontrak sosial-kebangsaan"?' yang menyangkut 


aspek hubungan antar manusia (mu 'omalah dunyawivah) 
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Nafis menegaskan bahwa Perjanjian Madinah yang dibuat oleh Nahi, bukanlah 
sebuah perjanjian ayama. Akan tetam sebuah perjanjian yang menyangkut urusan 
keduniaan (mu 'amalah) sesama manusia tanpa melihat agama. suku dan kabilah- 
kahilahnya. Sekali laki penjanyian Madinah tidaklah sama dengan sebuah statuta agama, 
Ja hanya sebapat instrumen (wasilah), bukan tujuan (ghayah), sehingga terlepas dari 
apapun jugu bentuknya. yang penting adalah bagaimana wasilah tersebut menjiwa 
semangat kehersarmaan yang danjurkan Islarn. Jadi dalam hal kebersaaan it. bukan 
menjadikan ajaran Islam sebagai dasar kesepakatan secara formal. 

Namun. secara historis - dalam konteks nasionalisme Indonesia - para kiai juga 
mengembalikan konsep nasionalisme mi kepada realitas keterlibatan para pendiri 
Nahdlatul Ulam datam pruses berbangsa dan bernegara mulai zaman penjajahan sampai 
sekarang. Lebih lanjut. Arkhas menjelaskan bahwa pada masa pra-kcmerdekaan para kiai 
sudah memperihatkan nasionalisme dengan berbagar bukti sejarah, misalnya (1) Sikap 
non-kooperasi dengan penjajah, (2) Menolak perintah Belanda untuk masuk Siaar Yan 
Orlog & Bele (SOB). yan sebuah instruksi yang sama dengan wajib milner. (3) Menjadi 
angepota tentara Pembela Tanah Ar (PETA) yang menjadi cikal-hakal TNI, (4) Gigih 
melakukan perlawanan terhadap penjajah secara kultural. Bahkan sampai paras kiat 
mengharamkan orang Islam menggunakan celana dan dasi. disebabkan menyerupai 
Orang Belanda, dan (S9) Ikut merumuskan Piagam Jakarta dan Pancasila yanp 
direpresentasikan oleh KH.A. Wahid Hasyim. 

Setelah masa kemerdekaan. para kiai sangat intensif menjaga kuutuhan dan 
kedaulatan negara dengan herbagai cara misalnya (3) Tanggal 22 Oktwber 1945 


mengeluarkan fatwa "perang suci" Yihad) melawan tentara sekutu dan Belanda yang 
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menyerang kota Surabaya, (2) Konsisten dengan bentuk negara Pancasila, sehingga 
memandang “negara Islam” (dar al-isiam) adalah tidak sah dan Kartosuwiryo 
dinyatakan sebagai pemberontak (bugkat). (3) Memberi velar Soekarno “waliv al-amr al- 
diaruri hi aLsyaukak”. Esensi gelar ini adalah pernyataan sahnya Soekamo sebagai 
presiden Republik Indonesia secara darurat. walaupun tanpa melalui pemilu, (4) Bersedia 
duduk dalam kabinet NASAKOM. (5) Tanggal | Oktober 1965 menuntut pemerintah 
agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakannya sebagai partai 
terlarang, dan (6) Mempelopon pencrimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bapi 
semua ORMAS, yang diputuskan dalam Musvawarah Nasional (MUNAS) Nahdlatul 


Ularna tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur. 


4,6, Isu Pan-Islamisme Dan Negara Isian : Minyak Onta atau Minyak Babi 

Sepcru diketahui bahwa kondisi dan situasi masyarakat Madinah waktu 
dibentuknya Piagam Madinah berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. 
Perbedaan tidak hanya persoalan ruang dan waktu (space and time), tetapi juga persoalan 
politik, ckonomi sosial dan budaya yang memang sunguh-sungguh berbeda. Siruktur 
masyarakat Arab yang heterogen tetapi bercorak masyarakat gurun, tentu saja berbeda 
denyan masyarakat indonesia yang plural tetapi percorak agraris, ditambah lagi persoalan 
einisitas yang juga sangat mengedepan. Demikian pula dilihat dari aspek budaya antars 
keduanya sangat berbeda. Masyarakat Arab ketika itu adalah masyarakat yang bercorak 
sangat tradisional, sedangkan masyarakat Indonesia sekarang berada dalam corak modern 
Jengan berbagai atributnya. Di dalam hal ini, nampak jelas para kiai mengambil bukan 


pada corak masyarakatnya tetapi ruh atau gios kesepakatan Madinah itu sebagai dasar 
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dari pentingnya membangun suatu nation dengan multi etnis, agama dan kepeatingan 
yang sangat bervanasi. Yasri Marzuki menjelaskan bahwa masyarakat Arab kala itu jelas 
berbeda dengan masyarakat Indonesia sekarang. akan tetapi justru karena perbedaan 
yang ada antara kondisi Madinah dengan Indonesia, Islam berupaya memberikan solusi 
dalam menangani keragaman itu adalah fakta sejarah yang tak terhindarkan. Lebih lanjut 
ja menegarskan : 

“Piagam Madinah bukan diadopsi sebagai bentuk nil yang harus diterapkan apa 

adanya di Indonesia. Akan tetapi secara prinsipil harus dimengerti bahwa 

kesepakatan tersebut sebagai sebuah tawaran bentuk sikap dari sejarah umat 

Islam dalam merespon perbedaan. Ketika kita memahami fakta ini. maka akan 

ada penerapan sikap tentang pluralitas dalam konteks Indonesia dengan bentuk 

lain yang diyakim lebih sesuai dengan kondisi lokal Indonesia fal-dhruf al- 
mahalliyah”. 

Dengan ungkapan yang lebih tegas dan lugas Masyhudi Ma'ruf menyatakan 
bahwa Pan-Islamisme dan dar-al-Istam adalah sesuatu suk diterapkan, Kalaupun pemah 
ada rencana mendirikannya, namun akhirnya gagal Untuk memilih ibu kota 
pemmenntahan saja sulit, apalagi problem lainnya. Arab Saudi menginginkan agar ibu 
kotanya berada di negaranya. Tetapi Turki tidak setuju dengan alasan negaranya-lah yang 
menyebarkan Islam ke daratan Eropa. Sekarang juga tambah sulit untuk menerapkannya 
Mengapa hal itu terjadi ?. Jawabannya, ya karena Pan-Islamisme dan dar-al-Islam itu 
bagian dari perbedaan madzhab (khifafiyah). Sesuatu yang sudah berbeda pasti sulit 
untuk disatukan. Di dalam Islam yang harus disatukan adalah hal-hal yang menyangkut 
ketauhidan saja. 

Melalui ungkapan-ungkapan tersebut nampak jelas bahwa pada umurnya pera 
kiai tidak sependapat dengan isu-isu politik Islam atau yang lehih tepat disebut dengan 


gerakan formalisme Isiam dan negara Islam yang terilhami oleh gerakan Pan-Islamisme. 
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Ketidaksetujuan itu didasarkan oleh kenyataan bahwa Isiam di Indonesia sesungguhnya 
berada pada lokus lokal. Itu berarti bahwa Isiam juga harus berhadapan dengan 
kenyataan-kenyataan lokalitas, 

Namun, pada dasarnya, para kiai tidak hersikap konfrontatif. jika ada di antara 
elit umat Islam yang tetap berpendirian untuk mendirikan negara Islam. sehab mereka 
juga memperguangan nilai Islam walaupun diakhiri dengan standarisasi simbol Islam 
untuk mewadahi nitam-nilai itu. Pada hal. jika memang vang ingin dilawan adalah 
kermungkaran, tidak cukup hanya dengan simbol helaka, Hanya saja, keinginan itu 
tentunya harus disesuaikan dengan realitas sosial Indonesia yang membeniang di depan 
mata. Harus diakui bahwa dengan mendirikan neparu Islam (dar at-Islam). maka ada 
sejumlah agama dan kelompok Jain yang terelininir dan terlempar dari percaturan 
ncgara-bangsa yang memang plural seperti Indonesia ini. Disini Syaifudin mengajukan 
sebuah anekdot : "mana yang harus dipilih, minyak nnta cap bahi ataukah minyak bahi 
cap on”. Ternyata para kiai memilih minyak onta cap babi, Jadi Substansi lebih penting 
dari pada formalitasnya. Simboi dan wadah boleh saja Parwasila tetapi yang penting 
substansinya adalah ajaran Islam, dan moralitas Islam menjadi dasar di dalam proses 
penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. 

Sebagaimana kiai-kiai lainnya, Svaifudin juga menambahkan bahwa gerakan 
Pan-Islamisme memang menggunakan baju formalisme agama atau Islam politik, Tetam, 
dalam pandangannya gerakan Pan-Islamisme? itu adalah gayasan yang utopis dan tidak 


dijumpai di dalam realitas sosial umat Islam. Ja menyatakan : 


? Pan-Islamisme adalah padanan dari kosa-kata Khriafah Islamiyah, yang pada dasarnya sebuah gerakan 
yang dimotori oleh Jamaludin al-Afghuni yang menginginkan agar umat Islam di seluruh dunia mendirikan 
pemerintahan yang tunggal yang dipimpin oleh seorang khalifah. 
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''Dimanakah Pan-Islamisme (khilafah Islamiyah) dan negara Islam (dautah 
Islamiyah) itu pernah kita temukan dalam sejarah kehidupan umat manusia 
tanpa adanya penindasan terhadap golongan lain. Ketika sebuah negara dibentuk 
dan dijalankan atas dasar agama tertentu. maka vang terjadi adalah penindasan 
hak kepada umat agama lain karena negara merasa memiliki otoritas tertinggi 
yang harus ditasti olch semua orang didalam negara iw. 

Jika para kiai membenarkan tentang adanya pluralitas, agama sebagai etika 
bermasyarakat dan bernegara dan agama menjadi pedoman di dalam penyelengaraan 
pemerintahan, maka sesungguhnya mereka juga menolak terhadap sekularisasi atau 
pemisahan agama dari negara sebagaimana gapasan Ali Abd a-Razig". Gagasan tersebut 
bapi mereka tidak sesuai denyan realitas empirik. Memang, antara agama dan negara 


adalah dua hal yang herbeda tetapi salu kepentingan. yaitu hahwa keduanya bertujuan 


untuk mewujudkan kesejahteraan masayarakat. 


4.7. Nasionalisme Dan isu-isu Kontemporer 

Terdapat banyak isu kontcmporcr yang bisa dibicarakan di dalam menanggapi 
persoalan nasionalisme, karena berbagai pesrsoalan tersebut memang mempunya: relasi 
yang cukup kuat dengan nasionalisme. Diantaranya adalah masalah penegakan hukum 
dan Hak-Jlak Asasi manusia (HAM), Otonomi Daerah, ketimpangan ekonomi, konflik 
antar kelompok. gerakan sparatis. demokrasi. civif sociery. pluralisme. semakin 
menguatnya rasa etnisitas-kedaerahan, dan hahkan berbagai implikasi dari dialektika 
relgio-etnisitas. 

Ketika di masa Orde Baru. semua persoalan bangsa dilakukan secara scragam 


dan seringkah ditepakkan dengan pola kekerasan nepara (state vinlence), maka di era 


La LA LA 


I Al-Razig menyususn buku dengan judul al-Islam Wa Ushtu gl-Hukma, yang menjelaskan bahwa pada 
dasarnya Islam harus dipisah dengan urusan-urusan kenegaraan. Lihat Munawir Sadzali. Islam Dan Yata 
kepara, (Jakarta. UI Press, 1995) hal. 143-145). 
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Otonomi Daerah saat sekarang, berbagai persoalan tersebut menjadi menonjol di tengah 
euforia demokratisasi, Otonomi Daerah, dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) 
Menyangkut berbagai persoalan tersebut. ternyata para kiai merniliki respon yang sangat 
variatif. Bahkan, mereka juga bervariasi ketika harus menanggapi problem-nrehlem 
sosial yang hingga kim belum terdapat pemecahannya secara memadai baik dart sisi 


kebijakan publik maupun implementasinya. 


4.7.4. Penegakan Hukum dan HAM Sebagai Realitas Simbolik 

Menurut Masyhudi Ma'ruf penegakan hukum di Indonesia saat ini baru sebatas 
slogan belaka. Realisasinya belum dilaksanakan secara optimal. Penyebab utama belum 
optimalnya. menurut Zuhdi Zaini dikarenakan pejabat dan aparat nyenyak hukum masih 
terdiri dari orang-orang lama yang mereka sendin 'belum bersih" dan juga orang-orang 
yang bermasalah. Dengan kata lain Misbah Abrar menggolongkan Indonesia sebayai 
negara “sorga” bagi para pelanggar hukum. Pencgakan hukum semestinya dimulai dari 
pucuk pimpinannya dan dari aparat yang bersentuhan langsunp dengan persoalan ini. 
Misalnya. apakah aparat kejaksaan. kepolusian dan haksmnya sudah bersih atau belum. 
Bahkan, ta menyebutkan, apakah presiden, wakit presiden san semua menterinya juga 
sudah bersih dari KKN atau belum, Lebih lanjut, Ma'ruf mengajukan contoh pelaksanaan 
sembahyang berjamaah. Dalam hal im harus dimulai dag orang tua sebagai pemimpin 
keluarga. Jika keduanya sudah melaksanakannya secara nutin (istigumah), anak-cucu 
mesti ikut melakukannya. Tetapi, jika kedua oreng tuk sedang menonton tayangan 
televisi sambil memenntahkan anak-anaknya untuk berjamaah. maka hampir pasti 


perintah itu akan kontra produktif. 
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Realitas empirik menunjukkan, babwa banyak orang muslim yang menjadi kepala 
desa, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden dan pimpinan publik yang memiliki 
otgritas di pemerintahan. Namun, realitas lain menunjukkan bahwa walaupun pejabatnya 
sudah muslim, ternyata masih terdapat banyak terjadi pelanggaran hukum dan 
kemaksiatan yang jika dibasmi akan menimbulkan perpecahan lebih besar. Terhadap 
implementasi penegakan hukum ini. Yasri Marzuki memberikan jawaban bahwa prinsip 
yang dipegang teguh oleh para kiai adalah “menjaga keselamatan agama dan dunia” 
(hirasatu al-din wo al-dunya). Jadi yang barus dipertahankan terlebih dahulu adalah 
kelestarian agama, baru kemudian kelestarian dunia. Semua bentuk pengingkaran kepada 
Allah adalah ancaman bagi kelestarian agarma, karenanya ia harus diseleseikannya secara 
maksirnal, Melestarikan kondisi sosial masyarakat agar tidak yoncang adalah sebuah 
kewajiban pemimpin untuk “hirasatu al-dunya” (melestarikan durua). Jika dalam sebuah 
kasus terlentu dua orientasi ini saling berlawanan, maka kewajiban seorang pemimpin 
muslirn untuk berusaha mendahulukan kelestarian agama. ja ruemang sependapat dengan 
pemikiran yang selalu mendahulukan kepentingan orang hanyak daripada kepentingan 
segolongan kelompok tertentu saja, karena itu dapat menyakihatkan perpecahan, dan itu 
tidak dianjurkan oleh agama. Namun umat juga barus nrelihat setiap masalah - penepakan 
hukum misalnya - yang berkembang dalarn masyarakai secara berimbang dan dari sudut 
pandang yang sama. jangan kemudian melebihkan salah satu diantara keduanya 
sehingga melahirkan kesirapulan yang timpanp. Hukum memang harus ditegakkan 
kapanpun, tetapi pelaksanaanya jangan sampai menimbulkan problem yang lain. Dalam 
pikirannya, ini bukan menjadi dasar ajaran agama itu sendin, dan mitah sebuah bentuk 


komitmen umat Islam kepada kemaslahatan masyarakat dan bangsanya, karena dengan 
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mendahulukan kepentingan bersama - tentu dengan tidak melanggar garis agama dan 
hukum nepara - maka itu layak untuk dilakukan. 

Berkaitan dengan pelangaran hukum dalam kehidupan sehari-han - legalisasi 
perjudian misalnya - Syaifudin menjelaskan hahwa hagaimanapun juga seorang muslim 
yang menjadi pejabal ncgara harus mumiliki sikap untuk mendahulukan kepentingan 
masyarakat secara umum. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang harus dihindan 
semaksimal mungkin. Maka dalam penegakan hukum ini seorang pemimpin harus 
mempunyai ketegasan dalarn menjalankan kaidah hukum tanpa pandang bulu. Dalam 
komeks kepemimpinan hukum ini. ia tidak mensyaratkan mereka harus seorang muslim. 
Yang penting adalah orientasi dan komitmen mereka terhadap upaya mewujudkan 
keadilan ditengah-tengah masyarakat, dan terbukanya ruang untuk mengontrol aparat 
hukum tersebut secara lebih transparan. 

Dampak negatif yang paling mepnhatinkan dari belum optimalnya law 
enforcement yu, menurut para kiai adalah terinjak-injaknya hak-hak asasi manusia 
(HAM) Indonedia. Menurut mereka munculnya gerakan sparatis dari sebagian rakyat 
Aceh dan Papua disebabkan jupa oleh adanya pelangaran HAM tersebut. 

Pada dasarnya HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat 
mempertahankan hidup, harkat dan martabanya Dalam mengemban hak tersebut 
dilakukan secara scimbang antara hak dan kewajiban dan antara kepentingan perorangan 
dan kepentingan umum. Menurut Misbah Abrar, Tuhan menciptakan manusia sebagai 
genus makhluk yang dimuliakan, dan ia harus dihoonatu sebapai “manusia”, apapun 
wama kulitnya, dan manapun asalnya, apapun agama yang diyakininya Bersamaan 


dengan pemberian status sebagai makhluk “unggulan” tersebut, manusia juga diberi oleh 
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Tuhan beberapa hak asasinya - disamping kewajiban asasi juga - yang harus dijaga dan 
dihormati. seperti hak untuk hidup, hak persamaan derajat, hak memperoleh keadilan, 
dan hak perlindungan hak milik, serta hak kebebasan beragama. Karenanya. menurut para 
kia: penegakan hukum dan NAM tidak boleh menjadi realitas simbolik belaka. Dan, 
untuk menjamin semua itu, posisi hukum menjadi sangat penting dalam rangka 


menentukan sejauh mana seseorang melanggar alau menegakkan civil rights tersebut. 


4.7.2. Scparatisme Dengan Topeng Agama 

Semua kiai berpendapat bahwa konflik Aceh bukanlah kontlik agama tetapi murni 
termotivasi kepentingan politik dengan topeng agama, yaitu konflik vertikal antara 
(icrakan Aceh Merdeka (GAM) yang mpim mernisahkan Aceh dari pangkuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pemerintah Indonesia yang menghendaki 
apar Aceh wtap berada dalam bingkai NKRI. Namun. dampak ncgatif dari konfiik 
tersebut sudah memmbulkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan kerugian harta benda dari 
masyarakat sipil, merupakan barga yang harus dibayar dari konilik tersebut. Masyarakat 
sipil seringkali menjadi sasaran dari GAM yang notabene adalah saudara mereka sendiri 
muman dan sedarah (agam dan inong), atau bahkan mereka menjadi sasaran “nyasar” 
dari meriam-meriam dan peluru personil TNI yang juga adalah saudara mereka sebangsa. 

Lebih lanjut mereka menerangkan bahwa Aceh itu sudah menjadi schuah 
“daerah istimewa” yang kini bernama Nangroe Acch Darussalam dimana disana aturan 
hukum. sosial, dan budaya dupayakan sangat Isiami. Hal itu adalah bentuk hak yang 
sangat istimewa. walaupun itu masih memerlukan proses panjang untuk memenoci peran 


antara pusat dan daerah itu sendi. Gerakan separatismc disana jelas adalah tindakan 
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yang mengganggu mantapnya nasionalisme Indonesia. Adapun motivasi gerakannya 
secara persis para kiai memang kurang tahu, namun yang jelas itu adalah bentuk 
perlawanan terhadap nasionalisme dan tergolong makar (bughat). Orang tidak puas itu 
boleh dan asal itu sesuai dengan kenyataannya, dan itu patut dibahas dan dicarikan 
solusinya. Namun tidak puas itu, tidak harus dinyatakan dalam bentuk sikap dan 
tindakan yang merugikan kepenuingan orang hanyak. Yang terjadi akhurnya malah 
timbulava kondisi yang Ichih buruk (mefsadah) dan merugikan dari kondisi sebelumnya. 
Siapakah yang ingin berada dalam kondisi perang yang penuh rasa was-was. tidak aman 
dan membahayakan kehidupan bersama ?. Maka dibutuhkan solusi. yaitu melalui 
akomodasi politik yang harus dilakukan antara kedua belah pihak dan meminimalkan 
konfrontasi. Dalam hal ini Yasri menyatakan bahwa upaya tersebut agar kepenlingan 
Indonesia dan kepentingan GAM di Aceh bisa mendekati sebuah titik pertemuan yang 
akan melahirkan solusi konflik disana. Namun, untuk konllik ini memang dibutuhkan 
waktu yang cukup panjang. Tentu saja, karena persepsi yang ada pada pencitraan akal 
kita berbeda-beda. Pemerintah akan tetap memiliki anggapan dan kecuripaaan terhadap 
GAM karena mereka telah melakukan pengingkaran terhadap kedaulatan Republik 
Indonesia, Sebaliknya pihak GAM juga memiliki anggapan atau siigma bahwa 
pemerintah Indonesia hanya akan berusaha menjinakkan keljaran mereka tanpa ada upaya 
perbaikan vang lebih kongknt pada masalah “keridak-adilan ekonomi" tal- 'adalah al- 
igtishadiyah) yang telah terjadi di Aceh selama ini, Selain itu juga dibutuhkan 
tanggungjawab secara adil antara pemerintah dan masyarakat. Lebih Janjut. tentang hal 
Ini Ia menyalakan : 


“Tentu saja pemenntah memiliki kewajiban ini, dikarenakan problem Aceh dan 
GAM adalah bagian dar problem kenegaraan yang harus dicarikan bentuk 
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penyelamatannys. Dan yang bertanggung jawab akan hal itu adalah pemerintah. 
merckalah yang memiliki otoritas terhadap hal itu”, 


Dalam perspektif am semua kiai membenkan respon yang hampir sama bahwa 
GAM adalah bagian sisi buruk dari hangsa ini yang harus dangan secara maksimal 
dalam rangka penyelamatan Indonesia sehapai negara yang memiliki kerdautatan. Sebab. 
jika masalah ini terus berkembang dan mengalann masa knsis yang memuncak. maka 
Indonesia subupai nepara-bangsa akan trancam dengan sendirinya. Tentu saja 
pemerintah yang harus menvelescikannya, karena itu bagian dan pekerjaan rumah besar 
dan Indonesia sebayai sebuah negara-bangsa, Penanganannyapun tidak dapat dilakukan 
dengan sepenyal-sepengyal, namun haris dikemas bertahap dan secara terus-menerus 
agar dapat mencapai konsistensi dan terukur keberhasilannya, Memang sejak semula 
GAM nu ingin merdeka dau 1mgin menjadi "negara Islam". Keinginan memiliki negara 
dengan dasar nilai Islam itu bisa dpahami karena merupakan bagian dari “amar ma rut 
ni mungkar”. Namun tidak pertu dengan melakukan pemberontakan dan menebarkan 
kerusakan tat-ifsad) demi tujuan yang mulia tersebul. Apakah relevan jika sebuah tujuan 
yang sangat mulia kemudian dimanifeslasikan dengan seperangkat lindakan yang malah 
akan menjadikan tujuan tersebut tambah terkoton ? Tentu tidak boleh. Sebab kita 
mempunyai kaidah hukum “'sesuatu yang sudah menpalami kerusakan tidak boleh 
discleseikan dengan cara memmbulkan kerusakan vang lain” (al-dlarar la yuzal hi ul- 
diarar). Di Aceh saat ini sudah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus dimana disana 
berjaku syariat Islam bagi yang beragama Islam. Hal itu sudah cukup memuat aspirasi 
atas nama Islam. Adapun sampai saat in GAM masih bergeniya di tengah-tengah 


masyarakat. itu adalah semata-mata merupakan perakan yang beroncntasi pada 
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kepentingan politik yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, Lebih lanjut Yasri 
Marzuki menambahkan : 

“Kalau memang GAM tetap ingin meminsahkan diri dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). maka menurut saya dalam kasus pemberontakan mi 
fbugkhai). militer boleh berada di Aceh karena sehcnarnya mereka lahir dan 
dibentuk juta untuk rakyat secara Juas. namum Iidak perdu unuk melakukan 
tindakan-tindakan mniliter tanpa jelas sasaran dan tarpetnya, Itu malah akan 
menyebabkan ketakutan tersendin pada masyarakat Acch secara Juas. Mercka 
akan merasa diteror dengan ketakutan dua arah, satu sisi dari kelompok GAM 
dan satu sisi dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh militer. Kasus ini akan 
dapat diminimalkan risikonya, ketika pemerintah melakukan pendekatan dan dua 
arah, vaitu dari siruktur pemerintah itu sendin dan dari masyarakat Aceh secara 
luas”. 

Lahirnya GAM ditengarai para kia: sebapai akibat dari kekurangan pemerintah 
dalarn menegakkan keadilan, sehingga menyebabkan kesenjangan antara rakyat Aceh dan 
pemerintah pusat. Implikasi jauh dan akumulasi ketikpuasan tersebut, mereka ingin 
memisahkan diri dari NKRI Menyangkut masalah ini mereka berpendapat bahwa 
ketidak-adilan itu terjadi hukan karena negaranya, tetapi karena orang-orang yang 
melaksanakan kebijakan neyara. Jadi kasus GAM ilu tidak tepat jika dijadikan antitesis 
untuk keberlangsungan negara Indonesia dalam arti GAM dilabelkan dengan Islam dan 
diposisikan harus berlawanan dengan Indonesia yang nasionalis secara vis a vis. Yang 
menjadi masalah ilu bukan negaranya, tapi pemerintahannya, Ketika GAM menganggap 
bahwa ada ketidak beresan pemerintah indonesia dalam menjalankan pemerintahan, maka 
tidak perlu disikapi dengan melakukan konfrantasi atau memerangi negara, karena itu 
akan dapat menyehabkan kondisi yang lebih parah dari awalnya. Kita lihat saat ini, 
dengan pertikaian senjata yang tidak kunjung usai. yang terjadi adalah ketidakamanan 


dan ketidaktentraman di Aceh sendiri. Bagaimana rakyat akan dapat melakukan sesuatu 


yang terbaik (ashlah) bagi bangsanya jika jiwa mereka tertekan oleh kondisi yang tidak 
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jelas kapan berakhirnya. Lalu politisasi Islam merang bisa saja terjadi. Dan itu sesuatu 
yang wajar karena memang disana masyarakatnya mayoritas Islam dan wajar pula bila 
ingin memberlakukan syariat Islam. dengan syarat mempertimbangkan aspirasi warpa 
lam yang tidak beraparna Islam. Keistimewaan yang dilaksanakan di Aceh iri sana 
seperti konsep Otoda vang sedang dinntis saat ini. Dalam arti hahwa kawasan lakal 
dalam negara Indonesia itu diberi kebebasan untuk melaksanakan kebijakan apapun 
berkaitan dengan wilayahnya dan anggaran yang dimilikinya, namun itu tidak lepas dari 
keselarasan dengan perubangunan nasional secara makro, Maka isu “demi kepentingan 
Islam” yang dijadikan jargon oleh GAM tidaklah tepat karena masyarakat Aceh sudah 
lebih Islarn dari yang mereka cita-citakan tanpa harus menumpahkan darah rakyat secara 
tidak bertanggung jawab, 

Menurut para kiai dalam memerangi GAM. pemerintah haruslah betul-betul 
menjaga “mashlahah " secara umum, dan menjaga norma-norma dalam berperang. Scbah 
tugas Ierpenting dari pemerintah adalah menciptakan scbuah kemaslahatan bagi rakyat. 
Kemaslahatan yang meliputu terpeliharanya agama harta, jiwa, rasio, keturunan, 
kehormatan, dan nyawa setiap individu. 

Berekenaan dengan problem sparatisme ini. Masyhudi Ma'ruf berpendapat bahwa 
hal itu awalnya adalah kesalahan pemerintah Orde Baru. Kaum separatis di Aceh 
maupun di Papua memandang pemerintah tidak adil dalam membagi kekayaan 
daerahnya. Mereka juga merasakan adanya ketidakpedulian pusat terhadap pembangunan 
daerahnya. Akhirnya ketikpuasan tersebut makin menumpuk. yang menyebabkan mereka 


menginginkan pemisahan dari dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika 
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mereka benar-benar ingin memisahkan diri dari Indonesia, terhadap mereka hukumnya 
harus diperangi, sebab sudah masuk dalam katagori pemberontak (hughat). 

Dalarp sisi lain, Zuhdi Zaini menyatakan bahwa ketaatan kepada pemerintah tuli 
al-amr) adalah suatu keharusan sebagaimana penjelasan Allah “Taailah kamu kepada 
Allah, Rasul dan pemerintah” (athi 'ullah wa athiu a-rasut wa uli aLamr minkum). 
Rakyat tidak boleh membangkang kepada pemerintah, sekalipun kebijakan pernerintah 
tidak sesuai dengan pendapat mereka, Rakyat hanya boleh mermbangkang kepada 
pemerintah, jika pemermtah memenntahkan kekafiran. Sedangkan masalah 
mengingatkan pernerintah adalah suatu keharusan, sebab hal itu bagian dari amr ma ruf 
nahi munkar”. Namun, membangkang kepada pemerintah yang sah - seperti GAM dan 
sparatisme Papua - hukumnya haram dan perbuatan mereka itu bisa dikatagorikan 


pemberontak fbughar). 


4.73. Otoda : Tetap Menimbulkan Disparitas 

Pada dasarnya munculnya konsep Otonomi Dacrah adalah rcspon terhadap krisis 
penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis, Retormsi politik pasca jatuhnya rezim 
Orde Baru menempatkan isu Otonomi Daerah yany Juas sebagai salah satu pilar utama, 
karena pemerintah pusat tidak lagi mampu untuk mengukuhinya Pemberian Otonomi 
Daerah yang luas kepada pemerintah daerah justru menjadi kesempatan untuk berbagi 
heban dalam mengatasi krisis ekonomi yang telah melilit bangsa ini selama beberapa 
1 Maksud terma ini adalah memerintahkan sesuatu yang baik dan melarang sesuaru vang negatif. yang 
setiap muslim harus melaksanakannya kapanpun dan diamanapun | ia berada. 

" Pada masa rezim Urde Baru “sentralisasi otoritas” diperlukan untuk menjamin stabilitas nasional dalam 
rangka menctptakan persatuan dan kesatuan nastonal, sena mendorong pertumbuhan ckonomt. Nanjun 
sentrahisasi malah memuncwikan masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan 
infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, sena memperlanihar 


pengembangan kekinbagaan sosial ekonomi di dacrah. Lihat Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen 
Kcuangan daerah, (Yogjakara, Andy, 2412). hal4 
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tahun terakhir ini. Undang-Undang 22/99 menegaskan bahwa segala urusan diatur oleh 
pemerintah daerah, kecuali urusan-urusan (1) fiskal dan monoter, (2) hubungan 
Intemasional, (3) pertahanan. (4) peradilan, dan (5) apama. Untuk mengimbangi 
perluasan cakupan wewenang tersebut, dirumuskan kembali pembagian keuangan antara 
pusat dan dacrah secara lebih proporsional, Sedangkan Undang-Undang Nomor 25199. 
mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan dan daerah". Landasan 
kedua Undang-Undang tersebut adalah Tap. MPR. Nomor XV/MPR/3998 tentang 
“"Penyelcoggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pernanfaatan Sumber 
Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah Dalam 
kerangka NKRI”. 

Berikut ini akan dikemukakan respon para kiai tentang kaitan antara masionalisme 
dan Otomomi Daerah. dan bagaimana komplikasi kedua persoalan ini dalam konteks 
ekonomi dan kohesi nasional Indonesia, 

Dalam hal ini semua kiai menyatakan bahwa kansep tersebut cukup relevan untuk 
menjawab dampak negauf dan sentralisasi. Namun Syaifudin metrnberikan catatan 
scbapai berikut : 

“Menurut saya persoalan in memang cukup suli. sebab sentralisasi juga 
memiliki kelebihan dan kekurangan, Sedangkan desentralisasi dalam wujud 
Otonomi Dacrah juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka yang penting 
bagi saya adalah pelaku atau SOM dari sistetn pemerintahan tersebut, Tetapi 
dengan pola sentralisasi selama ini memang daerah memiliki kewenangan yang 
sangat terbatas dalam hal mengatur kebijakan, sehingga mereka sering dijadikan 
obyek semata. Sedangkan dengan pola desenwsfisasi, maka davrah berpeluang 
lebih besar unruk mengupayakan kesejahteraan daerahnya". 


Sedangkan Yasri Marzuki mengajukan catatan sebayai berikut : 


"8 Misi utama kcdua Undang-Undang tersebut adalah terciptanya desentrafisasi dalam rangkan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lihat Mardiasmo, ibtd, hat.& 
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“Dulu kekayaan daerah diboyong semua ke pusat, lanpa dibarengi sistem 
pembapian kekayaan yang adil dan merata bagi daerah sebagai pemilik 
kekayaan. Maka otonomi daerah itu layak dijadikan jalan keluar untuk 
mengatasi kesenjangan ekonomi vang makin lebar antara pusat dan daerah. 
Setiap daerah, kenyataannya menilik sumber daya alam yang berbeda, maka 
memerlukan perlakuan vang tidak sama, walaupun secara prinsip pembagian 
tersebut harus denpan aturan yang jelas dan transparan. Dan aturan inilah yang 
saya dengar belum dirumuskan secara tuntas, sehingpa dacrah merasa ditipu oleh 
pusat dan menjadikan faktor yang mempenparutu umbulnya konflik yang cukup 
keras antara pusat dan dawrah”. 

Namun. Misbah Abrar dan Syahid menyatakan pesimis wrhadap keberhasilan 
Otonomi Dacrah dalam hal menjawab ekonomi kerakyatan. Keduanya meyakini bahwa 
konsep tersebut hanya memindahkan koruptor dan pusat ke daerah. Keduanya masih 
menyangsikan efektifiws kontrol terhadap para penyelenggara negara baik di tmgkat 
pusal maupun daerah. Namun. jika konsep tersehut dikaitkan dengan unaya 
memantapkan integrasi nansiona), keduanya menyatakan cukup signifikan sebagai pagar 
agar daerah tidak mudah terpancing untuk memisahkan diri, Ahrar menambahkan hahwa 
Otonomi Dacrah dan sentralisasi sarna-sama melahirkan pcsimisme selama keadilan dan 
kejujuran yang diajarkan oleh utama tidak menjadi faktor utama dalam pembangunan 
bangsa. Jangan-jangan otonomi daerah hanya akan memproduksi sebanyak-hanyaknya 
raja kecil vang tak kalah otoriter dan korupnya dibanding sentraliasasi. 

Adapun menurut Hasymi Arkhas, bahwa melebarnya kesenjangan ekonomi antara 
pusat dan dacrah harus dibaca dalam perspektif kesenjangan antara kelompok kaya 
(agkniya') dan kelompok miskin UYugara' masakin . dhuafa, Sebab yang menjadi 
tujuan utama dari sebuah pemenntahan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh 
alam trahmaran bifalamin). la berpendapat hahwa esensi dari tujuan tersebut adalah 


terlaksananya keadilan ekonomi (sahgig al- adalah ul-igrishadiyah). Seorang pemimpin 


negara seharusnya mencontoh kepemimpinan khalifah Umar bin Khattah. yang selalu 
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ketuar malam untuk mencari rakyat yanp masih dalam keadaan lapar. Bahkan dia tidak 
malu untuk mengangkat gandum dipunggungnya sendiri untuk diantar kepada rakyat 
yang kelaparan tersebut. Ini berarti urosan kesejahteraan hidup rakyat di dunia (f! al- 
dunya husanah) harus menjadi program utarna bagi seorang pemimpin. Sehab jika ada 
pemimpin yang mengatur duma saja tidak profesional apalagi mengurusi aspek akherat. 

Berdasarkan uraian diatas. pada dasarnya mereka merespon positif dengan adanya 
konsen desentralisasi dengan wujud Otonomi Dacrah, baik dalam konteks ekonomi 
maupun kepentingan kokohnya nasionalisme, dengan beberapa syarat. Pertama, otonomi 
pemerintahan daerah harus mensyaratkan otonomi masyarakatnya. Pengcmbangan 
otonomi masyarakat saat ini masih merupakan pekerjaan rumah (PR) yang belum 
terseleseikan secara tuntas, Kendalanya justru bukan pada kondisi rakyat, tetapi karena 
format negara masih sangat dominan (ai-ghalihah) terhadap rakyat vang dibuat dalam 
kondisi lemah (dha'if), Tanpa kemandiman rakyat hawah, maka otonomi daerah hanya 
bermakna pemindahan dominasi negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 
Kedua. jangan sampai konsep otonomi daerah justru menimbulkan konflik baru ditingkat 
lokal. yang sebelumnya tidak pernah tejadi karenanya segalanya diatur dan pusat. Ketiga, 
Otonomi Daerah dan demokratisasi kalau dilakukan secara bersamaan, harus 
dilaksanakan secara bertahap (sadrijivan). Sebab, bisa saja komplikasi keduanya justru 
akan menimbulkan peluang baru bagi retaknva inteprasi nasional. 

Dengan demikian, makna hakiki Otonomi Daerah bagi mereka adalah 
pelaksanaan konsep pemberdayaan sosial-ekonomi. berkurangnya disparitas ekonomi 
masyarakat. dan terciptanya keadilan (al- adalah). Kedua syarat terscbut dalam 


pelaksanaannya — juga menyangkut kebebasan daerah untuk mengembangkan dan 
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memnpertahankan identitas budaya yang bersifat kedaerahan. Pernberdayaan kehidupan 
masyarakat daerah tersebut harus dilewatkan lembaga-lembaga kemsyarakatan. Dengan 
pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pranata-pranatanya, diharapkan 
inisiatif, parusipasi dan kemandirian masyarakat bisa ditingkatkan. Dalarn konteks seperti 
ilulah para kiai semuanya tidak menghendak: berlakunya sistem federalisme sebagai 


ganu dar negara kesatuan. 


4.7.4. Demokrasi, Civil-Society Dao Plurahtas : Civihan Politics Yaog Masih 
Yertunda 


Dalam arti generik, Civil Society" adalah masyarakat berbudaya (civilized 
society), lawannya adalah masyarakat liar (savage socictu). Secara institusional konsep 
ini dapat diartikan sebapas pengelompokan masyarakat yang mandiri, mematuh: aturan 
dan memiliki daya tawar ketika berhadapan dengan negara. Dengan demikian civil 
socicty mempunyai relasi yang sahng melengkapi dengan demokrasi. Civil society busa 
berkembang hanya dalam iklim negara yang demokratis, dan sebaliknya demokrasi 
hanya akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang sudah civilized atau 
“muxyurakat madani". 

Namun dalam perspektif im, para kiat lebih suka menggunakan istilah masyarakat 
“mutamaddir"” dari pada masyarakat madani, Mereka berargumentasi bahwa terjemahan 
yang benar dari civil society adalah kosa-kata tersebut. Karenanya, Ilasymi Arkhas 
menjelaskan bahwa gambaran riil ervit seciery adalah posisi masyarakat pesantren pada 
masa penjajahan yang sangat mandiri terhadap penguasa. Pada masa itu, para kiai selalu 
membangun pesantren di pelosok desa yang jauh dari lokasi para penguasa Dengan 


M Lihat Muhanimad AS. Hikam, Demukrasi Melalai Civil Society, Sebuah Tatapan Refleksaf Indonesia, 
dalam Majalah Prisma No.6. 1995. hal.63 
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demikian ciri masyarakat pesantren adalah “memasyargkar” dalam arli tidak boleh 
terpisah dari aspirasi masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini tidak aneh jika masyarakat 
secara suka-rela berpotong-royong membangun pesantren tersebut, Sedangkan ciri 
penting lainnya adalah berpegang teguh diatas kemampuannya scadiri (al-/ 'rimad 'ala al- 
nafs). Kemandirian moral, ekonomi dan politik vig ad vis pemerintah merupakan sikap 
yang dianggap esensial oleh hampir semua kiai. Lebih lanjut ia menyatakan ' 

“Dahulu sewaktu saya herada di berbagai pesantren, saya mengetahui sewara 
persis hahwa para kiai sangat memilki kemandirian yang kuat terhadap 
penguasa. Jangankan mereka bersedia menerima bantuan penguasa, mencrima 
kehadiran mereka adalah suatu zib yang bisa menurunkan martabat (muruah) 
para kiai. Dan saya sering mendengar mereka selalu mengemukakan hadist yang 
sebenarnya “Iemah” fdha'if) “sejelek-juhek ulama. mercka yang mendatangi 
penguasa” (wo syorru al- "ulama alladzina jau ila al-umara ). 

Sikap komunitas seperti itulah yang oleh Misbah Abrar disebut “umat yang 
moderat” (ummatan wasathan). yang selalu menjaga keseimbangan dalam segala bal 
dalam rangka mencintaka keadilan. 

Adapun terhadap wacana pluralitas, para kiai mendasarkannya kepada pernyataan 
al-OJur'an bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dalam wujud berbangsa-bangsa 
(xyu 'uhan) dan bersuku-suku (gahaif), Hanya saja perbedaan antar komunitas tersebut 
bukan untuk saling merugikan, tctapi bagaimana perbedaan kelompok itu justru bisa 
menjadi potensi untuk mercalisasikan kebajikan (civic virtue). Dalam hal mereka 
menyatakan hawa banyak orang bisa memahami jika perbedaan kelompok akan 
mebahayakan persatuan. Tetapi ia berpendapat bahwa kenyataan suku, agarna, ras dan 
golongan manapun justru harus dikemas untuk totung-menolong (fita'arofu). Dan bukan 


pada Wwropatnya kemajemukan ini menjadi sumber konflik antar kelompok. Dalam 


ungkapan yang Jebih lugas Misbah Abrar menyatakan : 
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“Islam memandang semua yang ada di duria ini adalah amanat, termasuk 
perbedaan golongan. Menurut saya, Islam secara jelas memerintahkan agar 
perbcdaan wama kulit, agama, suku dan lain-lainnya adalah rahmat dan bisa 
menjadi potensi yang berguna bavi kesejahteraan hidup lahir dan batin. Visi 
kernanusiaan jtulah yang menjadi esensi agama. Sejarah membuktikan bahwa 
Islam telah mampu mengayomi agama lain yang minarotas. Minoritas Kasten 
Koptik di Mesir adalah kelompok minoritas yang paling berbahagia. karena salah 
satu diantara mereka ada yang menjadi Sekretris Jendral PBB”. 

Adapun tentang Wacana demokrasi. para kiai sepakat tanpa ada perbedaan bahwa 
padanan demokrasi adalah kosa-kuta “emaawarah”, sebagaimana ternaktuh dalam surat 
Ali Imron 1594 “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu” 
(wasvawir hum fi al-am). Dan, diantara ayat yang senmg mereka kemukakan adalah 
sytal al-Syura 38 “Urusan mereka diputuskan dengan jalan musvawarah” (wa amruhum 
spure hainahan), 

Berdasarkan ayat diatas para kiai menypimplemenuasikan teknis demokrasi 
(musyawarah) menjadi tiga model sebagaimana dijelaskan oleh Syaifudin schawai 
berikut : 

"'Menurut saya tata-cara berdemokrasi kita kembalikan saja kepada cara-cara 
yanp dilakukan oleh para sahabat Nabi. Pertama, dengan pemilihan secara 
langsung (ahlu bai 'ah) sebagaimana terpilihnya khalifah pertama Abu Rakar dan 
khalifah keempat Ali bin Abi Thalib, Kedua, dengan sistem ditunjuk langsung 
oleh pemimpin sebelumnya dengan syarat mendapatkan persetujuan dari umat. 
sebagaimana terpilihnya khalifah kedua Umar bin Khathab. Dan, ketiga. dengan 
sistem formatur (ahlu al-hall wa al-'agd) sebagaimana terpilihnya Khalifah 
ketiga Usman bin Affan”. 

Dengan demikian. tentang masalah demokrasi imi. semua kisi berpendapat bahwa 
yang paling penting adalah adanya keseimbangan (sense af eguality) antara kedaulatan 
rakyat dan kedaulatan negara. Tidak boleh ada kebijakan ncgara yang justru mematikan 
hak-hak kewarpaneparaan. Para kiai menyadari bahwa Indonesia sedang menghadapi 


kompleksitas tantangan yang mengganggu keutuhan negara-bangsa. Karenariya, mereka 
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mengharapkan agar semua pemimpin pemerintahan dan masyarakat segera meluruskan 
ulang masalah visi kebangsaan, konsepsi kewarganegaraan, dan penciptaan keadilan 


sosia) secara serius dan lebih transparan dalam perspekuf civilian politics. 


4.3, Konstruksi Sesial Kiai Tentang Nasionalisme 

Sebagaimana diungkapkan dimuka bahwa kajian ini menggunakan konsepsi 
Berger tentang Sosial Centruction af Realiry. Realitas vang akan dibidik melalui 
konstruksi sosial imi adalah nasionalisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru dengan 
berbagai masalah dan variasi nya, seperti fenomena kebangkitan etnisitas yang menyebar 
dengan tendensi tribalistik yang destruktif dar pada memunculkan loce! wisdem maupun 
modal sosial bagi civif society. Untuk kepentingan memahami nasionalisme, maka akan 
digunakan dialektika Berger, yaitu Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi. Lebih 
lanjut, untuk melengkapi interpretasi dari data-data yang muncul di japangan 
sebagaimana yang ada pada bab 3, maka dialektika dari ketiga terma tersebut akan 


disajikan sebagai berikut : 


4.5.L Eksternalisasi 

Eksternalisasi adaiah momen adaptasi diri dengan dunia sosio-kulturai. Dalam 
proses eksternalisasi yang paling mendasar adalah bagaimana individu atau subyek 
dengan kemampuan agensinya melakukan adaptasi dengan teks-teks kehidupan, baik 
yang bersitat abstrak maupun kongkrit. Bagi para kiai teks-teks kehidupan yang abstrak 
adalah teks-teks yang tertulis dalam kitab kuning yang dalam kenyataannya masih 


membutuhkan penafsiran, sehingga tak pelak juga menghasilkan multi interpretasi, Teks 
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kehidupan yang nyata adalah kenyataan-kenyataan kehidupan dalam dunia sosiai-politik- 
religius yang, sehari-hari yang dilakukan para kiai selaku subyek di dalam menjalani 
kehidupannya. Teks-teks tersebut adalah situasi internal umat Islam dan situasi nation- 
state Indonesia yang sedang berhadapan dengan maraknya verakan kembali ke etmisitas, 
komunalismc. globalisasi dunia, dan bahkan fundamuntalisme keagamaan. Secara 
konseptual proses ekstcmalisasi tersebut dapat diesknpsikan sebagai berikut : 

Pertama, penyesuaian dengan teks kitah kuning yang setalu menjadi rujukan di 
dalam berhagai perdebatan di forum Bahisu al-Masail. Di dalan merespon berbagai 
fenomena politik-kencgaraan. maka para kiai biasanya berdebat dengan menonjolkan 
referensinya masing-masing dan mengujinya dengan berbagai dalil yang menguatkan 
pendapatnya. Realitas menunjukkan bahwa dalam merespon segala kehidupan mereka 
memamg tidak secara langsung merujuk kepada al-Our'an dan al-Hadits, Hal itu mereka 
lakukan karena mereka memposisikan diri sebagai pengikut saja dari para ulama 
terdahulu (tagtid)", Dalam perspektif ini para kiai memang memposisikan kitab kuning 
atau ilmu Fikih memiliki peran sentral dan diposisikannya sebapai instrumen pandangan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ternyata mereka tidak lagi murni kembali secara 
tekstual normatif ke al-Ouran dan al-Hadist. Tetapi merujuk kepada pandangan- 
pandangan kitab kuning vang sudah terstruktur menjadi pranata hukum aplikatif (FHah), 
Aspek Fikih vang termuat dalam kitab kuning inilah vang mercka jadikan dasar untuk 
mengelola secara operasional keseluruhan aktivitas manusia mulai dari persoalan ritual 


keagamaan sampai masalah-rnasalah profan, baik poliik. ekonomi. sosial maupun 


? Takum pandangan kaum tradisional siapapun saat ios tidak berhak mengklaim dirinya scorang Mujtufrs, 
yaitu upaya mentahami langsung hukum-hukum Islam dari sumber pakok pertama al-Our'an dan al- Hadits. 
Jadi kedudukan para kiai dar ulama saat jni hanyalah orang-orang yong mengikuti saja (raggtsd? pendtanau 
mereka sebingpa dwamakan mugollid 
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budaya Lebih jauh mereka menilai bahwa sikap Tikih merupakan produk hukum yang 
dapat membentuk sikap reseptif terhadap berbagai perubahan. Kapasitas seperti ini 
terbentuk karena ketentuan dalam Fikih ditetapkan melalui proses dialog antara teks al- 
Our'an dan al-Hadist dengan realitas yang mengelilingi kehidupan para pakar Fikih 
(Fugaha). Dengan realitas waktu dan tempal yang meryadi pijakannya, maka berbagai 
ketentuan Fikih menjadi mudah diaksemualisasikan kembali untuk menyesuarkan dengan 
tuntutan perubahan yang juga hadir dalarn perspektif waktu dan terapat. Dengan kara lain 
bahwa keteniuan-keicentuan fikih yang termuat dalam Kitab Kuning masih dapat 
diungkapkan kapasitasnya untuk berinteraks: dengan realitas konicmporer. termasuk 
untuk mengkonstruksi pemahamannya temuany nasionalisme saat sekarang 

Kedua, Adaptasi dengan tindakan dan interpretasi para kiai terhadap kitab kuning 
yang menjadi acuannya. Mereka adalah kelompok rakyat yang dikatagorikan sebagai the 
founding faihers bangsa Indonesia, karena mereka telah ikut serta terlibat langsang 
dalam konteks mendirikan Indonesia sebagai nafion-siate, Sebagai contoh adalah 
rumusan dan batasan paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah yang populer sampai saat ini 
asalnya adalah pandangan KI. Hasyim Asy'ari. Paham terschut adalah pencgasan hahwa 
di bidang Akidah Nahdlatul Ulama mengikuti pandangan al-Asy'an dan al-Maturidi, 
sedangkan di bidang Fikih mengikut: salah satu empat mazhab (dhadu aimmuti at- 
mazahih al-arha 'ah) , yaitu al-1 Tanafi, al-Maliki, al-Svafi'i, dan si-Hambali'?. Adapun di 
bidang Tasawuf mengikuti pandangan al-Ghazali dan al-Junaidi al-Baghdadi. Pandangan 
yang berkaitan dengan Parwasila sebagai satu-satunya asas orgarusasi yanp diputuskan 
dalam Muktamar ke ?7 Nahdlatul Ulama di Asembagus Situbondo tahun 1984 


Dalam tataran praksis kaum Nahdlatul Ulama hanya mengikuu paham Imam al-Syati'i dar para 
pengikutnya seperi Imam al- Nawawi dan Eman al-Rafi'i. 
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hakikatnya adalah pemikiran KH. Ahmad Siddig yang kemudian disepakati oleh peserta 
muktamar. Demikian pula, konsep “trilogi persaudaraan” (ukhuwah Islamiyah, ukhuwah 
waitkanivah, ukhuwah basyariyah) juga adalah murni pemikiran KH. Ahmad Siddig yang 
dikemukakan menjelang diselengwarakannya Muktarnar ke 28 Nahdlatul Ulama di 
Pesantren Krapyak Yogjakaria tahun 1989, Dasar pemikiran politiknya adalah menjaga 
hubungan baik antara masyarakat dan negara. Melalui pertimbangan inilah hubungan 
antara Islam dan negara yang waktu itu bersifat antagonistik menjadi haik, sehingga 
mengilhami berbagai kemesraan antara umat Islam dan pemerintah pada tahap-tahap 
berikumya. Mainstream pemikiran dan tindakan para kiai seperti itulah yang 
menyebabkan hanyak ahli memetakan bahwa pemikiran dan tindakan politik para krai 
Iradisional adalah ekomodatif. inklusif, dan jauh dari sifat toralistik 

Ketiga. adaptasi dengan pemikiran. interpretasi dan undakan Nahdlatul Ulama 
tempat mereka mengahdi dan menjadikannya sebagai institusi yang bisa bersentuhan 
langsung dengan narion-state sejak zaman penjajahan sampai era reformasi sekaranp. 
LMantara keputusan-keputusan Nahdalatul Ulama yang bersentuhan dengan proses 
berbangsa dan bernegara adalah, (1) Keputusan f(ijtihad politik) Nahdlatul Ulama yang 
menyangkut status Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Pada Muktamar ke J1 
Nahdlatul Ulama di Banjarmasin tahun 1936 para kiai menetapkan bahwa negara dan 
tanah air Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda wajib dilestarikan berdasarkan 
hukum Fikih Islam. Dengan adanya keputusan tersebut, maka para kiai mendapatkan 
justifikasi untuk aktif memperjuangkan kemerdekaan secara terbuka. tidak hanya murni 
lewat jalur institusi keagamaan saja, Latar keputusan tersebut adalah karena wilayah 


Indonesia davhulunya adalah kerajaan-kerajaan Islam yang mayoritas penduduknya 
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beragama Islam. Kalau sekarang (baca : waktu itu) masih diperintah oleh bangsa 
Belanda, maka hal itu hanyalah bersifat sementara. Dalam muktamar tersebut juga 
diputuskan bahwa jika Indonesia pada saatnya mendapatkan kemerdekaan. maka bentuk 
negara Indonesia Iidak menjadi negara Islam (der al-Islami) atau negara perang (dar al- 
harbh. namun Nahdlatul Ulama memutuskan jalan ketiya (ihe third way) yaitu negara 
damai (dar al-shuth). Artinya bahwa yang paling penting negara mumbenkan kebebasan 
hagi uma! Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya tanpa mendapatkan kesulitan. 
Setelah adanya keputusan ini, banyak kiai yang menjadi anggota Dewan Rakyat. Nuansa 
politik terus berlanjut, bahkan Nahdlatul Utama memprakarsai lahirnya Majlis Islam Aa 
Indonesia (MIAN). Dan setelah MIAL dipimpin oleh KHLA. Wahid Ilaxyim, organisasi ini 
memberi dukungan penuh kepada tuntutan Gabungan Politik Indonesia (SAPI) terhadap 
cita-cita Indonesia berparlemen. Ketika Jepang datang melakukan pendudukan. MIAJ 
berubah menjadi Majhs Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI) pada tahun 1943. 
Anggota-anggota MASYUMI terdiri dari warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 
Lebih dari itu banyak tokoh-tokoh Nahdlarut Ulama yang menjadi anggota Badan 
Penvelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), antara lain 
KH.A, Wahid Hasyim dan KN. Masykur. Sejarah juga mencatai bahwa KIA. Wahid 
Hasyim juga sebaga! angpota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang 
terpnlih sebagai salah satu Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta dan 
Pancasila, (2). Resotusi Jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah hangsa 
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. tidak berarti 
persoalam yang menyangkut kemerdekaan sudah tuntas. Bangsa Indinwsia masih 


menghadapi usaha Belanda kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu, 
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Pada waktu itu Panglima Besar Jendral Sudinman dan Bung Tomo orang-orang yang 


sering datang ke Tebuireng untuk mentinta nasehat dan faiwa-fatwa KH. Hasyim Asy'an. 


Pada saat pentne seperti itu dalam forum para kia di Surabaya tmegal 22 Oktuber 1945 


ga : se 2 Naa ag 
KIL Ilasyim Aswan mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan “Resofusi Jihad 


yang redaksinva sebaga berikut : 


1. 


"Ji 
' 


Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 
Agustus 1945 hukumnya wajib dipertahankan, 


Republik Indonesia sebagai satu-satunya remenntah waub dibela dan 
dipertahankan. 


Musuh negara Republik Indonesia terutama Belanda yang datang kembali 
dengan membonceng tentara Sekutu (Inggris) @ntulah akan menggunakan 
kesempatan politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. 


Umat Islam Indonesia terutama warpa Nahdlatul Ulama wajih mengangkat 
senjata melawan pentajah Belanda dan kawan-kawannya yanp hendak 
kembah menjajah Iidonesia, 


Kewajiban itu adalah suatu jikzd yang menjadi kewajihan orang Islam (fardiu 
Gin) yang berada pada radius 94 km, yaitu jarak vanp dimana umat Islam 
diperkenankan untuk melakukan sembahyang jama' dan gashar. Adapun bayi 
mereka yang berada di Juar radius 94 kam tersebut berkewanban membantu 
saudara-saudaranya yang berada pada radius 94 km. 


(3). Pemberian gelar “pemegang kekuasaan yang sah secara de facto dalam keadaan 


darurat” (woliv al-amr al-dharuri hi al-syaukah) kepada presiden Soekamo, (iclar ini 


pada awalnya berasal dari kensayan para kiai tentang status wali hakim dalam 


perkawinan. dimana para wali hakim tersebut mendapatkan dejegasi dani presiden 


Soekarno yang ditetapkan Udak melewati pemilihan umum. latar betakang lainnya 


adalah mulai muncul rasa ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap Sockamo sehingga 


mereka melakukan pemberontakan dan ingin melengserkan Sockamo dan jabatan 


kepresidenan. Gelar itu diputuskan di Cipanas Tugu Bogor dalam forum Konperensi 


L 


Disertasi 
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Alim Ulama se Indonesia atas undangan Menteri Agama KH. Masykur bulan Mei 1954. 
hasil keputusan tersebut sebagai berikut" : 

|. Presiden sebagai Kepala Negara serta alat-alat negara lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945 pasal 4d, yakm Presiden, Menteri-Menteri, Dewan 
Presiden, Menteri-Menterni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah 
Agung, Dewan Pengawas Keuangan . mereka adalah waliy al-amr af-dharuri 
bi al-eyaukah. 

2. Bahwa terhadap para Godi nikah yang dipilih oleh ahiu al-halli wa 'agdi 
seperti di Sumatera Barat, maka kepalu-kepala Kantor Urusan Agama 
kabupaten dapat mengesahkan kedudukan para godi tersebut selaku petugas 
Nikah. Talak, dan Rujuk (NTR) dan sekaligus melakukan tugas wali hakim. 

Dengan demikian dalam konteks Indonesia kedudukan Sulthan datam terma 

Fikih Islam dapat dipegang olch presiden sebagai kepala negara. Mengapa dikatakan 
sementara fal-dhoruri). Jawabannya adalah karena presiden dan para menteri serta aparat 
negara lainnya belum memperoleh haiar dari rakyat dan belum melalui prases pemilihan 
umum. Dampak politis dari Konperensi Cipanas tersebut adalah bahwa umat Jslam harus 
konsekuen dan konsisten berada di pihak Republik Indonesia dan haram hukumnya 
memihak kepada para pemberontak seperti Darul Islam / Terara Islam Indonesia 
(DUTH) pimpinan Kartosuwiryo, (4) Keputusan Asas Tunggal Pancasila dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah 


bentuk final hagi upaya umat Islam mendirikan negara yang diputuskan dalam Muktamar 


ke 27 Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 1984. (5). Keputusan tentang “Wawasan 


1 Ibid. hal. 105. Diantara ulama yang datang saat itu adalah. KH. Abdurrahman Marabessy, Kilolo, Maluku, 
KH,Abdurrahman Ambodale, Pare-Pare Sulawesi, KH.Murtadia, Bati, KH. Sholeh Wagi” Sumbawa, 
KH.Ahmad Siddig Kandangan, KH-Abdullah Marrisi Samarinda, KH.Basuni Imran Sambas, KH.Daud 
Rusydi, Palembang, Syaikh Ibrahim Musa, Buku Tinggi. Syaikh Hasi Makmun Bukit Tinpgi, KH. 
Abd, Shamad, Jambi. Syaikh Abdul Halim, Tanjung Pura, Syaikh Mushtafa Husein Tapanuli, KH. Yhahir 
Abdullah. Tanjungbalai, Syaikh Haji Hasan Kruwepkale Aceh, Syaikh Muhammad Wali Labuhan Haji, 
Aceh, dan KH. Tubagus Ahmad Kharib, Banten. Lihat, Ridwan, Paradikma Politik NU, (Yogjakrta, Pustaka 
Pelajar,2008), hal. 223-224 
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Kebangsaan” bagi Nahdlatul Ulama yang diputuskan dalam Muktamar ke 29 Nahdlatul 


Ularna di Tasikmalaya tahun 1994'?. Keputusan tersebut secara rinci sebagai berikut : 


Nahdlatul (lama menyatakan bahwa “hangsa" adalah sekelompok orang yang 
karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan 
mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan. Pengelompokan 
tersebut merupakan realitas kehidupan yang divakini sebagai kebutuhan 
manusia yan fish. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama memandang 
nasionalisme tdak bertentangan dengan universalitas Islam. Bahkan 
nasionalisme hisa menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah 
sebagai amanat-Nya dan sejalan dengan budaya vang diniliki oleh bangsa 
yang ada di wilayah itu. 


Nahdlatu! Ulama sepenuhnya menyadani realitas wntang pluralitas masyarakat 
Indonesia dan meyakininya sebagai sunnatullah. Pluralitas asyarakat yang 
menyangkut kemajemukan agama etnisitas, budaya. dan sebagainya adalah 
sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman 
Rasulullah sampai saat sekarang. 


Menurut Nahdlatul Ulama bahwa Islam memberikan jaminan dan toleransinya 
dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal. 
seperti prinsip-prinsip keadilan, kehersamaan, dan kejujuran dalam upaya 
mempertahankan kehidupan bersarpa, dengan tidak mengingkari adanya 
perbedaan dalam hal-hal tertenu, Dalam wawasan yang demikianlah 
Nahdlatul Ulama metetakkan tata hubungan dalam ikatan kebangsaan dan 
kenegaraan ukhuwah watahnivah). Tata hubungan ini meliput hal-hal yang 
bersifat kernasyarakatan (mu 'amalak), dirmana mereka sebagai sesama warga 
ncgara memiliki kesamaan derajat dan tanggung jawab untuk mengupayakan 
kesejahteraan dalam kehidupan bersama. 


. Sikap yang sehat dan harus diterapkan dalarn hubungannya dengan ukhuwah 


wathaniyah terscbut adalah : Pertama, sikap akomodatif, yaitu kesediaan 
menampung berbagai kepentingan, pendapat, dan aspirasi dari manapun 
datangnya. Kedua. sikap selektif. yaitu kecerdasan dalam memilih kpentingan 
yang paling baik (askiah), dan paling memberikan manfaat untuk orang 
hanyak (fenfa”). Ketiga, sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan. 
menyerasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi 
tersebut secara benar, adil, dan proporsional. Keemput, sikap kooperatif, 
dalam aru kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun 
di dalam kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. bukan yang bersifat ritual 
tibadak makhdhah). 


2 Lihat PBNU, Hasil-Hasil Muktamar ke 29 Nahdlatul Ulamo. Uakana, Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1996) 


hal. 22-23. 
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5. Dalam kaitan dengan perumusan dasar negara Nahdlatul Ulama memandang 
bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan 
bangsa sebapai pedoman dalam kehidupan bemegara. Venenmaan dan 
pengamalan Pancasila merupakan perwujudan din upaya umat Islam 
Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya, Karenanya, Nahdaltul 
Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila 
dan penyamalannya yan murni dan konsekuen olcir semua pihak, 


Berdsarkan lima rumusan diatas. ternyata Nahdlawl Ulama telah merumuskan 
“visi kehanusaan'" yang komprehensip dalam konteks keindonesiaan yang tercermin pada 
konsep "al-wathaniyah” (netionatity) dan kewarganegaraan (cifizemship), yaitu kesamaan 
derajat bayi semua warga negara (communilv of egual citizenskip). Dari namusan terebut 
jupa bisa dipaharni bahwa nasionalisme menurut oraganisasi ini adalah pengakuan atas 
prinsip keturunan yang mengarah wrbentuknya ethnocultural nationalism Jan 
dikonstruksi sedemikian rupa sehingga berjalan seimbang dengan konsep civic 
nariomnalism. 

Civic natianalism pada dasarnya dibangun melalui “kontrak sosiaf "para 
individu warga negara dan diupayakan terbentuknya insutusi-inslitust publik yang 
diharapkan mampu menampung aspirasi semua kepentingan warga negara. Karcaanya, 
konsep ini jika benar-benar dilaksanakan secara adil akan mampu mengakomodasi 
perbedaan etnisitas, agama. hahasa, dan budaya dalam bingkai keindoncsiaan, Namun, 


negara (stete) harus mampu meryaga netraltasnya dan memposisikan din tidak lebih kuat 


LL... —.. — mua mn na Kn 


2 Dalam hal ini bandingkan dengan konsep Anihony Gidden yang menawarkan persyaratan keseimbangan 
antara negara (structure) dan masyarakat (ogeney). Keduanya selalu dalam proses dialecuc af cemtant 
Sebah walawpun negara atau struktur mampu Memaksa masyarakat ontuk tunduk kepsdanya, namun 
masyarakat selalu mampu menghindar dengan kesadaran hak-hak dunianya (cfrwns rights), Menurut 
Gidden kesadaran tersebut bisa berupa gerakan demokratisasi, perakan buruh, gerakan ckologi, dan gerakan 
perdamaian. Hanya saja bedanya diantara cpat ranah gerakan tersebut Gidden tidak memasukkan faktor 
agania yanp bersifat spiritual, padahal tindakan manusia secara budaya justru berangkat dari keyakinan- 
Keyakinan yang hagi ymat beragama justru berasal dari unsur-unsur arama.Lebih lanjut lihat Anthony 
Gidden, fhe Karon-Stare and Yrulence. dalam A Contemporary Untigue ot Risrorical Matertalam. 
(Cambndas, Polits Press, LH). 
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dari masyarakat (society) sehingga kebijakan negara benar-benar didasarkan atas 
kepentingan semua kelompok yang ada Lebih dani itu, konsep ini akan mampu 
menghindarkan negara dari semua mitos yang sering dikreasi dan digunakan oleh 
kelomaok mayoritas untuk menyamarkan (camouflage) fakta-fakta sejarah. Implikasi 
negatif dari penyamaran terscbat adalah banyaknya institusi dan nilai-trilai politik yang 
dijadikan pedoman bernegara, sebenarnya hanya merefleksikan kepentingan kulturalnya 
sembari melakukan subordinasi terhadap kelompok minoritas. 

Dalam proses eksternalisasi ini, pemikiran dan tindakan politik Nahdiatul Ulama 
yang serba “jalan tengah” wrsebut tidak lain adalah hasil proses konstruksi para 
pemimpinnya dalam merespon perkembangan kebangsaan dan kencgaraan Indonesia. 
Keputusan-keputusan Nahdiatu! Ulama yang moderat tersebut tidak lain karena watak 
pemahaman dalam kitab kuning didominasi oleh paradigma non-konpfromarij, 
akomodatif, keselarasan (al-tawassuth), dan konsep keseimbangan (al-tawazun)" 
dengan dunia sosio-kultural, termasuk didalamnya masalah nation-state. Dan pemahaman 
seperti itulah yang juga menjadi referensi para kiai yang menjadi subyek dalam penelitian 
ini untuk menafsirkan tindakan-tindakan politik apa yang seharusnya mereka lakukan. 
Selanjutnya, proses penyesuaian pemikiran dan tindakan politik para kiai dalam 


perspektif nasionalisme. dapat digambarkan sebagai berikut: 


2! Konsep ini bermula dari pola Imam al-Syafi"i memutuskan hukum yang tidak ada dalam al-ur'an. la 
sclalu mengseimbangkan antara penggunaan al-Hadits dan rasio (al-ra ju). Lain haninya dengan Imum 
Abu Hanifah yang menggunakan rasio sampai ?5 persen dan al-hadits hanya 25 persen. Lebih lanjut, tihas 
Lahynudin Nasunon, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi', (Jakata, Remaja Rasda Karya, 
2001). hal. 22 
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Skema : 4.1 


Proses Ekternalisasi 


ljma dan Oiyas e Tafsir Ulama Dahutu Al-Our'an dan al- 


4.8.2. Obyektivasi 
Obyektivasi adalah proscs meletakkan suatu fenomena berada di luar diri manusia. 
sehingga seakan-akan sebagai sesuatu yang obyektif. Proses obvektivasi ini terjadi ketika 
telah menjadi proses penarikan fenomena keluar dari individu. Sebagai proses interaksi 
din dengan dunia sosio kultural, maka obyektivasi merupakan proses penyadaran akan 
posisi diri di tengah interaksinya dengan dunia sosialnya. Dalam obyektivasi ini seakan- 
akan terdapat dua realitas, yaitu realitas diri yang suhyektif dan realitas lainnya yang 
berada di luar diri yang ohyekutf. 
Yang terpenting di dalam proses interaksi diri dengan dunia s0s10 kultural adalah 


penyadaran diri. Orang menyadari bahwa dirinya berada di dalam proses interaksi dengan 
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orang lain Sehingga proses penyesuaian dengan teks-teks suci maupun teks-teks 
kehidupan menjadi sangat menpedepan, Penyesuaian dirt dengan dunia teks-teks saja 
akan menghasilkan pemikiran dan tindakan keagamaan yang cenderung “radika?”. Akan 
letam dengan melengkapinya melalui pembacaan terhadap teks-teks dunia sosial, maka 
akan menghasilkan “kreatifitas sosial” yang sebenarnya sanpat dibutuhkan di dalam 
kehidupan ini. termasuk kehidupan berbangsa dan bernwgara dengan segala dinamikanya. 
Karenanya, dua realitas yang sudah disebut diatas mumbentuk jaringan interaksi 
intersubyckalitas melalui proses pelembagaan atau instilusionalisasi. Proses obyektivasi 
dalam kaitan konstruksi sosial kiat atas nasionalisme pasca Orde Baru dapat digambarkan 
sebagai berikut : 

Pertama, para kiai, dunia pesanyen, dan situasi kehangsaan-keneparaan adalah 
entitas yang berbeda Dan perspektif para kia, negara dan aparatnya adalah entitas yang 
herhadapan dengannya dalam proses obyektivasi imi. Negara dan para pemegang 
kekuasaan pemerintah adalah dunia sosial sebagai suatu realitas. Dialog intersubyekufitas 
antara para kiai dengan realitas yang berada di luar dirinya sangat memungkinkan 
terjadinya “makna-makaa boru” dalarn memahami perkembangan yang menimpa rasa 
kebangsaan. Makna-makna baru tersebut sebapai hasil dari proses dialog yang terjadi 
antara dua realitas yang berakhir dengan “integrasi makna-makna” yang sebelumnya 
diangyap sebagai institusi vang sedang berhadap-hadapan. 

Lebih lanjut, perilaku para kiai yang sesuai dengan tradisi pesantren dan di 
luarnya dianggan sthagai Jembaga yang berlainan dengan tuntutan subvek. Namun. 
sering tidak disadari bahwa tindakan seseorang yanp sesusi atau tidak sesnai dengan 


(lunia luar dari para kiai adalah buatan manusia yang berproses “menjadi” melalui 
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tahapan konstruksi sosial ini. Dunia sosial pesantren atau dunia sosial di luar pesantren 
seringkali tidak disadari bahwa sebagai suatu realitas ia akan selalu berusaha 
memenangkan proses dialog tersebut antara dirinya dengan para kiai. 

Disamping itu, bisa juga terdapat dialog antara realitas dia dan yang di Juar dini 
terscbut terjadi antara para kiai dengan paham Ahlu at-Sunnah wa al-Jama'ah yang 
menjadi acuan mereka, Misalnya terjadi dialog antara pemahaman terhadapnya vang 
bersifat tekstual dan mereka yang merulih corak kontekstual. Proses perebutan wacana 
pemahaman keagamaan tersebut biasanya diselseikan para kiai melalui forum Bahrsu al- 
Masail. Jika memang ada kesepakatan bulat atau masih terjadi perbedaan pandangan 
tentank sualu permasalahan, maka masing-masing pihak akan tetap saling menghargai. 
Proses intersubyektifitas itulah yang selalu dialami individu subyek dalam rangka 
merespon scmua persoalan kehidupan kebangsaan-kenegaraan. 

Kedua. Pelembagaan atau 3nstitusionalisasi, yaitu proses untuk membangun 
kesadaran menjadi tindakan. Dalam proses institusionalisasi ini, nilai-nilai yang menjadi 
pedoman di dalam meakukan penafsiran terhadap tindakan telah menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan. Pada tahap ini 
para kiai yang melakukan suatu tindakan tertentu tidak hanya berdasarkan ikut-ikutan 
belaka, tetapi mereka memahami betul tujuan tindakan tersebut baginya melalui proses 
pemaknaan (meaning construction). Mereka melakukannya karena sudah memahami 
benar manfaat apa yang akan dipercleh baginya dari tindakan tersebut. 

Keriga. Pembiasaan atau habitualisasi. yaitu proses ketika tindakan rasional 
bertujuan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam tahanan ini 


ndak perlu lagi berbagai penafsiran terhadap sebuah tindakan, karena tindakan tersebut 
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sudah menjadi bagian dari sitem kognitif dan eyaluatifnya. Peta kesadaran telah 
menerima dan sistem evaluasi yang berasal dari sistem nilai telah menjadi bagian di 
dalam seluruh mekanisme kehidupannya. Dengan demikian. ketika suatu tindakan telah 
menjadi sesuatu yang hahitual, maka ia telah menjadi undakan yang mekanis, yang mesti 
dilakukan begitu saja, 

Nasionalisme sebagai bagian dan tindakan pohtik ternyata sesuatu yang obyektii. 
MelaJui proses obyektivasi imi nasionalisme adalah sesuatu yang berada di luar diri para 
ksai, Namun setelah terjadi dialog diantara mereka dengan situasi kebangsaan yang 
sedang dilanda semangat etnis dan kelompok serts maraknya fundernentalistmme apama. 
maka nampak jelas terjadi perhedaan-perbedaan pemahaman diantara mereka tentang 
nasionalisme pasca Orde Baru. 

Dalam konteks imi. secara mayoritas mereka berpendapat bahwa NKRI yang 
berdasarkan Pancasila dan ULID 1945 adalah bentuk final. Lebih lanjut, ditemukan data 
bahwa seorang dari mereka, yaitu Syarief Ujamhan cenderung berpandangan 
fundamentalis, sedangkan seorang lagi, yaitu Misbah Abrar berpandangan pragmatis. 
Dalam hal ini, pada awalnya Misbah Abrar berpandangan moderat terhadap NKRI, 
namun setelah mengenyam pendidikan model Timur Tengah yang transmisi 
keuilmuannya cenderung eksklusif. maka pandangannya berubah mendekati pandangan 
fundamentalis. Setelah ia menjadi anggota pengurus Nahdlatu! Ulama dan berinteraksi 
secara intensif dengan pandangan dasar organisasi yang berwatak moderat, maka ia 
berubah lagi secara cukup sigrufikan, yaitu menjadi sosok pribadi yang berpandangan 


sangat moderat terhadap eksistensi NKRI. 
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Model-mode! pemahaman tentang nasionalisme tersebut pada hakikatnya sebuah 
kesadaran individual yang pada gilirannya menjadi tindakan yang nyata dimana mereka 
setiap har dan malam berkeliling ke berbagai daerah untuk menjelaskan pandangannya 
kepada masyarakat. Dengan berlalunya waktu, akhirnya tindakan tersebut menjadi suatu 
kebiassan dalam daily fife nya melalui proses pembiasaan. 

Dalam kasus GAM dan separatisme Papua - misalnya - para kiai yang moderat 
bersenakat hahwa tindakan tersebut bisa dipolongkan memberontak (hughar) terhadap 
pemerintah yang sah, dan hukumnya wajib diperangi. Dalam perspektif ini menjadi jelas 
mengapa mayoritas kiai tidak sependapat dengan upaya keharusan formalisasi syari'at 
Islam menjadi hukum negara (ragnin al-syari'ah), sebagaimana diperjuangkan oleh 
sebagian kecil umat Islam. Hal itu bukan berarti mereka tidak melakukan penerapan 
syari at Islam (torhbig al-syari 'ah) dalam NKRI. Hanya saja mereka membedakan antara 
konsep tagnin dan tahhig, sehingga yang mereka lakukan adalah upaya menerapkan 
syari'at Islam “ditengah-tengah kehidupan masyarakat”, di dalam wadah NKRI. Jadi 
yang paling penting bagi mereka adalah elaborasi prinsip-prinsip syari'at Islam yang 
universal dalam proses legislasi, bukannya syari'at Islam dalam bentuknya yang formal 
menjadi hukum negara. 

Sementara itu. mereka juga berpendapat bahwa tidak ada konsep kenegaraan yang 
baku dalam ajaran Islam, Sebab dalam a1-Jur'an tidak ditemukan kosa-kata baldah atau 
daulah dalam pengertian politik, disamping tidak ada petunjuk baku tentang suksesi yang 
berkaitan dengan pemerintahan. Disinilah, rnereka mernahami bahwa Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sesuatu 


yanp obyektif. 
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Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa nasionalisme yang maknanya senada 
Gengan kosa-kata al-syu 'ubiyah (kederajatan) al-ummoh (unsur pluralitas), al-watkaniyah 
fcinta tanah air). dan al-gaumiyah (rasa persaudaraan). memang sesuatu yang shared 
sehingga memerlukan institusionalisasi dan hahituahisasi secara tcrus menerus. Dalam 
perspekuf inilah dikenal ukhuwah fstamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah 
diniyah (persaudaraan scsama umat beragama). ukhuwah wathanivah (persaudaraan 
sesama warga negara Indonesia), dan ukhuwah basyarivakh” (persaudaraan sesama 
manusia di seluruh duniz). Dengan demikian, melalui proses tahapan itu akan diketahui 
timggi tendahnya tingkatan nasioanalisme seseorang. Inilah yang di dalam konsep 
dialektika Berger disebut sebagai proses obyektivasi. 

Dalam perspektif ini kiai yang cenderung fundamentalis terhadap NKRI, mereka 
juga bertindak yang sama, yaitu menjelaskan pandangannya kepada para pengikutnya 
bahwa ajaran Islam bersifat universal. Karena itu dalam pandangannya nasionalisme itu 
bersifat lokal dan pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak boleh 
dibatasi olch konsep negara-banysa, 

Melalui forum Bahrsu al-Masail yang selalu mercka selenggarakan secara 
berkala, terjadilah kesepakatan atau kristalisasi diantara mereka bahwa NKRI yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah suatu realitas yang obvekuf. Namun. 
nampak jelas kesepakatan tersebut terjadi variasi, vaitu ada yang menganggap NKRI 


adalah bentuk final dari upaya umat Islam mendirikan negara, dan ada pula yang 


Dalam Istilah Bellah rri ukhuwah terebut disebut cnv! religion, yang berarti memposisikan ayamu 
menjadi faktor yanp dominan dalam proses integrasi suatu barursa. Ja mampu menjadi perekat (sentrum). 
dan penersatu Unegrotor) bahkan wadah bagi perdanatan (irenga deiy di suatu negara. Hat uu 
menindikasikan bahwa tampilan agama di wilayah publik hanya scbatas semangatnya. bukan pada bentuk- 
bentuk formalnya. Lihat Kobe N. Bellah, Beyond Believe, (Jen) Rudi Hariansyah Alam, (Jakarta 
Paramadina, 2900) 
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menganggapnya belum final. Dengan demikian, pemahaman mereka tentanp 
nasionalisme yang sedanp dilawan oleh etno-nasionalisme, primordialismc agama, dan 
komunalisme. serta globalisasi saat ini menjadi sesuatu yang obvektif. Proses 


abvektivasi dalam konteks konstruksi sosial terscbut digambarkan sebagai berikut : 


Skema : 4.2. 


Proses Obyektivasi 


lima dan Oiyas Tafsir Ulama Dahulu Al-Our'an dan 
ae an 
| Tafsir Kiai | 


, Interaksi Masyarakat 
(Intersubyektifitas) , Teks 


4.8.3. Internalisasi 

Internalisasi adalah proses penarikan kembali dunia sosial yang berada di luar 
din manusia ke dalam diri manusia. Dunia sosial yang terabyektivasi tersebut ditank 
lagi ke dalam diri manusia. Sebagai proses identiftkasi diri, internalisasi merupakan 


momen untuk menegaskan dan menempatkan dirinya di tengah kehidupan sosial, 
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sehingga menghasilkan berbagai tipologi dan penggolongan sosial yang didasari oleh 
basis pemahaman, kesadaran dan identifikasi diri. 

Hai penting di dalam proses identifikasi diri adalah sosialisasi yang bisa 
dilakukan melalui dua jalur, jalur sosialisasi primer dan sekunder. Yang termasuk 
jalur sosialisasi primer adatah kelyarga. sedangkan yang termasuk sosialisasi 
sekunder adalah organisasi. Di dalarn sebuah keluarga yang didominasi oleh model 
tafsir keagamaan yang “normatif-skripturolistik”, — maka akan menghasilkan 
pemahaman dan tindakan agama yang sesuai dengan tafsir pemahaman agamanya 
tersebut. Di dalam keluarga yang di dominasi oleh pemahaman keagamaan yang 
“kontekstuaf” maka akan menghasilkan transformasi agama scbagaimana yang 
disosialisasikan keluarganya. Demikian pula di dalam keluarga yang didominasi 
oleh tafsir keagamaan yang bercorak #radisionalis, modernis, fundamentalis, 
revivalis, substansialis, dan sebagainya. 

Komunitas keagamaan seperti institusi pesantren tradisional dan Nahdlatul 
Ulama adalah wadah untuk sosialisasi yang etektif bagi corak keagamaan yang 
merespon posisitif terhadap finalnya NKRI sebagai bentuk negara bagi umat Islam 
Indonesia. Orang-orang pesantren akan dengan mudah diidentifikasi berdasarkan atas 
apa yang dilakukan di dalam interaksinya dengan dunia sekelilingnya. 

Namun, dalarn kajian ini ditemukan realitas pemahaman yang bervariasi 
terhadap 9 (sembilan) kiai yang menjadi subyek penelitian. Walaupun mereka berasa! 
dan kultur pesantren dan Nahdlatul Ulama, namun ternyata mereka bisa 
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tipologi, yaitu (1). Mereka yang tergolong moderat 


- 


dan positif terhadap NKRI, (2). Mereka yang memandang bahwa NKRI adalah 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 
303 


bentuk sementara dari upaya umat Islam mendirikan negara, dan (3). Mereka yang 
bisa digolongkan berubah-ubah pandangannya terhadap NKRI. 

Nasionalisme adalah persoalan identitas diri dan merupakan bagian dari unsur 
mokok negara-bangsa. Seseorang yang memiliki rasa cinta terhadap bangsa adalah 
orang yang di dalam dirinya mengalir darah nasionalisme. Ja akan bekerja secara 
reflekuf ketika perasaan sebagai bagian dari negara-bangsa tersebut dilecehkan orang 
lain. fa akan herusaha sekuat tenaga untuk mengokohkan kembali nasionalisme 
Indonesia yang rentan terhadap etnonasionalisme pasca jatuhnya rezim Orde Baru. 

Dalam konteks ini, umumnya para kiai mendapatkan justifikasi rasa 
nasionalisme dari kasa-kata a 'syu 'ubiyah, al-wathaniyah, al-gaumiyah, al-musawah, 
dan al-ummah, serta mitsag Madinah. Demikian pula keyakinan bahwa NKRI 
adalah bentuk final, GAM adalah pemberontak (bughat)h, Pancasila tidak 
bertentangan dengan Islam, Indonesia adalah bukan dar-islam dan bukan pula 
negara perang (dar-harb), tetapi negara damai (dar al-shulh), dan Tormalisasi 
Syari'at islam (tagmin al-syari ah) dalam negara tidak perlu, tetapi yang penting 
adalah pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat (tarhhig al-syari 'ah). Bagi kiai 
moderat, semua terminologi tersebut sudah merupakan sesuatu yang obyektif 
kemudian ditarik ke dalam dirinya melalui proses identifikasi diri. 

Ketika Indonesia sebagai nation state dianggap sebagai bangsa yang rendah, 
maka harga diri para kiai sebagai sebagai bagian dari negara-bangsa tersebut akan 
merasa tercemar. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri, maka akan 
muncul dalam diri mereka perasaan memiliki (sense of belanging) lagu kebangsaan 


jtu. Perasaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia itulah yang disebut sebagai proses 
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identifikasi diri di tengah pergaulan dunia sosial. Deogan kata Jain intemalisasi 
adalah kekhasan identitas diri ketika terjadi relasi eksternal menuju pemaknaan 
subyek ditengah dunia obyektif setelah melalui interpretasi dalam konteks jaringan 
kehidupan yang konpleks. 

Dengan demikian, melalui proses ekstcmalisasi dan obyektivasi tersebut 
paham nasionalisme dikonversi menjadi pemahaman yang bersifat intemal, baik oleh 
para kiai maupun umal yang menjadi pengikutnya, bahkan olch masyarakat 
Indoncsia secara lebih vrmum. Proses identifikasi din dengan dunia sosial tersebut 


digambarkan sebagai berikut : 


Skema: 4,3 


Proses Intermalhisasi 


| ma di Oven! Tafsir Ulama Dahulu nga Al-Guran da | 
(Kitah Kuning) Al- Hadits 


ta 


-. Tafsir Kiai | 


| 


| Faktor eksternal | —j Jaunyyah NU | 4— Eaktor Intcmal! 
| Identifikasi Masyarakat | 
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4.9. Tipologi Kiai Dalam Mengkonstruksi Nasionalisme 

Berdasarkan bagan dialektika sebagarnana tersebut di atas, dapat dipahami 
bahwa nasionalisme merupakan bayian tak terpisahkan dari proses penyesuaian. 
interaksi dan identifikasi didi dengan dunia sosio-kultural. Artinya bahwa 
nasionalisme adalah proses dialektika antara dunia sosio kultural dengan diri 
individu. Sebagai dialektika. maka ada proses penarikan keluar dan ke dalam. Rasa 
nasionalisme adalah barang sesuatu yang berada di luar, namun demikian juga 
menjadi barang sesuatu yang berada di dalam diri seseorang. 

Proses konstruksi nasionalisme. yang dunulai dari mendefinisikan 
nasionalisme, sikap-sikap terhadap nasionalisme dan tindakan nasionalisn:c, memang 
bisa bermakna vanatif. Variasi makna nasionalisme tersebut tentunya terkait dengan 
barbagai hal, seperti latar belakang pendidikan. wawasan keagamaan, pelernbagaan 
tradisi dan pengalaman-pengalaman di dalarn mengarungi kehidupan. Ada sejumlah 
faktor yang terlibat di dalam proses kontruksi tersebut, yaitu faktor internal dan 
eksternal yang di dalam konsepsi Weber disebut sebagai in order to motives, dan di 
dalam konsep Schulat disebut because of motives. Selain itu, di dalam khazanah 
mu Sosial juga terdapat konsep pragmatic motives dan Berger. 

Motif tujuan (in order to motives) yang mendasari tindakan tersebut dapat 
diungkapkan sebagai berikut: f(!) motive idealisme. yaitu nasionalisme diperlukan 
individu sebagai kerangka dasar bagi kesamaan gagasan wawasan, sentimen dan 
pikiran mengenai pentingnya kesatuan dan persatuan Indonesia sebagai negara- 
bangsa (#ation-siate). dan bukannya negara-agama (narion-religion), Kesamaan 


pandangan dalam merespon persoalan negara-bangsa, seperti kasus GAM, Papua 
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Merdeka, konflik Dayak-Madura di Kalimantan, kontlik Poso di Sulawesi dan 
sebagainya diperlukan tidak hanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 
akan twtapi juga untuk membangun kesadaran bersama bahwa sesungguhnya 
masyarakal Indonesia adalah satu kesatuan solidaritas, meskipun memiliki ctnisitas. 
lokalitas dan geografis yang berbeda-beda. (2) motif praktis, yaitu nasionahsme 
diperlukan sebagai instrumen untuk mengakiualisasikan kesadaran-kesadaran akan 
pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka membangun masyarakat 
yang adil dan sejahtera. Pembangunan masyarakat tidak akan ada artinya jika 
masyarakat berada dalam situasi tidak stabil dan konflik berkepanjangan. Oleh 
karena itu, prasyarat untuk membangun masyarakat dengan tujuan terciptanya 
keadilan, kesederajatan, kebersamaan, dan kesejahteraan adalah terbentuknya 
kesadaran nasionalisme yang shared di antara warga ncgara-hangsa. 

Motif penyebab (because of motives) yang menyebabkan seseorang 
mengkonstruksi nasionalisme dapat ditelusuri dari hal-hal sebagai berikut: (I) Morif 
ideal, bahwa kesadaran tentang nasionalisme menjadi penyebab kelanggengan 
seperasaan, senasih, keterikatan, dan seperjuangan di dalam membela, 
mempertahankan serta membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Tampa 
nasionalsmc maka tidak akan ada masyarakat negara-bangsa Inafion state). 
Nasionalisme, dengan demikian menjadi pcenvchab hagi adanya kesadaran 
masyarakat sebagai warga negara-bangsa, yang para kiai mendapatkan rujukan dari 
kosa-kata ul-Syu 'ubivah. al-Wathaniyah, al-Ooumiyah, dan al-Ummah (2). Motif 


praktis. nasionalisme menjadi penyebab adanya tindakan untuk membangun 
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masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan kesederajatan, keadilan, kemerdekaan, 
dan pemerataan kesejahteraan yang berlaku semua pihak. 

Motif kepentingan (froymatic motives) adalah faktor yang mengarahkan 
tindakan manusia berdasar atas kepentingan yang dianggap mendasar dan urgen. 
Seseorang melakukan sebuah tindakan karena memang ada kepentingan tertentu 
dibalik tindakan tersebut, Dalam hal mi. ada dua motif, vaitu: (1) motif ideal, 
persoalan yang penting di dalam nasionalisme adalah “humanisme”, artinya bahwa 
dewasa in untuk menjadi nasionalis sejati tidak cukup dengan tujuan membela 
negara dari intervensi dan invasi negara lain. mempertahankan negara dari serangan 
negara lain, telapi yang paling pokok adalah menciptakan kesejahteraan dan 
keadilan. Lebih dari itu nation dalam konteks ini, tidak sekedar penanaman semangat 
persatuan, menyebarkan gagasan tolerasnsi, mencangkok wacana pluralisme. atau 
sehatas memperkenalkan teologi inklusif. (2). Matif praktis, yaitu dorangan untuk 
memenuhi kepentingan individu maupun kelompok, Setiap individu yang melakukan 
tindakan. maka pertama kali yang dipikirkan adalah kepentingan siapa yang akan 
dipenuhi dan seberapa banyak kepentingan itu memberikan makna positif hagi 
dirinya. Di dalam memandang nasionalisme adalah apakah nasionalisme itu 
bermanfaat secara nyata atau tidak bagi dirinya, sehingga penafsiran atau definisi 
tentang nasionalisme juga terkait dan didasarkan atas pemahamannya tentang 
kepentingan-kepentingan tersebut, 

Berdasarkan atas ketiga motif tersebut dapatlah dirumuskan beberapa indikator 
yang mendasari munculnya tipologi pandangan para kisi yang menjadi subyek 


dalam penelitian ini, yaitu: Kiai Fundamentatis, Kiai Moderat, dan Kiai Prasmatis. 
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4.9.1. Kontruksi Nasionalisme Menurut Kiai Fuadamentalis 

Terma “fendamentalis” di dalam konteks ini janganlah dipahami menurut 
perspektif dunia Barat, akan tetapi hendaknya dibaca dani perspektif orang dunia 
pesantren sendiri, yaitu “idealistik" (ai-muhafadhok). Dalam pandangan Barat, 
bahwa fundamentalisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa Islam harus 
diterapkan sebagaimana aslinya, sesuai dengan teks aslinya, tanpa mengenal konteks 
di mans ajaran Islam itu dipahami dalam dijalankan. Dan, yang lebih penting kosa- 
kata “fundamentalis” di sini bukan dalam pengertian melakukan tindakan yang 
radikal-anarkhis. Di dalam terminologi fundamentalisme para kiai, maka Islam yang 
dijalankan hendaknya tetap berada di dalam bingkai ajaran Akfu al-Sunnah wa ai- 
Jamaah, baik secara twologis, etika maupun syanah, hanya saja ajaran itu hendaknya 
dilakukan secara konsekuen sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhamunad. 
Mereka cenderung kritis terhadap tradisi-tradisi lokal dalam konteks Islam sebagai 
pedoman berkebudayaan. Namun, mereka tetap beranggapan bahwa Islam adalah 
ajaran yang mencakup semua persoalan (kaffak) baik yang duniawi maupun ukhrawi 
(umur al-dunya wa al-din). 

Corak pemahaman kiai yang digolongkan “nasionalisme fundamentalis” 
dicirikan dengan hal-hal berikan: (I) Meskipun mereka tetap mendasarkan pada 
teologi Ahlu al-Sunmah wa ol famaah, akan tetapi pandangan politiknya lebih dekat 
kepada pemikiran politik yang bercorak integrated atau kemenyatuan antara Islam 
dan negara. Dalam pandangan mereka negara tidak sekedar representasi agama. 
tetapi presentasi dari agama, sebah kedaulatan tertinggi tidak berada pada manusia 


tetapi berada di “tangan Tuhan” (djvine soverecigniy). Bagi mereka ajaran Islam 
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bersifat universal, sehingga mereka cenderung ke arah formalisasi syari'at Islam 
(tagnin al-syari 'ah) dalam bernegara. Hal itu dapat dipahami, karena mereka lulusan 
pendidikan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi yang transmisi keilmuannya 
adalah cenderung bercorak eksklusif-fundamental. Paradigma pemikiran lembaya- 
lembaga pendidikan di Arab Saudi adaiah penyebaran pemikiran “Wahabi” yang 
memang intinya adalah penanaman paham keagamaan yang bercorak purifikasi 
Islam dan cenderung eksklusif. (2). Pemikiran nasionalisme fundamental adalah 
merespon konsepsi negara Islam (dar af-istam) dan Pan-islamisme, sebab bagi 
mereka negara dididirikan harus atas dasar apama, bukan atas dasar pluralitas. 
Pemikiran seperti ini adalah dampak lanjutan dari corak pemikiran Islam eksklusif. 
yang heranggapan bahwa Islan adalah ajaran yang sangat komplek yang semua 
persoalan kemanusiaan sudah ada di dalamnya. Islam itu agama yang universal, 
melingkupi semuanya, Tak ada satupun persaalan kemanusiaan yang tidak ada 
petunjuknya di dalamnya. (2). Oleh sebab itu, mereka memposisikan Islam sebagai 
tandingan dari konsep nation siate. bahkan cenderung mengkateporikan “nation- 
state” bertentangan dengan ajaran Islam yang diyakim bersifat komprehensif fai- 
syumulyah) yaitu mencakup semua persoalan manusia. Bagi mereka NKRI yang 
berdasarkan Pancasila bersifat helum final, sebab pada saatnya ketika formalisasi 
syari'al sudah herhasil maka NKRI dikonversi menjadi negara Islam ( Theocraric- 
state). dan berujung berdinnya Pan-Islamisme (3). Cin Jainnya adalah sangat 
mempedomani teks sebagai sesuati vany tidak dapat ditafsirkan dengan 
menggunakan logika manusia semata Teks suci pada dasarnya tidak menuntut 


campur tangan manusia untuk secara sembarangan menatsirkannya. Kaidah-kaidah 
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penafsiran haruslah dijaga secara ketat, dan logika hanya menjadi instrumen belaka. 
Mereka kebanyakan menolak cara berpikir kelompok Libera! yang lehih banyak 
menggunakan logika di dalam menafsirkan teks-teks Islam. Dalam percaturan 
politik, mereka lebih condong kepada Islam formal, yaitu Islam yang tidak hanya 
substansi tetap: juga formalnya. (4). Akan tetapi sebagai individu yang secara 
kultural dan struktural berada di dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang begitu dominan 
dan hegemonik, maka mereka tetap berada di dalam pandangan mainstream bahwa 
konteks lokal juga menjadi penentu bisa atau tidaknya gagasan universalisme Islam 
ito diwujudkan. Artinya bahwa konteks sosial, politik budaya menjadi faktor penting 
dan dominan untuk mengaplikasikan atau tidaknya gagasan Islam universal tersebut. 
Mereka ini, sebagai orang pesantren dan orang Nahdlatul Ulama sebenarnya tetap 
menghargai tradisi lokal sebagai sesuatu yang tak terelakkan sebagaimana kaidah 
Ushul al-Figh “Ilukum itu tergantung ada atau tidak adanya sebab” (al-hukmu 
yaduru ma'a ak-illah wujudan wa 'adaman). Faktor Iokalitas adalah salah satu hal 
yang bisa dikategorikan sebagai sebab (“Hf/ah). sebagaimana sebuah kaidah hukum 
“Tradisi bisa menjadi sumber hukum”, Diantara sembilan kiai yang menjadi subyek 
penelitian yang bisa dikatagorikan dalam tipologi ini adalah Syarief Djamhari. 

Dan sejumlah konsep temuan sebagaimana diuraikan diatas. maka dapat 
dikemukakan sehuah proposisi sebagai berikut : 

“ Konstruksi nasionalisme kioi bercorak fundamentalis jika Jakrar pendidikan 

Timur Tengah. paham universalisme Islam formaslisasi Islam. model penafsiran 

vang tekstual - normatif - skaipturalistik, dan konteks sosial memungkinkan 


terjadinya pandangan tersebut". 
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Tabel : 4.i 


Ciri-Cin Kisi Fundamentalis 


Ciri-Ciri Khusus 


« Lulusan Universitas di Timur Tengah 


Ciri-Cin Umum 
“1 Pendidikan 


« Transmisi keilmuan bercorak eksklusif 


ab 


Cenderung ke arah Islam formal 


s Ajaran Islam universal 


&« Islam adalah ideologi 
8 Hubungan antara ayama dan neyara | 


integrated | 


e Theocratic-state (negara-agama) 


Pa Aa. 


8 Negara terbentuk atas dasar iman 


| 
« Negara Pancasila bentuk yang belum final | 
e islam sebagai tandingan konsep nation-state | 
« Sepakat dengan Pan-islamisme : 
» Tagmin al-syari ah (penetapan syari'at dalam | 

negara) | 
e Negative thinking terhadap negara | 
@ Cenderung idealistik-subyektif 
« Islamisasi negara | 
« Theo demokratis | 
« Cenderung konservatif | 
« Penerapan agama maksimalis | 
# Kurang merespon terhadap pemikiran | 

modem | 
e Anti pemikiran Barat yang libera! | 
« Pemahaman agama ekstrinsik : 


03 | Model penafsiran 


Cenderung tekstual-skripturalistik | 
Normatif 
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@ Agak tertutup 
# Parsial 
e Anti liberahsme 
e Rigid 
: | #« Idealistik 
» Doktriner 


e Kurang toleran 


0 | Ideologi & Ahlu al-Sunnah Wa al-Jamaak 


05 | Sumber-sumber «Kitab kuning 
pemikiran 

4.9.2 Konstruksi Nasionalisme Menurut Kiai Moderat 

Moderasi adalah arus utama dalara pemikiran para kiai. Jalan tengah (tawasuth) 
dan keseumbangan (tawozun) merupakan pandangan dasar mereka dalam 
menghadapi semua persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Dalam bidang politik, 
pandangan moderasi itu sangal keniara karena secara historis mereka selalu 
mengikuti pandangan politik Nahdtatrul Ulama yang sudah sreruji dan kenyataannya 
dapat menjadi pilar utama dalara mehami hubungan antara Isiam dengan negara yang 
bercorak saling membutuhkan (komplementer). Pada masa Orde Lama melalui 
gagasan moderasi Islam tersebut, para kiai Nahdlatul Ulama dapat merangkul 
pemerintah, sehingga dominasi Partai komunis Indonesia di dalam percaturan peta 
perpolitikan nasional bisa sedikit direngkuh. Di masa Orde Baru, melalui yagasan 
moderasi juga dapat ditumbuhkan hubungan Islam dan negara yang bercorak 
“simbiosis-mutualisme”, Hubungan antagonistis antara pemerintah dan Islam dalam 
masa-masa awal Orde Baru dapat diredam melalui penerimaan Pancasila sebagai 


satu-satunya asas bagi Organisasi keagamaan. 
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Konstruksi nasionalisme kiai yang bercorak moderat dapat dirumuskan melalui 
beberapa indikator sebagai berikut : (1). Relasi antara agama dan negara bersifat 
simbiotik, yaitu relasi yang bersifat timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hai 
ini agama membutuhkan negara karena dengan negara agama akan berkembang 
secara lebih baik, Sebaliknya negara memerlukan agama, sebah dengan agama 
negara akan berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spirilual agama 
sebagaimana pandangan al-Ghazali dan al-Mawardi. Dalam pandangan mereka 
negara dibangun tidak harus alas dasar “akidah agama", tetapi atas dasar pluralitas 
vang menjamin keederajatan. Mereka yang berpikir nasionalisme moderat ini adalah 
berlatar belakang pendidikan pesantrcn-pesantren di jawa Timur dan Jawa Tengah 
yang kekentalan ke-NU-annya sangat tinggi. Pesantren-pesantren besar di Jombang, 
seperti Tebuireng. Darul Ulum. Bahrul Ulum. Pesantren Lirboyo dan Ploso Kedin. 
Pesantren Cicnggony dan Paiton Probolinggo, Pesantren Salafiyah Syafi'iyah 
Sukorejo Situbondo, Pesantren Langitan Tuban, dan sebagainya adalah pesantren- 
pesantren yang banyak menghasilkan tokoh- tokoh Nahdlatul Ulama yang 
pemikirannya hercorak Nasionalisme-Moderat. Ii dalam pesantren ini, teks Islam 
dipahami dari perspektif substansi ajaran agama, (magasid a-xyar 1), sehingga persoalan 
keumatan, termasuk nasionalisme juga dipaharni dalam kerangka konteksnya. Yeks Islam 
tidak dipahami secara leterlek - apa adanya — akan tetapi dipahami dari perspektif lokus 
dan konteksnya. Meskipun demikian tidak berarti bahwa mereka secara liberal 
menafsirkan teks Islam. Yang penting hahwa setiap permasalahan umat dapat ditemukan 
rujukan problem sofvingnya di dalam teks-teks Islam meskipun hanya relevansinya saja. 


Sebagai contoh tentang dikotorni jenis negara dalam kitab klasik-kuning, yaitu negara 
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Islam (der af-isiam) dan negara katir (dar al-fforb). Mereka memahami terma dur al- 
Islam dan dar al-harb bukan berdasarkan wilayah geografis dan konteks kekuasaan, 
melainkan berdasarkan indikator kugltaut, vaitu keadilan. keselamatan, dan 
kemerdekaan beragama bagi umat Islarn. Dalam konsep dertikian yang mereka utamakan 
adalah kondisi kualitaif dalam ari wujudnya tatanan politik yang berkeadilan iat 
adalah). kemerdekaan beragama tai-hurrivah). damai tat-salamah), demokratis (at- 
syura), walaupun negara itu bersifat pluralis seperti Indonesia. Jadi secara implisit - 
dalam konteks ini — para kiai moderat menolak kategon "negeri muslim" dan “negeri 
kafir”. (2). Islam memang diturunkan di Makkah dengan budaya Arab ketika itu. 
sehingga Islam juga bernuansa Arab. Oleh karena itu, teks Islam juga sangat dipengaruhi 
oleh budaya lokal Arab tersebut. Iiulah sebabnya di dalam memberikan pemecahan- 
pemecahan terhadap permasalahan umat Nabi jupa terkadang merujuk kepada tradisi 
Arah yang kuat ketika itu. Karena itu, Islam di tempat lain juga bisa saja herakulturasi 
dengan tradisi dan budaya lokal, selama itu bukan dalam konteks akidah, Islam sebagai 
pedoman manusia memang lengkap tetapi masih bersifat Plobal (mujmal), dan 
sesungguhnya meniscayakan masuknya tafr-tafsir lokal aras persoalan keumatan 
setempat. Dalam konteks politik, Islami memang menyediakan prinsip-prinsip pokok 
politik. namun bukannya institusi dan ideologi politik (3). Sebagai sk:batnya, maka Islam 
bisa bercorak lokalitas yaitu Islam vang bersentuhan dengan tradisi-tradisi lokal, dimana 
komunitas muslim itu hidup, tumbuh dan berkembang. Tradisi tahlilan dan haul tentu 
saja adalah tradisi Islam Indonesia, atau sejauh-jauhnya Islam Asia Tenpgara, sebab 
tradisi ini tidak di dapati di dalam masyarakat Islam Arab vang mwmang sejak semula 


lidak memiliki tradisi seperti itu. Islam kontekstual menyidentlikasikan Islam yang 
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bersifat susbtantil, isi lebih penting dari wadahnya. Selama milali-nilai Islam sudah 
menjadi landasan moralitas di dalam penyelenggaraan negara, maka hal itu dianggap 
sudah sah. Dengan demikian. mereka merespon refigims state dan bukan (hcokratic state. 
serta Menolak konsep Pau-Islamisme karena hal ilu sesuatu yang tidak pemah wujud di 
duma Islam. Lebih dari itu mereka meyakini hahwa tidak didapati adanya penntah 
langsung al4Juran maupun al-Hadist yane mewajibkan umat Islam untuk mendirikan 
sebuah negara. apalagi perintah untuk mendirikan “negara Islam” (dar al-islam), Karena 
itu bagi mercka NKRI yang berdasarakan Pancasila dan UU) 1945 adalah bentuk final 
upaya umal Islam mendinkan negara, sebab negara nasional (national state) terbentuk 
tidak harus berdasarkan apama, tetapi berdasarkan plurahtas agama, etis, bahasa dan 
sebagainya, (4), Denyan demikian, bagi mereka konsep marion-siate sebayai pilihan yang 
tepat pada masa sekarang. Konsep kebangsaan sepert: iri merupakan fakta obyektif yang 
tidak terbantahkan baik hagi umat Islam Indonesia maupun bagi negara-negara yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam, (5). Dan implikasi dari pandangan tersebut 
sistem politik yang dikehendaki adalah “demokrasi pluralis” yang maksimalnya adalah 
bahwa kekuasaan politik ditangan orang-orang muslim. dan mimimatnya adalah 
dijaminnya kebebasan menjalankan ajaran agama. Dalam perspektif pemikiran politik 
Seperti ini masih membuka ruang bagi "masuknya agama" ke dalam ketatanegaraan. 
tetapi peranannya tidak sampai ke spektrum “agama negara" atau dominasi kehidupan 
nepara oleh “kekusaan keagamaan”. (6). Bagi mereka syan'at Islam harus diterapkan 
dalam kehidupan masyarakat (tarhbig ak-svari'ahh. dan tidak harus dijadikan hukum 
nuyara secara formal (tagmin al-cyarf 'ah) yang berimplikasi Islamisasi negara. Diantara 


sembilan kiai yang menjadi subyek penelitian ini, yang bisa dikategorikan dalam tipotosi 
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ju adalah Yasri Marzuki, Syaifudin, Masyhudi Ma'ruf, Abdurrauf Najih, Zuhdi Zaini, 
dan Hasymi Arkhas. 

Dan beberapa konsep dan indikator diatas dapat dikemukakan sebuah proposisi 
sehuah sehagai berikut : 

"Nasionalisme dalam konstruksi kiai hercorak moderat terjadi, jika latar hetakang 
pendidikannya adalah pesantren-pesantren yang mengedepankan tradisi Nahdtarul 
Ulama. pendangan Islam substansial, bercorak pemikiran lokal, dan kuatnya 
Kapasan tentang kontekstualisasi Islam di masyarakat". 

Tabel : 4.2. 


Ciri-Ciri Kiai Moderat 


No! Ciri-Ciri Utama " (0 WGiri-Ciri Khusus ———— | 
i i 

01 T Pendidikan « Umumnya lulusan pesantren Terkenal Gi | 
Jawa Timur dan Jawa Tengah dan | 
| Perguruan Tinggi yang dikelola oleh i 
| pesantren : 
| e Transmisi apa an bercorak inklusif 

02 ! Pemikiran Politik . Cc cenderung “Ke Arah Islam — Yang 


| 
2 ng An Ta Aa 4 8 5 £ anna | 
substansial 

e Ajaran Islam universal telapi merespon | 
aspek lokal 
8 Hubungan ayama dar negara simbiotik | 
alau sintetik 
Islam adalah agama Menyideolopikan i 
Islam identik dengan mereduksi Islam 
«Ajaran Islam bisa dinterpretasikan ulang 
dari waktu ke waktu : 


La aa —— 


— 
J 
| 
| 
| 
| 
! 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


E——— Ae MA MA MA PI “AN TA AM TA 


» Pemikiran Istam Muderat 


- 
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Religius-state (yang penting negara 


memperhatikan nilai-nilai agama) 


# Negara terbentuk atas dasar pluralitas 
« Islam sebagai komplementer bukannya 
tandingan konsep nation-state 


« Tathbig al-syari'ah (Penerapan syari'at 


«Menolak Pan-Isftamismc 


e Negara Pancasila adalah bentuk final. 
#«  Lepilimasi atas kebijakan nepara dan 
cenderung stalus-yuo 


# Positive thingking terhadap negara 


| 
dalam masyarakat) 


#  Empirik. obvekuf, sosiolopis 


«  Mengupayakan priburnisas: Islam 


» Cenderung Antro-demokratis 

e Merespon pemikiran modem 

» High politics 

# Pemahaman keagamaan instrinsik 


|| 
| e Cenderung Islam minimalis 


03 | Model Penafsiran — Cenderuog kontekstual | 
Rasional terbuka | 

Komprehensif 

Agak liberal | 

Fleksibel 

Realistik | 

— Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah | 

Kitab Kuningplus 1 


HM AL HA am 
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4.93. Konstruksi Nasionalisme Menurut Kiai Pragmatis” 

Variasi lain untuk menggambarkan tentang konstruksi nasionalisme ds kalangan 
para kiai sebagai subyek penelitian adalah mereka yang dapat diklasifikasikan dengan 
tipolagi Pragmatis. Pada awalnya pemikiran keagamaan mereka lebih dekat kepada kiai 
moderat. Hal itu disebahkan mereka memang lulusan pesantren yang transmisi 
keilmuannya lebih inklusif dan sangat akomodauf dengan budaya lokai sebagaimana 
umumnya corak pesantren-pesantren Indonesia khususnya di pulau Jawa. Setelah lulus 
dari pesantren tradisional sebagian rnereka meneruskan belajar agama di Timur Tengah 
yang pengajarannya cenderung eksklusif dan tekstual. Pemerintah Arab Saudi - misalnya 
— secara resmi menganul aliran “Wahabi” yang fundamentalistik karena ajarannya 
merujuk kepada mazhab Imam Hambali yang terkenal skriptualistik dan puritan. Namun 
setelah pulang ke Indonesia dan berinteraksi lagi dengan para kiai Nahdiatul Ulama yang 
memimiliki pandangan agama yang moderat, maka mereka kemudian berubah lebih 
dekat pemikirannya dengan para kiai moderat sebagai habitat aslinya. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya para kiai tersebut sangat menghargai 
aspek lokalitas. Dalam coraknya yang umum, arus pemikiran utama mereka adalah yang 
dinisbahkah dengan begitu kentalnya unsur lokal di dalamnya. Dalam tata ritual - 
misalnya — mereka tidak serta merta menolak dan mengeliminasi unsur-unsur Jokal 
tersebut, melainkan mereka memegangi konsep al-muhafadhah 'ala godim al-sholeh. 
artinya melestarikan nilai-rulai lama yang masih baik. Dengan demikian, jika tradisi lama 


itu tidak bertentangan dengan konsep-konsep atau pesan dasar Islam, maka mereka tidak 


2 Pragamtis adalah suatu tindakan yang menunjuk pada prinsip pemecahan masalah yang 
mengesampingkan diskusi teorilis, ideologis, dan pembahasan teniang nilai-nilai, serta lebih 
mengedepankan legitimasi tindakan yang langsung memiliki kegunaan prakus bagi yang melakukannya 
(Suseno 1986:66-87), Namun pracmatisme bagi kiai ini ternyata masih didasan ok nilar-nilat idealisme 
yang bermuara bagi keselamatan warga masyarakat yang harus ia lindungi. 
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membabat habis tradisi tersebut Oleh karena itu, menjadi sangat jelas jika arus utama 
pemikiran keagamaan para kiai tipologi ini juga bersentuhan dengan corak lokalitas (at- 
amushir al-mahattivah). 

Selanjutnya, dalam perspektif ini menjadi wajar jika terdapat individu, yang 
sesungguhnya semula berada dalam kawasan radikal atau fundamentatis di dalam 
memahami agama yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman atau sosialisasi di 
dalam proses belajarnya. Namun kemudian ia berubah moderat seirama dengan 
pergaulannya di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama yang penuh dengan warna pemikiran 
lokalitas. Realitas ini menunjukkan bahwa perubahan dari fundamental ke moderat 
sesungguhnya dipicu oleh prases interaksi yang dilakukan individu tersebut dengan 
beberapa individu Jain di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Interaksi yang dikonstruksi 
di dalam Nahdlatul Ularna itulah yang menjadi faktor penting dalam konteks perubahan 
paradigma pemikirannya. Sedangkan faktor lain yang jga dominan adalah keinginan 
mereka untuk tidak terpisah dari komunitas pendukungnya. 

Seperti diketahui bahwa warga Nahdlatul Ulama memiliki kepekaan yang sangat 
tinggi dalam merespon berbagai persoalan yang menyangkut pandangan, sikap dan tindak 
keayamaannya. Oleh karena itu, jika ada seorang kiai yang berbeda orientasinya dengan 
arus ulama umat Nahdlatul Ulama maka secara pasti ia akan ditinggalkan komunitasnya. 
Pengalaman perpindahan ketaatan dari seorang kiai kec kiai yang lain tentu tidak 
diinginkan oleh seorang figur kiai yang menjadikan pengikut sebagai salah satu unsur 
yang mengabsahkan dan meningkatkan kharismanya. 

Konstruksi kiai terhadap nasionalisme yang bercorak pragmatis tersebut, bisa 


dimdikasikan dengan : (1). Pada awalnya mereka berpandangan bahwa ajaran Islam 
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bersaifat universal (kaffah), namun setelah berinteraksi secara intensif dengan wacana 
kebangsaan dalam Nahdlatul Ulama, maka pandangan mereka berubah bisa unsur 
lokahuas. dan berpendapat bahwa relasi antara aramu dan negara bersifat simbiorik. 
bukannya integrated peradigm. (2). Corak pemahaman keagamaan mereka cenderung 
tekstual-normatit. sehingga memandang NKRI dengan pancasila dan UUD 1945 belum 
linai, sebab bagi merteka idealnya negara dibangun atas dasar iman. Hal stu bisa terjadi. 
karena mereka adalah berlatur belakang pendidikan Timur Tengah vang transmisi 
keilmuannya bersifat ekslusif. seperti Universitas Imam Muhammad bin Abdul Aziz al- 
Sa'ud Rivadh, Universitas Madinah. dan Universitas Ummu) ai4Jura Makkah. Namun 
perlu dikemukakan bahwa sebelum mereka memasuki pendidikan di Timur Tengah. 
mereka telah intensif belajar agama di pesantren yang ada dalam naungan Nahdlatul 
Ulama seperti Pesantren Sidogin Pasuruan. Pesantren Webuireng Jombang. Pesantren 
Tambak Beras Jombang, Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. 
Pesantren Salafiyah Syafi'iyvah Situhondo dan sebagainya. Sebagai contoh, mereka 
merespon pandangan Pan-Islamisme. pentingnya tajdid dalam purifikasi agama. dan 
penerapan Islam yang bercorak ke-Arab-an serta penerapan syari'ah Isiam dalam hukum 
ketatanegaraan (agrin ul-syari 'ah). (3). Ketika mercka kembali ke tanah air dan masuk 
secara resmi ke dalam jam'iyyah Nahdlatul Ulama bahkan mereka terpilih menjadi 
pengurus teras di jam 'ixyah ini, mereka menemui kenvataan bahwa manstream pemikiran 
organisasi ini adalah moderat dan akomodatif. Di dalam pergaulan atau interaksi 
keseharian. corak pemikiran demikian sangat dominan terutama wacana-wacana yang 
herkaiun denyan masalah kehangsaan-kenegaraan dan kemasyarakatan. Untuk 


melestarikan posisinya di mata pengurus Nahdlatut Ulama, maka mereka harus 
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melakukan adaptasi diri. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali harus mengubah cara 
berpikir yang “Arab-Centris" menjadi lebih bercorak lokal, pribumisasi Islam, dan 
Islamisasi masyarakat Uathhig al-syari ah). (4). Di dalam kerangka menjaga kharisma di 
mata umat Nahdliyin, sebab kebanyakan pengurus Nahdlatul Ujama adalah kiai-kiai 
dengan jumlah santri yang sangat besar, dan jumlah umat Nahdjatul Ulama juga sanpat 
banyak. maka adaptasi pun harus dilakukan. Cara yang dilakukan adalah denyan 
mengkonstruksi ulang apar pemikiran keisiamannya relevan dengan corak pemikiran 
utama di dalam Nahdlatul Ulama, sehingga posisi kekiaiannya tidak tereliminasi oleh 
pandangan-pandangannya yang bertentangan secara digmerral dengan umatnya. (5). 
Namun demikian, sesungguhnya kecenderunpan kembali ke habitat Nahdlatul Ulama 
tersebut juga di dasari oleh kesadarannya bahwa Islam di Indonesia secara nyata memang 
harus bercorak khusus dan uudak mesti sama dan sebangun dengan Islam di Arab Saudi, 
Mereka melihat bahwa ada time tal-dhuruf) dan space fol-makan) yang membedakan 
corak tersebut meskipun itu hanyalah persoalan artifisial belaka. Apalagi pada umumnya 
pengurus Nahdlatul Ulama mengkonstruksi dirinya tidak hanya sebagai pemimpin umat 
Islam, tetapi posisi mereka adalah pemimpin semua komunitas di Indonesia, (6). Kiai 
yang masuk dalam kategori ini saat ini juga sudah bersedia menjadi pengurus Majelis 
Lilama Indonesia (MUI) yang kedudukannya sebagai organisasi semi pemerintah. 
sehingga interaksinya — mulai lebih kosmopolitan, terutama dengan para pejabat 
pemerintah. Mereka sendiri sering diundang dalam acara ceramah dihadapan para pejabat 
negara yang audiennya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang umumnya masih 
lerpolong awam terhadap agama. Dan perubahan interaksi ini ternyata secara signifikan 


merubah pandangan agamanya yang ftekstud! menjadi kontekstual Lebih dari itu 
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organisasi semacam MUI memang selalu dikonstniksi sebagai organisasi korporatnya 
pemenntlah. Dengan demikian, faktor kedekatan dengan pejahat pemerintah Indonesia 
yang pluralisik inilah yanp jupa menjadi variabel yang cukup signifikan merubah 
pundangan apama nereka. Dalam konteks perubahan ini mereka mulai mencoba mencari 
rembenaran melalu analisis bistoris-sostologis turumnvs Al-Our'an dan malaikat Jibril 
kepada Nabi secara bertahap selama 23 tahun. Karenanya penerapan ajaran upama yang 
dicontohkan uleh Nabi kepada umatnya juga dilaksanakan secara “yradual development” 
ttadrjiyam). Dan, dan sembilan kiat sebagai suhvek penelitian. yang bisa dikategarikan 
dalam upologi 1m adalah Misbah Abrar yanp saat mi sebapai salah satu waki) kewa MUI 
(Majelis lama Indonesia) Propinsi Jawa Timur. 

Dan sejumlah konsep dan indikator sebagai diuraikan diatas. dapat dirumuskan 
sebuah proposisi sebagai berimut : 
" Konstruksi nasionalisme kiai bercorak pragmatis terjadi, jika pengalaman- 
Pengalaman pendidikan pesantren yang mengedapankan tradisi Nahdlatul Ulamu 
Jalu meneruskan studi ke Timur Tengah vang pemahamannwa cenderung tekstual 
-skripturolistik: dan setelah pulang ke Indonesia secara interataif terpadu dengan 
rorak pemikiran kontekstnalisasi ajaran Inlam di masyarakat" 

Tabel : 4.3 
Ciri-Cin Kisi Pragmatis 


| Cir-Cin Umum Ciri-Ciri Khusus 
| 
| 
| 


z 
Pl 


Latar Belakang Pendidikan | & Lulusan pesantren-pesantren “besar di! 


Jawa Timur dan Jawa Tengah 


(02 | Pemikiran Politik 


| 
| 
| 
| 
| | 
| | 
| | 
| L # Unyversitas-universitas Timur Tengah | 
" |) 


Dan Islam format kc substansial 
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« Hubungan agama dengan negara cenderung 
integrated 


2 Pan-islamisme masih mungkin diterapkan 
e Dari Pan-Islamisme ke pribumisasi Islam 
# Cenderung lebih moderai 
e Cenderung mengakui pluralisme 
| # Cenderung ke arah Islam Inklusif 
D3 | Model Penafsiran # Dari tekstual ke kontekstual 
@  Bercorak fleksibel 
« Realistik 
« Lebih rasional 


» Agak liberal 


pers aa Wara 
05 | Sumber-Sumber Pemikiran «Kitab Kuning plus 
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4.19. Pola Pewaknaan Kiai Atas Nasionalisme : Membela Eksistensi Tradisi 

Pada dasarnya tindakan manusia selalu bersendikan seperangkat keyakinan 
tentang makna” apa yang ada dibalik tindakan ini Rangkatan keyakinan tersebut bisa 
berupa keyakinan keagamaan, tradisi. atau pengetahuan budaya. Dengan demikian, tidak 
mengherankan jika manusia membutuhkan ajaran yang dipakai sebagai pedoman untuk 
dijadikan referensi dalam rangka melaksanakan pilihan-pihhan kehidupannya. 
Karenanya, di dunia ini terdapat banyak alternatif modet kehidupan yang memberi 
ba Skontrak mener L. Dorgit omi adalah makhtuk yang memproyeksikan makna ke dalam alam semesta. 
Manusia mernberj makna dan menumbuhkan nilai kepada benda-benda, dan menciptakan lata susunan 
pengertian yang luas (bahasa, sistem lambang, tembaga), yang merupakan pedoman yang mutlak 


diperlukan dalam hidupnya. Lihat Peler L. Berger, Piramida Korban Monusio, (Jakarta, LP3ES, 1982), hal. 
168 
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peluang perbedaan antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Hal itu dikarenakan 
adanya perbedaan pedoman yang mendasari pilihannya tersebut. Ada sebuah komunitas 
atau individu yang mendasarkan pilihan kehidupannya berdasarkan keyakinan 
keagamaan dengan “penafsiran tertentu", dikarenakan adanya proses inleraksi dengan 
lingkungannya. Ada pula sekelompok manusia yang yang mendasarkan pilihannya alas 
nilai-nilai kebudayaan yang dianggap baik dan benar, vang tidak ada sangkut pautnya 
dengan ajaran-ajaran agama 

Jika dicermati secara mendalam, ternyata sctmua kiai yang menjadi subyek 
penelitian ini termasuk katagori pertama. yait: mendasarkan seluruh perilaku 
kehidupannya pada ajaran agama yang telah diinterpretasikan sesuai dengan proses 
interaksi yang sedang berlangsung. Dalam hal ini nampak jelas bahwa rncreka dibesarkan 
dan dididik dalam lingkunngan pesantren yang secara ketat memegang teguh paham 
Islam Ahiu ai-Sunnah wa al-Jamaah dengan referensi kitab kuningnya, Oleh karena itu, 
dalarn merespon nasionaisme pasca Orde Baru ini makna yang paling menonjol adalah 
sebuah “pembelaan yang tangguh" terhadap kelampok muslim tradisionalis. Ketegasan 
mereka memilih dan mempertahankan paham Islam tradisional itu secara jelas terbukti 
dari kitab-kitab yang mereka jadikan rujukan dalam memahami hakikat nasionalisme 
Indonesia. Kitab-kitab tersebut berisi berbagai cabang pengetahuan yang ditulis dalam 
bahasa Arab yang mengutamakan ajaran-ajaran akidah, syari'at Islam, dan tasawuf yang 
dikembangkan oleh Imam al-Syafi'i dan para pengikutnya. 

Lebih lanjui, upaya apapun untuk mendefinisikan siapa mereka. apa yang 
diwakilinya, dan apa yang dipertahankan dalam kontcks mengkonstruksi nasionalisme, 


akan berhadapan dengan makna yang paling pokok bagi mereka, yaitu konsep sentral 
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tentang tradisi, yaitu mengikuti saja (taglid / bermazhab) kepada para ulama terdahulu 
yang diyakim patut dicontoh dalam pengajaran dan kesaichannya pada awal periode 
sejarah Islam. Para ulama inilah yang telah membangun prinsip-prinsip sumber hukum 
Islam (jurispudensi) dan praktek-praktek hukum dalam bentuk mazhah. Dalam 
melakukan hal itu mereka sebenarnya tidak melakukan ijrihad atau interpretasi langsung 
secara independen terhadap sumber-sumber skriptural teks asli Islam. Para kiai subyek 
penchitian ini sebagai generasi yang lebih belakangan secara sederhana mengikuti saja 
ijrihad mereka dan melakukan taglid kepadanya. Dalam pandangan kaum tradisionalis, 
adalah berbahaya menggantungkan ajaran dan pemahaman langsung terhadap al-Our'an 
dan al-fladits pada saat sekarang, sekalipun ia adalah seorang kiai besar. Bahkan para 
kiai ini hanya memposisikan sebagai “bayangan” saja dari para ulama terdahulu. Bagi 
mereka, siapa saja yang mengaku mampu melakukan jihad secara mandiri dianggap 
sebagai “arogansi” yang tidak pada tempatnya Karenanya, pihak kaum modernis. 
dipihak lain dengan bersemangat mengkritik mereka sebagai individu yang “raglid buta”, 
konservatif. oportunistis, tidak menjalankan Islam secara sempurna, dan menuding 
mentalitas itu sebagai faktor pokok yang membuat keterbelakangan atau kemunduran 
umnat Islam di Indonesia. 

Dengan demikian. wadisi adalah esensi dari persepsi mereka dalam 
mendefinisikan diri mereka ditengah-tengah interaksinya dengan dunia luar. Hal itu 
adalah - meminjam istilah Bruinessen — adalah seluruh rangkaian semantik dari 


kesadaran diri wradisionalisme ini (self-conciousness traditionalism)P, 


2 Lihat Martin Yan Bruinessen, Tradisi Menyongsong Mfasa Depan, Rekonstruksi Wacana Tradisionalis 
Dalam NU, dalam Greg Fealy & Greg Barton (Ed), Fradisionalisme Radikal, Persinggungan NU - Negara, 
Yeejakaria, LKIS, 1897), hal, 139 
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4.10.1. Kiai Fundamentalis : Membela Islam, Dan Mempelajarinya secara 
Hotistik (Kaffah). 


Pada dasarnya. kisi dalam Upotogi ini memaknai nasionalisme berangkat dari 
kenvmaan bahwa umi Islara di seluruh dunia dalam situasi kemunduran dan 
keterpurukan. Bagi kiai ini itulah potret Islam yang sebenarnya, karena umatnya tidak 
mampu mwnpurus dirinya sendiri. Jangankan untuk mendirikan negara, menyeleseikan 
kontlik internal saja mergka belum marapu, Dan hal itu karena mereka tidak mempelajari 
Islam secara menyeluruh (kaffah), dan tidak pemah membela Islam, serta merelakan 
apama dalam posisi subordinat datam kehidupan berbangsa-bernugara. Disumping ituu 
mereka selalu merisaukan “wajah” Islam terlihat keras jika mengformalkan syari'at Islam 
seperti potong tangan, hukuman mati tgishas). dan terlaksananya “Jihad” di jalan Allah. 

Lebih Janjut - menunut pemikirannya — keinginan kuat untuk memisahkan antara 
Islam dan negara memang selalu berasah dari kalangan yang tidak memahami Islam 
secara komprchensip (kaffah). Maksudnya jika karena tampilan “wajah” Islam, lantas 
mengapa barus Jari ke “wajah” yany lain vang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai 
kehidupan agama. Kelompok ini selalu mempertanyakan :“Apakah hanya karena wajah 
kita yang buruk. lantas harus dioperasi plastik untuk memberikan penampilan yang 
cantik "7, Kelompok ini menjelaskan bahwa “wajah” yang jelek belum tentu selatu 
discbabkan dari badan. sebab holeh jadi akihat polusi udara. kesalahan kosmetik, tidak 
cocok dengan cuaca daerah tertentu. Jika demikian keadaannya berarti “wajah” buruk 
tidak harus dibedah sedemikian rupa, 

Sementara itu, ada sebagian umat yang menyatakan bahwa yang penting nilai dan 
moralitas Islam dijadikan dasar berbangsa dan bernegara. Dasar pemikiran itu - menunut 


pandangannya - mengakihatkan Islam sebagai "rita?" hanya menjadi kosmetik belaka 
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terhadap “wajah” yang bukan Islam. Akhirnya jika terjadi konflik dalam masyarakat 
yang sering disalahkan adalah Islam, dan pada gilirannya Islamt harus dipisahkan dani 
kehidupan nepara. 

Dengan demikian Islam harus dipelajan secara kaffah. yaitu mempelajarinya 
secara keseluruhan dan dak baleh sepotong-potong. Mempelajan Islam tWak boleh dari 
orang-orang non-muslim. sebab pka mempelajannya dan orang luar. merekalah yang 
selalu member merek wajah Islam yang radikal, humanis, mademuis, dan fundamentalis. 
konseryanf. dan sebagainya. 

Lebih lanjut. menurut kelompok ini Indonessa menjadi hancur dan tidak maju 
dalam segala bidang disebahkan karena negara mengabaikan peran agama dalam 
kehidupannya. Agama hanya diposisikan sebagai “pelengkap pendenta”. Oleh karena itu. 
berpikir kaffah merupakan salah satu cara untuk menggali konsep negara dalam Islam. 
Bukankah umat Islam telah membenkan kesernpatan kepada kaum nasionalis (sekular) 
untuk menjadikan negara ini sebaga! negara yang campuran. Dalam kurun waktu lebih 
dan setengah abad umat Islam merelakan negara ini diatur dengan kosep Barat yang tidak 
pernah membumi di Indonesia. Berpolitik harus ale Barat, paya hidup dan berbicara ala 
Barat. Namun yang terjadi ketimpangan terjadi dalam sepala bidang, umat Islam yang 
paling menderita. dan apalagi mereka selalu menyalahkan Islam dan umatnya. 

Karena itu, umat Islam haris menerapkan konsep negara Islam di Indonesia. 
sebah jika model pengelolaan sistem Barat yang sekular tetap diterapkan. maka 
kempanyan akan tambah parah, Sudah saatnya umat Islam harus mencoba menerapkan 
konsep Islarn dalam kehidupan herbangsa dan bernegara sebagai implemuntasi dan upaya 


member peran agama secara sigilikan, 
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4.10.2. Kiai Moderat Dan Kiai Pragmatis : Nasionalsme Sebagai Instrumen 
Dalam Konteks Rivalitas Kepemimpioan Dan Pragmatisme Politik 
Menuju Status Ouo 

Ketika dilahirkan pada tahun 1926, Nahdlatul Ularna bukanlah organisasi politik, 
telapi Organisasi kemasyarakatan yang didasarkan oleh ikatan kwagamaan yang disinari 
keinginan melaksanakan hubungan vertikal dengan Allah (bahan mim al-Altah) yang 
harus dibumikan. Kelahirannya didorong terutama oleh dua misi pokok. Pertama, 
keinginan ingin mempertahankan pilar ideologi kaum muslim tradisional yang mulai 
digoncang olch pengaruh kaum modernis yanp diwakihh oleh sosok organisasi 
Muhammadiyah yang lebih dulu berdiri. Dan. kedua, tekad untuk membela eksistensi 
umat Islam dan warga Indonesia dari penindasan kolomal Helanda. 

Untuk melaksanakan kedua tekad terebut Nahdlatul Ulama dituntut untuk teyun 
dalam ranah gerakan politik, terutama gerakan mempeguangkan kemerdekaan bangsa 
dan negara bersama kelompok kebangsaan lainnya. Nahdtatul Ulama menyadan hahwa 
perakan politik adalah salah satu instnumen yang paling ctektit untuk merealisasikan 
sualu tujuan. apalagi jika dikibarkan dengan bendera agama. Dari konteks ini nampak 
jelas Nahdlatul Ulama “rerkonstruks?” memiliki nalun politik sejak awal berdirinya. 

Nalurt politik ini menjadi makin kental ketika Nahdlatul Ulama ikut aktif 
membidani kelahiran NKRI, lalu terlibat dalam pemerintahan dalam demokrasi hberal 
dan terpimpmm bersama MASYUMI, partai terbesar saat ilu yang ketua umumnya adalah 
KH. Hasyim Asy'ari, disamping beliau sebagai Kais Akbar Nahdlatul Ulama, Menang, 
pada awalnya partai ini menaungi baik sayap muslim moderms yang diwakili 


Muhammadiyah maupun sayap muslim tradisionalis yang diwakili aleh Nahdlatul Ulama. 
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Setelah KJ. Hasyim Asy'ari wafat tahun 1947, mudailah terjadi konflik di tubuh 
MASYUMI yang mencapai puncaknya ketika Nahdlatul Ulama keluar darinya, terutama 
disebabkan oleh tidak tertampungnya aspirasi Nahdlatul Ulama dan keserakahannya 
dalam mendominasi kekuasaan. 

Lepas dan MASYUMI, Nahdlatul Ulama secara resmm menjadi partai politik 
labun 1952, dan menambah makin piawai bermain dan berkoalisi dengan kelompok lain. 
Dalam perkembangan sejarahnya nampak sikap dasar akomodasi Nahdlatul Ulama 
cenderung memberikan legitimasi dan mau bekerja sama dengan kekuasaan yang ada 
selama tidak melanggar prinsip agama dan may berbagi kekuasaan, meskipun kekuasaan 
itu zalim. Mereka berpepang kepada kaidah “penguasa yang salim lebih baik dari anarkhi 
yang berkepanjanpan” (sudthan zalim khairun min fitmatin tadumy”. Sikap seperti inilah 
yang menyebabkan Nahdlatul Ulama di satu sisi dinilai elastis. sementara di sisi lain 
dikecam sebagai oportunis. 

Dengan demikian. untuk melihat pola pemaknaan ki dalam konteks 
nasionalisme pasca Orde Baru ini, bisa dilihat pada rujukan budaya yang mereka yakim 
dan pertahankan. Referensi politik kebangsaan kiai Moderat dan Pragmatis ini adalah 
pemikiran kenegaraan Nahdlatul Ularna, yang secara signifikan merupakan “bayangan” 
dari tradiri pesantren dengan kitab kuning yang menjadi dasar konstruksinya. Karenanya 
dalam rangka mengkonstruksi makna nasionalisme. apa yang mereka perjuangkan, dan 
untuk siapa nasionalisme tersebut diperjuangkan, tidak bisa lepas dari tradisi pesantren 


sebagai jati diri Nahdtatut Ulama. 


ora 


'" Banyak kiai tidak merasa yakin bahwa pernyataan ini langsung dari Nabi. Karenanya, sebagian mereka 
menyangsikan kesahihan hadisi tersebut, Namun mereka sepakat dengan substansinya yang memperkuat 
pandangan dasarnya dalam mempusisikan dirinya dihadapan pejabat negara tuli al-amr). 
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Para kiai sebenarnya orang biasa saja, hanya mereka diakui memiliki kelebihan 
dibanding orang kebanyakan. Keadaan seperti itulah yang menghantarkan mereka 
berposisi sebagai pemimpin nen-formal bagi masyarakat. baik pemimpin keagamaan, 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Dalam kanteks kehangsaan dan 
kenegaraan, peran dan fungsi kiai itu melengkapi kelebihan dan kekurangan yang ada 
dalam jajaran pemerintahan. Namun, jika menyangkut operasional pemerintahan, para 
kiai akan meminta bantuan dan perhatian pemerintah. Dengan kenyataan dan pasisi 
semacam ilu, sesungguhnya nampak jelas bahwa tidak ada tradisi pesantren maupun 
Nahdlatul Ulama yang bersikap “oposisi” terhadap penguasa. Kalaupun ada. bukanlah 
oposisi, melainkan sikap kritis dalam rangka mengingatkan (1awashau) sebagaimana 
lazimnya hubungan antara ulama dan umara”. 

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa kitab kuning. khususnya Fikih telah 
melahirkan coraknya sendiri. Pertama, pemikiam Fikih bercorak parsial Ywz iyah). 
kasuistik, dan bersifat mikro. Pergumulan Fikih dengan realitas luar selalu dimulai dan 
sebuah kasus. talu dicarikan status hukumnya dalam kitab kuning. Kedua, pemikiran 
yang berangkat dari kasuistik sangat berguna untuk menghukumi persoalan pasca 
kejadian. Namun. ketika menghadapi persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan yang 
pelik, pemikiran ini sering terjebak antara “menofak" dengan sikap fundamentalistik atau 
“menerima” secara realistik. Dengan ungkapan lain bisa dikemukakan bahwa watak dan 
orientasi kitab kuning selalu bermuara kepada dua hal. Pertama, literatur Fikih sangat 
kental dengan corak ritual. normatif. legitimatis terhadap kekuasaan. dan status guo, serta 


berorientasi elitis. Kedua, prinsip-prinsip sosial yang ada dalam kitab Fikih umumnya 
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non-konfromatif sekaligus kompromistis,” sehingga ada kaidah yang mengharuskan taat 
kepada penguasa yang zalim dari pada akan timbul anarkh:. Dan, sebagai ilustrasi adalah 
proses penerimaan Nahdlatul Ulama atas Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi 
sosial keagamaan. 

Sebagaimana dikctahut, rezim Orde Baru dikonstruksi dengan pola otoriatrian 
dengan membawa “ideologi baru “ Pancasila. Ideologi itu tidak hanya mengandung nilai- 
nilai norrnatif yang merupakan citawita bangsa melainkan juga sehagai kekuatan 
legitimasi, yang tidak membuka peluang tampilnya ideologi alternatif, sehingga 
pemerintah perlu menjadikan Pancasila sebagai asas dalam kehidupan sosial-polilik dan 
keagamaan. Dalam situasi tersebut Islam baik sebagai ajaran dan institusi dihadapkan 
pada pilihan yang tunggal pula, yaitu harus menerima ideologi pancasila. 

Ketika Nahdiatul Ulama menenma Pancasila melalui Musyawarah Nasional Atim 
Ulama tahun 1983. keputusan itu hisa bermakna sikap kompromistis terhadap kekuasaan 
yang sentralisik dan tidak memihak rakyat. Sejarah membuktikan bahwa Nahdlatul 
Ulama terpinggirkan dari kekuasaan pohtik sejak peristiwa walk out traksi PPP yang di 
dominasi Nahdlatul Ularna dalam Sidang Umum MPR 1978 dalam masalah P4 (Pedoman 
Penghayatan dan Pengamatan Pancasila). Iiubungan organisasi ini dengan pemerintah 
menjadi antagonistik. Maka. tahun 198) Pengurus Besar mulai rnerevisi sikap tersehut 
dan berusaha bermesraan kembali dengan pemerintah seperti zaman Orde Lama. Apalagi 
waktu itu jajaran Syuriah yang dimotori Rais "Am KH. Ali Maksum dan KH. As'ad 


" Merurut Jukuyama konsep "hermonr" tersebut bagian dari pilahan rasional manusia, yang bersitat 
kooperatif dan bersifat alami, sebab hal iru berhubungan dengan kemampuan manusia dalam menghadapi 
guncangan besar (great disruptron) dan perubahan (change). Prosesi dari poncangan ke kerjasarua tersebut 
ia istilahkan dari disordering menjadi rcordering of the sesciciy. Lebih tanjut lihat Francis Fukvyama, 
Guncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, (Terj.) Masri Mars. (Jakarta. Gramedia Pustaka 
Utama, 20085). 
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Syamsul Arifin yang dikenal dengan kubu Situbondo, terlibat konflik keras dengan 
jajaran Tanfidziyah pimpinan KH. Idham Chalid yang disebut kubu Cipete. Pada tanggal 
28 September 1982, kubu Situbondo membuat pernyataan politik yang menarik mengenai 
kesinambungan kepemimpinan nasional dan asas tunggal Pancasila . Dalam masalah asas 
tunggal, pernyalaan yang ditandatanagni KI. Hamid Widjaya sebagai Rais dan KH. 
Mornasir sebagai Sekretaris Jendral berbunyi : 
“Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan politik oleh 
Nahdlatul Ujama dipahami sebagai keharusan menjaga agar asas lain yang 
dianut oleh semua organisasi sosial keagamaan tidak dihadapkan sebagai 
altcmatif hagi Pancasila sebagat ideologi negara". 

Pernyataan poliik itu ternyata direspon negatif oleh warga Nahdtatul Ulama. 
sebagai isyarat penolakan mereka terhadap keputusan tersebut, Sehingga sebulan 
kemudian pernyataan ilu direvisi kembali oleh surat yang ditandatangani oleh KI. 
Masykur sebagai Rais, KH. Abdurrahman Wahid sebagai Katib. ILM. Yusuf Hasyim 
sebapai Ketua, dan H,M. Moenasir sebagai Sekretaris Jendral, Isi surat tersebul 
menegaskan bahwa PBNU memandang perlu menyalakan penegasan sikapnya untuk 
tetap mempertahankan asas Islam bap: Nahdlatul Ulama sebapai jam "iyah. 

Pada akhir Nopember 1983 kubu Cipete mengadakan rapat bersama Pengurus- 
Pengurus Wilayah untuk mengagendakan penerimaan Pancasila sebagai asas orgamsasi. 
Namun acara tersehut gagal karena tidak diizinkan pemerintah. bahkan KH. Idham 
Chatid harus dipanggi! oleh pihak kepolisian, vang menandakan kubu tersebut tidak 


didukung olch pemerintah. 


2 Lihat M.Imam Aziz. Beberapa Permataan di Sekwar NU dan Pancasifa, dalam Zainal! Arifin Thaha 
(Ed.h Membangun Budaya Masyarakat, Kepemimpinan Gus Dur Dan Gerakan Sosial NU, (Yogjakana, 
Titan Ilahi Press, 1997), hal. 42 
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Sementara itu kubu Situbondo mengadakan Musyawarah Nasional Alim Ulama 
(MUNAS) tanggal I8 - 21 Desember 1983 di Pesantren Salafryah Syafi'iyah 
Asembagus Situbondo yang dihadiri oleh banyak pejabat pemerintah. Dalam forum 
tersebut masalah Pancasila dibahas dalam komisi khusus yang didahului oleh pengarahan 
KH. Ahmad Siddig. Komisi ini akhirnya memutuskan tiga hal. (1) deklarasi penerimaan 
Pancasila , (2) rancangan Mukaddimah AD/ART. dan (3) pokok-pokok pikiran tentang 
pemulihan Khittah 1926. 

Dari kasus diatas nampak jelas bahwa dibalik penerimaan Pancasila sebagai asas 
tunggal terdapat tujuan-tujuan politk terselubung yang cukup rumit. Dan sikap seperti itu 
adalah cerminan dari semua kitab kuning vang lebih banyak membahas hal-hal vang 
menyangkut ritual keagamaan (al-ibadah) dari pada masalah-masalah sosial 
kemasyarakatan (ai-mu'amaiah). Akibatnya wacana keagamaan para kiai cenderung 
reproduktif, mementingkan harmoni dengan kekuasaan dan tidak peka terhadap problem 
kemanusiaan yang justru menjadi misi pokok agama. 

Dengan demikian, konstruksi makna dibalik kuatnya rasa nasionalisme mereka 
adalah datam rangka memposisikan nasionalisme sebagai “instrumen politik” yang 
bernuansa pragmatis dalam konteks nvalitas kepemimpinan. Rivalitas tersebut bisa 
terjadi diantara para kiai secara internal. mapun rivalitas kepemimpinan dengan 
kelompok modernis yang seringkali “lebih canggih" dalam proses excersise Of power. 
Lebih dari itu, pola pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa pandangan mereka tentang 
agama dan negara cenderung menganut fraditional religio-political system. yaitu sistem 
kemasrakatan dimana tidak ada pemisahan antara komunitas politik dengan komunitas 


keapamaan (religious community). Persoalannya saat ini, pemutihan pola tersebut 
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menemnpatkan kiai pada posisi yang sulit dan rumit. Kesulitan tersebut adalah adanya 
keharusan bagi mereka sebagai komunitas yang berbasis spiritual untuk membawa misi 
spiritual tersebut ke dalam praksis politik yang berwatak profan. Dengan berjalannya 
waktu, maka visi perjuangan dan program-program tindakan politik yang disusun 
berdasarkan apama, biasanya sernakin tersisihkan oleh perumbanyan pragmatismv 


poluik, yang justru akan menimbulkan krisis pada eksistensi kiai sendin, 
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BAB 3 


SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN KAJIAN 


5.1, Simpulan 

Mengacu pada deskripsi bab-bab terdahulu, khususnya bab tiga tentang data lapangan 
dan bab ernpat tentang analisis data penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebapai berikut : 

Pertama, Nasionalisme dalam pemahaman kjai adalah rasa keterikatan (ol-ashabiyah) 
sekelompok orang yang berada dalam geografis tertentu, yang memiliki kesamaan tujuan 
untuk membangun suatu sistem tatanan kehidupan. Pengetompokan tersebut merupakan 
kebutuhan obyektif yang bersifat fitri bagi manusia. Atas dasar itu, nasionalisme tidak 
dibangun dengan sentimen keimanan. tetapi dibangun atas nama pluralitas (af-emwmah), rasa 
persaudaraan (al-gawmiyah), solidaritas dalam keragaman taf-syu ubiyah), kesederajatan (af- 
musawah), dan cinta tanah air (af-wathaniyak). Dengan demikian, nasionalisme merupakan 
formalisasi dari kesadaran warganya yang secara empirik membutuhkan kongruensi dengan 
negara (state) sebagai wadahnya yang obyektif dan bersifat politis. 

Kedua, dalam konstruksi kiai, nation state tersebut ternyata seringkah 
mengandung kerancuan, sebab pada level praksis politik terjadi pemaksaan kongruensi 
antara nation sebagai unit sosial, dan state sebagai entitas politik. Karens itu, nation 
state memiliki kecenderungan inheren untuk berwatak srate violence, dan juga 
mewarisi karakter negara absolut, yaitu kecenderungan kekuasaan yang sentralistik. 
yang menyebahkannya rentan totaliter. Dalam perspektif ini - menurut pemahaman kiai 
- munculnya ekspresi etnisitas, primordialisme agama, dan komunalisme yang 


berdimensi tribalistik dan destruktif terhadap narion-state Indonesia, tidaklah hadir 
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dalam ruang yang hampa. Ia hadir dan mengedepan sebagai respon dari narasi pahit 
tentang keterlindasan politik, gagalnya nafion-state mewujudkan keadilan, 
kemerdekaan. dan kesejahteraan rakyat sebagai konwak sosial bersama yang dulu 
pernah disepakati secara antusias untuk murealisasikan “unajinasi kolekuf” menuju 
rnasyarakat yang merdeka, otonom, dan egaliter. Pada kondisi ctno-nasional!sme yang 
berhimpit dengan hadirnya politik idenutas dan berdimensi pembeda itulah yang 
menstimulir sikap “menentang” terhadap Ieyitimasi nasionalitas nation-siate Indonesia. 
Eksistensi suatu identitas secara politis dibentuk dan diciptakan karena perbedaannya, 
dan karena pendefinisian identitas din sebagai “bukan” bagian dari Indonesia. Sehingga 
gerakan etno-nasionalisme, primordialisme ayama, dan komunalisme sudah 
dikonstruksi sebagai tindakan untuk melepaskan diri dan kontrak sosial negara- 
kebangsaan Indonesia, dan merumuskan dirinya sebagai “bangsa yang lain” dari 
Indonesia seperti hangsa Acch. bangsa Papua dan sebagainya, 

Ketiga, bahwa perkembangan nasionalisme Indonesia - dalam kontruksi kiai - 
dianggap belum selesei ketika negara-bangsa indonesia di proklamasikan tahun 1945, 
Karena itu, tidak ada alasan untuk mempertahankan secara terus menerus pemahaman 
tentang nasionalisme Indonesia yang hanya cocok untuk perjuanyan melawan eksistensi 
kolorual. Selama imi, dalam rangka menjaga kesatuan identitas kebangsaan, yang 
digunakan adalah “ideotogisasi” dan “mitolagisasi historis” melalui kretifitas penulisan 
sejarah untuk menemukan kesamaan wansan kuliurai, kesamaan pahlawan, kesarnaan 
norma, adat-istzadat, dan sebagainya Nasionalisme Indonesia pasca Orde Baru harus 
didefinisikan atau diformulasi kembali dan sekaligus diperlukan “dekonsiruksi 


historiografis” untuk menciptakan perundang-undangan yang melindungi hak-hak 
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kewarganegaraan (citizenship), menuju diskursus “hwnamistic construction” dalam 
rangka merealisasikan “bayangan” tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan 
kesejahteraan bersama yang terkhianati pada level eksperimentasi bernegara. 

Keempat, konstruksi kiai tentang nasionalisme terbagi menjadi tiga tipologi, 
yaitu “kisi fundamentalis”, “kiai moderat” — sebagai kelompok mayoritas -, dan “kiai 
pragmatis”. Pandangan kiai tentang nasionalisme yang bercorak “fundamentalis" 
memiliki cin-cin pokok antara lain : (1). Pemahaman kcagamaan mereka bercorak 
normatif-skripturalistik, formalistik, dan idealistik. (2). Berpandangan bahwa ajaran 
Islam bersifat universal dan cenderung ke arah formalisasi Islarn. sehingga mereka 
mempssisikan Islam sebagai tandingan dari semua konsep nation-state. (3). Hubungan 
antara agama dan negara bersifat integrated, karenanya barus ada upaya legislasi 
syari'at dalam negara ftagnin al-syari oh), sebab narion-stare bagi mereka dibentuk 
harus atas dasar agama. (4) Sepakat dengan negara Islam dan Pan-Isiamismne serta 
berpendapat bahwa negara Parcasila belum merupakan bentuk final dari upaya umat 
Islam mendirikan sebuah negara, Pernahaman itu terjadi karena pada umumnya mereka 
lulusan pendidikan Timur Tengah yang transmisi keilmuannya bercorak ekslusif- 
tekstua).(5). Bagi mereka kedaulatan tertinggi dalam praksis kekuassan bukan berada di 
tangan manusia. tetapi berada di “tangan Tuhan” (divine sovereignty). Sedangkan 
pandangan kiai tentang nasionalisme yang bercorak “moderat” memiliki ciri-ciri pokok 
antara lain : (1). Pemahaman keagamaan mereka bercorak substantif dan kontekstual. 
(2). Berpendapat bahwa ajaran Islam bercorak universal tetapi juga merespon kearifan 
lokal (local wisdom), karenanya mereka lebih mementingkan Islamisasi masyarakat 


(Uathbig al-syari 'ah), bukannya Isiamisasi negara (ragnin al-syari ah). (3). Hubungan 
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antara agama dan negara bersitat simbiotik, sebab mation-state terbentuk atas dasar 
pluralitas, kesederajatan, dan keadilan sosial. (4). Mereka berpandangan bahwa tidak 
ada dalil dalam al-Ouran dan al-Hadits yang secara tegas mewajibkan untuk 
mendirikan negara Islarn, (5). Menolak Pan-Islamisme dan berpendapat bahwa negara 
Pancasila adalah bentuk final dan fakta obyektif dari upaya umat Islam di Indonesia 
mendirikan negara. Hal itu terjadi karena mereka adalah lulusan pesantren-pesantren di 
Jawa Timur dan jawa Tengah yang transmisi keilmuannya memang bercorak “inklusif- 
kontekstual”. Adapun pandangan kiai tentang nasionalisme yang bercorak “pragmatis " 
memiliki ciri-ciri pokok antara lain : (1). Pemahaman keagamaan mereka cenderung 
narmatif-skripturalisuk-idealistik-formalistik. (2). Berpandangan pahwa ajaran Islam 
bersifat universal, narnun setelah berinteraksi secara intensif dengan wacana umum di 
organisasi Nahdlatul Ulama. mereka berubah bisa merespon keanfan lokal (laca! 
wisdom). (3). Hubungan antara agama dan negara cenderung integrated, sebab narion- 
state idealnya terbentuk harus atas dasar iman, Hal ilu bisa terjadi karena mereka 
adalah alumni pesantren-pesanten di Jawa Timur dan Jawa Tengah, lalu meneruskan 
pendidikannya ke Timur Tengah yang transmisi keilmuannya bercorak eksklusif. (4). 
Cenderung menerima pandangan Pan-lslarmisme, namun karena hal itu tidak mungkin 
diterapkan saat sekarang. maka mereka bisa menerima negara bentuk Pansacila dalam 
kondisi darurat. (5). Dalam pandangan mereka kedaulatan tertinggi dalam praksis 
kekuasaan bukan berada di tangan manusia, tetapi berada di “tangan Tuhan” (divine 
sovereignty). 

Kelima, konstruksi sosial kiai tentang nasionalisme pasca Orde Baru secara 


umum bermakna pembelaan mereka terhadap tradisi pcsantren yang mereka pegangi. 
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Bagi mereka tradisi adalah esensi dari persepsinya dalam mendefinisikan dirinya di 
tengah-tengah interaksinya dengan dunia luar. Hal itu — meminjam istilah Bruinessen - 
adalah seluruh rangkaian semantik dari kesadaran diri tradisionalisme (se!f- 
conciousness traditionalism). Adapun secara khusus, hagi kiai fundamentalis 
pemaknaan konstruksi tersebut sebagai pembelaan terhadap Islam sebagai ajaran yang 
universal. dan berimplikasi adanva keharusan mempelajarinya secara holisuk dan 
sekaligus menampilkan wajah Islam sccata komprehensif. Sedangkan hagi kiai moderat 
dan pragmatis makna-makna yang muncul di balik konstruksi mereka atas nasionalisme 
pasca Orde Baru adalah dalam rangka memposisikan nasionalisme sebagai instrumen 
yang bernuansa pragmatis dalam konteks rivalitas kepemimpinan, Rivalitas tersebut 
bisa terjadi diantara para kiai secara intema!, maupun rivalitas kepemimpinan dengan 
dunia luar yang seringkali “lebih canggih” dalam proses exersise of power, 

Keenam, bahwa kiai adalah komunitas yang memiliki pengetahuan Islam, 
terutama di bidang hukum Islam (Filik) yang sudah terkodifikasi dalam “kitab kuning”, 
sehingga dikenal sebagai “ilmu-ilmu keislaman tradisional”. Tugas pokok mereka 
adalah mempelajari, menekuni, dan mengamalkan ajaran Islam, serta berupaya 
mengsistematisasikan ajaran tersebui untuk disarmpaikan kepada masyarakat. 
Karenanya, - dalam pandangan mereka - fungsi utama kiai adalah meneruskan misi dan 
perjuangan para Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia 
Berdasarkan realitas tersebut, nampak jelas faktor “motivasi ogama” yang menjadi 
dasar konstruksi sosial mereka atas nasionalisme Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde 
Haru, Konstruksi sosial mereka atas nasionalisme didasarkan atas dorongan dan motif 


keagamaan, bukan motif politik, ekonomi, dan sebagainya. Konstruksi tersebut 
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bergerak secara dinamis diatas kaidah-kaidah keagamaan menuju kejayaan Islam dan 
umatnya ('izzu al-Islam wa al-muslimin), serta berupaya mewujudkan keselamatan bagi 
semua makhluk (rahmatan li alamin. 

Ketujuh, namun, jika diamati secara lebih mendalam nampak jelas pula bahwa 
dalam memandang relasi agama dan negara para kiai mengikuti paradigma “simbiotik"- 
sebagai kelompok mayoritas - dan “integralistik”. Karenanya. konstruksi sosial mereka 
atas nasionalisme bisa dipahami sebagai artikulasi keagamaan dan politik secara 
berhimpitan. Apalagi pada dasarnya polilik adalah suatu proses interaksi antara 
pemerintah dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang bertujuan menetapkan 
kebijakan derni kepentingan umum (public good). Dari realitas tersebut bisa diambil 
kesimpulan bahwa konstruksi sosial mereka atas nasionalisme tidak mungkin bisa 
dilepaskan dari konteks kepentingan pohtik dan pilirannya muncul pula kepentingan 
ekonomi. Munculnya motivasi politik dan ekonomi tersebut berujung pada upaya 
memposisikan agama hanya sebagai koamplcmen dalam perspektif as a tool of political 
engineering, Secara operasional empink realitas tersebut tercermin pada tiga 
identifikasi, (1) menjadikan “ilmu-ilmu keislaman tradisional” sebagai perangkat 
pemaknaan nasionalisme, dan udak semata-mata memposisikan pengetahuan tersebut 
sebagai tatanan nitual yang normatif. (2) menimbang dinamika sosial. politik. dan 
ekonomi sebagai basis penentuan hukum agama, sehingga “imu-ilmu keislaman 
tradisional” diyakini mampu merespon kebenaran konsep solidaritas dalam keragaman 
masyarakat sebagai unsur pokok nasionalisme. (3) menjadikan “ilmu-ilmu keislaman 
tradisional” sebagai basis legitimasi bagi penciptaan wacana nasionalisme pasca 


jatuhnya rezim Orde baru. 
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5.2. Implikasi Teoritik 
5.2.1. Implikasi Terhadap Teori Konstruksi Sosial 

Clifford Geery. dalam “The Javanese Kijai : The Changing Rote of Uidturat 
Broker” dalam “Comparative Studies is Society and History”, Vol 2 11990. 
menyimpulkan hahwa para kiai tidak memiliki kemampuan untuk membangun jaringan 
aktifitas di luar pesantren. Hal itu karena mereka memposisikan dirinya hanya sebagai 
makelar budaya (culturat broker). Pandangan yang sama dinyatakan oleh Deliar Noer 
dalam “The Modernist Moslem Movement in Indonesia” (1980), bahwa nara kiai 
sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama sangat pasif dalam menentang penjajahan. Lebih 
dari itu. Nocr menyatakan hahwa para kiai lebih suka mengurung dinnya di pesantren 
untuk mengamalkan ajaran tarekat. 

Kayan konstruksi sosial kim atas nasionalisme pasca Orde Baru ini justru 
memperkuat temuan Zamakhsyan Dhotter (1982) dan Hiroko Horikoshi (1987). vang 
menegaskan bahwa para kiai bukan merupakan komunitas yang “stagnan” dan “pasif”. 
sebab posisi mereka adalah “agen” dalam proses perubahan masyarakai. Lehih dari itu 
INarikoshi menyatakan bahwa para kiai sebagi elit agama cukup responsif terhadap 
perabahan yang ada di sekitarnya. Para peneliti lain yang berpendapat sama adalah 
Mitsuo Nakamura (19815. Ali Haidar (1994). Martin Van Bruinessen (1994). Andree 
Feilard (1999). Mujamil Gomar (2002), dan Sonhadji Shaleh (2004). 

Namun, semua kajian diatas tetap “menyisakan persoalan” pada ranah macam 
apa dan bagaimana agama (Islam) berinteraksi dengan dunia luar. Jika agama (Islam) 
mengalami proses saling menerima dan memberi dalam konteks relasinya dengan dunia 


luar termasuk di dalamnya dengan narion-state. maka semestinya terdapat deskripsi 
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bagaimana proses konstruksi agama dan dunia luar tersebut sebagaimana keadaannya 
saat ini. Penjelasan yang berkaitan dengan proses dialektika seperti itulah yang dak 
terdapat dalam kajian-kajian terdahulu. Oleh karena itu teori Konstruksi Sosial dari 
Berger menjadi “sangat relevan” untuk memahami hubungan agama dan politik dalam 
konteks nasionalisme yang sedang rentan terhadap etnonasionalisme, primordialisme 
agama. dan komunalisme pasca Orde Baru. 

Agama dalam kajian ini adalah sebuah realitas sosia) dalam kerangka dialektika 
yang diproduksi oleh manusia melalui tiga momentum, yaitu eksternalssasi, objektivasi, 
dan internalisasi diri (Berger, !991 : 3-4). Dalam konteks ini apama adalah konstruksi 
sosial yang mendeskripsikan bahwa manusia tidak raemiliki dunianya sendiri secara 
mutiak. Oleh karena itu manusia merobangun dunianya melalui kebudayaan. 
Kebudayan adalah produk dan selalu direproduksi oleh manusia. Karena kebudayan 
selalu dalarn posisi “becoming” dan bukan “given”, maka struktur kebudayan memiliki 
daya rentan dalam menghadapi perubahar-perubahan, Disinilah terdapat keniscayaan 
perubahan kebudayaan yang dihasilkan melalui tiga momentum dialektika tersebut. 
Namun, temuan-temuan kajian ini juga mengajukan beberapa catatan terhadap teon 
Berger sebagai berikut : 

Pertama, kajian ini tidak meromendasikan paradigma sekularistik tentang relasi agama 
dan negara sebagaimana pandangan Berger. Dalam hal ini Berger menyatakan bahwa 
akihat kuatnya arus modernisasi, kapitahsme dan industralisasi, maka akan 
menimbulkan keruntuhan penalaran “keagamaan iradisional” atas realitas sosial 
(Berger, 1991 : 151). Dengan ungkapan lain Berger menjelaskan bahwa masyarakat 


industrial modern adalah “wilayah bebas" dari pengaruh agama (Berger, 1991: 154). 
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(Berger, 1991 : 151). Dengan ungkapan lain Berger menjelaskan bahwa masyarakat 
industrial modern adalah “wilayah behas"” dari pengaruh agama (Berger. 1991: 154). 
Dalam hal ini legitimasi-leyitimasi religius atas negara dihapuskan sama sckali. atau 
tetap dipertahankan sehayai “ornamen-ornamen" yang lidak memiliki justifikasi atas 
realitas sosial. Jadi kehadiran agama di dalam lembaga-lembaga politik modern secara 
lipikal merupakan suatu persoalan “retorika ideologis” belaka. Agama dalam dunia 
modem, - menurut pandangan Berger - mempunyai potensi “realitas yang hesar"” hanya 
dalam kehidupan keluarga sebagai aktifitas sosial schar-han. Lengan keadaan 
serrtacam itu. agama diposisikan dalam konteks pribadi (privor) kehidupan sosial dan 
ditandai oleh watak-watak yang sanpat khas dalam masyarakat modem. 

Namun, kajian konstruksi sosial kiai atas nasionalisme ini. justru menemukan 
penjelasan sebahknya bahwa dengan penalaran agama yang tradisional para kiai 
mengkonstruksi nasionalisme Indonesia. Melalui paradigma simbiotik mavontas 
mereka mengkonstruksi ulang nasionalisme Indonesia yang sedang dilawan oleh 
perakan kembali kec semangat ctnisitas. primordtalisme agama dan komunalisme. 
Bahkan seorang dan mereka justru mengikuti paradiprna integrated tentang relasi 
agarna dan negara, sehingga hagi kias tersebut kepentingan agama tidak boleh 
dikalahkan oleh kepentingan nation-state. 

Kedua, Kajian ini juga tidak mendukung konsepsi Rerger tentanp ” “pragnratic 
motive”! (Berger, 1984 :32) yang selalu mengiringi proses dialektika ekstemalisasi. 
| Dalan? perspektif tenomenologis-konstruksionis Weber menyebut motif tujuart tan pedar to mutvel, 
artinya individu metakukan tindakan didasarkan atas tujuan apa dibalik tindakan tto. Schot berpendapat 
bahwa mndividu melakukan tindakan didasarkan atas faktor penyebah (becensi of matre), maka Berger 
menambahkan batiwa individu melakukan tmdakan didasarkan atas motif kepentingan (pragmatic 
more) Jika motif tupuan bemuansa psikologis, motif penyebab juga bernuansa psikologis, maka motit 


kepentingan nampak dipengaruhi oleh cara berpikir kaum Marxian, yaitu motif yang bersifat pisik atas 
Diateri. 
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objektivasi, dan internalisasi. Menurut Berger, motif ini terjadi ketika pengetahuan 
manusia ditentukan oleh kepentingan pragmatis individu setiap hari. Manusia 
melakukan tindakan berdasarkan atas pengetahuannya tentang ada atau tidaknya 
kepentingan. Aktifitas dan ideasi religius menunjuk pada fakta penting, yaitu 
berakarnya agama dalam urusan kepentingan praksis kehidupan sehari-hari (Berger, 
1991 : SO). Jadi, semakin besar kepentingan praksis dibalik tindakan, maka akan 
semakin besar pula usaha untuk melakukan tindakan tersebut, Motif pragmatis milah 
yang sesungguhnya yang memicu berbagai konflik antar individu. Namun demikian, 
karena realitas dunia kehidupan keseharian hakikatnya adalah terbagi (shared) dengan 
individu lain, maka manusia mengembangkan pengetahuannya untuk berbagi dengan 
yang lain. Melajui struktur pengetahuan seperti itulah, maka akan terjadi keteraturan 
dan keseimbangan dalam dinarnika kebidupan sosial dalam kerangka megotiated 
meaning.. 

Narnun, kajian ini hanya menemukan seorang dari para kiai yang masuk dalam 
tipologi pragmatis dalam mengkonstruksi nasionalisme pasca Orde Baru. Memang, 
berbagai teori yang dibangun oleh para ahli, ternyata jupa terkait dengan konteks di 
mana leorj tersebut dihasilkan dan dibangun. Teori Berger tentang konstruksi agama 
sebagai realitas sosial dibangun pada saat modemisasi, rasionalisasi, industrialisasi, 
dan kapitalisme sedang berkembang di durua Barat dengan setting masyarakat Barat. 
Sering teori semacam itu ketika digunakan sebagai perspektif untuk memahami 
komunitas kiai yang berada dalam “sransis?" dari tradisional menuju post-tradisional 
atau masyarakat modem menjadi “kurang relevan”, Walaupun komunitas kiai sedang 


bergerak ke arah rasionalisasi, ternyata mereka tetap mengembangkan agama sebagai 
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dasar konstruksi dalam melihat relasi antara agama dan negara. Rasionahitas-religiusitas 
tersebut tidak hadir dengan sendirinya, akan tetapi melalui proscs pergumulan di antara 
mereka sebagai elit agama dengan situasi kebangsaan dalam berbagai konfigurasi 
soSio-rchpiusitas-poliik masyarakat. Pergumulan tersebut tidak hanya sekedar 
menghasilkan wacana naonalis-religius, tetapi jupa menghasilkan tindakan-tindakan 
keagamaan yang khas para kiai lengkap dengan sub-kulturnya. Dengan demikian udak 
terjadi pernutusan hubungan antara nilai religiusitas dengan situasi kepangsaan- 
kenegaraan. Dengan ungkapan Jain bahwa wacana dan tindakan para kiai dalam 
mengkonstruksi nasionalisme pasca Orde Baru tidak bisa dipisahkan dengan 
kepentingan membela agama yang tidak bersifat pragmatis. 
Ketipa, Berger menegaskan bahwa tindakan religius pada dasarnya merupakan hasil 
neposiasi antara satu individu dengan yanp lain. sehingga tindakan tersebut dipahami 
shared dengan individu laia melalui nitus-ritus yang secara terus-menerus dilakukan. 
Karena agama adalah common krowledge - meskipun derajat pemahamannya berbeda -, 
maka hakikat agama adalah hasil konstruksi bersama melalui pemahaman diantara 
individu-individu dalam kerangka eksternalisasi, objektivasi, dan institusionalisasi. 
Dalan hal yang menyangkut exstermalisasi terdapat di dalamnya proses penyesuaian 
dengan teks-leks suci alau norma-norma yang telah diinterpretasikan oleh elit-elit atau 
agen-agen dalam suatu masyarakat. 

Namun, kapan ini menemukan penjelasan “tambahan” dari konsepsi 
eksternalisasi Berger, yaitu hahwa dalam proses penyesuaian diri dengan dunia sosial 
obyekuf terjadi penyimpangan wacana dan tindakan. Adaptasi dengan suatu tradisi 


pernikiran yang kuat tctap memunculkan berbagai “resistens?” yang berupa bahasa atau 
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tindakan yang berbeda dengan “arus ufama”-nya. Dalam konteks ini arus utama 
pernikiran kai Nahdlatul Ulama adalah merespon secara posistif terhadap NKRI yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. bahkan mayontas mereka tetap mengikuti 
pandangan bahwa NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk 
final bagi umat Islam untuk mendirikan sebuah negara. Dalam perspektif ini, ternyata 
seorang dari mereka berbeda pandangannya dengan wacana maistream tersebut, sebab 
baginya NKRI adalah hentuk sementara. Lebih dari itu kiai tersebut tetap berpendapat 
bahwa ajaran Islam bersifat universal (kafaf) yang tidak baleh dibatasi oleh batas 


ruang dan waktu seperti konsepsi nation-state yang bersifat lokal. 


5.2.2. Implikasi Terhadap Trikotomi Relasi Islam dan Negara. 

Mendiskusikan tentang relasi agama dan negara dalam perspektif religio- 
politicai power, vang telah banyak dilakukan oleh para pemikir besar terutama setelah 
abad periengahan, yaris besarnya terdapat dua model relasi, yaitu konsep arganrik dan 
sekulor. Dalam paradigma agama organik, agama dan negara adalah sebuah kesatuan 
yang tidak terpisahkan. dikarenakan jangkauan agama yang meliputi seluruh aspek 
kehidupan. Sedangkan dalam paradigrna sekutar, para pemikir tipologi ini cenderung 
mengklaim perlunya pernisahan antara agama dan negara dengan tujuan untuk 
melindungi kesempurnaan agama (Smith 1978). 

Sementara itu, dalam perbincangan pemikir kontemporer bahwa hubungan 
antara Islam dan negara dapat dilihat dalarr konsep trikotomi, yaitu urifted paradigm, 
svombiotic paradigm. dan secularistic paradigm, yang telah dirumuskan oleh Zifirdaus 


Adnan (1990), Din Syamsudin (1993), Bahtiar Effendi (1995), William Leddle (1998). 
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Dalam paradigma integralistik atau urified ui agama dan negara menyaru 
(integrated). Wilayah agama meliput politik atau negara Negara adalah lembaga 
politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini kepala negara 
adalah pemegang kc kuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya 
diselenggarakan alas dasar “kedaulatan Ilahi” (divine sovereignty), karena pendukung 
konsep ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di “tangan Tuhan”. Lebih 
lanjut. paradigma ini memunculkan klaim tidak ada pemisahan antara agama dan 
negara, sehingga kekuasaan politik bukan sekedar representasi, tetapi adalah presentasi 
dari agama. Para penganwi Islam formalistik seperti Sayyid Outb, Al-Maududi. al- 
Farabi, dan pemerintahan Syi'ah di Iran berada dalarn perspektif ini, 

Agama dan negara, menurui pendukung paradigma simbiotik, berhubungan 
secara sitmbiotik. yaitu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. 
Dalam hal ini, apama memerlukan negara kerena dengan nepara, agama akan dapat 
berkembang secara lebih baik. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan 
agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. 
sehagaimana pandangan ai-Mawardi dan al-Ghazali. Hanya saja pada tataran praksis 
persetubuhan Islam dan negara justrru menelikung agama. Ajaran-ajaran Islam yang 
mestinya mengatur kehidupan politik. namun yang terjadi justru sebaliknya, agama 
diatur oleh palitik kenegaraan. Islam dieksploitasi secara signifikan oleh clit-elit politik. 
sehingga tetap cenderung menuju konsep “Islam adalah agama dan negara”. 

Sedangkan menurut pendukung paradigma sekularistik, agama dan negara harus 
dipisahkan dengan tegas, Dalam konteks Islam paradigma ini menolak pendasaran 


negara kepada Islam, atau pang tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu 
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dan negara sebagaimana pandangan AH Abdu al-Razig, Kemal) Artaturk, dan 
intelektual muslim Indoncsia seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid. 

Selanjutnya. dalam kajian ini ternyata ditemukan paradigma keempat yaitu 
“paradigma independensi” agama terhadap negara sebagaimana dikemukakan oleh 
Hasymi Arkhas. Dalam paradigma ini ja mengajukan sebuah konstruksi baru bahwa 
agama benar-benar independen dari negara Sebaliknva, negara juga tidak bernafsu 
untuk mencampuri urusan agama warganya. Dengan ungkapan yang lebih tegas bisa 
dirumuskan dengan ungkapan “agama tanpa negara” Maksud dari ungkapan ini adalah 
bagaimana agar agama dan negara berdiri pada wilayahnya masing-masing dan tidak 
ada intervensi satu sarna lain kecuali melalui proses ohyektivosi. Dalam konteks ini 
bukanlahh dimaksudkan agama menafikan kehidupan bernegara dan bukan negara yang 
mejadi “polisi” agama. Kalau terjadi saling keterpeagaruhan antara agama dan negara. 
hal itu hanya terjadi pada tingkat moralitas seperti pengelolaan negara yang didasarkan 
pada moral universal keagamaan. Fokus pandangan umi adalah mengupayakan 
bagaimana melepaskan “gurita negara” dan “watak intervensionismenya” atas 
warganya, bukan menafikannya. Dengan munculnya paradigma “indenpenden"” imi 
harus dibaca dalam konteks wacana konfrontasi antara agarna dan negara yang sering 
berlarut-larut dan mendominasi setiap penggalan sejarah kehidupan manusia. 
Karenanya, pemaknaan pokok dari paradigma independen ini untuk menjaga otonomi 
individu-individu dan kelompok masyarakat dari “realitas negara” yang cenderung 
menindas dan represif. 

Disamping itu para pemeluk agama seharusnya menyadari hahwa “agamanisasi 


konsutusi" negara - misalnya Jslamisasi - merupakan sesuatu yang berimplikasi luas 
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terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pertama, akan semakin memperluas 
dan memperdalam jurang disintegrasi, baik di kalangan internal umat Islam maupun 
dalam konteks hubungan antar agama. Kedua, akan menciptakan ketegangan- 
ketegangan baru akihat watak diskriminarif dalam konstitusi berbasis agama tersebut. 
Ketiga, politik Islamisasi konstiusi akan membuka lebar intensifikasi otorititajanisme 
penguasa. Karenanya. proses kreatifitas untuk rrenampslkan agama yang ramah 
sekaligus “independen” dari negara menjadi harapan sekaligus impian yang harus 
dilaksanakan reatisasinya oleh para pemeluk agama, jika komunitas agama ingin 
berpartisipasi dalam proses menuju masyarakat yang baik (civilized society). 

Ide pembentukan negara, menurut paradigma “independen” ini, pada dasarnya 
adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat guna mewujudkan kehidupan 
masyarakat yang bahagia. Tugas negara adalah “mendidik” warganya dalam kebajikan. 
yaitu memberikan kebahagiaan kepada setiap warga negara. Dari sinilah kemudian 
diharapkan melahirkan konsep welfare state, yaitu negara yang dapat membahagiakan 
kehidupan rakyatnya. Negara membantu rakyatnya dalam menyeleseikan masalah- 
masalah yang tidak bisa diseleseikan sendiri oleh masyarakat. Atas dasar itu, pengelala 
negara pada dasarnya adalah pelayan pubiik yang bertupas melayani kebutuhan 
masyarakat. Negara merupakan jawaban fungsional terhadap kekacauan yang menimpa 


kehidupan msayarakat. 


5.23. Ioplikasi Terhadap Tesis Islam dan Nasiovalismc 


Badi Yatim dalam kajian "Soekarno. Islam. dan Nasionalisme”. (1984) 


menyimpulkan bahwa pandangan Soekarno yang meyakini bahwa nasionalisme tidak 


Disertasi Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


ADLN - Perpustakaan Unair 
354) 


bertentangan dengan Islam adalah pandangan yang bisa diterima, sebab Islam memang 
menganjurkan umatnya untuk mengabdi kepada masyarakat dan kawasan dimana 14 
dilahirkan dan dibesarkan. Sockamo menyatakan bahwa nasionalisme pada dasarnya 
adalah suatu ide yang bebas dan #deologi, termasuk idevlopi agama. Tetapi kenctralan 
itu memungkinkan setiap ideologi termasuk agama untuk memben warna dan corak 
nasionalisme itu. Dalam pandanpan Sockamo Islam adalah agama yang rasional. 
membawa ajaran demokrasi, dan mendorong umatnya untuk maju. Karenanya, ia 
menghimbau ayar al- Hadits Odak diberi harga yang mutlak. Pemahaman al-Jur'an dan 
al-|adits dilakukan tidak dari sisi tcks, telapi dari sisi jiwa dan api Islam. Lebih jauh. 
Sockamao menpanjurkan agar dalam sistem pemerintahan di Indonesia agama Islam dan 
negara dimsahkan. Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa penyatuan antara apama 
dan negara telah menimbulkan akibat-akibat negatif, seperii sikap apalisme, 
kemunduruan ekonomi dan duma :miyah, dualisme hukum yang menyulitkan 
pemerintahan, agama dijadikan alat untuk penghukum ditangan orang alim, dan baik 
agama dan negara akan mengalami kemunduran. 

Demikianlah pandangan Soekamo tentanp Islam dan nasionalisme, yanp 
menurulnya merupakan hasil “rihad" dalam rangka rethinking of Islam. Tetapi yang 
jelas sejak semula ia telah menempatkan dininya sebagai seorang pemimpin politik 
yang corak politiknya netral kepada agama. 

Kajjan M. Ouraisy Shihab dalam "Ak-timmah fi Indonesia, Mafkumuha. 
Wagi uha. Watajaribatuha”. (1994) menyatakan bahwa nasionalisme tidak 
bertentangan dengan Islam. sebab memang al-Our'an mengakui adanya hanpsa-hanpsa 


dan suku-suku bangsa (aye 'uban wa gabail). Umat Islarn tidak bisa menulak negara 
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Indonesia yang sifalnya majmuk, baik dari Jatar belakang etnis, agama, maupun 
profesinya. Kebersamaan dalam keragaman tersebut telah mendorong para pemimpin 
Islam pada awal kemerdekaan untuk ikut serta merumuskan “prinsip umum" yang dapat 
menyatukan semua golongan agama, suku hanpsa, dan ras, Dengan prinsip umum yang 
kemudian dinamakan Pancasila itu Indonesia tidak dapat dikatakan “negara sekular” 
yang memisahkan persoalan agama dan politik. tetapi bukan pula “negara ayama”. 
Negara secara konstitusional mengakui dan menjamin kebebasan menjalankan ajaran- 
ajaran agama bagi pemctuknya. Karena itu para pemimpi Islam sendin herpendapat 
bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Lebih lanjut Syihab menyatakan 
bahwa bangsa (afl-vmmah) adalah keluarga yang besar (al-usrah a-kahirah) vang di 
dalamnya bisa terdin clan berbagai golonpan agama, baik umat Islam. umat Nasrani 
(Masihiyvah), umat Budha (Budziyyah), dan umat Hindu (Findukiyvah). dengan syarat 
komunitas besar tersebut ditegakkan untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan (wa al- 
kullu yashuhhu ila al-khair wa al- adalah). Secara lebih inci kosa kata “el-ummah" 
yang dimaknai nation juga dikaji oleh Abdul Fatah dalam :Kewargaan Dalam Islam. 
fgisir Baru Temntang Konsep Ummah” (2004). Demikian juga konsep “Negara 
Madinah” yang dibangun oleh Muhammad SAW ternyata lebih bernuansa memperkuat 
suku Ouraisy, yang ditulis oleh Khalil Abdul Karim dalam Daulah Yatsrih, Politik 
Penaklukan Masyarakar Suku Arab” (2015). 

Muhammad Ilan Zamharir, dalam : "Agama dan Negara, Analisis Kritis 


Pemikiran Nurcholis Madjid” (2004Y. menyimpulkan bahwa menurut Madjid tidak ada 


' Sebenarnya masih terdapat kajian "Islam dan Nasionolisme” yang dilakukan oleh Dalyakasem dan 
Faruk, yang mengambil setting di 3 mropinsi yang berpenduduk mayoritas muslim di Thailand Selatan. 
yatru Pattani, Yala, dan Nararhiwat. Ilanya saja penelui lebih menggolongkan kajian tersebut sebagai 
kajian “Islam dan ctnd-nastendlsmc”, vaito penguatan semangal ctnis yang mendapatkan justifikasi dari 
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ayat al-(yur'an maupun al-Hadits yang secara tegas memerintahkan umat Islam 
mendirikan sebuah negara, apalagi mendirikan negara Islam (dar ai-iIstam i dautah 
islamivyah). Karenanya, Madjid menolak terhadap tema “negara Islam”. fa berpendapat 
bahwa terna Dur al-islam atau Daulah Islamiyyah baru muncul pada ahad pertengahan, 
dan baginya kosa-kata dar atau duilah tidak harus dikonsepsikan sebuah state yang 
dibatasi olch wilavah geografis, tetap lebih tepat diberi makna sistem politik dengan 
ciri-cii kualiuatifnya. Dalam perspektif ini dar al-Islam adalah sistem politik yang 
memiliki lembaga-lembaga penegak keadilan, damai dan persamaan atau sistem politik 
dengan ciri dasar musyawarah yang demokratis (ra'su al-hikmah al-masyurah). 
Dengan demikian konsep nation-state yang pluralis tidak bertentangan dengan Islam. 
Pemikiran politik seperti ini bayinya bukan berarti mernisahkan agama dari negara. 
Konsep ini tetap merabuka ruang bag “masuknya apama" ke dalam kenegaraan, tetapi 
peranannya tidak sampai ke spektrum “agama negara atau dominasi kehidupan negara 
oleh “kekuatan keagamaan”, 

Madjid menyatakan bahwa konsep "jalan tengah” seperti inilah yang 
dikehendaki oleh Islam sebagaimana al-Our'an mengajukan konsep “umat yang 
moderat” (ummaian wasathan). Lebih lanjut, ya menyatakan bahwa konsep ini adalah 
upaya memutus mitos lama yang meyakini bahwa perjuangan politik adalah satu- 


satunya arcna perjuangan, Disamping itu upaya tersebut sebagai bagian dari jembatan 


ajaran Islam. Demikian juga dengan kajian Nagasura Madale tentang “Islam dan Nusiunalwme” di 
Filipina Selatan. Dalam konteks ini, bangsa (baca: etnis) Moro di Filipina Selatan menyatakan sebapai 
bangsa yang merdeka dengan jusufikasi ajaran Islam. Namun realitas menunjukkan bahwa kedua akar- 
akat nasionalisme tersebut oleh pemeriolah Thailand Gan Filipina justru dikatagorokan scbagai gerakan 
Sparals, Rcalitas tersebut tulak berbeda dengan gerakan sparatis GAM di Aceh. Lihat Taufik Ahdutlah 
dan Sharon Shuddigui (Ed). Tredisi dan Kebangkinan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta !.P3ES, 1989) 
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antara pemikiran Sockarno yang terlalu sekularistik dengan wacana “normatif- 
ideologis” Islam yang disimbolkan dengan pemikiran Natsir. 

Abdul Salam dalam kajiannya :"Nasionolisme Dalam Perspekaif Islam", (2003) 
menyimpulkan hahwa pada dasarnya nasionalisme bertentangan dengan ajaran Islam 
dengan alasan-alasan sebagai berikut : Pertama, watak dasar Islam adalah 
universalisme, sedangkan watak dasar nasionalisme adalah partikularisme. Karenanya 
Islam menyodorkan kepada manusia sistem kemasyarakatan yang adil dan luhur 
menuju terwujudnya “negara dunia" (worid state), sedangkan nasionalisme membagi- 
bagi atas dasar kebangsaannya menuju terwujudnya “negara-bangsa” (mation-stare). 
Keduo, semangat nasionalisme seringkali sangat berlebihan dalam mengunggulkan rasa 
kebangsaannya, padahai tidak ada ailai yang lebih unggul melebihi islam sebagaimana 
sabda Nabi: “Islam adalah tinggi dan tidak bisa diungguli oleh ajaran apapun” (4i- 
islam yo'lu wala yu'ta 'afaih). Ketiga, bahwa di dalam nasionalismc terkandung 
potensi ekstrimisme yang destruktif dan memecah belah, dan masyarakat dunia telah 
menyaksikan faktanya, Didirikannya lembaga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 
adalah wujud yang palmng nyata dari upaya meminimalisir dampak negatif dari 
nasionalisme. 

Berdasarkan beberapa realitas tersebut Salam menganjurkan negara-negara 
muslim untuk mewujudkan negara multi-nasional (world state) seperti vang menjadi 
Cita-cita Pan-islamisme. Sebab jika dunia masih melestarikan tatanan politik yang 
nasionalistik, maka ketegangan demi ketegangan akan terus mewarnai hubungan antar 
bangsa, dan boleh jadi akan berkulninasi pada perang dunia ketiga, keempat dan 


setcrusnya, Apalagi neyara-ncpara Eropa yang dahulu menjadi produsen nasionalisme, 
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kini telah mendambakan lahirnya Uni Eropa yang kuat dengan satu mata uang dan satu 
pariemen. 

M. Muslih — staf pengajar STAIN Pekalongan - dalam penelitiannya 
”"Mendirikan Negara Syari'ah, Gagasan dan Perilaku Politik Gerakan Radikal di 
Surakarta”, (2003) menyimpulkan bahwa “gerakan radikal” di Surakarta bertujuan 
mengformalkan syari'at Islam dan menghendaki supaya syari'at Islam menjadi 
landasan berbangsa dan bernegara. Target utama mereka adalah pencantuman kembali 
Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Namun Muslih juga menyimpulkan bahwa gagasan 
tersebut adalah tujuan antara. sebab yang mereka inginkan adalah berdirinya “negara 
syari'ah” sebagai nama lain dari “negara Islam” (dar al-Islam). Adapun yang bisa 
digolongkan dalam gerakan ini adalah MMI (Majlis Mujahidin Indonesia), Hisbut 
Tahrir, Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah, KAMMI (Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Muslim), FPIS (From Pemuda Islam Surakarta), Jama'ah Muslim 
(Hisbuliah), FPL (Front Pembela Islam), Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jama'ah, 
Hammas, Ikhwanul Muslimin. KISD) (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia 
Islam), dan PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia). Pada umumnya afiliasi 
politik meseka adalah kepada PBB (Partoi Bulan Bintang) dan PKS (Partai Keadilan 
Sejahtera). 

Menurut Muslih gerakan radikal Islam ini juga biasa dikenal dengan “Islam 
Fundamentalis”, karena memposisikan Islam sebagai ideologi alternatif. Disamping itu, 
gerakan fundamentalisme dan ekstrimisme isu dapat mengarah ke tindakan yang ber 
bentuk teror. Fundamentalisme Islam ini pada dasarnya merwalak ide nasianalisme 


karena Islam adalah agama yang komprehensif (kaffah) yaitu agama yang mengatur 
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semua urusan termasuk konsep bernegara. Muslih juga menambahkan catatan bahwa 
dalam konteks penerapan syari'at Islam bagi mereka tidak berbeda pendapat, yaitu 
tidak bisa ditawar layi. namun jika dihubunyan dengan perilaku politik dalam konteks 
nation-sxte sebagian mereka cenderung kritis dan moderat, kecuali Hisbut Tahrir. 
Walaupun begitu penerimaan indonesia sebapai hanyalah marion-state bersitat 
sementara. sebab secara bertahap mereka tetap berkeinginan mendirikan Negara 
Syan'at (Daulah Islamivah). Kajian yang senada dengan temuan Muslih, adalah kajian 
Kamaruzzaman dalam :"Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan 
Fundamemalis. (2001). 

Selanjutnya, penelitian “Konstruksi Sosial Kiai Tentang Nasionalisme Pasca 
Orde Baru” mi ternyata memperkuat temuan Guraisy Syhihab, Badri Yatim, dan Har) 
ZCambarir. yailu bahwa pada dasarnya nation-state yang dibangun atas dasar pluralitas 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi secara mayoritas, mereka (suhyek 
peneliuan) tergolong moderat dalam bersikap terhadap tema penegakan nation-srate 
Indonesia yang didirikan atas dasar pluralitas dan berbentuk NKRI berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 

Namun. dalam penelitan imi ditemukan beberapa catalan vang bisa 
dikemukakan sebagai berikut : (1). Penelitian ni memunculkan variasi, yaitu diantara 
subyek penelitian ada yang hisa dikatagorikan “fundomentalis" dan “pragmaris”, dalam 
memandang relasi antara Islam dan nasionalisme, selungga membantah beberapa kajian 
terdahulu yang menyimpulkan bahwa para kiai Nahdlatul Ulama semuanya 
berpandangar moderat dalarn konteks eksistensi NKRI, seperti kajian Zamakhsyari 


Dhofier (1982). Ali Haidar (1994). dan Bruincssen (1994), (2). Penelitian ini tidak 
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merekomendasikan paradigma sekularisme sebagaimana pandangan Soekarno dalam 
kajian Badri Yatim. Soekarno masuk dalam perspektif sekular dalam memandang 
hubungan antara Islam dan negara, karena ia banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa 
yang bersifat “sinkretis”. Sinkretisme Jawa memungkinkan orang-orang Jawa 
memasukkan apa-apa yang baik dalam dirinya dengan apa-apa yang dipandang baik 
yang datang dari luar tanpa kehilangan landasan kebudayaannya sendiri. Disamping itu, 
pendidikan yang dilaluinya dan bacaan-bacaannya telah pula banyak mempengaruhi 
pandangan sekularistiknya. Sebagaimana, diketahui pendidikan yang diperoleh 
Soekarno adalah pendidikan model Barat yang bisa dimasukkan dalam perspektif 
sekular, yang lebih mementingkan potensi rasio dari pada unsur lainnya. Pemahaman 
seperti itulah yang mendorongnya untuk memadukan konsep NASAKOM, yaitu 
Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. (3). Dalam mengkonstruksi nasionalisme 
pasca Orde Baru para kiai sebagai subyek penelitian mendapatkan dasar 
pembenarannya berasal dari khasanah klasik “kitab kuning”. Dalam konteks ini, 
pandangan Soekarno terinspirasi oleh pengaruh budaya Jawa dar model pemikiran 
Harat. Sedangkan Syihab melihatnya dari tafsir al-(Jur'an sebapai spesifikasi 
keahliannya. Adapun pandangan Nurcholis Madjid, nampak jelas berangkat dari 
analisis pengetahuan Ilmu Sosial. Dalam ha? penolakan “negara Islam" - misalnya - 
nampak jelas argumentasi yang dikemukakan Madjid berasal dari Ilmu Sosial, sehingga 
dia tidak menggunakan bahasa alau idiom-idiom dari “ilmu keislaman tradisiona?”. 
Menurut pemahaman penehti. hal itu merupakan strategi yang sengaja dipilih Madjid 
dalam mengkomunikasikannya, karena ia memang tidak berangkat dari disiplin Ilmu 


Hukum Islam (Fiki#). Namun, justru basil dari strategi tersebut cukup efektif karena 
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lawan bicaranya adalah masyarakat Indonesia pada umumnya Seandainya pemikiran 
politiknya disampaikan denpan bahasa agama belaka, niscaya cara dan instrumen 
tersebut ia yakini kurang efektif, karena seakan-akan pemikirannya hanya ditujukan 
kepada komunitas muslim. 

Lebih lanjut, penelitian ini tidak mendukung kajian Salam tentang nasionalisme 
yang bertentangan dengan Islam, sebagaimana juga tidak mendukung kajian Mushh 
tentang keharusan umat Islam mendirikan negara Islam (negara syari oh). Dengan 
ungkapan lain bisa dikemukakan bahwa kajian Salam dan Muslih adalah representasi 
dari aspirasi golongan “minoritas funademntalis” dari keseluruhan wmat Islam Indonesia, 
sedangkan kajian ini representasi dari golongan mayoritas umat Islam. Kalaupun dalam 
kajian ini terdapat seorang kiai yang bisa diklasifikasikan “fundamentalis”, maka pada 
dasarnya yang ia kemukakan barulah sebagai wacana saja yang sebenarnya lebih dekat 
dengan pengertian Islam idealistik-normatif. 

Dengan demikian kajian ini menegaskan bahwa secara mayoritas para kiai 
Nahdiatul Ulama berpandangan final dalam memandang negara Pancasila yang 
pluralistik. Hal itu dikarenakan para kiai lebih suka menggumakan fikih - termasuk 
“fikih politik” (fikih sivasi) sebagai rujukan keputusan dibandingkan melakukan 
reterensi langsung ke al-(yur'an dan al-Hadits. Mereka menilai bahwa fikih merupakan 
produk hukum yang dapat membentuk sikap reseptif terhadap berbagai perubahan. 
Kapasitas seperti itu terbentuk karena dalam ketentuan fikih ditetapkan melalui proses 
dialog antara teks al-Gur'an dan al-Hadits dengan realitas yanp mengelilingi kehidupan 
para ahli fikih (fugaha). Dengan realitas waktu dan tempat yang menjadi pijakannya, 


maka berbagai ketentuan fikih menjadi mudah diaksentuasikan kembali untuk 


Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


Disertasi 


ADLN - Perpustakaan Unair 358 


menyesuaikan dengan tuntutan perubahan yang juga hadir dalam perspektif waktu dan 
tempat. Dengan kata lain bahwa fikih masih bisa diungkapkan kapasitasnya untuk 
berinteraksi dengan realitas kontemporer. Pendekatan “serba fikih” yang digunakan 
oleh para kiai dalam merespon persoalan-persoalan politik yang bermuara pada 
penggunaan kaidah-kaidah fikih tersebut menjadikan perilaku mereka cenderung 
akmodatif dan fragrnatis. Evolusi sikap politik mereka yang sudah diuraikan diatas bisa 
juga dipahami dengan melihat tradisi keilmuan dan proses pengambilan hukum yang 
dikembangkannya yang tidak terlepas dari ikatan teologi Aklu af Sunnah wa al- 
Jama'ah yang memiliki watak dasar moderat. 

Aklu al-Sunnah wa af-fama ak atau serimg disebut Sunni merupakan sajah satu 
mazhab daiam Islam, baik mazhab dalam pengertian sebagai sebuah aliran (sekre) atau 
mazhab dalam pengertian sebagai perilaku dan paradigma berpikir (mode of rhougr). 
Mazhab ini secara material dan metodologis biasanya menyangkut pokok-pokok ajaran 
agama yang berporos pada tiga piramida keilmuan, disiplin ilmu agidah, syari'ah 
Gikih). dan tasawwuf Ciri mstrinsik yang selalu melekat pada mazhab ini adalah 
kerangka dan pendekatan pemahaman terhadap ajaran agama yang moderat (rawassuth) 
dengan menjaga titik keseimbangan (eguilibrium) pada penggunaan potensi wahyu 
(nagii) dan akal secara egual. Oleh karena itu, kelahiran mazhab Surmi adalah sebagai 
“counter” atas wacana keagamaan yang berada pada dua sisi yang sama-sama ekstrim 
dan mencoba untuk menarik jalan tengah (sintesa) antar dua ekstrimitas pemahaman 
keagamaan tersebut. 

Ekstrimitas penggunaan akal tanpa terikat pada pertimbangan raglivah menurut 


mazhab Sunni akan melahirkan penyimpangan (rakrif) ajaran agama, dan oleh karena 
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itu harus dihindari Akan tetapi ia juga tidak secara apriori menggunakan teks-teks 
semata tanpa dibarengi dengan interpretasi rasional dan kontekstual atas dasar 
kemaslahatan sesuai dengan tuntutan obyektif masyarakat yang melingkunginya. 

Dalam perspektif historis, kelahiran Ahfu al-Sunnah wa al-jama'ah menjadi 
sebuah mazhab melalu proses sejarah yang panjang dengan berbagai latar belakang 
yang menjadi titik mula kemunculannya baik latar belakang sosial, keagamaan, politik, 
maupun budaya. Pemikiran Sunni mencapai bentuknya yang sempurna pada penode 
dinasti 'Abhasiyah yang ditandai dengan kemunculan para tokoh kunci seperti al- 
Asy'ari, al-Maturidi, al-Bagailani, al-Mawardi, al45hazali, al-Juawaini, Ibnu Khaldun. 
dan Ibun Taimiyah, 

Prinsip-prinsip urum ajaran dan paradigma berpikir yang menjadi dasar pijakan 
mazhab Sumi adalah prinsip moderat (tawossuth). kescimbangan (towazun) adil 
(ta'adul) dan toleran itasamuh). Sikap dasar inilah yang kemudian menjadi “rame 
work” mazhab Sunni dalam merespon berbagai persoalan kehidupan dengan berbayai 
dimensinya. Sikap dasar Sumni tersebut jika ditarik dalam konteks wacana 
pengembangan pemikiran politik kenegaraan akan melahirkan sikap-sikap akomodarif. 
kompromi, dan toleran dalam meberikan rreatment vis a vis kekuasaan yang kadang- 
kadang berujung pada sikap yang pasif-konservarif dan pro siaus guo. 

Dalam pandangan Swini mendirikan negara adalah kewajiban vang didasarkan 
pada pertimbangan keagamaan, bukan rasional belaka, dan oleh karenanya mendinkan 
ncgara adalah bagian dari pelaksanaan kewajiban awama (wajib fafavak). Negara dalam 
pandangan Sunni adalah instrumen (wasilah) untuk menopang tegaknya syan'al. Para 


pemikir Sunni berpendapat bahwa ajaran agama tidak akan eksis tanpa adanya 
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ketertiban dan kedamaian hidup di dunia, dan ketertiban dan keteraturan tidak akan 
terwujud tanpa tegaknya kepemimpinan negara (nashbu al-imamah), dan 
kepemimpinan tidak akan berjalan efektif kalau pemimpinnya tidak ditaati. Di sisi lam 
negara tidak baik kalau tidak disinari oleh nilai-nilai dan maral bersumber dari agama. 
Dengan demikian agama merupakan sumber etika dalam praktek ketatancgaraan dalam 
pandangan Islam. 

Sementara itu, pada dasarnya ide pemberlakuan atau formnalisasi syari'at Islam 
sudah jama muncul di tanah air yang plwralis ini. Sejak negara ini hendak 
diproktamasikan wacana syari'at Islam telah diupayakan dari kalangan pejuang “Islam 
santri”, yang berhadapan dengan pejuang “Islam nasionalis” yang kemudian disepakati 
Indonesia hukan “negara agama”, paling tidak sampai Pembukaan UVUD 1945 belum 
diganti atau diamandemen secara total. Memang. semua umat Islam tentu saja harus 
melaksanakan ajaran yang disyanatkannya. Persnalannya, apakah syari'at Islam harus 
dilembagakan, sehingga ada kantor “Tembaga syari'at Islam” dan harus ada kontrol dari 
pihak negara dengan membentuk “polisi syari'at” yang senantiasa mengawasi praktek- 
praktek keagamaan umat ?. Bukankah itu berarti dominasi negara kembali terjadi atas 
warga ncgara, yang semestinya diberikan kebebasan untuk mengurus agamanya ?. 
Peran-peran nugara terhadap masalah-masalah keagamaan yang semestinya dikurangi 
atau direposisi malah diknatkan kembali sebagaimana pernah terjadi pada masa rezim 
Orde Baru. Tentu hal im tidak produktif bagi pertumbuhan keberagamaan yang bersifat 
sukarela dan dewasa. 

Memperhatikan proposisi diatas, sekilas masalahnya memang sederhana, namun 


dalam dataran praksis terdapat kerumitan-kerumitan yang tidak mudah untuk 
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diseleseikan. Kerumitan itu tidak terlepas dari watak kekuasaan negara yang cenderung 
intervensionis. Pertama, kecenderungan negara mengintervensi terhadap semua 
realitas, termasuk realitas agama — pinjam istilah Antonio Gramci -, hal itu merupakan 
bentuk hegemoni nepara terhadap agama, Mati hidupnya agama terserah negara, sah 
dan tidaknya agama juga tergantung negara. Kedua, intervensi tersebut seringkali 
dimaknai sebagi sebuah keharusan iogis dari adanya negara modem untuk 
menunjukkan kekuatannya. Sebuah negara yang kuat harus mampu mengatasi semua 
hal yang dianggap dapat mengganggu wihawanya dan kuwmunitas agama adalah 
kelompok yang dianggap paling potensial untuk menpganggu kewibawaan negara. 
Ketiga, agama dan negara memang mempunyai logika yang berbeda Logika agama 
adalah kebenaran. la menyatakan suatu tatanan paradigmatis tentang realitas dengan 
transendensi sebagai acuan dasarnya. Sedangkan paradioma negara adalah kekuasaan 
yang memberikan pandangan pragmatis mengenai sesuatu. Watak negara yang demkian 
menjadikannya ingin menguasai apa saja yang tampak di depannya. Tujuan penyuasaan 
Itu tidak lain untuk mempertahankan "logika utamanya” yaitu struggie for power. 
Dalam konteks seperti itulah penelitian ini merekomendasikan “visi 
kemanusiaan” dani syari'at Islam adalah yang paling penting untuk diperjuangkan 
secara lebih optimal dan pada “formalisasi syan'at”, namun nihil dari visi 
kemanusiaan. Formalisasi syari'at dikhawatirkan akan menyebabkan syari'at Islam 
tidak lagi mencerminkan kesantunan sosial dan pembulaannya kepada dhu 'afa, bahkan 
syari'at Islarn ibarat pemburu berdarah dingin sehingga orang beragama harus kucing- 
kucinyan dengan orang Islam uu sendin, karena senantiasa diawasi oleh “tuhan-tuhas 


kecil” yang mwnjadi “polisi syan'at” yang siap menghukum pemeluknya. Hukum yang 
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berkaitan dosa dan pahala (hablun minaliah), boleh dan tidaknya seseorang masuk 
surga akhirnya tergantung kepada "polisi syari'at”, tidak lagi di tangan Tuhan, padahal 
kebebasan memilih agama sangat dijamin oleh al-Yur'an. apalagi kebebasan 
menjalankan syaniat. 

Memperhatikan kerumitan-kerumnitan diatas, maka penelitian ini mengajukan 
idc periunya rekontsruksi yang mendasar tentang relasi agama dan ncgara, yaitu negara 
dan apama harus berada dalam posisinya masing-masing, tidak ada intervensi antara 
yang Satu dengan lainnya kecuali melalui proses “objektivasi”. Hal in penting untuk 
menghindari dua kemungkinan yang sama buruknya yaitu "pofirisasi agama” untuk 
kepentingan politik tertentu, atau Sagamanisasi politik”, “Pelirisasi agama” berarti 
menggunakan simbol-simbol agama untuk menggerakkan massa, mengaduk-aduk 
cmosi keagamaan. menjalm kekuatan di parlemen. dan seterusnya, namun tujuannya 
untuk menjadikan agama asa tool of political engeneering. Sedangkan “agamanisasi 
politik” berarti menjadikan politik yang mestinya berada dalam ranah publik duarik ke 
wilayah privat. Urusar politik menjadi ttrusan agama, perjuangan politik berarti 
perjkangan agama. Jika logika ini diteruskan, maka orang vang tidak sependapat 
dengan paradigma “politik model ini” sama artinya dengan melawan agarna, 
memusuhinya berarti memusuhi agama yang tentu saja mempunya konsekuensi 
teologis tertentu. 

Lebih lanjut, penelitian “Konstruksi Sosial Kiat Tentang Nasionaslisme” yu 
juga mengemukakan temuan bahwa faktor-faktor yang dijadikan dasar untuk 
memperkokoh nasionalisme yang menjamin kesejahteraan rakyat - dalam konteks relasi 


agama dan ncgara - adalah tidak mendasarkan pada wacana pada formalisasi ajaran 
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agama yang hanya menyentuh “aspek eksternal" helaka Penelitian ini 
merekomendasikan bahwa "aspek internal” dari manusia, seperti simbol-simbol, ide- 
ide, nilai-nilai tradisional, dan sistem keyakinan (system of belief), menjadi fakior yang 
sangat dominan dalam konstruksi pemaknaaan (meaning consirustion) dari tindakan 
manusia scbagai "homo sapiens” dalam rangka “menduniawikan agama” yang didesain 
berdasarkan kerangka post-religius. Agama harus mulai merubah cara berpikir lama 
yang lerlalu theocentris (Tuhan segalanya) kearah antropocentris (dunia juga penting), 
bahkan menajam menjadi ecoantrotheocentris (alam raya, manusia, dan Tuhan dalam 
“derajat yang sama”). Karenanya, kerja agama pada hakikatnya adalah kerja duma, 
yaitu kerja rasional untuk menumpuk fasilitas kemanusiaan secara massif dan 


disebarkan dalam gagasan keadilan dan kesejahteraan universal, 


5,24. Kiai Fundamentalis 

Penelitian ini mengajukan temuan yarian baru dalam konteks tipologi kiai-kiai 
dalam lingkungan Nahdlatui Ulama, yaitu varian “Kiai Fundamentalis”. Selama ini, 
para peneliti Nahdlatul (lama berkesimpulan bahwa semua kiai Nahdatul Ularna 
berpandangan moderat dalam konteks relasi agama dan negara sebagaimana kajian 
Zamakhsyari Dhofier (1982), AH Haidar (1994), dan Bruinessen (1994). 

Lebih lanjut, kajian ini menjelaskan bahwa kiai yang berada dalam perspektif 
fundamentalis ini ternyata sama-sama pernah mengenyam pendidikan agama di Timur 
Tengah sebagaimana para kiai yang berpandangan moderat. Dalam konteks ini bisa 
diajukan penjelasan bahwa Timur Tengah pada era para kiai seangkatan KII. Nawawi 


Banten, KH. Mahfudz Termas, KH. Khalil Bangkalan Madura, KH. Hasyim Asy'ari, 
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KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, KH. Asnawi Kudus dan sebagainya, 
waktu itu belum didominasi oleh paham Wahabi yang pemahamannya tekstual, 
nortnatif dan sangat puritan. Sebuah pemahaman yang membakukan ajaran agama 
sebagaimana tercantum dalam teks-teks suci, dan membiarkannya berjalan pada suatu 
garis penafsiran yang iinier tanpa mempertimbangkan kontekstualisasi yang lebih 
berkesadaran sejarah. Pemahaman ini dipilih sebagai wujud kekhawatiran yang 
berlebihan bahwa retnterpretasi dan kontekstualisasi akan dapat menodai sakralitas 
agama. Demikianlah, sctelah tahun 1920 Timur Tengah khususnya kota Makah dan 
Madinah dikuasai oleh rezim yang bermazhab puritanisme agama tersebut, maka 
transmisi keilmuannya berubah dari inklusif menjadi sangat eksklusif dan 


skripturalistik. 


5.2.5. Civil Religion dan Nasionalisme 

Kajian ini tidak sepenuhnya menerima teori nasionalisme yang dikemukakan 
olch Ernest Kenaa dan Anderson yang tidak menganggap agama sebagai faktor pokok 
dalam konteks terbentuknya matian. Kuliah umum Renan tentang “What is a nation” 
seperti dalam buku “Nation and Narration” sebagaimana ditulis oleh Homi Bhabha 
(1990) menyatakan bahwa nation tidak bisa disamakan dengan kesatuan manusia yang 
didasarkan atas kesamaan ras, hahasa, agama, pengrafi, tetapi nation adalah jiwa atau 
something spiritual. Bahkan Anderson dalam “Imagmed Polmical Communities” (1983) 
menyatakan justru faktor distrust terhadap agama dan dominasi agamalah yang menjadi 
pemicu terbentuknya bangsa. Namun, kajian ini menemukan hasil sebaliknya, bahwa 


mayoritas kiai mengkonstruksi nasionalismenya justru berangkat dari ajaran agama. 
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Kajian ii merekomendasikan bahwa ajaran agama bisa menjadi faktor integrasi bangsa 
lintegrating force) dan sekaligus menjadi stpra identity, yaitu sebagai basis ikatan 
solidaritas sosial yang kuat. 

Lehih lanjut, kajian ini juga mengajukan catatan, hahwa agarra (Islam) secara 
imherentiy memang bisa menjadi faktor pokok terbentuknya nafion-state, tetapi hal itu 
tergantung paradigma apa yang digunakan untuk memahami ajaran agama. Paradigma 
tersebut adalah pemahaman agama yang inklusif, kontekstual, dan yang lebih 
mementingkan substansi dari pada bentuk formalnya. Model pemahaman seperti itulah 
yang mampu mewujudkan visi “social and political ideal of togetherness in 
defference", yang oleh Rohert N. Beilah disebut “civil religion” (Beilah 2006). Namun 
perlu dikemukakan bahwa konsep tersebut ia kembangkan dari gagasan Cassanova 
tentang “privat religion" (Casanova 1994). 

Konsep civil religion ini hadir sebagai wacana di tengah masyarakat yang 
tersepmentasi dalam beberapa identitas (segmented society). Proses integrasi 
transkultura! dan transidentitas menjadi tantangan sekahgus masalah yang dihadapi 
umat manusia. Sebah problem integrasi merupakan persoalan laten yang fluktuatif 
dalam melestarikan nation-state. la seringkali meledak dalam aroma bahkan corak yang 
beragam. Kemunculannya seringkali berepistemologi sama, tetapi berpenampilan bxda, 
yaitu berayunnya ideologi nasionalisme ke ideologi tribalisme (min al-ummah ila al- 
gabail wa gi-syu ub). Prototipenya bisa berupa kerusuhan antar etnis, pertarungan antar 
kelompok. disintegrasi - sparatisme dan gerakan kemerdekaan -, dan ketegangan inter 


dan antar agama. 
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Paradigma pemahaman agama seperti diatas akan mampu membawa perubahan 
sosial yang berkeadaban, sehab ia mengajarkan transformasi loyalitas menuju 
transformasi identitas yang berakhir pada transformasi nila. Dari gotong royong 
segmentis ke arah gotong royong transegmentis yang diikat oleh nilai-nilai (dari 
obligatio in solidum ke arah obligatio in supra solidum). Dengan beragama seseorang 
membangun ketulusan kerja seagama, kemudian seiman, dan tras-iman. Inilah babakan 
agama yang mengajarkan persaudaraan seagama (ukhuwah Islamiyah) ke persaudaraan 
sebangsa setanah-air (ukhuwah watahaniyah), dan persaudaraan sesama manusia 
(ukhuwah basyariyah). Dalam konteks ini, kecintaan terhadap bangsa dan tanah air 
serta sesama manusia menjadi ukuran atas derajat keimanan seseorang kepada 
Tuhannya. Agama sebarusnya difungsikan sebagai upaya secara terus menerus untuk 
memposisikan dirinya sebagai agama sejahtera (weffare religion) yang beradab, santun 
dan kompatibel dengan capatan pada keadilan, kesederayatan, dan kesejahteraan 
masyarakat (welfare society). 

Dalam perspektif civil religion inilah kajian ini merekomendasikan proposisi 
bahwa agama apa-pun sesungguhnya mampu menjadi perekat (sentrum) potensial bagi 
penemuan nasionalisme yang lebih dinamis dan mencerahkan masa depan masyarakat 
Indonesia. Agama yang berakar dari “teologi pararel”, berjiwa kerakyatan, dan 
memahami kemajemukan masyarakat seperti imlah yang mampu menjadi ikatan 
nasionalisme sejali (civic nationalism modern state) berhadapan dengan globalisasi 


yang snngkali tidak ramah baik terhadap agama maupun nasionalisme. 
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5.3. Keterbatasan Kajian 

Muncul kecenderungan menarik akhir-akhir ini, yang tidak terekam dalam 
penelitian ini, yaitu semakin menyatunya para kiai sepuh atau biaya disebut “Puros 
Langitan” untuk melawan KIT. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Misalnya mereka saat 
ini bersatu untuk tidak mengakui kcabsahan Muktamar PKB Semarang pertenyahan 
Aprl 2005. Lebih dari itu mereka mengemukakan alasan pokok untuk 
menyingkirkannya, yaitu karena Gus Dur dengan sengaja menjadikan kepengurusan 
partai tersebut lebih p/uratis. Dalam konteks ini memang sekitar dua puluh Jima persen 
pengurus DPP PKB Muktamar Semarang disi olch orang luar Nahdlatul Ulama, 
bahkan kurang lebih sepuluh persennya dari mereka arang-orang non muslim. Dan, 
berdasarkan realitas itulah para kiai ingin menyelamatkan partai yang penah 
didirikannya dan mengusulkan agar PKB dikonversi sebagai partai Islam serta 
menjadikan Islam sebagai asasnya. 

Konfruntasi para kiai sepuh dengan Gus Dur sudah barang tentu menarik untuk 
dikaji tebih lanjut, karena sepuluh tahun yang lalu banyak diantara mereka yang 
menganggapnya sebagai “Hati Allah” yang diyakini hampir tidak mungkin berbuat 
salah, Apalagi alasan yang diajukan adalah masalah pfwralitas yang justru menjadi ruh 
dan rayionalisme Indonesia jauh sebelum diproklarnasikan tahun 1945. 

Penelitian ini juga belum menjangkau Jebih hanyak suhyek penclitian — para 


kiai — yang tetap bersemangat untuk teribat dalam poliuk praktis. baik dalam pemulihan 


! Pada waktu Gus Dur menjadi presiden bumor yang selalu dekembangkan oleh para kiat adalah bahwa 
di dunia yi hanya terdapat tiga Gus, yaitu Gusti Allah, Gusti Nabi Muhammad SAW, dan Gus Dur. 
Pernyataan menggambarkan betapa tingginya kedudukan Gus Dur dj hadapan para kiat sepuh. 
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presiden maupun kepala daerah secara langsung”. Fenomena ini akan sangai menarik 
untuk ditelii sebab sejak Nahdlatul Ulama menyatakan kembali ke khittah 1926, 
mestinya konsentrasi mereka adalah pengembangan pendidikan pesantren dan 
pemberdayaan masyarakat (social empowerment) dalam perspektif crvil society. 
Penting juga dipertumbangkan untuk meneliti kecenderungan anak-anak kiai 
yang tidak dimasukkan ke pesantren-pesantren, sehingga mujai muncul anak kiai yang 
memiliki pesantren hesar, namun mereka tidak mampu membaca kitab klasik yang 
menjadi kurikulum pokok di pesaotren. Di kalangan para kiai yang meruprihatinkan 
gejala ini, mereka menyampaikan koraentar terhadap fenomena tersebut sebagai berikut 
“Saiki akeh kiai waleh dadi Kiai” (sekarang banyak kiai hosan menjadi Koi). 
Pernyataan ini menggambarkan betapa mulai banyak kiai yang tidak mendidik anaknya 
untuk menjadi kiai, padahal pada zaman dahulu fenomena tersebut justru menjadi “aib” 
bagi kiai yang bersangkutan. Fenomena ini lebih menarik lagi untuk dikaji jika pada 
saatnya nanti para putera kia yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai 
pengasuh pesantren, Akibat dari perubahan rujukan kitab, maka perilaku mereka juga 
akan berubah terutama beberapa pandangan yang berkaitan dengan pluralitas Indonesia 
yang selama ini para kiai menadapatkan justifikasi dari kitab klasik tersebut. 
Selanjutnya, penelitian ini juga belum menjelaskan secara tuntas terhadap 
kelompok tertentu yang selalu iagin menjadikan agama sebagai “ideologi” dalam 
perspektif berbagsa-bernegara. Realitas menunjukkan bahwa hubungan antara agama 


dan negara adalah poltisica! discourses yang sensitif, krusial, sulit dan rumit. Di 


“ Akhir-akhir ini peneliti sering mendapatkan kiriman SMS lewat hand phone yang isinya menyindir para 
kiai yang lebih berkonsentrasi mengurusi politik praktis dibanding mengurusi pesantennya. SMS 
tersebut antara lam sebagai berikut : “Sekarang banyak kiai yong semakin disegani”. Ternyata kata 
“disegani” disini berasal dari kata "sega" (baca: nasi) dalam bahasa Jawa, yang mendapatkan awalan di 
Gan akhiran i 
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Indonesia tema ini selalu memunculkan perlawanan dan pertentangan. Dampak paling 
kasat mata dan sering timbul dari hubungan agama dan negara ini adalah ketegangan- 
ketegangan dan perbedaan-perbedaan yang masih sulit ditemukan solusi yang mampu 
menciptakan kesejukan bersama, Dan, hiasanya nuansa politik lebih mengedepan 
daripada untuk kepentingan “misi swci” agama yang sesungguhnya. Karena itu, 
terhadap terna ini, yaitu relasi agama dan negara tetap terbuka peluang untuk diadakan 
“pembacaan ulang”, apalagi isu ini secara terus-menerus menjadi “agenda laten” bagi 
kelompok yang berideologi agama (Islam) di Indonesia yang selalu di mulai dari “tujuh 
kata” dalam Piagam Jakarta 

Lebih dari itu, ternyata penelitian ini juga belum mampu mendeskripsikan 
secara lebih konprebensip bagaimana komunitas Islam diluar Nahdiatul Ulama dan 
non-muslim di Indonesia memandang hubungan antara agama dan negara pasca 
jatuhnya rezim Orde Baru. Bagi Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dalam 
keberagamaannya, maka masalah 3ni tetap menarik untuk diteini secara 
berkesinambungan sebagai bagian dari dialektika antara “kritik ideologis” dan “kritik 
historis” terhadap peran-peran agama di Indonesia. 

Last but not least, penelitian ini juga belum menyentuh secara lebih 
konprehensif wacana giobalisme yang mengancam konsep nation-stare dalam 
perspektif Indonesia secara lebih empirik. Fakia obyektif menunjukkan bahwa para 
pengambil kebijakan negara justru secara sadar mengafirmasi formasi kapitalisme, 
giobalisme, dan developmentalisme. Kajian im diperlukan dalam rangka 
mengcmbangkan kajian Ilmu Sosial yang emansipatoris yang berjangkar pada 


“hermeneutika kecurigaan” (hermeneutics of suspicion) terhadap arus dominan yang 


Agama dan politik: Studi konstruksi ... Ali Maschan Moesa 


Disertasi 


ADLN - Perpustakaan Unair 370 


dihembuskan globalisme yang bisa mengarah pada “senjakala” nation-stute trmasuk 
Indonesia. Upaya kajian ini diawali dengan membongkar epistetnologi seluruh 
bangunan gagasan dominan tentang globalisasi. Selanjutnya dilakukan komparasi 
dalam rangka menyediakan ruang bagi kontestasi dan interaksi sistem-sistem 
pengetahuan lokal. Dengan ini sistem pengetahuan tunggal yang dikonstruksikan oleh 
piobalisme dapat dihempang dan dielakkan dalam ranah keragaman sistem 
pengetahuan. Hasil dari kajian itu diharapkan bisa Icbih mampu memberi ruang bagi 
bagi masyarakat untuk merayakan ranah keragaman sistem pengetahuan di tengah 


tikungan arus kekuatan giobal yang justru akan mengganggu keutuhan bangsa. 
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